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BUPATI CILACAP |

* PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI CILACAP
NOMOR £ 7 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN CILACAP TAHUN 2023-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANGVMAHA ESA

BUPATI CILACAP,

. bahwa pembangunan daerah merupakan perwujudan dari

pelaksanaan urusan pemerintahan yang telah diserahkan ke
daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional,;
bahwa sebagai daerah otonom, Kabupaten Cilacap memiliki
kewenangan untuk menyelenggarakan pembangunan daerah
yang jelas, terukur, bertahap dan berkesinambungan;
bahwa sebagai tindak lanjut Instruksi Menteri Dalam Negeri
Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2021 tentang
Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah
Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir
Pada Tahun 2022 tanggal 31 Desember 2021,
mengamanatkan agar Kabupaten/Kota menyusun Dokumen
Perencanaan = Pembangunan Menengah Daerah Tahun
2023-2026 yang selanjutnya disebut Rencana Pembangunan
Daerah (RPD) Kabupaten/Kota Tahun 2023-2026 yang
ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
bahwa masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati Cllacap akan
berakhir pada bulan November 2022, maka perlu menyusun
Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Cilacap Tahun
2023-2026;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagalmana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, huruf ¢, dan huruf d, perlu
- menetapkan Peraturan Bupati Cilacap tentang Rencana
Pembangunan Daerah: Kabupaten Cilacap Tahun 2023-2026;

Undang—Undang Nomor 13 Tah,unA 1950 tentang

- Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan
Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 1950 Nomor 42);

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia .
‘Nomor 4286);

. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang S1stem "

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);



10.

11.

12.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun
2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4700); '

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007. tentang Penataan
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 11 ‘Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6573); ‘
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6757 );

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang
Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,
Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran
Negara: Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indone31a Nomor
4817);

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang
Rencana Tata - Ruang Wilayah Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara  Republik Indonesia
Nomor 4833) sebagaimana telah . diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26



13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77,

‘Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

6042);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun
2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang

‘Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6056);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang
Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6323);

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang
Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan
Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 136);

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi
Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);

Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang
Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal-
Semarang-Salatiga-Demak-Grobogan, Kawasan Purworejo-
Wonosobo-Magelang-Temanggung dan Kawasan Brebes-
Tegal-Pemalang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 224);

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020, Nomor
10);

22.Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang

23.

Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun
2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis
Nasional (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2020
Nomor 259);

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun

. 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran
Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E



Menetapkan

24.

25.

26.

27.

28.

29.

Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah
Nomor 9);

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun
2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa
Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa
Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah
Provinsi Jawa Tengah Nomor 28) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16
Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana
Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029
(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019
Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Prov1n31 Jawa
Tengah Nomor 121);

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun
2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka -Menengah
Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran
Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 35,
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor
110);

Peraturan Daerah Kabupaten Cllacap Nomor 23 Tahun 2008
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
(RPJPD) Kabupaten Cilacap Tahun 2005-2025 . (Lembaran
Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2008 Nomor 23,
Tambahan Lembaran - Daerah Kabupaten Cilacap Tahun
2008 Nomor 31);

Peraturan Daerah Kabupaten Cllacap Nomor 9 Tahun 2011
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cilacap
Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap
Tahun 2011 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Cilacap Nomor 63) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 1
Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana
Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cilacap Tahun 2011-2031
(Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2021 Nomor 1,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 180);
Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 8 Tahun 2014
tentang Prosedur Penyusunan Perencanaan Pembangunan
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2014
Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap
Nomor 1 1 1);

Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap
Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Cilacap Nomor 134);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2023 - 2026.



-BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Cilacap.

2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.

3. Kepala Daerah adalah Bupati Cilacap.

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan
DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang.
menjadi kewenangan daerah Kabupaten Cilacap.

5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, yang
selanjutnya disebut RPJMN adalah dokumen perencanaan
nasional untuk periode 5 (lima) tahun.

6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi,
yang selanjutnya disingkat RPJMD Provinsi adalah
dokumen perencanaan daerah provinsi untuk periode S
(lima) tahun.

7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, yang
selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen
Perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.

8. Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten, yang
“selanjutnya disingkat RPD Kabupaten adalah dokumen
perencanaan pembangunan menengah daerah untuk
periode Tahun 2023-2026.

9. Rencana Tata Ruang Wilayah, yang selanjutnya dlslngkat
RTRW adalah hasil  perencanaan tata ruang yang
merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijakan
pemanfaatan ruang wilayah nasional, provinsi dan
kabupaten/kota ke dalam struktur dan pola pemanfaatan
ruang wilayah. "

10. Rencana Strategis Perangkat Daerah, yang selanjutnya
disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah
dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk per1ode
Tahun 2023-2026.

11.Rencana. Pembangunan Tahunan Daerah, yang
selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah
selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan
daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

12. Strategi adalah . langkah Dberisikan program-program
sebagai pnontas pembangunan daerah/perangkat daerah
~untuk mencapai sasaran.

13. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah
dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan
dengan menggunakan sumberdaya yang disediakan untuk
mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan
fungsi.

BAB I
RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 2
RPD merupakan penjabaran Dokumen Perencanaan
Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2023-2026 yang
memuat = tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan,
Pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah, serta program



Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai
dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif, yang
penyusunannya berpedoman pada RPJPD, RTRW  dan
memperhatikan RPJMD Provinsi serta RPJMN.

Pasal 3
(1) Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Cilacap Tahun
12023-2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun
dengan sistematika sebagai berikut :
BAB I PENDAHULUAN
BAB I GAMBARAN UMUM _
BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH
BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS
BABV TUJUAN DAN SASARAN '
BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM
PRIORITAS
BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN
DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH
BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
A DAERAH
BAB IX PENUTUP

(2) Rencana Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4
RPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 digunakan oleh
Penjabat = (Pj.) Bupati  sebagai pedoman untuk

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah
Tahun 2023-2026.

BAB III
PENGENDALIAN DAN EVALUASI -

_ Pasal 5

(1) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan
Pengembangan Daerah  bertanggung jawab  atas
pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPD
Tahun 2023-2026.

(2) Kepala Perangkat Daerah bertanggung jawab atas
pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra
Perangkat Daerah Tahun 2023-2026.

(3) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPD
dan Renstra Perangkat Daerah dilaksanakan sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
PERUBAHAN RPD

Pasal 6
(1) RPD Tahun 2023-2026 dapat dllakukan perubahan
apabila :

a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukan adanya
ketidaksesuaian antara asumsi perencanaan dengan
kondisi eksisting;

b. hasil pengendalian dan evalua81 menunjukan adanya
kesenJangan yang s1gn1ﬁkan antara target dan
pencapaian kinerja sampai dengan tahun berjalan;



c. terjadi perubahan yang mendasar;
d. merugikan kepentingan nasional dan/atau masyarakat
luas.

(2) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada

' ayat (1) huruf c, meliputi terjadinya - bencana alam,

goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial,

gangguan keamanan, kondisi darurat, keadaan luar biasa,

pemekaran daerah, perubahan kebijakan nasional, dan

perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih
tinggi. - -

Pasal 7 .
RPD Perubahan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 6 ditetapkan dengan Peraturan Bupati. ‘ '

BAB YV
KETENTUAN PERALIHAN

‘ Pasal 8
Pada saat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) Tahun 2024-2029 belum tersusun, maka
penyusunan RKPD Tahun 2027 berpedoman pada RPJPD,
serta mengacu pada RPJMD Provinsi,

v BABVI = .
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9 . :
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

Agar setiap = orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Cilacap. B

Ditetapkan dij,Cilacap

01 #ap 20

Diundangkan di Cilacap

L1 tir 2

BERITA DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2022 NOMOR 27
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LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI CILACAP

NOMOR 27 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN CILACAP TAHUN 2023-2026

BAB 1
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan pembangunan daerah memiliki peran yang sangat
strategis dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan pembangunan
daerah di era otonomi. Rencana pembangunan daerah yang
komprehensif akan memberikan arah kebijakan dan strategi
pelaksanaan pembangunan yang tepat dalam menyelesaikan berbagai
permasalahan di daerah. Hal ini dilakukan agar pelaksanaan
pembangunan dapat terselenggara secara terarah, efektif dan efisien
serta mampu mencapai sasaran pembangunan yang ditetapkan. Dengan
demikian, perencanaan pembangunan daerah menjadi pedoman dalam
penyelenggaraan pembangunan bagi perangkat daerah, dukungan

dunia usaha dan partisipasi masyarakat di daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), ruang lingkup
perencanaan pembangunan meliputi perencanaan pembangunan jangka
panjang  daerah (Rencana Pembangunan  Jangka  Panjang
Daerah /RPJPD), perencanaan jangka menengah daerah (Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah/RPJMD) dan perencanaan
tahunan daerah (Rencana Kerja Pemerintah Daerah/RKPD) yang

selanjutnya menjadi bahan dalam perencanaan penganggaran (APBD).

Menindaklanjuti amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan
Walikota Menjadi Undang-Undang, yang salah satu amanatnya adalah
dilaksanakan pemilu kepala daerah serentak secara nasional pada
Tahun 2024, maka diterbitkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor

70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan
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Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala
Daerah Berakhir Pada Tahun 2022 agar Kabupaten/Kota menyusun
Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2023-
2026 yang selanjutnya disebut Rencana Pembangunan Daerah (RPD)
Kabupaten/Kota dan Perangkat Daerah menyusun Rencana Strategis

Perangkat Daerah (Renstra PD) Kabupaten/Kota Tahun 2023-2026.

Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Cilacap
menyusun Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Cilacap
Tahun 2023-2026 mengingat masa jabatan Bupati Cilacap berakhir
pada tahun 2022.

Selanjutnya sesuai dengan ketentuan Instruksi Menteri Dalam
Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen
Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan
Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022, pelaksanaan penyusunan
RPD Kabupaten/Kota terdiri dari beberapa tahapan yaitu :

1. Bappeda Kabupaten/Kota menyusun Rancangan Rencana
Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2023-2026 dengan
memperhatikan Rancangan Renstra PD Kabupaten/Kota Tahun
2023-2026, RPJMD Provinsi yang berlaku atau Rencana
Pembangunan Daerah Provinsi Tahun 2023-2026.

2. Perangkat Daerah Kabupaten/Kota menyusun Rancangan Renstra
PD Kabupaten/Kota Tahun 2023-2026 sesuai Rancangan Rencana
Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten/ Kota Tahun 2023-2026.

3. Bappeda Kabupaten/Kota melakukan forum konsultasi publik
untuk menyerap saran dan/ atau masukan dari pemangku
kepentingan (stakeholders) pembangunan daerah, termasuk DPRD,
yang dituangkan dalam Berita Acara Forum Konsultasi Publik serta
ditandatangani oleh perwakilan dari pemangku kepentingan yang
hadir.

4. Penyelenggaraan forum konsultasi publik dilaksanakan sesuai
dengan kondisi daerah dengan mempertimbangkan prinsip
efektivitas dan efisiensi.

5. Berita Acara Forum Konsultasi Publik menjadi bahan bagi
penyempurnaan Rancangan Rencana Pembangunan Daerah
Kabupaten/Kota Tahun 2023-2026 dan Rancangan Renstra PD
Kabupaten/Kota Tahun 2023-2026 sebelum diajukan untuk

dilakukan fasilitasi.
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6. Sebelum ditetapkan menjadi Rencana Pembangunan Daerah Tahun
2023-2026, Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Daerah
Kabupaten/Kota Tahun 2023-2026 dilakukan fasilitasi oleh
Gubernur selaku Wakil Pemerintah dengan ketentuan sebagai
berikut :

a. Tujuan fasilitasi Rancangan Akhir Rencana Pembangunan
Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2023-2026 adalah untuk
memastikan:

1) Kepentingan umum;

2) Akuntabilitas;

3) Rasionalitas;

4) Efektivitas;

5) Efisiensi;

6) Partisipatif;

7) Kesinambungan;

8) Keselarasan; dan

9) Kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan.

b. Fasilitasi Rancangan RPD Kabupaten/Kota melampirkan :

1) Surat Permohonan Fasilitasi Rancangan Akhir RPD
Kabupaten/Kota Tahun 2023-2026;

2) Rancangan Akhir RPD Kabupaten/Kota Tahun 2023-2026;

3) Hasil evaluasi pelaksanaan RPJMD Tahun 2017-2022;

4) Berita Acara Forum Konsultasi Publik;

5) Hasil Reviu APIP.

c. Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Daerah
Kabupaten/Kota Tahun 2023-2026 dilakukan fasilitasi oleh
Gubernur selaku Wakil Pemerintah, dan hasilnya berupa Surat
Rekomendasi Gubernur selaku Wakil Pemerintah;

7. Surat Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada angka 6 huruf c di
atas, menjadi bahan penyempurnaan Rancangan Akhir Rencana
Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota sebelum ditetapkan.

8. Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota
yang telah disempurnakan, diajukan oleh Kepala Bappeda
Kabupaten/Kota kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah

untuk ditetapkan.
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9. Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2023-2026
yang telah ditetapkan menjadi bahan penyempurnaan Rancangan
Akhir Renstra PD Kabupaten/Kota Tahun 2023-2026.

10. Kepala Bappeda Kabupaten/Kota bertanggung jawab melakukan
verifikasi terhadap Rancangan Akhir Renstra PD Kabupaten/Kota
Tahun 2023-2026.

11. Rancangan Akhir Renstra PD Kabupaten/Kota Tahun 2023-2026
yang telah disempurnakan sesuai hasil verifikasi, ditetapkan oleh

Kepala Daerah.

1.2. Landasan Hukum
Dasar hukum penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (RPD)
Kabupaten Cilacap Tahun 2023-2026 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan
Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan
Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor
47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
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6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

9. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi
dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4816);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata
Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4817);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata
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Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6042);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72
Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor
18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Kembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi
Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar
Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6178);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6322);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan
Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesi Nomor 6323);

19. Peraturan  Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesi Nomor 6633);

20. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan
Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);

21. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2018
tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
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22. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan
Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal-Semarang-Salatiga-
Demak-Grobogan, Kawasan Purworejo-Wonosobo-Magelang-
Temanggung dan Kawasan Brebes-Tegal-Pemalang Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 224);

23. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

24. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan
Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang
Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 259);

25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi
Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa
Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran
Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);

26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 06 Tahun 2010
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun
2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010
Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor
28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi
Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 06 Tahun 2010
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun
2009-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019
Nomor 16 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah
Nomor 121);

27.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi
Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa
Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi
Jawa Tengah Nomor 110);

28. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 23 Tahun 2008
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)
Kabupaten Cilacap Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten
Cilacap Tahun 2008 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Cilacap Tahun 2008 Nomor 31);
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29. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2011 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cilacap Tahun 2011-2031
(Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2011 Nomor 9,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 63)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Cilacap Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana
Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cilacap Tahun 2011-2031
(Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2021 Nomor 1,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 180);

30. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 8 Tahun 2014 tentang
Prosedur Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2014 Nomor 8,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 111);

31. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap
(Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2016 Nomor 9,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 134);

32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67
Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan
Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);

33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86
Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,
Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70
Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

RPD KABUPATEN CILACAP TAHUN 2023-2026 Hal I-8



35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90
Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomeklatur
Perencanaan dan Keuangan Daerah, sebagaimana telah
dimutakhirkan dengan Keputusan Mendagri Nomor 050-5889
tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi,
Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77
Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

37.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59
Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);

38. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang
Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi
Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun
2022.

1.3. Hubungan Antar Dokumen

Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Cilacap Tahun
2023-2026 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah
daerah, di mana dalam proses penyusunannya memperhatikan dan
berpedoman pada dokumen-dokumen perencanaan pembangunan baik
tingkat nasional maupun Provinsi Jawa Tengah, antara lain : RPJMN,
RPJMD Provinsi Jawa Tengah, Dokumen RPJPD Kabupaten Cilacap dan
Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Cilacap.

1.3.1. Hubungan Antara RPD dengan RPJMN

Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten
Cilacap Tahun 2023-2026 dilakukan dengan penyelarasan kebijakan
pembangunan nasional khususnya yang Dberkaitan dengan
pembangunan daerah yang mempengaruhi dan mendukung
pembangunan nasional. Penelaahan dilakukan terhadap isu-isu
strategis nasional yang dimuat dalam Peraturan Presiden Nomor 18
Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024 maupun kebijakan strategis
nasional lainnya yang terkait dengan pembangunan di Kabupaten

Cilacap.
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Disamping itu, target nasional yang ditetapkan dalam arah
kebijakan RPJMN tahun 2020-2024 yang perlu mendapatkan dukungan
dari Kabupaten Cilacap juga menjadi dasar dalam penentuan target

dalam RPD Kabupaten Cilacap tahun 2023-2026.

1.3.2. Hubungan Antara RPD dengan RPJMD Provinsi Jawa Tengah

Selain RPJMN, penyusunan RPD Kabupaten Cilacap juga harus
memperhatikan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 tahun
2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) Provinsi Jawa Tengah tahun 2018-2023. Hal-hal yang perlu
diperhatikan dari RPJMD Provinsi Jawa Tengah antara lain terkait
dengan arah pengembangan kewilayahan, kawasan strategis, isu-isu
strategis yang berkembang, dan juga indikator beserta target yang

harus didukung pencapaiannya oleh Pemerintah Kabupaten Cilacap.

1.3.3. Hubungan Antara RPD dengan RPJPD Kabupaten Cilacap
RPD tahun 2023-2026 merupakan RPD penjabaran dari periode
keempat RPJPD Kabupaten Cilacap Tahun 2005-2025. Visi
pembangunan jangka panjang daerah adalah : “Cilacap yang
Berbudaya dan Sejahtera,” dimana dalam periode tersebut, kebijakan
perencanaan pembangunan daerah untuk perencanaan tahun 2023-
2026 adalah memantapkan pencapaian prioritas pembangunan daerah,

sebagai berikut :

1. Diterapkannya nilai-nilai luhur yang berasal dari budaya dan agama
dalam praktek kehidupan sehari-hari;

2. Rendahnya intensitas dan frekuensi konflik sosial yang ditimbulkan
karena isu SARA dan kesenjangan sosial ekonomi;

3. Tingkat keyakinan masyarakat yang tinggi akan rasa aman,
tenteram dan damai;

4. Investasi-investasi besar semakin mantap dalam memainkan
perannya sebagai agen = pembangunan  sehingga  stabilitas
pertumbuhan perekonomian yang tinggi dapat tercapai;

5. Potensi daerah telah dapat dimanfaatkan secara optimal sehingga
tercipta produk yang mempunyai daya saing tinggi dan banyak
diminati;

6. Keseimbangan pembangunan yang memperhatikan kelestarian
alam;

7. Infrastruktur yang telah mampu mendinamisir ekonomi kerakyatan;
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8. Mantapnya masyarakat yang senantiasa aktif dalam setiap kegiatan
pembangunan baik fisik maupun non fisik sehingga mampu
melaksanakan pembangunan di berbagai sektor secara mandiri;

9. Terwujudnya masyarakat menjadi faktor yang memiliki peran yang
sama besar dengan faktor pembangunan lainnya sehingga
partisipasinya menjadi salah satu elemen penting dalam

pembangunan.

1.3.4. Hubungan Antara RPD dengan RKPD Kabupaten Cilacap
RPD Kabupaten Cilacap Tahun 2023-2026 selanjutnya dijabarkan
ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sebagai suatu
dokumen perencanaan pembangunan tahunan. Selain berpedoman
pada dokumen RPD, penyusunan RKPD juga berpedoman pada RKP,
Program Strategis Nasional, RKPD Provinsi Jawa Tengah dan pedoman

penyusunan RKPD yang diterbitkan oleh Kemendagri setiap tahun.

Penyusunan RKPD berpedoman pada RPD terkait dengan
penyelarasan sasaran dan prioritas pembangunan Daerah serta
program Perangkat Daerah dengan sasaran, arah kebijakan, program
Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam
Peraturan Bupati Cilacap tentang RPD Kabupaten Cilacap Tahun 2023-
2026.

1.3.5. Hubungan Antara RPD dengan Rencana Strategis Perangkat
Daerah (Renstra PD)

RPD Kabupaten Cilacap Tahun 2023-2026 menjadi pedoman
dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD)
dalam rentang waktu 4 (empat) tahun. Renstra-PD merupakan
penjabaran teknis RPD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan
teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan dan indikasi
program serta kegiatan setiap wurusan bidang dan/atau fungsi
pemerintahan untuk jangka waktu 4 (empat) tahunan yang disusun

oleh semua Perangkat Daerah.

Renstra PD sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 272 Undang-
Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,
mengemukakan tentang tujuan, sasaran, program, dan kegiatan
pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib
dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi

setiap Perangkat Daerah.
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1.3.6. Hubungan Antara RPD dengan Dokumen Perencanaan Sektoral
Lainnya

Penyusunan RPD Kabupaten Cilacap juga memperhatikan

berbagai kesepakatan internasional dan dokumen perencanaan multi

sektor, antara lain : Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable

Development Goals/ SDG’s), Standar Pelayanan Minimal (SPM), Rencana

Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kabupaten Cilacap dan

dokumen perencanaan pembangunan sektoral lainnya yang terkait.

1.4. Maksud dan Tujuan
1.4.1 Maksud
Maksud dari penyusunan dokumen RPD Kabupaten Cilacap

Tahun 2023-2026 adalah :

a. Memberikan arah dan pedoman bagi seluruh pemangku
kepentingan pembangunan daerah, baik pemerintah daerah,
kalangan dunia wusaha dan masyarakat dalam membangun
kesepamahaman, kesepakatan dan komitmen bersama guna
mewujudkan tujuan dan sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten
Cilacap periode tahun 2023-2026;

b. Memberikan pedoman dalam penyusunan RKPD, Renstra
Perangkat Daerah maupun Renja Perangkat Daerah berupa
program beserta target dan pagu indikatif sebagai dasar/pedoman
dalam penyusunan RAPBD;

c. Menyediakan instrumen sinkronisasi penyelenggaraan
pembangunan daerah mulai dari perencanaan, penganggaran,

pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi serta pengawasan.

1.4.2 Tujuan
Tujuan dari penyusunan RPD Kabupaten Cilacap Tahun 2023-

2026 antara lain sebagai berikut :

a. Menjadi landasan dan pedoman dalam penyelenggaraan
pemerintahan dan pembangunan daerah tahun 2023-2026;

b. Menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD yang merupakan
perencanaan tahunan, berupa program, kegiatan dan sub kegiatan
beserta target dan pagu anggaran yang bersifat indikatif sebagai
bahan/rujukan dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA),
Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan RAPBD;
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c. Menjadi acuan bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan Renstra
maupun Renja Perangkat Daerah, dan sebagai tolok ukur dalam

mengukur kinerja tahunan.

1.5. Sistematika RPD Tahun 2023-2026
Sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun
2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan
Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir
Pada Tahun 2022, RPD Kabupaten Cilacap Tahun 2023-2026 disajikan

dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan
Bab ini memuat latar belakang, dasar hukum penyusunan,

hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan, serta sistematika

RPD.

Bab II Gambaran Umum
Bab ini memuat gambaran umum kondisi daerah pada aspek
geografis dan demografis, aspek pelayanan umum, aspek

kesejahteraan masyarakat, dan aspek daya saing daerah.

Bab III Gambaran Keuangan Daerah
Bab ini memuat analisis kinerja keuangan periode sebelumnya,
dan kebijakan pengelolaan keuangan serta kerangka pendanaan

daerah tahun 2023-2026.

Bab IV Permasalahan dan Isu Strategis
Bab ini memuat permasalahan pembangunan dan isu-isu

strategis pembangunan daerah tahun 2023-2026.

Bab V Tujuan dan Sasaran
Pada bab ini diuraikan tentang tujuan dan sasaran
pembangunan, disertai target kinerja yang akan dicapai selama

periode perencanaan pembangunan.

Bab VI Strategi, Arah Kebijakan dan Program Prioritas
Bab ini menjelaskan tentang strategi dan arah kebijakan yang
akan dilaksanakan sesuai dengan permasalahan yang ada. Selain
itu juga disampaikan arah pengembangan wilayah yang terdiri
dari strategi dan arah kebijakan yang menyesuaikan rencana

pembangunan daerah yang bersifat strategis.
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Bab VII Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat
Daerah
Bab ini menguraikan tentang  kebijakan  pendanaan
pembangunan dan program perangkat daerah yang dirumuskan
dalam Renstra PD dan menjadi prioritas dalam mencapai sasaran
pembangunan RPD, selanjutnya menjadi dasar penentuan
indikasi rencana program dan kegiatan dalam Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD) tahun berkenaan.

Bab VIII Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Pada bab ini memuat penetapan indikator kinerja daerah yang
bertujuan untuk memberikan gambaran tentang ukuran
keberhasilan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama
(IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah
daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK)
Daerah pada akhir periode RPD.

Bab IX Penutup
Bab ini memuat tentang pedoman transisi dan kaidah
pelaksanaan  untuk  menyusun dokumen = perencanaan

pembangunan daerah setelah periode RPD berakhir.
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BAB II
GAMBARAN UMUM

2.1. Aspek Geografi dan Demografi
Aspek geografi dan demografi merupakan salah satu aspek

kondisi kewilayahan yang harus diperhatikan sebagai ruang dan subjek
pembangunan. Aspek geografi memberikan gambaran mengenai
karakteristik lokasi dan wilayah, serta potensi pengembangan wilayah.
Sementara itu gambaran kondisi demografi antara lain mencakup
perubahan penduduk, komposisi dan populasi masyarakat secara

keseluruhan atau kelompok dalam waktu tertentu.

2.1.1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah
1. Luas dan Batas Wilayah

Kabupaten Cilacap merupakan Kabupaten terluas di Provinsi

Jawa Tengah dengan luas wilayah 2.253,61 km? (termasuk Pulau

Nusakambangan seluas 115,11 km?2) atau sekitar 6,48% dari luas

Provinsi Jawa Tengah. Batas wilayah administrasi Kabupaten Cilacap

sebagai berikut:

Sebelah Utara : Kabupaten Banyumas, Kabupaten Brebes dan
Kabupaten Kuningan (Provinsi Jawa Barat)

Sebelah Selatan : Samudra Indonesia

Sebelah Barat : Kabupaten Ciamis, Kota Banjar dan Kabupaten
Pangandaran (Provinsi Jawa Barat)

Sebelah Timur : Kabupaten Kebumen
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Kecamatan yang memiliki wilayah terluas di Kabupaten Cilacap
adalah Kecamatan Wanareja dengan luas 189,73 km?2 sedangkan
kecamatan dengan luas wilayah terkecil adalah Kecamatan Cilacap
Utara dengan luas 18,84 km?2. Secara administratif Kabupaten Cilacap
terbagi menjadi 24 Kecamatan; 269 Desa; 15 Kelurahan; 2.319 rukun
warga (RW) dan 10.463 rukun tetangga (RT). Secara rinci dapat di lihat
pada tabel berikut :

Tabel 2.1.
Wilayah Administratif Menurut Kecamatan, Desa/Kelurahan, RT,
RW dan Luas Wilayah Per Kecamatan Tahun 2021

No. Kecamatan Desa | Kelurahan RT RW LuaTK\zilza)\yah
1. | Dayeuhluhur 14 - 386 118 185,06
2. | Wanareja 16 - 665 182 189,73
3. | Majenang 17 - 785 167 138,56
4. | Cimanggu 15 - 446 107 167,44
S. | Karangpucung 14 - 417 107 115
6. | Cipari 11 - 363 80 121,47
7. | Sidareja 10 - 293 54 54,95
8. | Kedungreja 11 - 485 93 71,43
9. Patimuan 7 - 322 79 75,3
10. | Gandrungmangu 14 - 583 88 143,19
11. | Bantarsari 8 - 410 67 95,54
12. | Kawunganten 12 - 468 80 117,43
13. | Kampung Laut 4 - 128 39 146,14
14. | Jeruklegi 13 - 432 83 96,8
15. | Kesugihan 16 - 690 156 82,31
16. | Adipala 16 - 515 118 61,19
17. | Maos 10 - 263 66 28,05
18. | Sampang 10 - 228 72 27,3
19. | Kroya 17 - 550 111 58,83

20. | Binangun 17 - 363 110 51,42

21. | Nusawungu 17 - 452 119 61,26

22. | Cilacap Selatan 9,11

- Pulau Nusakambangan ] S 447 73 115,11

23. | Cilacap Tengah - 5 421 80 22,15

24. | Cilacap Utara - 5 351 70 18,84

Jumlah 269 15 10.463 2.319 2.253,61

Sumber : Kabupaten Cilacap Dalam Angka Tahun 2022

2. Letak dan Kondisi Geografis
Kabupaten Cilacap terletak diantara 108°4°30” — 109930°30”
(Garis Bujur Timur) serta 7930’ - 7945°20” (Garis Lintang Selatan).
Kabupaten Cilacap secara geografis terdiri dari wilayah perbukitan,

dataran rendah dan pesisir.

3. Topografi
Wilayah tertinggi adalah Kecamatan Dayeuhluhur dengan

ketinggian rata-rata 198 meter dari permukaan laut dan wilayah
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terendah adalah Kecamatan Kampung laut dengan ketinggian rata-rata

1 meter dari permukaan laut.

Tabel 2.2.

Ketinggian Rata-Rata Kecamatan Kabupaten Cilacap

No Kecamatan Pei{ne*x:;:fg;aiaz:r(lm) Di tempat tertentu

1 | Dayeuhluhur 198 Dayeuhluhur

2 | Wanareja 25 Wanareja

3 | Majenang 23 Majenang

4 | Cimanggu 40 Cimanggu

S5 | Karangpucung 50 Karangpucung

6 | Cipari 50 Cipari

7 | Sidareja 26 Sidareja

8 | Kedungreja 45 Kedungreja

9 | Patimuan S Patimuan

10 | Gandrungmangu 15 Gandrungmangu
11 | Bantarsari 8 Bantarsari

12 | Kawunganten 56 Kawunganten
13 | Kampung Laut 1 Kampung Laut
14 | Jeruklegi 9 Jeruklegi

15 | Kesugihan 8 Kesugihan

16 | Adipala 8 Adipala

17 | Maos 8 Maos

18 | Sampang 8 Sampang

19 | Kroya 10 Kroya

20 | Binangun 8 Binangun

21 | Nusawungu 10 Nusawungu

22 | Cilacap Selatan 6 Cilacap Selatan
23 | Cilacap Tengah S Cilacap Tengah
24 | Cilacap Utara 6 Cilacap Utara

Sumber : Kabupaten Cilacap Dalam Angka Tahun 2022
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4. Geologi

Kondisi geologi di Kabupaten Cilacap dapat dirinci menjadi
bahasan mengenai litologi/batuan, stratigrafi, dan struktur geologi.
Ketiga aspek geologi tersebut penting kaitannya dengan beberapa
fenomena alam khususnya kebencanaan seperti longsor, banjir,
maupun kekeringan.

Kabupaten Cilacap memiliki bentang alam yang beragam, secara
topografi daerah barat dan utara berupa perbukitan dan pegunungan,
serta daerah selatan berupa lahan pesisir dan laut. Wilayah ini memiliki
keragaman ekosistem yang tersimpan di dalam wilayah administrasi
Kabupaten Cilacap dari timur hingga barat. Kondisi pantai Kabupaten
Cilacap menunjukkan adanya keseragaman dalam unsur geologi dan
relief. Geologi atau endapan sepanjang pantai umumnya berupa
daratan rendah pantai yang terdiri dari sedimen kuarter. Sedimen
tersebut merupakan kombinasi antara endapan-endapan sungai delta,
pantai, dan alluvial.

Wilayah Kabupaten Cilacap secara geologi dibentuk oleh formasi-
formasi batuan gunung api dan sedimen endapan alluvium menutupi
sebagian besar wilayah barat hingga ke bagian selatan (Djuri, 1975;
Asikin dkk., 1992, dan Simanjutak dkk., 1992). Formasi-formasi
batuan berumur Miosen Tengah yang tersingkap terutama di Pulau
Nusakambangan terdiri dari Formasi Nusakambangan dan Pamutuan,
dimana formasi yang kedua menindih secara selaras formasi pertama.
Kedua formasi tersebut diatas ditutupi oleh Formasi Kalipucang yang
berumur Miosen Tengah-Pliosen Awal, diendapkan secara tidak selaras
di atas formasi Nusakambangan; sementara bagian bawahnya
menjemari dengan anggota kalkarenit dari Formasi Pamutuan.

Formasi Nusakambangan disusun oleh tuf, tuf lapilli, tuf pasir/
kerikilan dengan sisipan batu pasir sela di bagian bawah; dimana batu
pasir sela semakin bertambah ke bagian atas, berselingan dengan batu
lempung, bersisipan breksi. Formasi Pamutuan terdiri dari batu pasir,
kalkarenit, napal, tuf, batu lempung, dan batu gamping; sedangkan
Formasi Kalipucung merupakan endapan laut dangkal yang didominasi
oleh batu gamping terumbu.

Bagian daratan Kabupaten Cilacap dibentuk oleh formasi-
formasi Rambatan Halang; Kumbang dan Tapak; yang sebagian besar

ditutupi oleh alluvium dengan endapan pantai menutupi terutama
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bagian pantai selatan dari Kota Cilacap hingga muara Sungai Bengawan
Donan di bagian timur kota. Formasi Rambatan berumur Miosen
tengah disusun oleh endapan turbidit yang terdiri dari batu pasir
gampingan bersisipan napal, batu lempung dan breksi. Formasi Halang
terdiri dari perselingan batu pasir, batu lempung, napal, dan tuf
bersisipan breksi yang ditutupi secara tidak selaras oleh Formasi
Kumbang berumur Pliosen Awal berupa endapan breksi gunung api
bersisipan lava, batu pasir dan konglomerat bersisipan napal.
Sementara Formasi Tapak merupakan satuan batuan sedimen hasil
pengendapan laut dangkal, yang terdiri dari batu pasir mengandung
cangkang moluska bersisipan napal dan breksi; berumur Pliosen dan
diendapkan secara tidak selaras di atas Formasi Halang.

Formasi Halang diterobos oleh retas-retas bersusunan basalt
sebagai pengisian bukaan-bukaan batuan berarah hampir sejajar
dengan struktur antiklin, yang kemudian dipotong oleh sesar-sesar
berarah timur laut- barat daya atau hampir utara-selatan. Luasnya
sebaran alluvium berarah barat laut- tenggara diduga sebagai pengisian
blok yang mengalami penurunan/ terban (graben) akibat bentukan

struktur sesar normal di wilayah pemantauan.

5. Hidrologi
Air Permukaan

Kondisi hidrologi yang dapat dilihat dari potensi air tanah dan
keberadaan air permukaan satu daerah adalah tidak sama dengan
daerah lainnya walaupun keduanya mempunyai curah hujan yang
sama. Hal ini disebabkan kondisi lahan (geologi, geomorfologi, dan
tanah) setiap daerah berbeda. Perbedaan-perbedaan ini akhirnya
membawa keberagaman dalam potensi sumber daya alam dan potensi
kebencanaan alam sehingga pengembangan sumber daya alam daerah
harus memperhatikan potensi-potensi alam tersebut. Pengembangan
sumber daya alam harus memperhatikan kesinambungan pemanfaatan
dan kelestarian lingkungan. Kekeliruan pengembangan sumber daya
alam selain berdampak pada degradasi sumber daya alam yang
bersangkutan, juga berperan dalam memicu terjadinya bencana alam
yang berakibat sangat merugikan.

Kabupaten Cilacap memiliki potensi air yang berasal dari air

permukaan. Di Kabupaten Cilacap, terdapat beberapa sungai yang
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mengalir di daerah ini dan bermuara di samudera Indonesia. Sungai-
sungai ini termasuk dalam Daerah Aliran Sungai (DAS) Citanduy dari
arah barat, Serayu dari arah Kabupaten Banjarnegara di sebelah timur
laut, serta Tipar dan ljo di selatan. Berdasarkan Peraturan Menteri
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 04/PRT/M/2015
tentang Kriteria dan Penetapan Wilayah Sungai, disebutkan bahwa di
Kabupaten Cilacap terdapat 24 (dua puluh empat) Daerah Aliran Sungai
(DAS) yang berada di bawah pengelolaan dan kewenangan Balai Besar
Wilayah Sungai (BBWS) Citanduy dan Balai Besar Wilayah Sungai
(BBWS) Serayu Opak. Untuk lebih jelas dapat di lihat pada peta wilayah

sungai dalam gambar berikut :

Kubupaien Kuningan Vi \'\r"'

Sumber: RTRW 2011-2031 Kabupaten Cilacap
Gambar 2.3.
Peta Daerah Aliran Sungai Kabupaten Cilacap

Air Tanah

Hidrogeologi Cilacap secara regional dapat dibedakan atas dasar
morfologi, geologi, lingkungan pengendapan batuan, dan keterdapatan
air tanahnya. Kawasan perlindungan cekungan air tanah di wilayah
Kabupaten Cilacap berupa kawasan imbuhan dan lepasan air tanah
dengan luasan kurang lebih 1.274 km? ditetapkan berdasarkan Perda
Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2011 tentang RTRW Kabupaten
Cilacap, dengan rincian luasan dan lokasinya sebagai berikut:

a. Cekungan Air Tanah (CAT) Majenang seluas + 108 km?;
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b. Cekungan Air Tanah (CAT) Sidareja seluas + 480 km?;

o

Cekungan Air Tanah (CAT) Nusakambangan seluas * 45 km?;
d. Cekungan Air Tanah (CAT) Cilacap seluas + 218km?;
e. Cekungan Air Tanah (CAT) Kroya seluas + 423km?.

Vi N/ S T T
. (¥ v !

Kabupaten Brebes

\
]
‘
Kabupaten Banyumas s
(

—

Sumber : RTRW 201 1—20\3;1 Kabupaten Cilacap
Gambar 2.4.
Peta Kawasan Resapan Air Kabupaten Cilacap

6. Klimatologi

Berdasarkan data dari Stasiun Meteorologi dan Geofisika
Kabupaten Cilacap, pada tahun 2021 curah hujan tertinggi pada terjadi
pada bulan Januari (132,5 mm) dan terendah terjadi pada bulan
Agustus (25,1 mm). Jumlah hari hujan terbanyak terjadi pada bulan
November dan Desember sebanyak 25 hari, sedangkan jumlah hari
hujan paling sedikit terjadi pada bulan Juli sebanyak 10 hari hujan.
Suhu maksimum tercatat 34°C terjadi pada bulan Maret, sedangkan
suhu minimum 22,3°C terjadi pada bulan Februari.

Tabel 2.3.
Banyaknya Curah Hujan Terbesar dan Jumlah Hari Hujan Yang
Tercatat Di Stasiun Meterologi Cilacap Tahun 2021

Banyaknya Curah Curah Hujan Jumlah Hari
No Bulan . .
Hujan (mm) Terbesar (mm) Hujan
1 Januari 294 132,5 24
2 Februari 385,4 66,8 21
3 Maret 193,7 55,5 19
4 April 136,2 42,9 17
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Banyaknya Curah Curah Hujan Jumlah Hari

No Bulan . .

Hujan (mm) Terbesar (mm) Hujan

5 Mei 74,9 46,4 12
6 Juni 399,3 78,8 19
7 Juli 98,2 33,8 10
8 Agustus 128 25,1 19
9 September 181 64,4 22
10 | Oktober 205,7 35 21
11 November 612,4 97,3 25
12 Desember 334.,4 57,7 25
Tahun 2021 3.043,20 132,5 234
Tahun 2020 4.495,70 133,2 253
Tahun 2019 1.968,90 135 141
Tahun 2018 2.354,10 200 191
Tahun 2017 3.494,00 180 283

Sumber : BMKG Kabupaten Cilacap, 2022

Berdasarkan perbandingan bulan basah dan bulan kering setiap
tahun maka curah hujan di Kabupaten Cilacap termasuk dalam
kategori menengah. Curah hujan berubah secara drastis secara
langsung dapat mengakibatkan penjenuhan pada tanah permukaan
sehingga mempengaruhi drainase permukaan tanah. Tanah yang lama
kering, kemudian diguyur hujan menerus, sehingga rentan mengalami

pergerakan tanah atau longsor.

7. Penggunaan Lahan

Total lahan di Kabupaten Cilacap seluas 213.849 Ha, sebagian
besar digunakan untuk lahan pertanian seluas 170.663 Ha dan sisanya
seluas 43.186 Ha yang penggunaannya di luar pertanian seperti untuk
jalan, perumahan, dan lain-lain. Dari lahan yang digunakan untuk
pertanian seluas 213.849 Ha, sebagian besar digunakan untuk
kepentingan lahan bukan sawah yaitu seluas 104.136 Ha yang
digunakan antara lain untuk kebun/perkebunan, hutan rakyat, hutan
negara, padang rumput dan empang. Sedangkan lahan seluas 66.527
ha digunakan untuk sawah, baik sawah irigasi, tadah hujan, rawa
pasang surut maupun untuk rawa lebak.

Detail penggunaan tanah/lahan disajikan pada tabel berikut :

Tabel 2.4.
Luas Penggunaan Tanah/Lahan Tahun 2021
No Penggunaan Lahan | Luas (Ha)
Lahan Sawah
1 | Irigasi 45.831
2 | Tadah Hujan 19.794
3 | Rawa Pasang Surut 618
4 | Rawa Lebak 284
Jumlah Lahan Sawah 66.527

Lahan Bukan Sawah
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No Penggunaan Lahan Luas (Ha)

1 | Tegal / Kebun 40.373

2 | Ladang / Huma 924

3 | Perkebunan 12.667

4 | Ditanami Pohon / Hutan Rakyat 7.623

S | Padang Penggembalaan/ Padang Rumput 0

6 | Hutan Negara 30.208

7 | Sementara Tidak Diusahakan 136

8 | Lainnya (Tambak, Kolam, Empang, Hutan Negara Dll) 12.205
Jumlah Lahan Pertanian Bukan Sawah 104.136
Lahan Bukan Pertanian (jalan, Permukiman dll) 43.186
Total Luas Lahan 213.849

Sumber : BPS Kabupaten Cilacap, Tahun 2022

2.1.2. Potensi Pengembangan Wilayah

Mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN), Kabupaten
Cilacap ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN) yaitu
kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai simpul
utama kegiatan ekspor-impor atau pintu gerbang menuju kawasan
internasional; kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi
sebagai pusat kegiatan industri dan jasa yang melayani skala Nasional,;
dan/atau kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai
simpul transportasi yang melayani skala Nasional. Kabupaten Cilacap
dalam RTRWN masuk kepada tahapan pengembangan fungsi
Revitalisasi dan Percepatan Pengembangan Kota-Kota Pusat
Pertumbuhan Nasional dan merupakan salah satu kabupaten yang
ditetapkan dari tiga kawasan lain di Jawa Tengah yaitu Kota Semarang
dan Kota Surakarta. Dengan ditetapkannya Cilacap sebagai PKN, maka
diperlukan peningkatan infrastruktur jalan yang mendukung
kelancaran kegiatan nasional. Hal ini sesuai Perpres Nomor 79 Tahun
2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal —
Semarang — Salatiga — Demak - Grobogan, Kawasan Purworejo —
Wonosobo — Magelang — Temanggung, dan Kawasan Brebes — Tegal —
Pemalang, yang menempatkan Kabupaten Cilacap sebagai kawasan
hinterland (penyangga) untuk mendukung pengembangan Kawasan
Industri Brebes.

Terkait dengan pengembangan infrastruktur strategis yang
termuat dalam RTRWN maupun Perpres tentang Proyek Strategis
Nasional, di Kabupaten Cilacap terdapat beberapa proyek strategis

nasional yang perlu mendapat perhatian baik yang memiliki pengaruh
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dalam skala lokal maupun regional. Pembangunan kawasan industri
pengolah minyak (RDMP Project), pembangkit listrik/PLTU,
Pengembangan Pelabuhan Tanjung Intan adalah beberapa proyek
strategis nasional yang diharapkan dapat memicu efek pengembangan
kawasan lokal disekitar kabupaten Cilacap. Rencana Pembangunan
jalan bebas hambatan yang menghubungkan Gedegbage — Cilacap,
Cilacap - Pejagan dan Cilacap — Yogjakarta, Pembangunan Jaringan
Jalan Lintas Selatan, diharapkan dapat mendorong peran Kabupaten
Cilacap dalam pengembangan kawasan regional yang terkoneksi
dengan kawasan lain termasuk didalamnya adalah rencana
pembangunan/pengembangan bandara Tunggul Wulung di Kabupaten
Cilacap dan bandara Jenderal Sudirman di Kabupaten Purbalingga.
Disamping itu, pada RTRWN juga menyebutkan bahwa
Kabupaten Cilacap termasuk dalam 2 (dua) kawasan andalan, yaitu
kawasan andalan Jawa Tengah Selatan dan kawasan andalan laut

Cilacap dan sekitarnya.

Selatan  (Purwokerto,
Kebumen, Cilacap dan
sekitarnya)

2.

Tabel 2.5.
Penetapan Kawasan Andalan
Kawasan Andalan Sektor Keterangan
unggulan
Kawasan Jawa Tengah | - pertanian 1. Tahap pengembangan kawasan

andalan untuk pertanian
Tahapan pengembangan kawasan

- pariwisata andalan untuk pariwisata
3. Tahapan pengembangan kawasan
andalan untuk pertambangan
- pertambangan 4. Tahapan rehabilitasi kawasan
andalan untuk industri pengolahan
5. Tahapan pegembangan kawasan
_industri andalan untuk perikanan
- perikanan

Kawasan Andalan Laut
Cilacap dan sekitarnya

- perikanan laut

. Tahapan pengembangan kawasan

andalan untuk kelautan

2. Tahapan pengembangan kawasan
- pertambangan andalan untuk pertambangan
3. Tahapan pengembangan kawasan
andalan untuk pariwisata
- pariwisata

Sumber : Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang RTRWN

Penetapan Kabupaten Cilacap yang termasuk dalam kawasan

andalan sesuai dengan tujuan penataan ruang Kabupaten Cilacap,
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yaitu “Mewujudkan Ruang Kabupaten Sebagai Pusat Ekonomi Skala
Nasional Berbasis Pertanian, Industri, Kelautan, Secara Terpadu dan
Berkelanjutan Guna Pemerataan Pembangunan Wilayah”. Selain itu,
penetapan sebagai kawasan andalan laut Cilacap dan sekitarnya juga
sesuai dengan rencana pemantapan pelabuhan utama di Kabupaten
Cilacap. Pemantapan pelabuhan utama tersebut dapat mendukung
pengembangan kawasan andalan untuk kelautan.

Mempedomani Peraturan Daerah Provinsi Tengah Nomor 16
Tahun 2019 tentang Perubahaan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa
Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Provinsi Jawa Tengah 2009-2029, Kawasan Cilacap merupakan bagian
dari kawasan Barlingmascakeb dengan pusat pertumbuhan di
Purwokerto akan tetapi diarahkan pada keterpaduan pengembangan
kawasan dengan wilayah Cilacap, dan Purbalingga serta Kebumen.
Pengembangan kawasan ini adalah didasarkan pada pengembangan
potensi sektor unggulan mencakup pertanian, industri, pariwisata,
perdagangan jasa, perikanan, pertambangan dan panas bumi. Secara
spesifik dalam perda tersebut dijelaskan bahwa terdapat kawasan
strategis provinsi dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi
berupa pengembangan Kawasan Industri Cilacap (KIC).

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 1
Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun
2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cilacap Tahun
2011-2031, pola ruang wilayah Kabupaten Cilacap dibedakan menjadi

kawasan lindung dan kawasan Budidaya.
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Sumber: RTRW 2011-2031 Kabupaten Cilacap
Gambar 2.5.

Peta Rencana Pola Ruang Kabupaten Cilacap

Kawasan Lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi
utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup
sumber daya alam dan sumber daya buatan. Sedangkan Kawasan
Budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk
dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam,
sumber daya manusia, dan sumberdaya buatan.

Kawasan peruntukan lindung Kabupaten Cilacap mencakup
kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan di
bawahnya, kawasan perlindungan setempat, kawasan konservasi,
kawasan lindung geologi, kawasan cagar budaya dan kawasan
ekosistem mangrove. Sedangkan kawasan peruntukan budidaya terdiri
dari atas kawasan hutan produksi, kawasan perkebunan rakyat,
kawasan pertanian, kawasan perikanan, kawasan pertambangan,
kawasan industri, kawasan pariwisata, kawasan permukiman dan
kawasan pertahanan dan keamanan.

Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan di

bawahnya adalah berupa kawasan resapan air seluas kurang lebih
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2.848 tersebar di wilayah kabupaten. Kawasan perlindungan setempat
meliputi kawasan sempadan sungai yang berada pada seluruh sungai
yang ada di Kabupaten Cilacap. Kawasan sempadan pantai sejauh 100
meter dari garis pantai yang ada di Kecamatan Patimuan,
Kampunglaut, Cilacap Selatan, Cilacap Tengah, Cilacap Utara,
Kesugihan, Adipala, Binangun dan Nusawungu. Kawasan sekitar danau
dan waduk yang berupa daratan dengan jarak 50 sampai dengan 100
meter dari titik psang air danau/waduk/bendungan tertinggi dan atau
daratan sepanjang tepian danau/waduk/ bendungan yang lebar
proposional terhadap bentuk dan kondisi fisik waduk.

Kawasan konservasi meliputi kawasan suaka alam dan kawasan
pelestarian alam. Kawasan suaka alam terdiri dari Cagar Alam
Nusakambangan Barat seluas + 656,06 ha, Nusakambangan Timur
seluas + 210,90 ha, Wijaya Kusuma seluas £ 433 m? dan Cagar Alam
Karang Bolong seluas * 73 m?2. Kawasan pelestarian alam berupa
Kawasan Gunung Selok di Kecamatan Adipala seluas + 116,37 ha.

Kawasan lindung geologi terdiri atas kawasan imbuhan air tanah
dan sempadan mata air. Kawasan imbuhan air tanah terdiri dari terdiri
dari cekungan air tanah Majenang, Sidareja, Cilacap, Nusakambnagn,
dan cekungan air tanah Kroya. Kawasan sempadan mata air diukur
paling sedikit 200 meter, mecakup seluruh sumber mata air yang
tersebar di kecamatan di Kabupaten Cilacap. Kawasan cagar budaya
terdiri dari kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan non
bangunan dan kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan
lingkungan bangunan gedung dan halaman. Sedangkan kawasan
ekosistem mangrove di Kabupaten Cilacap berada di sepanjang pantai
wilaah Kabupaten Cilacap dan Kawasan Segara Anakan.

Kawasan peruntukan budidaya untuk kawasan hutan produksi
terdiri atas kawasan hutan produksi tetap dan kawasan hutan produksi
terbatas. Kawasan hutan produksi tetap tersebar di Kecamatan
Kecamatan Dayeuhluhur, Majenang, Wanareja, Cimanggu,
Karangpucung, Cipari, Gandrungmangu, Bantarsari, Kawunganten,
Jeruklegi dan Cilacap Tengah. Sedangkan kawasan hutan produksi
terbatas berada di Kecamatan Dayeuhluhur, Wanareja, Majenang,
Cimanggu, Karangpucung, Cipari, Gandrungmangu dan Bantarsari.
Kawasan perkebunan rakyat tersebar di Kecamatan Adipala,

Dayehluhur, Majenang, Wanareja, Cimanggu, Sidareja, Kedungreja,
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Patimuan, Karangpucung, Cipari, Gandrungmangu, Bantarsari,
Kawunganten, Jeruklegi, Kesugihan, Maos, Sampang, Kroya,
Binangun, Nusawaungu, Cilacap Selatan, Cilacap Utara dan Cilacap
Tengah.

Kawasan pertanian terdiri dari kawasan tanaman pangan,
kawasan perkebunan dan kawasan pertanian pangan berkelanjutan
(LP2B). Kawasan tanaman pangan tersebar di seluruh kecamatan yang
ada di Kabupaten Cilacap. Kawasan perkebunan adalah tersebar di
seluruh  kecamatan sedangkan kawasan pertanian pangan
berkelanjutan ditetapkan seluas 58.912, ha yang terdiri dari kawasan
pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) seluas 53.030 ha dan Lahan
cadangan pertanian pangan berkelanjutan ( LCP2B) seluas 5.882 ha.
ha yang tersebar di seluruh kecamatan yang ada.

Kawasan perikanan terdiri atas kawasan perikanan tangkap
yang dilengkapi dengan sarana penunjang lainya dan kawasan
perikanan budidaya. Kawasan perikanan tangkap yang dilengkapi
dengan sarana penunjang lainya terdiri dari kawasan sentra kegiatan
kelautan yang meliputi Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap,
Kelurah Cilacap Kelurahan Tegalkamulyan dan Kelurahan Sidakaya.
Tempat pelelangan ikan yang tersebar di 10 kecamatan dan pelabuhan
perikanan yang terdiri dari Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap,
Jetis, Kemiren, Lengkong, Pandanarang, Rawa Jarit, Sentolo Kambang,
Sentolo Kawat Sidakaya dan Bengawan Donan. Kawasan sentra
kegiatan budidaya tersebar di seluruh kecamatan di Kabupaten
Cilacap.

Kawasan pertambangan terdiri dari kawasan pertambangan
mineral kawasan pertambangan minyak bumi dan gas. Kawasan
peruntukan pertambangan mineral terdiri atas kawasan pertambangan
mineral logam dan batuan, bukan logam dan batubara. Kawasan
pertambangan mineral logam dan batuan berada di Kecamatan
Majenang, Wanareja, Cimanggu, Karangpucung, Gandrungmangu,
Jeruklegi, Kesugihan, Maos, Sampang, Kroya, Adipala, Boinangun,
Nusawungu dan Kawasan Nusakambangan, Kawasan pertambangan
mineral bukan logam berada di Kecamatan Wanareja, Majejang, Cipari,
Sidareja, Kedungreja, Gandrungmangu, Bantarsari, Patimuan,
Kampung luat, Kawunganten, Adipala dan Nusakambangan. Kawasan

pertambangan batubara berada di Kecamatan Dayeuhluhur,
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Karangpucungm Kawasan pertambangan Majenang dan Kawasan
Pertambangan  Serayu-Pantai  Selatan. Sedangkan  kawasan
pertambangan minyak dan gas bumi berada di Kecamatan Cipari,
Cimanggu, Karangpucung, Kedungreja, Gandrungmangu, Sidareja,
Kawunganten, Jeruklegi, Adipala, Kroya dna Binangun.

Kawasan peruntukan industri kurang lebih seluas 5.286 ha yang
meliputi Kawasan Peruntukan Industri Cilacap, Karangkandri, Bunton,
Warung Batok, Tinggarjaya, Cilacap Timur, Bengawan Donan dan
Kawasan Peruntukan Industri Provinsi Jawa Tnegah di Kecamatan
Kesugihan. Sedangkan pengembangan sentra industri kecil dan
menengah diarahkan di kawasan peruntukan industri.

Kawasan pariwisata terdiri dari kawasan pariwisata alam,
budaya dan pariwisata buatan. Kawasan peruntukan pariwisata ini
tersebar di hampir seluruh wilayah yang ada di Kabupaten Cilacap.
Sedangkan untuk kawasan peruntukan permukiman, terdiri dari
kawasan permukiman perkotaan yang meliputi seluruh kawasan
perkotaan Cilacap dan beberapa wilayah di setiap kecamatan yang
memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi kawasan permukiman
yang dekat dengan pusat pusat pertumbuhan dan pemerintahan.
Kawasan peruntukan permukiman juga mencakup kawasan
permukiman perdesaan yang diarahkan menjadi pusat pertumbuhan
wilayah yang tidak menghilangkan karakteristik wilayahnya.

Kawasan budidaya lainnya mencakup pertahanan dan
keamanan yang meliputi Markas Batalyon Tempur TNI Surya Kusuma,
daerah Latihan Militer Komando Pasukan Khusus di Pulau
Nusakambangan, Markas Komando Daerah Militer di Kecamatan
Cilacap Selatan, Markas Komando Rayon Militer di setiap kecamatan,
Markas Polisi Resor Cilacap di Kecamatan Cilacap Utara, Markas Polisi
Sektor di setiap Kecamatan, Satuan Polisi Air di Kecamatan Cilacap
Selatan, Lapangan Tembak TNI di Kecamatan Adipala, Pangkalamn TNI
Angkatan Laut di Kecamatan Cilacap Selatan dan Lapangan Tembak
Polisi di Kecamatan Maos.

Rencana struktur ruang Kabupaten Cilacap sebagaimana
tertuang dalam dokumen RTRW menyebutkan bahwa rencana struktur
ruang terdiri dari rencana sistem pusat kegiatan dan rencana sistem
jaringan prasarana wilayah. Rencana sistem pusat kegiatan

menggambarkan pengembangan kawasan perkotaan dan perdesaan
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dan penetapan kawasan perkotaan sebagai pusat pusat pertumbuhan
(pusat kegiatan lokal atau pusat pelayanan kawasan) serta penetapan
kawasan perdesaan sebagai pusat pelayan lingkungan.

Rencana struktur ruang juga mendiskripsikan rencana
pembangunan di Kabupaten Cilacap yang mencakup pembangunan
sistem jaringan prasarana utama seperti rencana sistem jaringan
transportasi darat, jaringan perkeretaapian, jaringan transportasi laut,
jaringan transportasi udara serta pembangunan rencana sistem
jaringan prasarana lain seperti rencana sistem jaringan energi, jaringan
telekomunikasi, jaringan sumber daya air, jaringan prasarana

pengelolaan lingkungan dan jalur serta ruang evakuasi.
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Sumber: RTRW 2011-2031 Kabupaten Cilacap
Gambar 2.6.
Peta Rencana Struktur Ruang Kabupaten Cilacap

2.1.3. Wilayah Rawan Bencana
Kawasan rawan bencana alam yang ada di Kabupaten Cilacap

meliputi kawasan rawan bencana alam geologi yang terdiri dari rawan
gempa bumi dan rawan tsunami. Kawasan rawan bencana gempa bumi
mencakup wilayah Kecamatan Dayeuhluhur, Wanareja, Majenang,
Cipari, Sidareja, Gandrungmangu, Bantarsari, Kawunganten dan

Nusawungu. Kawasan rawan bencana tsunami tersebar di kecamatan
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Nusawungu, Binangun, Adipala, Kesugihan, Cilacap Utara, Cilacap
Tengah, Cilacap Selatan, Kawunganten dan Kampung Laut.

Kawasan rawan bencana juga meliputi wilayah yang rawan
bencana banjir, kekeringan dan bencana longsor. Wilayah rawan
bencana banjir tersebar di Kecamatan Dayeuhluhur, Majenang,
Cimanggu, Karangpucung, Sidareja, Kedungreja, Patimuan,
Gandrungmangu, Bantarsari, Kawunganten, Kesugihan, Adipala, Maos,
Sampang, Kroya dan Nusawungu. Kawasan rawan bencana kekeringan
tersebar di Kecamatan Jeruklegi, Cipari, Gandrungmangu,
Kawunganten, Karangpucung, Bantarsari, Kampunglaut, Sidareja,
Nusawungu, Binangun, Patimuan dan Cilacap Utara. Sedangkan
kawasan yang memiliki potensi bencana longsor meliputi kecamatan

Dayeuhluhur, Wanareja, Majenang, Cimanggu dan Karangpucung.

Kabupaten Brebes

JAWA BARAT Kabupaten Banyumas

_____
Al

SAMUDERA INDONESIA

Sﬁmber.’ RTRW 2011-2031 Kabupaten Cilacap
Gambar 2.7.
Peta Rawan Bencana Tsunami dan Banjir Kabupaten Cilacap

2.1.4. Demografi

Jumlah penduduk di Kabupaten Cilacap tahun 2021
berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
(Disdukcapil) sebanyak 1.980.912 jiwa, terdiri dari 1.002.019 jiwa
penduduk laki-laki dan 978.893 jiwa penduduk perempuan, dengan

rasio jenis kelamin mencapai 102,36. Pertumbuhan penduduk tahun
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2021 sebesar 1,17 persen, lebih tinggi dari pertumbuhan tahun 2020
yang tercatat 1,05 persen.

Tabel 2.6.
Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Sex Ratio
Tahun 2017-2021

No Variabel 2017 2018 2019 2020 2021
Laki-Laki 034.014 | 964.101 979.745 | 990.338 | 1.002.019
2 | Perempuan 008.899 | 942.748 057.682 | 967.534 | 978.893
3 | Laki-laki + 1.842.913 | 1.906.849 | 1.937.427 | 1.957.872 | 1.980.912
Perempuan
4 | Sex Ratio 102,8 102,3 102,3 102,4 102,36

Sumber : Disdukcapil Kab. Cilacap Tahun 2022

Jumlah Penduduk Kabupaten Cilacap dalam kurun waktu 2017-
2021 selalu mengalami peningkatan, pada tahun 2017 jumlah
penduduk Kabupaten Cilacap sebanyak 1.842.913 jiwa meningkat
menjadi sebanyak 1.980.912 jiwa pada tahun 2021. Sedangkan
persebaran penduduk di Kabupaten Cilacap juga tidak merata,
Distribusi penduduk menurut kecamatan, memperlihatkan Kecamatan
Majenang adalah yang paling banyak penduduknya yaitu sebanyak
142.273 jiwa (7,18 persen), diikuti Kecamatan Kesugihan sebesar
135.368 jiwa (6,83 persen). Sedangkan yang berpenduduk paling kecil

adalah Kecamatan Kampung Laut, yaitu sejumlah 15.839 jiwa (0,80

persen).

Perincian penduduk Kabupaten Cilacap berdasarkan

kecamatan tahun 2017-2021 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.7.

Persebaran Penduduk Kabupaten Cilacap Berdasarkan Wilayah

Kecamatan Tahun 2017-2021 (jiwa)

Tahun
No Kecamatan
2017 2018 2019 2020 2021
1 | Dayeuhluhur 47.948 48.809 49.188 49.096 49.438
2 | Wanareja 100.079 102.857 104.771 105.761 106.683
3 | Majenang 131.505 135.392 138.476 140.961 142.273
4 | Cimanggu 100.040 102.219 104.212 105.761 106.491
5 | Karangpucung 78.069 79.378 80.071 81.037 81.867
6 | Cipari 64.236 64.379 65.608 65.999 67.107
7 | Sidareja 59.418 61.972 62.305 62.712 63.406
8 | Kedungreja 83.152 84.557 86.929 88.334 89.734
9 | Patimuan 47.281 48.728 49.288 49.646 50.401
10 | Gandrungmangu 104.699 107.169 109.331 110.498 112.234
11 | Bantarsari 69.545 71.383 73.431 74.618 75.784
12 | Kawunganten 81.487 83.753 84.705 85.775 86.866
13 | Kampung Laut 14.978 15.043 15.566 15.609 15.839
14 | Jeruklegi 71.144 73.705 75.156 76.457 77.795
15 | Kesugihan 122.367 129.580 131.283 133.248 135.368
16 | Adipala 86.254 91.069 93.309 94.745 96.211
17 | Maos 45.463 47.006 46.672 46.893 47.407
18 | Sampang 40.063 42.372 43.018 43.592 44.164
19 | Kroya 108.138 113.211 114.119 115.503 117.055
20 | Binangun 62.484 66.522 07.926 08.764 69.718
21 | Nusawungu 77.377 83.184 84.729 85.854 87.613
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Tahun
No Kecamatan
2017 2018 2019 2020 2021
22 | Cilacap Selatan 82.212 83.328 84.549 84.349 84.151
23 | Cilacap Tengah 87.648 89.709 90.490 90.183 90.010
24 | Cilacap Utara 77.326 81.524 82.295 82.934 83.295
Jumlah 1.842.913 | 1.906.849 | 1.937.427 | 1.957.872 | 1.980.912
Sumber : Disdukcapil Kab. Cilacap Tahun 2022
Untuk mengetahui potensi ketenagakerjaan di Kabupaten

Cilacap maka penduduk ditinjau dari kelompok umur. Berdasarkan
kelompok umur kategori penduduk produktif tahun 2021 (15-64 tahun)
sebesar 1.377.834 jiwa atau 69,56 persen, jumlah penduduk tidak
produktif (>65 tahun) sebanyak 159.911 jiwa atau 8,07 persen dan
jumlah penduduk tidak produktif (<15 tahun) sebanyak 443.167 jiwa
atau 22,37 persen. Potensi tenaga kerja di Kabupaten Cilacap cukup
besar karena penduduk usia produktif mencapai angka 69,56 persen
dari seluruh jumlah penduduk di Kabupaten Cilacap. Penduduk
Kabupaten Cilacap menurut kelompok umur tahun 2017-2021 dapat
dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.8.
Penduduk Kabupaten Cilacap Menurut Kelompok Umur
Tahun 2017-2021

Tahun
Kelompok Umur 2017 2018 2019 2020 2021
0-14 455.769 422.246 439.096 448.425 443.167
15-64 1.025.141 | 1.344.697 | 1.348.357 | 1.364.725| 1.377.834
65+ 162.003 139.906 149.974 144.722 159.911
Rasio 50,42 41,81 43,69 43,46 43,77
Ketergantungan

Sumber : Disdukcapil Kab. Cilacap Tahun 2022 (data diolah)

Berdasarkan gambar piramida penduduk Kabupaten Cilacap
dapat dilihat bahwa struktur kependudukan mengarah pada proporsi
penduduk usia produktif yang lebih besar yaitu 69,56 persen. Kondisi
ini mengarah pada pencapaian bonus demografi, yaitu percepatan
pertumbuhan ekonomi akibat berubahnya struktur umur penduduk
yang ditandai dengan menurunnya rasio ketergantungan (dependency
ratio) penduduk non-usia kerja kepada penduduk wusia kerja.
Perubahan struktur ini memungkinkan bonus demografi tercipta
karena meningkatnya suplai angkatan kerja (labor supply), dan kualitas
Sumber daya manusia (human capital). Kondisi tersebut
menguntungkan dalam menggerakkan perekonomian di Kabupaten
Cilacap, namun apabila kondisi ini

tidak diantisipasi dengan

penyediaan lapangan pekerjaan yang sesuai kebutuhan masyarakat
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Cilacap dan peningkatan kompetensi tenaga kerja produktif, maka yang

akan terjadi adalah meningkatnya jumlah pengangguran.
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Sumber : Disdukcapil Kab. Cilacap Tahun 2022
Gambar 2.8.
Piramida Penduduk Kabupaten Cilacap Tahun 2021

Bila jumlah penduduk dibandingkan dengan luas wilayah maka
dikenal suatu ukuran yaitu kepadatan penduduk. Ukuran ini dapat
digunakan sebagai langkah awal guna memperoleh gambaran tentang
kemampuan wilayah dalam memberikan daya tampung dan daya
dukung terhadap penduduk yang ada. Bertambahnya penduduk
menyebabkan kepadatan penduduk juga meningkat, yaitu dari 916
jiwa/km?2 pada tahun 2020 menjadi 926 jiwa/km2 pada tahun 2021.
Seperti tahun sebelumnya, penduduk yang terpadat berada di
Kecamatan Cilacap Selatan sebanyak 9.237 jiwa/km2. Sementara itu
Kecamatan Kampunglaut yang luasnya 6,8 persen dari total luas

Kabupaten Cilacap hanya dihuni 108 jiwa/km?2.

Tabel 2.9.
Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan
di Kabupaten Cilacap Tahun 2021

No Kecamatan Luas Wilayah Jumlah Kepadatan | Penyebaran
(km?2) Penduduk* (Jiwa) (%)
1 | Dayeuhluhur 185,06 49.438 267 0,68
2 | Wanareja 189,73 106.683 562 1,44
3 | Majenang 138,56 142.273 1.027 2,63
4 | Cimanggu 167,04 106.491 638 1,63
S | Karangpucung 115,00 81.867 712 1,82
6 | Cipari 121,47 67.107 552 1,41
7 | Sidareja 54,95 63.406 1.154 2,95
8 | Kedungreja 71,43 89.734 1.256 3,21
9 | Patimuan 75,30 50.401 669 1,71
10 | Gandrungmangu 143,19 112.234 784 2,01
11 | Bantarsari 95,54 75.784 793 2,03
12 | Kawunganten 117,43 86.866 740 1,89
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No Kecamatan Luas Wilayah Jumlah Kepadatan | Penyebaran
(km?2) Penduduk* (Jiwa) (%)
13 | Kampunglaut 146,14 15.839 108 0,28
14 | Jeruklegi 96,80 77.795 804 2,06
15 | Kesugihan 82,31 135.368 1.645 4,21
16 | Adipala 61,19 96.211 1.572 4,02
17 | Maos 28,05 47.407 1.690 4,32
18 | Sampang 27,30 44.164 1.618 4,14
19 | Kroya 58,83 117.055 1.990 5,09
20 | Binangun 51,42 69.718 1.356 3,47
21 | Nusawungu 61,26 87.613 1.430 3,66
22 | Cilacap Selatan 9,11 84.151 9.237 23,63
23 | Cilacap Tengah 22,15 90.010 4.064 10,40
24 | Cilacap Utara 18,84 83.295 4.421 11,31
Kabupaten Cilacap 2.138,50* | 1.980.912 926 100

Sumber : Disdukcapil Kab. Cilacap Tahun 2022 (diolah)
* Luas wilayah belum termasuk Pulau Nusa Kambangan, luas Pulau Nusa Kambangan 115,11 km?2.
Apabila Kepadatan penduduk berdasarkan luas wilayah Kabupaten Cilacap dengan Pulau Nusa
Kambangan adalah sebesar : 879 jiwa/ km?.

Berdasarkan

jenis

pekerjaan,

sebagian besar

penduduk

Kabupaten Cilacap yang sudah bekerja merupakan petani/pekebun,

buruh harian lepas, wiraswasta, karyawan swasta dan pedagang.

Tabel 2.10.
Penduduk Kabupaten Cilacap Berdasarkan Jenis Pekerjaan
Tahun 2017-2021

No Jenis Pekerjaan 2017 2018 2019 2020 2021
1 | Belum/Tidak Bekerja 475.927 490.781 500.837 525.237 533.428
2 | Mengurus Rumah Tangga 252.670 267.804 278.337 283.739 292.110
3 | Pelajar/Mahasiswa 243.501 250.864 248.254 255.271 250.107
4 | Pensiunan 8.094 8.124 8.154 7.538 7.489
5 | Pegawai Negeri Sipil (PNS) 13.506 13.218 12.936 12.503 12.247
6 (TTelfIlIt)ara Nasional Indonesia 976 989 1.002 1.040 1.026
7 | Kepolisian RI (Polri) 985 1.007 1.029 1.036 1.007
8 | Perdagangan 4.582 4.618 4.654 4.498 4.540
9 | Petani/Pekebun 325.089 328.066 326.055 309.826 309.795
10 | Peternak 426 422 418 388 381
11 | Nelayan/Perikanan 8.804 8.887 8.971 8.788 8.823
12 | Industri 90 85 80 79 80
13 | Konstruksi 74 74 74 75 75
14 | Transportasi 126 130 134 130 132
15 | Karyawan Swasta 97.012 105.686 110.994 114.062 117.254
16 | Karyawan BUMN 2.940 2.961 2.982 2.997 3.003
17 | Karyawan BUMD 282 291 300 302 300
18 | Karyawan Honorer 1.341 1.372 1.404 1.410 1.461
19 | Buruh Harian Lepas 181.290 186.229 191.303 190.629 193.282
20 | Buruh Tani/Perkebunan 51.266 53.453 52.652 50.427 50.262
21 | Buruh Nelayan/Perikanan 521 521 521 519 528
22 | Buruh Peternakan 164 166 168 168 168
23 | Pembantu Rumah Tangga 507 498 489 466 461
24 | Tukang Cukur 23 23 23 24 25
25 | Tukang Listrik 18 17 16 13 13
26 | Tukang Batu 307 304 301 299 298
27 | Tukang Kayu 417 415 413 398 397
28 | Tukang Sol Sepatu 13 10 8 8 7
29 | Tukang Las/Pandai Besi 46 45 44 44 45
30 | Tukang Jahit 1.991 1.995 1.999 2.016 2.026
31 | Tukang Gigi 10 7 5 5 S
32 | Penata Rias 24 24 24 23 24
33 | Penata Busana 1 2 3 3 2
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No Jenis Pekerjaan 2017 2018 2019 2020 2021
34 | Penata Rambut 13 14 15 14 16
35 | Mekanik 204 211 218 223 231
36 | Seniman 45 52 60 63 68
37 | Tabib 2 3 4 4 4
38 | Paraji 9 10 11 8 8
39 | Perancang Busana 6 6 6 6 6
40 | Penterjemah 6 6 6 6 4
41 | Imam Masjid 17 16 15 14 14
42 | Pendeta 81 81 81 84 83
43 | Pastor S S 5 5 5
44 | Wartawan 41 42 43 39 43
45 | Ustadz/Mubaligh 68 70 72 76 78
46 | Juru Masak 7 7 7 6 6
47 | Promotor Acara - - - 1 1
48 | Anggota DPR RI 2 2 2 3 3
58 | Bupati 1 1 1 1 1
59 | Wakil Bupati 2 2 1 1 1
62 | Anggota DPRD Prop. 1 1 1 1 1
63 | Anggota DPRD Kab./Kota 22 21 20 20 21
64 | Dosen 229 240 252 257 285
65 | Guru 12.660 12.943 13.232 13.348 13.646
67 | Pengacara 28 26 24 23 25
68 | Notaris 19 22 25 26 25
69 | Arsitek 7 7 7 7 8
70 | Akuntan 1 2 3 2 3
71 | Konsultan S 7 10 12 9
72 | Dokter 274 296 320 335 352
73 | Bidan 987 1.019 1.052 1.101 1.121
74 | Perawat 1.134 1.207 1.285 1.364 1.449
75 | Apoteker 91 103 116 123 139
76 | Psikiater/Psikolog 3 3 3 2 3
78 | Penyiar Radio 4 4 4 4 4
79 | Pelaut 151 160 170 166 182
80 | Peneliti 14 14 14 13 11
81 | Sopir 1.904 1.937 1.971 1.986 2.004
82 | Pialang 1 1 1 1 1
83 | Paranormal 10 10 10 10 11
84 | Pedagang 32.145 34.829 34.516 33.253 33.174
85 | Perangkat Desa 2.866 2.968 3.074 3.043 3.032
86 | Kepala Desa 144 163 185 181 179
87 | Biarawan/Biarawati 27 22 18 18 18
88 | Wiraswasta 116.497 121.081 125.845 127.925 131.048
89 | Pekerjaan Lainnya 157 147 138 136 2.788

Jumlah 1.842.913 | 1.906.849 | 1.937.427 | 1.957.872 | 1.980.912

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Cilacap, Tahun 2022
Penduduk Kabupaten Cilacap berdasarkan jenjang

pendidikannya pada tahun 2021 sebanyak 666.114 orang memiliki

jenjang pendidikan SD/sederajat, 331.904 orang memiliki jenjang

pendidikan SLTP/sederajat, 299.323 orang memiliki jenjang pendidikan

SLTA/sederajat. Secara lengkap terkait dengan jenjang pendidikan

penduduk Kabupaten Cilacap disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2.11.
Penduduk Kabupaten Cilacap Berdasarkan Jenjang Pendidikan
Tahun 2017-2021

No Jenjang Pendidikan 2017 2018 2019 2020 2021
1 | Tidak/Blm Sekolah 371.833 389.983 404.614 433.184 446.138
2 | Belum Tamat SD/Sederajat 167.769 172.457 168.815 171.880 169.435
3 | Tamat SD/Sederajat 676.784 689.875 686.611 665.456 666.114
RPD KABUPATEN CILACAP TAHUN 2023-2026 Hal II-23




No Jenjang Pendidikan 2017 2018 2019 2020 2021
4 | SLTP/Sederajat 305.343 318.285 325.383 328.495 331.904
5 | SLTA/Sederajat 263.017 274.873 287.508 292.761 299.323
6 | Diploma I/II 4.383 4.587 4.525 4.430 4.363
7 | Akademi/Diploma III 15.003 16.075 16.725 17.035 17.292
8 | Diploma IV/Strata I 37.221 39.156 41.557 42.901 44.579
9 | Strata-II 1.477 1.483 1.619 1.665 1.703
10 | Strata-IIl 83 75 70 65 61
Jumlah 1.842.913 | 1.906.849 | 1.937.427 | 1.957.872 | 1.980.912

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Cilacap, Tahun 2022

2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat
2.2.1.

Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

1. Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu

indikator utama dalam penilaian kinerja pembangunan. Keberadaan

kilang minyak sangat berpengaruh terhadap PDRB Cilacap, maka

dalam penghitungan PDRB dibedakan menjadi PDRB dengan migas dan
PDRB tanpa migas. Dilihat PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan
PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Kabupaten Cilacap dengan

Migas tahun 2017-2021, laju pertumbuhan yang cenderung positif,

pertumbuhan PDRB dari tahun ketahun mengalami peningkatan dalam

kurun waktu empat tahun, hanya saja pada tahun 2020 mengalami

penurunan dampak pandemi Covid-19. Pada tahun 2018 PDRB ADHB

Kabupaten Cilacap sebesar Rp.109.699.659 juta meningkat menjadi

Rp.114.117.079 juta pada tahun 2019 dengan indeks perkembangan

151,96 persen dan mengalami penurunan pada tahun 2020 menjadi

Rp.105.150.539 juta dengan indeks perkembangan 140,02 persen.
Adapun tahun 2021 meningkat kembali menjadi Rp. 110.262.463 juta
dengan indeks perkembangan 149,82 persen. Sedangkan PDRB ADHK

pada tahun 2018 sebesar Rp. 98.100.568 juta meningkat menjadi
Rp.100.327.299 juta pada tahun 2019 dengan indeks perkembangan
133,59 persen dan menurun pada tahun 2020 menjadi Rp.90.011.584

juta dengan indeks perkembangan 119,86 persen. Adapun tahun 2021

meningkat kembali menjadi Rp.91.944.588 juta dengan indeks
perkembangan 122,43 persen.
Tabel 2.12.
PDRB ADHB dan PDRB ADHK Kabupaten Cilacap
Dengan Migas Tahun 2017-2021
PDRB ADHB PDRB ADHK
Tahun Jumlah Indeks Jumlah Indeks
. . Perkembangan . . Perkembangan
(juta rupiah) (%) (juta rupiah) (%)
2017 103.921.776 138,38 95.254.587 126,84
2018 109.699.659 146,07 98.100.568 130,63
2019 114.117.079 151,96 100.327.299 133,59
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PDRB ADHB PDRB ADHK
Tahun Jumlah Indeks Jumlah Indeks
. . Perkembangan . . Perkembangan
(juta rupiah) (%) (juta rupiah) (%)
o (o]
2020* 105.150.539 140,02 90.011.584 119,86
2021** 110.262.463 149,82 91.944.588 122,43

Sumber : BPS Kab. Cilacap Tahun 2022

*) Angka sementara **) Angka sangat sementara

Sama seperti PDRB dengan Migas, PDRB Kabupaten Cilacap
ADHB dan ADHK tanpa migas, dalam kurun waktu lima tahun terakhir
juga menunjukan pertumbuhan yang positif, sedangkan pada tahun
2020 ada sedikit kenaikan untuk PDRB ADHB dan sedikit penurunan
untuk PDRB ADHK. Pada tahun 2018 PDRB ADHB Kabupaten Cilacap
sebesar Rp.61.604.060 juta meningkat menjadi Rp. 65.800.550 juta
pada tahun 2019 dengan indeks perkembangan 221,02 persen dan
mengalami kenaikan pada tahun 2020 menjadi Rp.65.991.350 juta
dengan indeks perkembangan 221,66 persen. Adapun tahun 2021
meningkat 69.826.770
perkembangan 234,55 persen. Sedangkan PDRB ADHK pada tahun
2018 sebesar Rp.45.073.050 juta meningkat menjadi Rp.47.492.690

kembali menjadi juta dengan indeks

juta pada tahun 2019 dengan indeks perkembangan 159,53 persen dan
menurun menjadi Rp.46.849.020 juta dengan indeks 157,37 persen.
Adapun tahun 2021 meningkat kembali menjadi 48.435.240 juta
dengan indeks perkembangan 162,69 persen. Selengkapnya dapat
dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.13.
PDRB ADHB dan PDRB ADHK Kabupaten Cilacap
Tanpa Migas Tahun 2017-2021

PDRB ADHB PDRB ADHK
Jumlah Indeks Jumlah Indeks
Tahun
. . Perkembangan . . Perkembangan
(juta rupiah) (%) (juta rupiah) (%)
2017 57.306.470 192,49 42.868.160 143,99
2018 61.604.060 206,93 45.073.050 151,40
2019 65.800.550 221,02 47.492.690 159,53
2020* 65.991.350 221,66 46.849.020 157,37
2021** 69.826.770 234,55 48.435.240 162,69

Sumber : BPS Kab. Cilacap Tahun 2022

*) Angka sementara **) Angka sangat sementara

Laju pertumbuhan ekonomi tanpa migas dan dengan migas di
Kabupaten Cilacap selama kurun waktu 5 tahun (2017-2021), pada
tahun 2020 pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan akibat
dampak pandemi Covid-19. Pada tahun 2019 laju pertumbuhan
ekonomi Kabupaten Cilacap tanpa migas sebesar 5,37 persen,

sementara tahun 2020 pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan
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sebesar -1,36 persen. Adapun tahun 2021 meningkat kembali menjadi

3,39 persen.

Sedangkan laju pertumbuhan ekonomi dengan migas tahun

2019 sebesar 2,27 persen. Laju pertumbuhan ekonomi dengan migas

Kabupaten Cilacap sangat dipengaruhi oleh produksi industri minyak,

dimana kontribusi industri minyak terhadap PDRB secara total

mempunyai andil yang cukup besar. Pada tahun 2020 mengalami

penurunan pertumbuhan ekonomi mencapai -10,28 persen. Sedangkan

tahun 2021 laju pertumbuhan ekonomi dengan migas mengalami

peningkatan menjadi 2,15 persen.

Tabel 2.14.

Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Cilacap Tahun 2017-2021

Tahun Dengan Migas (%) Tanpa Migas (%)
2017 2,58 5,33
2018 2,99 5,14
2019 2,27 5,37
2020* -10,28 -1,36
2021** 2,15 3,39

Sumber : BPS Kab. Cilacap Tahun 2022

*) Angka sementara **) Angka sangat sementara
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Gambar 2.9.

Pertumbuhan Ekonomi per Tahun Kab. Cilacap Tahun 2017-2021

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Cilacap (tanpa migas) dari

tahun 2017-2021 menunjukkan capaian yang fluktuatif seperti halnya

nasional dan provinsi. Lebih rinci dapat kita lihat gambar berikut :
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Gambar 2.10.
Pertumbuhan Ekonomi per Tahun Kabupaten Cilacap,
Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2017-2021 (%)
Sedangkan pertumbuhan ekonomi per tahun Kabupaten Cilacap
(tanpa migas) dengan Kabupaten tetangga sebagai berikut :
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Gambar 2.11.
Pertumbuhan Ekonomi per Tahun
Kab. Cilacap dengan Kabupaten Tetangga Tahun 2017-2021

2. PDRB Menurut Lapangan Usaha

Pertumbuhan ekonomi dengan migas tahun 2021 telah
mengalami pemulihan dari -10,28 persen pada tahun 2020 menjadi
2,15 persen. Secara sektoral, pertumbuhan ekonomi dengan migas
tertinggi terjadi pada lapangan usaha Penyediaan Akomodasi dan
Makan Minum sebesar 6,10%, dan terendah terjadi pada lapangan
usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar -1,49 persen.
Penurunan level Pembatasan Sosial Berskala Besar di Kabupaten

Cilacap ternyata sangat berpengaruh terhadap percepatan
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perkembangan perekonomian daerah. Sektor transportasi dan

pergudangan mengalami peningkatan yang sangat signifikan, mencapai
32,29 persen. Hal ini menunjukkan bahwa mobilitas masyarakat sudah
semakin normal. Peningkatan ini diikuti oleh sektor industri
pengolahan sebesar 15,83 persen dan konstruksi sebesar 9,73 persen.
Masyarakat sudah mulai pulih dari pandemi dan bersosialisasi secara
langsung dengan yang lain tanpa menggunakan sarana komunikasi

internet.

Tabel 2.15.
Pertumbuhan Ekonomi Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten
Cilacap Tahun 2017-2021 Dengan Migas

Kategori/Lapangan Usaha 2017 | 2018 | 2019 | 2020* | 2021**
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 2,85 1,75 -1,17 1,08 -1,49
B Pertambangan dan Penggalian 2,31 3,94 4,07 1,63 5,13
C Industri Pengolahan 1,15 1,70 -0,96 -13,85 1,99
D Pengadaan Listrik dan Gas 6,14 5,71 5,67 2,91 4,11
E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah,
Limbah dan Daur Ulang 255 L el S 2
F Konstruksi 7,10 6,11 5,89 -4,2 5,53
G Perdagangan Besar dan Eceran;
Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 7,63 | 6,97 4,97 -L.74 4,59
H Transportasi dan Pergudangan 4,78 7,65 7,31 -29,89 2,40
I Pe'nyedlaan Akomodasi dan Makan 6,00 7,62 8,67 3,45 6,10
Minum
J Informasi dan Komunikasi 15,46 | 15,51 18,38 9,1 2,74
K Jasa Keuangan dan Asuransi 7,12 4,11 4,53 2,1 0,53
L Real Estate 7,52 5,66 6,72 -0,07 0,71
M,N Jasa Perusahaan 8,83 10,81 10,19 -6,65 1,78
O Administrasi Pemerintahan,
Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib 2,67 | 3,65 1,45 -1,02 -0,44
P Jasa Pendidikan 7,90 7,95 8,14 -0,31 0,16
Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 10,42 | 10,66 6,59 5,1 0,44
R,S,T,U | Jasa lainnya 9,01 9,41 10,63 -7,64 0,51
Pertumbuhan PDRB Kab. Cilacap 2,58 2,99 2,27 -10,28 2,15

Sumber : BPS Kab. Cilacap Tahun 2022;

*) Angka sementara **) Angka sangat sementara

Pertumbuhan ekonomi tanpa migas tahun 2021 meningkat dari
-1,36 pada tahun 2020 menjadi 3,39. Tidak ada perbedaan pada
lapangan usaha jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi
dengan migas, hanya perbedaan pada sektor Industri Pengolahan.

Tabel 2.16.
Pertumbuhan Ekonomi Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten

Cilacap Tahun 2017-2021 Tanpa Migas (persen)
Kategori/Lapangan Usaha 2017 | 2018 | 2019 | 2020* | 2021**
(1) (2) (3) (4) (5 (6)

A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 2,85 1,75 -1,17 1,08 -1,49
B Pertambangan dan Penggalian 2,31 3,94 4,07 1,63 5,13
C Industri Pengolahan 3,99 3,54 5,89 1,83 5,33
D Pengadaan Listrik dan Gas 6,14 5,71 5,67 2,91 4,11
E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah,

Limbah dan Daur Ulang 255 L el S 2
F Konstruksi 7,10 6,11 5,89 -4,2 5,53
G Perdagangan Besar dan Eceran;

Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 7,63 | 6,97 4,97 -L.74 4,59
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Kategori/Lapangan Usaha 2017 | 2018 | 2019 | 2020* | 2021**
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
H Transportasi dan Pergudangan 4,78 7,68 7,31 -29,89 2,40
I Pqnyed1aan Akomodasi dan Makan 6,00 7,62 8,67 3,45 6,10
Minum
J Informasi dan Komunikasi 15,46 | 15,51 18,38 9,1 2,74
K Jasa Keuangan dan Asuransi 7,12 4,11 4,53 2,1 0,53
L Real Estate 7,52 5,66 6,72 -0,07 0,71
M,N Jasa Perusahaan 8,83 10,81 10,19 -6,65 1,78
O Administrasi Pemerintahan,
Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib 2,67 | 3,65 1,45 -1,02 ~0,44
P Jasa Pendidikan 7,90 7,95 8,14 -0,31 0,16
Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 10,42 | 10,66 6,59 5,1 0,44
R,S,T,U | Jasa lainnya 9,01 9,41 10,63 -7,64 0,51
Pertumbuhan PDRB Kab. Cilacap 5,33 5,14 5,37 -1,36 3,39

Sumber : BPS Kab. Cilacap Tahun 2022;

*) Angka sementara **) Angka sangat sementara

3. PDRB Menurut Pengeluaran

Pertumbuhan ekonomi Cilacap berdasarkan PDRB menurut

pengeluaran, penyajiannya berbeda dengan pertumbuhan ekonomi

berdasarkan PDRB Lapangan Usaha yang dipisahkan antara PDRB

dengan migas dan PDRB tanpa migas. Untuk PDRB Kabupaten Cilacap

menurut pengeluaran pertumbuhan ekonomi yang dipakai adalah

pertumbuhan PDRB secara keseluruhan yaitu yang di dalamnya

termasuk komponen minyak.

Bila dilihat dari nilai total PDRB, nilai PDRB menurut Lapangan

Usaha maupun PDRB menurut Pengeluaran memiliki besar yang sama

seperti tersaji dalam tabel berikut :
Tabel 2.17.

PDRB ADHK Menurut Pengeluaran di Kabupaten Cilacap

Tahun 2017-2021 (Juta Rupiah)

Jenis Pengeluaran
2017

Pengeluaran Konsumsi 30.198.458.80

Rumahtangga
Pengeluaran Konsumsi
332.548,24
LNPRT
Pengeluaran Konsumsi 1.966.870,14

Pemerintah

Pembentukan Modal 13.486.907,93

Tetap Bruto

Perubahan Inventori 376.557,27
Net Ekspor 48.893.244,32
PDRB 95.254.586,70

Sumber : BPS Kab. Cilacap Tahun 2022

2018

31.515.920,20

352.278,85

2.002.370,69

14.297.527,58

346.438,64
49.586.032,21

98.159.047,56

*) Angka sementara **) Angka sangat sementara

Tahun
2019

32.596.070

387.980

2.050.330

15.151.200

353.580
49.788.150

100.327.300

2020*

32.372.530

378.530

1.986.810

14.804.530

478.060

39.991.130

90.011.580

2021**

32.918.760

383.170

2.003.210

15.625.770

328.610
40.695.070

91.944.590
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Tabel 2.18.
PDRB ADHB Menurut Pengeluaran di Kabupaten Cilacap
Tahun 2017-2021 (Juta Rupiah)

Tahun

Jenis Pengeluaran

2017 2018 2019 2020%* 2021%**
Pl PR L ik 39.572.388,55  42.157.156,77 44.837.410  45.025.980  46.425.110
Rumah tangga
Pengeluaran Konsumsi 481.052,04 522.167,59 588.510 582.630 607.710
LNPRT
ST i 3.073.750,32 3.188.798,76 3.282.350 3.121.200 3.218.790
Pemerintah
Pembentukan Modal 18.507.740,00  20.532.759,26 22.625.440  22.137.170  23.773.700
Tetap Bruto
Perubahan Inventori 441.950,29 568.893,39 431.580 486.090 424.350
Net Ekspor 41.844.804,83  42.729.882,98 42.351.800  33.797.480  35.812.800
PDRB 103.921.776,03 109.699.658,75  114.117.080 105.150.540 110.262.460

Sumber : BPS Kab. Cilacap Tahun 2022
*) Angka sementara **) Angka sangat sementara

4. PDRB Per kapita
PDRB per kapita merupakan salah satu indikator guna melihat
keberhasilan pembangunan perekonomian di suatu wilayah.
Perkembangan PDRB per kapita di Kabupaten Cilacap ADHB tanpa
migas menunjukkan adanya peningkatan dari tahun ke tahun sejalan
dengan tujuan ke-8 SDG’s yaitu mendorong pertumbuhan ekonomi
yang terus-menerus, inklusif dan berkelanjutan, serta kesempatan
kerja penuh dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua orang.
Pada tahun 2021, PDRB per kapita ADHB tanpa migas Kabupaten
Cilacap sebesar 35.556.531,54 rupiah, mengalami kenaikan sebesar
64,57 persen dari tahun sebelumnya yang sebesar 33.931.209,34
rupiah. PDRB per kapita ADHK tanpa migas sebesar 24.663.737,69
rupiah juga mengalami kenaikan 2,33 persen dari tahun sebelumnya
dari 24.088.670,79 rupiah.

Tabel 2.19.
PDRB Per kapita Tanpa Migas di Kabupaten Cilacap Tahun 2017-

2021
Tahun PDRB per Kapita Pertumbuhan (persen)
ADHB ADHK ADHB ADHK
2017 33.582.115,70 25.121.133,95 0,96 4,82
2018 35.965.382,10 26.314.328,40 0,63 4,53
2019 38.282.308,14 27.630.920,91 0,05 4,76
2020* 33.931.209,34 24.088.670,79 -12,82 -14,71
2021** 35.556.531,54 24.663.737,69 4,57 2,33

Sumber : BPS Kab. Cilacap Tahun 2021; Bappeda Cilacap Tahun 2022 (diolah)
*) Angka sementara **) Angka sangat sementara

PDRB Per kapita dengan migas, dalam kurun waktu lima tahun

terakhir juga menunjukan kenaikan dari tahun ke tahun walaupun
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pada tahun 2020 mengalami penurunan karena pandemi Covid-19.
Pada tahun 2021 mencapai 56.146.823,75 rupiah untuk PDRB per
kapita ADHB dan 46.819.159,97 rupiah untuk PDRB per kapita ADHK.
Sejalan dengan Pertumbuhan Ekonomi dengan migas, pertumbuhan

juga relatif lebih kecil dari PDRB Per kapita tanpa migas.

Tabel 2.20.
PDRB Per kapita Dengan Migas di Kabupaten Cilacap Tahun 2017-
2021
Tahun PDRB per Kapita Pertumbuhan (persen)
ADHB ADHK ADHB ADHK
2017 60.899.111,51 55.820.059,27 4,42 2,08
2018 64.044.320,18 57.306.736,79 4,91 2,59
2019 66.392.532,34 58.369.737,68 3,54 1,82
2020* 54.065.951,89 46.281.851,57 -22,80 -26,12
2021** 56.146.823,75 46.819.159,97 3,71 1,15

Sumber : BPS Kab. Cilacap Tahun 2021; Bappeda Cilacap Tahun 2022 (diolah)
*) Angka sementara **) Angka sangat sementara

5. Laju Inflasi

Perkembangan Perkembangan Laju Inflasi bulanan di tahun
2021, menunjukkan bahwa selama kurun waktu dua belas bulan laju
inflasi di Kabupaten Cilacap cenderung mengalami fluktuasi. Dari dua
belas bulan tersebut ada dua bulan yang mengalami deflasi. Di
Kabupaten Cilacap terjadi deflasi sebesar 0,25 persen di bulan Juni dan
0,12 persen di bulan September. Tingginya inflasi di bulan November
terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya
sebagian indeks kelompok pengeluaran, yaitu pada kelompok
perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga serta
kelompok makanan, minuman dan tembakau.

Penyebab utama terjadinya inflasi di Kota Cilacap adalah
naiknya harga minyak goreng, telur ayam ras, daging ayam ras, cabai
merah, dan sabun detergen bubuk/cair. Sedangkan komoditas utama
yang menahan laju inflasi di Kota Cilacap antara lain turunnya harga
bawang merah, bawang putih, cabai rawit, kangkung, dan ikan belanak.

Tabel 2.21.
Laju Inflasi Kabupaten Cilacap Dirinci Per Bulan
Tahun 2017-2021 (persen)

Bulan 2017 2018 2019 2020 2021
Januari 1,60 1,33 0,33 -0,03 0,27
Februari 0,69 0,38 -0,25 0,49 0,12
Maret -0,11 -0,11 0,32 0,06 0,03
April 0,01 -0,11 0,26 0,05 0,05
Mei 0,59 -0,08 0,19 0,29 0,25
Juni 0,99 0,76 0,75 0,28 -0,25
Juli -0,44 0,09 0,14 -0,17 0,06
Agustus -0,23 -0,12 0,33 -0,09 0,06
September 0,25 -0,13 -0,46 -0,03 -0,12
Oktober 0,02 0,41 -0,07 0,12 0,23
November 0,39 0,31 0,16 0,39 0,36
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Bulan 2017 2018 2019 2020 2021
Desember 0,60 0,45 0,50 0,35 0,82
Inflasi Tahun Kalender 4,41 3,21 2,19 1,71 1,88

Sumber : BPS Kab. Cilacap Tahun 2022

Inflasi di tahun 2021 tercatat meningkat menjadi 1,88 persen, lebih
tinggi dari tahun 2020 yang tercatat sebesar 1,71 persen. Inflasi tahun
kalender 2019 lebih rendah dibandingkan inflasi tahun kalender 2018, jika
diasumsikan tidak ada kondisi ekonomi yang berubah secara ekstrim.

Inflasi Kabupaten Cilacap dari tahun 2017-2021 menunjukkan capaian
yang fluktuatif seperti halnya nasional dan provinsi. Lebih rinci dapat kita

lihat pada gambar berikut :

45 1 am

4 -
3,21
3,13

3,5 -
3,61
3 .
2,72
2,5 -

1,88

2 1 1,87

1,71

2,19
1,68

1,5 -

1 -

0,5 T T T T 1
2017 2018 2019 2020 2021
Nasional Provinsi Cilacap

Sumber : BPS Kab. Cilacap Tahun 2022
Gambar 2.12.
Inflasi Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional
Tahun 2017-2021 (%)
Apabila dibandingkan perkembangan laju inflasi Provinsi Jawa Tengah

dan Nasional dengan laju inflasi Kabupaten Cilacap pada tahun 2021, laju
Inflasi Kabupaten Cilacap paling tinggi di banding laju inflasi Provinsi Jawa
Tengah dan Nasional masing-masing sebesar 1,70 persen dan 1,87 persen.

Tabel 2.22.
Laju Inflasi Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah dan
Nasional dirinci Menurut Bulan Tahun 2021 (persen)

Bulan Cilacap Jawa Tengah Nasional
Januari 0,27 0,22 0,26
Februari 0,12 0,17 0,1
Maret 0,03 0,08 0,08
April 0,05 0,04 0,13
Mei 0,25 0,17 0,32
Juni -0,25 -0,17 -0,16
Juli 0,06 0,06 0,08
Agustus 0,06 -0,01 0,03
September -0,12 -0,10 -0,04
Oktober 0,23 0,25 0,12
November 0,36 0,34 0,37
Desember 0,82 0,64 0,57

Inflasi Tahun Kalender 1,88 1,70 1,87

Sumber : BPS Kab. Cilacap Tahun 2022
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6. Indeks Gini (Gini Ratio)

Indeks Gini adalah suatu alat yang dapat digunakan untuk
mengukur ketimpangan pendapatan dalam suatu wilayah secara
menyeluruh. Indeks ini dapat menunjukkan distribusi atau pemerataan
pendapatan dan kekayaan dalam suatu populasi. Koefisiennya berkisar
antara angka O (pemerataan sempurna) dan angka 1 (ketimpangan
sempurna). Semakin tinggi nilainya, semakin tidak merata pembagian

pendapatan dalam populasi tersebut.

0,4 0,39
0,39 0,38 0,38 0,385 0,384
0,38
0,37
0,36 0,37 0,372
0,35 0,36 0,358 0,359
0,34
0,33
0,32 0,33
0,31 0,32 0,32

0,3

2017 2018 2019 2020 2021
Nasional Jawa Tengah Kab. Cilacap

Sumber : BPS Tahun 2021
Gambar 2.13.
Indeks Gini Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional
Tahun 2017-2021

Indeks Gini Kabupaten Cilacap pada interval tahun 2017-2019
sedikit mengalami penurunan. Pada tahun 2017 Indeks Gini Kabupaten
Cilacap sebesar 0,33 sedikit menurun pada tahun 2018 menjadi 0,32
dan 2019 tetap pada angka 0,32; sedangkan mulai tahun 2020, BPS
Kabupaten Cilacap tidak melakukan penghitungan Indeks Gini lagi.
Angka koefisien sebesar 0,32 tersebut menunjukkan bahwa persebaran
pendapatan di Kabupaten Cilacap masuk dalam katagori ketimpangan
moderat. Dengan menurunnya indeks Gini tersebut menunjukkan
bahwa ketimpangan pendapatan dalam masyarakat Kabupaten Cilacap
mengalami penurunan sejalan dengan tujuan ke-10 SDG’s yaitu
mengurangi kesenjangan di dalam dan antar negara. Jika dibandingkan
dengan capaian Indeks Gini Provinsi Jawa Tengah dan Nasional tahun
2017-2021, capaian Indeks Gini Kabupaten Cilacap tahun 2019 masih

di bawah Provinsi Jawa Tengah dan Nasional.
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7. Persentase Penduduk Miskin

Persentase penduduk miskin Kabupaten Cilacap selama tahun
2017 hingga tahun 2019 mengalami penurunan yang cukup signifikan,
hal ini menunjukkan pelaksanaan berbagai program penanggulangan
kemiskinan cukup berhasil menurunkan jumlah penduduk miskin,
baik dari program Nasional, Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten
Cilacap, tetapi pada tahun 2020 ada peningkatan karena dampak
pandemi Covid-19. Besarnya persentase penduduk miskin di
Kabupaten Cilacap pada tahun 2019 sebesar 10,73 persen meningkat
menjadi 11,46 persen pada tahun 2020, dan pada tahun 2021 (maret)
meningkat kembali menjadi 11,67 persen. Hal ini menggambarkan
perlu diusahakan kembali langkah-langkah yang lebih optimal dalam

penanggulangan kemiskinan khususnya dampak pandemi Covid-19.
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Sumber : BPS Tahun 2021
Gambar 2.14.
Persentase Pertumbuhan Penduduk Miskin di Kabupaten Cilacap,
Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2017-2021 (Maret) (%)

Kenaikan Angka Kemiskinan pada kondisi tahun 2021 masih
berada dalam target capaian akhir masa RPJMD 2017-2022, yaitu
target tahun 2022 sebesar 12,94 persen.

Penghitungan angka kemiskinan tidak lepas dari penggunaan
standar Garis Kemiskinan sebagai batas antara penduduk miskin dan
tidak miskin. Garis kemiskinan merupakan nilai rupiah yang
dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok makanan dan non
makanan. Garis kemiskinan ditetapkan sebesar Rp. 363.367 per kapita
per bulan atau sekitar Rp.12.112 per kapita per hari. Artinya penduduk
dengan pengeluaran lebih dari angka tersebut dikategorikan sebagai

penduduk tidak miskin.

RPD KABUPATEN CILACAP TAHUN 2023-2026 Hal I1-34



Salah satu penyebab penurunan angka kemiskinan yang cukup
signifikan tersebut adalah intervensi pemerintah dalam bentuk
kenaikan dana bantuan sosial, yang naik hingga 41 persen (nasional)
dibandingkan tahun sebelumnya. Selain itu, pengendalian harga
pangan yang relatif stabil dan pengendalian harga bahan bakar minyak
turut berperan dalam menekan inflasi nasional dan meningkatkan daya

beli masyarakat miskin.
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Gambar 2.15.

Posisi Relatif Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah
Tahun 2021 (Maret)

8. Jumlah Penduduk Miskin

Jumlah dan persentase penduduk miskin pada periode 2017-
2019 menunjukkan kecenderungan menurun dari tahun ke tahun,
walaupun tahun 2020 dan 2021 mengalami kenaikan. Pada tahun 2017
jumlah penduduk miskin di Kabupaten Cilacap sebesar 14,12 persen
atau sebanyak 238.323 orang, dan di tahun 2019 persentase penduduk
miskin menurun menjadi 10,73 persen atau sebanyak 185.176 orang.
Pada tahun 2020 mengalami kenaikan menjadi 11,46 persen atau
sebanyak 198.596 orang, dan tahun 2021 meningkat lagi menjadi 11,67
persen atau sebanyak 201.710 orang. Jumlah dan presentase
penduduk miskin di Kabupaten Cilacap yang menunjukkan
kecenderungan menurun dari tahun ke tahun sejalan dengan tujuan

ke-1 SDG’s yaitu mengakhiri segala bentuk kemiskinan dimanapun.
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Tabel 2.23.
Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin
di Kabupaten Cilacap Tahun 2017-2021 (Maret)

Tahun Jumlah Penduduk Persentas.e _
Miskin (orang) Penduduk Miskin
2017 238.323 13,94
2018 193.180 11,25
2019 185.176 10,73
2020 198.596 11,46
2021 201.710 11,67

Sumber : BPS Tahun 2021

9. Persebaran Penduduk Miskin
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Gambar 2.16.
Peta Desa/Kelurahan Miskin Kabupaten Cilacap Tahun 2020

Berdasarkan Data DTKS Kepmensos — 146/HUK/2020 yang

dirilis pada tanggal 26 Oktober 2020, dari jumlah total 284
desa/kelurahan di Kabupaten Cilacap hasil pemetaan terdapat 73
desa/kelurahan masuk zona merah (prioritas 1), 97 desa/kelurahan
masuk zona kuning (prioritas 2) dan 114 desa/kelurahan masuk zona
hijau (prioritas 3) dengan persebaran sebagaimana dapat dilihat pada
gambar peta di atas. Sedangkan merujuk pada SK Menteri Sosial Nomor
109/HUK/2021, di Kabupaten Cilacap pada tahun 2021 jumlah
penduduk miskin dalam DTKS naik 128.483 jiwa dari 871.716 jiwa
menjadi 1.000.199 jiwa. Dari data tersebut, Kecamatan Majenang

merupakan Kecamatan yang memiliki penduduk miskin terbanyak
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berjumlah 83.856 jiwa. Sedangkan Kecamatan dengan jumlah
penduduk miskin terkecil adalah Kecamatan Kampunglaut berjumlah

13.061 jiwa.
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Gambar 2.17.
Persebaran Penduduk Miskin per Kecamatan di Kabupaten Cilacap
Tahun 2021
2.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial

1. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian
pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas
hidup. Perkembangan IPM Kabupaten Cilacap tahun 2017-2021
menunjukkan perkembangan yang cukup baik walaupun ada
penurunan pada tahun 2020. Tahun 2019 capaian IPM Kabupaten
Cilacap sebesar 69,98 menurun menjadi 69,95 pada tahun 2020 dan
terjadi peningkatan pada tahun 2021 menjadi 70,42. Walaupun
capaian IPM Kabupaten Cilacap menunjukan perkembangan yang
cukup baik dari tahun 2017-2021, akan tetapi capaian tersebut masih

dibawah rata-rata capaian Jawa Tengah dan Nasional.
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Gambar 2.18.
Perkembangan IPM Nasional, Provinsi Jawa Tengah dan
Kabupaten Cilacap Tahun 2017-2021

Sedangkan IPM Kabupaten Cilacap dengan Kabupaten tetangga
sebagai berikut :
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Gambar 2.19.
Perkembangan IPM Kabupaten Cilacap
dengan Kabupaten Tetangga Tahun 2017-2021

Sementara itu, indeks pembentuk IPM Kabupaten Cilacap
meliputi umur harapan hidup (tahun); harapan lama sekolah (tahun);
rata-rata lama sekolah (tahun) dan pengeluaran per kapita (rupiah)

diuraikan di bawah ini.

a) Umur Harapan Hidup (UHH)
Umur Harapan Hidup (UHH) didefinisikan sebagai rata-rata
perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak

lahir. Perkembangan UHH Kabupaten Cilacap periode tahun 2017-2021
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selalu mengalami peningkatan sejalan dengan tujuan ke-3 SDG’s yaitu
menjamin kehidupan yang sehat dan mendorong kesejahteraan bagi
semua orang di segala usia. Pada tahun 2017 capaian UHH mencapai
73,24 meningkat menjadi 73,90 pada tahun 2021. Jika dibandingkan
dengan perkembangan capaian UHH Provinsi Jawa Tengah dan
Nasional pada periode 2017-2021 capaian Kabupaten Cilacap lebih
tinggi dibanding capaian Nasional namun masih di bawah capaian

Provinsi Jawa Tengah.
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Sumber : BPS Kab. Cilacap Tahun 2021
Gambar 2.20.
Perkembangan Umur Harapan Hidup Kabupaten Cilacap,
Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2017-2021 (Tahun)

Sedangkan UHH Kabupaten Cilacap dengan Kabupaten tetangga

sebagai berikut :
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Sumber : BPS Kab. Cilacap Tahun 2021
Gambar 2.21.
Umur Harapan Hidup Kab. Cilacap dengan Kabupaten Tetangga
Tahun 2017-2021 (Tahun)
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b) Harapan Lama Sekolah (HLS)

Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai

lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh

anak pada umur tertentu di masa mendatang. Perkembangan HLS

Kabupaten Cilacap terjadi peningkatan dari tahun ke tahun selama

periode 2017-2021. Pada tahun 2017 harapan lama sekolah mencapai
12,30 tahun meningkat menjadi 12,63 tahun pada tahun 2021. Jika

dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional capaian

harapan lama sekolah Kabupaten Cilacap masih dibawah Provinsi Jawa

Tengah dan Nasional.
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Gambar 2.22.

Harapan Lama Sekolah Kabupaten Cilacap, Provisi Jawa Tengah dan

Nasional Tahun 2017-2021 (Tahun)

Sedangkan HLS Kabupaten Cilacap dengan Kabupaten tetangga

sebagai berikut :
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Sumber : BPS Kab. Cilacap Tahun 2021
Gambar 2.23.

Harapan Lama Sekolah Kab. Cilacap dengan Kabupaten Tetangga

Tahun 2017-2021 (Tahun)
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c) Rata-rata Lama Sekolah (RLS)

Rata-rata Lama Sekolah (RLS) didefinisikan sebagai jumlah

tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan

formal. Perkembangan RLS Kabupaten Cilacap periode 2017-2021

mengalami peningkatan sejalan dengan tujuan ke-4 SDG’s yaitu

menjamin pendidikan yang inklusif dan berkeadilan serta mendorong

kesempatan belajar seumur hidup bagi semua orang. Pada tahun 2017

sebesar 6,91 tahun meningkat menjadi 7,09 tahun pada tahun 2021.

Jika dibandingkan dengan perkembangan capaian RLS tahun 2017-

2021 angka capaian Kabupaten Cilacap masih dibawah Provinsi Jawa

Tengah dan Nasional.
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Gambar 2.24.

Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah

dan Nasional Tahun 2017-2021 (Tahun)

Sedangkan RLS Kabupaten Cilacap dengan Kabupaten tetangga

sebagai berikut :
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Gambar 2.25.

Rata-rata Lama Sekolah Kab. Cilacap dengan Kabupaten Tetangga

Tahun 2017-2021 (Tahun)
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d) Pengeluaran Per Kapita

Pengeluaran per kapita Kabupaten Cilacap menunjukan
perkembangan yang cukup positif sejak periode 2017-2021, pada tahun
2017 pengeluaran per kapita sebesar Rp 9.896 (ribu) meningkat
menjadi Rp 10.534 (ribu) pada tahun 2021 walaupun tahun 2020
mengalami penurunan dari tahun 2019. Jika dibandingkan dengan
rata-rata Provinsi Jawa Tengah dan Nasional pengeluaran per kapita
Kabupaten Cilacap masih dibawah Provinsi Jawa Tengah dan Nasional

dalam kurun waktu 2017 hingga 2021.
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Gambar 2.26.

Pengeluaran per Kapita Kabupaten Cilacap dan Provinsi Jawa
Tengah Serta Nasional Tahun 2017-2021 (Ribu Rupiah)

Sedangkan pengeluaran per kapita Kabupaten Cilacap dengan

Kabupaten tetangga sebagai berikut :
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Sumber : BPS Kab. Cilacap Tahun 2021
Gambar 2.27.
Pengeluaran per Kapita Kab. Cilacap dengan Kabupaten Tetangga
Tahun 2017-2021 (Ribu Rupiah)
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2. Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Indeks Pembangunan Gender (IPG) menggambarkan kesetaraan
antara laki-laki dan perempuan sesuai dengan indikator IPM yang
dipilah laki-laki dan perempuan, hal ini penting untuk mengetahui
ketimpangan gender antara laki-laki dan perempuan. Untuk
menggambarkan ketimpangan gender diketahui dari skor nilai IPG
dengan nilai 100. Nilai IPG semakin dekat dengan nilai 100 maka
ketimpangan gender semakin rendah dan semakin rendah nilai maka
ketimpangan gender semakin tinggi, terutama terkait dengan
pendidikan, kesehatan dan sumbangan ekonomi rumah tangga (ribu
rupiah) dari laki-laki dan perempuan.

Nilai IPG di Kabupaten Cilacap selama kurun waktu 2017-2021
mengalami tren positif. Angka IPG Kabupaten Cilacap dari tahun 2017
sebesar 86,14 meningkat menjadi 87,00 pada tahun 2021. Jika
dibandingkan dengan capaian rata-rata IPG Jawa Tengah dan Nasional,
capaian IPG Kabupaten Cilacap masih dibawah Provinsi Jawa Tengah
dan Nasional. Capaian IPG Kabupaten Cilacap sesuai dengan tujuan
ke-5 SDG’s yaitu menjamin kesetaraan gender serta memberdayakan

seluruh wanita dan perempuan.
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Sumber : BPS Tahun 2021
Gambar 2.28.
Perkembangan IPG Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah dan Nasional
Tahun 2017-2021

Komponen pembentuk Indeks Pembangunan Gender (IPG)
antara lain Usia Harapan Hidup (UHH), Harapan lama sekolah, Rata-
rata Lama Sekolah dan Besarnya Sumbangan Pendapatan. Akan tetapi,

semua indikator ini dilihat berdasarkan jenis kelaminnya.
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Tabel 2.24.

Perkembangan Indikator Pembentuk IPG Kabupaten Cilacap

Tahun 2017-2021

Pengeluaran

No Tahun UHH HLS RRLS Per Kapita

L P L P L P L P
1. 2017 71,28 | 75,08 1291 | 12,16 | 7,40 0,44 14.591 6.830
2. 2018 71,43 | 75,23 12,92 | 12,45| 7,41 0,45 15.151 7.012
3. 2019 71,68 | 75,35 12,93| 12,48 | 7,42 0,47 15.697 7.242
4. 2020 71,85| 75,56 | 12,94 | 12,49 | 7,46 0,49 15.313 7.156
5. 2021 71,85 73,73 12,94 | 12,50| 7,46 0,97 15.313 | 10.644

Sumber : BPS Tahun 2022

3. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) dapat dipergunakan untuk

menggambarkan keberhasilan pemberdayaan kaum perempuan,

terutama dari aspek keterwakilan perempuan di parlemen, persentase

angkatan kerja perempuan yang bekerja dengan keahlian/keterampilan

(administrasi, manajer dan teknisi) serta sumbangan ekonomi rumah

tangga dari kaum perempuan.

IDG Kabupaten Cilacap selama kurun waktu 2017-2020

mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Angka IDG Kabupaten

Cilacap pada tahun 2017 sebesar 62,52 meningkat menjadi 70,22 pada
tahun 2020. Pada tahun 2020, IDG Kabupaten Cilacap masih berada di

bawah dari angka Provinsi Jawa Tengah 71,73 dan Nasional 75,57.
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Gambar 2.29.

71,73

70,22
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Cilacap

2021

Perkembangan IDG Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah dan Nasional

Tahun 2017-2021

Adapun untuk mengetahui komposit pembentuk IDG Kabupaten
Cilacap tahun 2017-2021 dapat kita lihat pada tabel berikut:
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Tabel 2.25.
Perkembangan Capaian Indikator Komposit IDG
Kabupaten Cilacap Tahun 2017-2021

Capaian Tahun

No Indikator Satuan
2017 2018 | 2019 | 2020 | 2021
1 | Keterlibatan perempuan di %
parlemen 18 16 24 26 26
2 | Perempuan sebagai tenaga %
Manager, Profesional, 38,60 43,68 | 45,11 | 43,97 | 46,49
Administrasi, Teknisi
o,
3 | Sumbangan Per.empuan dalam %o 26,20 26,22 | 26,35 | 26,44 30
Pendapatan Kerja
IDG % 62,52 | 62,11 | 69,13 | 70,22 | n.a

Sumber : KPPA, Buku PMBG, BPS
4. Ketenagakerjaan

a) Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah persentase jumlah

pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. TPT di Kabupaten

Cilacap pada periode tahun 2017-2021 mengalami fluktuasi, terutama

tahun 2021 yang mengalami peningkatan signifikan mencapai 9,97

persen. Dampak pandemi Covid-19 mengakibatkan berkurangnya

penempatan tenaga kerja lokal dan ditutupnya negara tujuan

penempatan tenaga kerja migran ke luar negeri. Selain itu banyaknya

usaha (terutama UMKM) yang terdampak bahkan gulung tikar akibat

pandemi Covid-19.

Tabel 2.26.
Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa
Tengah dan Nasional Tahun 2017-2021

Tahun
TPT
2017 2018 2019 2020 2021
Nasional 5,50 5,34 5,28 7,07 6,49
Jawa Tengah 4,57 4,51 4,49 6,48 5,95
Kab. Cilacap 6,30 7,48 7,31 9,10 9,97
Sumber : BPS Tahun 2021
9,10
3,50 9,97
8,30 7,48 7,31
7,50 ’ 7,07
’ 6,49
6,50
6,30 5,34 5,28 o
5,50 5,50 ’ 5,95
4,50 4,57
3,50 4,51 4,49
2017 2018 2019 2020 2021
Nasional Jawa Tengah Kab. Cilacap
Sumber : BPS Tahun 2021
Gambar 2.30.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Cilacap, Jawa
Tengah dan Nasional Tahun 2017-2021
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Sedangkan TPT Kabupaten Cilacap dengan Kabupaten tetangga

sebagai berikut :
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°° pa
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L o n o o o v o Vo v
G T o) - RR
6,00 - N«
<
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H Cilacap ®Banyumas Kebumen Purbalingga

Sumber : BPS Tahun 2021
Gambar 2.31.
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
Kab. Cilacap dengan Kabupaten Tetangga Tahun 2017-2021

b) Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah suatu
indikator ketenagakerjaan yang memberikan gambaran tentang
penduduk yang aktif secara ekonomi dalam kegiatan sehari-hari.
Perkembangan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten
Cilacap menunjukkan tren fluktuatif, pada tahun 2017 capaian TPAK
Kabupaten Cilacap sebesar 66,22 persen menurun menjadi 62,91
persen pada tahun 2021. Kondisi tahun 2018 menjadi kondisi terendah
selama kurun waktu 2017-2021.

Jumlah angkatan kerja di Kabupaten Cilacap Tengah tahun
2021 mencapai 830.043 orang. Sedangkan jumlah penduduk yang
bekerja pada tahun 2021 sebesar 747.329 orang. Sektor 3 (Jasa)
merupakan sektor yang paling banyak menyerap tenaga kerja, dengan
menyerap 328.207 orang (43,92 persen) pekerja, sementara sektor 1
(Pertanian) yang paling sedikit menyerap tenaga kerja, yaitu hanya

menyerap 189.526 orang (25,36 persen) pekerja.
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Gambar 2.32.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Cilacap,
Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2017-2021

Sedangkan Tingkat Partisipasi

Angkatan

Kerja

(TPAK)

Kabupaten Cilacap dengan Kabupaten tetangga sebagai berikut :
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Gambar 2.33.

68,48
67,88

67,10

2019

Kebumen

69,89
69,93

67,79
66,66

2020

Purbalingga

62,91

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)
Kab. Cilacap dengan Kabupaten Tetangga Tahun 2017-2021

2.2.3. Fokus Seni Budaya dan Olah Raga

1. Kebudayaan

67,76

65,07

2021

69,52

Urusan Kebudayaan menjadi wewenang Dinas Pendidikan dan

Kebudayaan Kabupaten Cilacap di

tahun 2017 sesuai

dengan

perubahan SOTK dari Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

Kabupaten Cilacap menjadi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kabupaten Cilacap (Peraturan Bupati Nomor 87 Tahun 2016 Tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap). Jumlah Cagar

Budaya yang ditetapkan terus bertambah setiap tahunnya, pada tahun
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2017 hanya ada 5 Cagar Budaya, pada tahun 2021 menjadi 21 Cagar
Budaya. Sedangkan Tim Ahli Cagar Budaya sebanyak 4 orang.

Tabel 2.27.
Capaian Kinerja Urusan Kebudayaan Kabupaten Cilacap
Tahun 2017-2021

. Capaian Kinerja
No Indikator Satuan 5517 [ 2018 | 2019 | 2020 | 2021
1 | Jumlah Cagar Budaya S S 15 21 21
2 | Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) Orang S S S 5 4

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Cilacap, 2022

2. Kepemudaan dan Olahraga

Peran aktif kepemudaan sangat penting dalam menunjang
keberhasilan pembangunan. Jumlah organisasi maupun kepemudaan
meningkat dari tahun 2017 sejumlah 37 menjadi 39 di tahun 2021.
Pemberdayaan organisasi kepemudaan dan peningkatan jumlah
wirausaha muda menjadi prioritas Kabupaten Cilacap dalam
perencanaan pembangunan daerah tahun 2023.

Upaya membangun sektor olahraga dilaksanakan dengan
menyiapkan sarana dan prasarana olahraga, sampai dengan tahun
2021 telah tersedia 263 unit sarana dan prasarana olahraga.
Pembinaan klub olahraga dan cabang olahraga selain oleh KONI
Kabupaten Cilacap juga dilakukan oleh Perusahaan, baik milik negara
(BUMN dan BUMD) maupaun milik swasta. Melalui upaya pembinaan
ini, prestasi atlet yang diikutkan dalam Popda tingkat Provinsi
mengalami kenaikan dari tahun 2018 sejumlah 78 atlet menjadi 389
atlet berprestasi di tahun 2019, namun pada tahun 2020 sampai
dengan 2021 karena adanya Pandemi Covid-19, maka Popda tingkat
Provinsi dilaksanakan secara terbatas.

Tabel 2.28.
Perkembangan Kepemudaan dan Olah Raga di Kabupaten Cilacap
Tahun 2017-2021

Capaian Tahun

No Indikator Satuan
2017 | 2018 2019 2020 | 2021
1 | Jumlah Organisasi Pemuda Unit 37 37 37 39 39
2 | Jumlah Gedung Olah Raga Unit 212 212 216 218 263
Rasio Lapangan Olahraga Per
3 | terhadap penduduk (per 2,75 2,75 2,85 2,68 2,88
10.000
10.000)
4 | Prestasi Popda Provinsi Unit 148 78 389 11 11

Sumber : Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kab. Cilacap 2022

3. Pariwisata
Berdasarkan Peraturan Bupati Cilacap Nomor 12 Tahun 2020
tentang Penggolongan Jenis Obyek Tempat Wisata di Kabupaten
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Cilacap, terdapat 20 destinasi wisata yang tersebar di wilayah
Kabupaten Cilacap yang masuk ke dalam Perbup, di luar Perbup
terdapat 22 destinasi wisata yang dikelola oleh perorangan dan
organisasi masyarakat, sehingga total destinasi wisata yang ada di
Kabupaten Cilacap sebanyak 32 destinasi wisata. Destinasi wisata yang
dikelola secara langsung oleh Kabupaten Cilacap adalah Destinasi
Wisata Air Panas Cipari, sedangkan destinasi wisata yang lain masing-
masing dikelola oleh pihak lain karena terkait dengan kewenangan
pengelolaannya.

Dalam rangka meningkatkan pertumbuhan sektor pariwisata di
Kabupaten Cilacap, Pemerintah Daerah terus berupaya untuk
mengembangkan Desa Wisata di Kabupaten Cilacap. Berdasarkan
Keputusan Bupati Cilacap Nomor 556/460/27/2021 tanggal 24
Agustus 2021 tentang Penetapan Desa Wisata Dan Pengelola Desa
Wisata di Kabupaten Cilacap telah ditetapkan 22 Desa Wisata yang
akan dikembangkan, yaitu :

1) Desa Wisata Samudera Mandiri Desa Widarapayung, Kecamatan
Binangun;

2) Desa Wisata Karangbanar Desa Jetis, Kecamatan Nusawungu;

3) Desa Wisata Cimendaway Indah Desa Datar, Kecamatan
Dayeuhluhur;

4) Desa Wisata Curug Geulis Desa Desa Cisuru, Kecamatan Cipari;

S5) Desa Wisata Genta Wisata Desa Gentasarai, Kecamatan Kroya;

6) Desa Wisata Wagir Indah Desa Welahan Wetan, Kecamatan
Adipala;

7) Desa Wisata Bojong Tirta Indah Desa Bojongsari, Kecamatan
Kedungreja;

8) Desa Wisata Rahayu Desa Pesanggrahan, Kecamatan Kroya;

9) Desa Wisata Lewih Manggu Desa Karanggedang, Kecamatan
Sidareja;

10) Desa Wisata Talabunsa Desa Pamulihan, Kecamatan
Karangpucung;

11) Desa Wisata Kumandang Wisata Kelurahan Kutawaru, Kecamatan
Cilacap Selatan;

12) Desa Wisata Tambaksari Desa Tambaksari, Kecamatan Wanareja;

13) Desa Wisata Alam Lestari Desa Sumpinghayu, Kecamatan

Dayeuhluhur;
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14) Desa Wisata Curug Tonjong Panto Cinagara Desa Sadahayu,
Kecamatan Majenang;

15) Desa Wisata Kamulyan Desa Kamulyan, Kecamatan Bantarsari;

16) Desa Wisata Jambusari Desa Jambusari, Kecamatan Jeruklegi;

17) Desa Wisata Pesona Serayu Desa Kesugihan Kidul, Kecamatan
Kesugihan;

18) Desa Wisata Bunton Desa Bunton, Kecamatan Adipala;

19) Desa Wisata Ekosistem Desa Bingkeng, Kecamatan Dayeuhluhur;

20) Desa Wisata Salam Sari Desa Cilempuyang, Kecamatan Cimanggu;

21) Desa Wisata Cipari Desa Cipari, Kecamatan Cipari; dan

22) Desa Wisata Karangsari Desa Karangsari, Kecamatan Adipala.

Kunjungan wisata di Kabupaten Cilacap pada kurun waktu
2017-2021 mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Pada tahun 2018
saat terjadi bencana alam gempa dan tsunami di Palu, kunjungan
wisata pantai di Kabupaten Cilacap ikut terdampak sehingga
mengalami penurunan, tercatat tahun 2018 hanya ada 481.731
kunjungan wisata atau menurun 184.263 kunjungan (27,6 persen)
dibanding tahun 2017. Namun demikian kunjungan wisata di tahun
2019 kembali meningkat sebanyak 552.396 orang (naik 14,67 persen).
Fluktuasi kunjungan wisata kembali terjadi di tahun 2020 karena
dampak wabah Covid-19. Kunjungan wisata tahun 2020 mengalami
penurunan menjadi 472.384, turun 50.012 kunjungan dari tahun 2019
(9,5 persen). adapun tahun 2021 kondisi sudah semakin membaik. Hal
ini dapat diketahui dari meningkatnya jumlah kunjungan wisata
menjadi 846.380 kunjungan, atau mengalami kenaikan sebesar 79,2
persen.

Untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisata di Kabupaten
Cilacap, diperlukan berbagai upaya dan terobosan baru di era
kenormalan baru saat ini dan pasca wabah Covid-19, antara lain :

a. Revitalisasi daya tarik wisata untuk memenuhi layanan terhadap
wisatawan;

b. Menerapkan protokol dan standar kesehatan pada daya tarik
wisata untuk menjamin kesehatan dan rasa aman wisatawan;

c. Mengadakan kegiatan pariwisata untuk menarik pengunjung
dengan memperhatikan kondisi terkini penyebaran wabah Covid-
19, dengan penerapan protokol kesehatan secara ketat dan

keselamatan wisatawan menjadi perhatian utama; dan
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Melakukan promosi daya tarik wisata dengan publikasi melalui
media cetak (pamflet, brosur, baliho, dan lain-lain), media
elektronik dan produksi video promosi pariwisata.

Tabel 2.29.
Capaian Kinerja Urusan Pariwisata Tahun 2017-2021

Capaian Kinerja

No Indikator Satuan 75517 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021
1 Jumlah Obyek Wisata di OW 21 30 30 41 32
Kab. Cilacap
2 | Jumlah Kunjungan orang | 665.994 | 481.731 | 552.396 | 472.384 | 846.380
Wisata

3 | Jumlah Desa Wisata
yang dikembangkan

Desa 6 6 6 17 22

Sumber: Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kab. Cilacap, 2022

2.3. Aspek Pelayanan Umum

2.3.1.

Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan

Pelayanan Dasar
1. Pendidikan;

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk
mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta
didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki
kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian,
kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan
dirinya, masyarakat, bangsa, dan Negara (UU No. 20 tahun 2003
tentang Sistem Pendidikan Nasional). Kewenangan penyelenggaraan
pendidikan pada Kabupaten/Kota diatur dalam lampiran Undang-
Undang 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Kewenangan
Kabupten/Kota untuk urusan Pendidikan adalah di bidang
manajemen yang mencakup kewenangan pengelolaan Pendidikan
dasar dan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan
Non Formal; Sub urusan kurikulum meliputi kewenangan Penetapan
kurikulum muatan lokal pendidikan dasar, pendidikan anak usia
dini, dan pendidikan nonformal; Sub urusan Pendidik dan tenaga
kependidikan memiliki kewenangan Pemindahan pendidik dan
tenaga kependidikan dalam Daerah kabupaten/kota; sub urusan
perizinan Pendidikan meliputi kewenangan penerbitan izin
Pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat, penerbitan
izin Pendidikan anak usia dini dan Pendidikan non formal yang
diselenggarakan oleh masyarakat dan Bahasa dan sastra yang
meliputi kewenangan Pembinaan bahasa dan sastra yang

penuturnya dalam Daerah kabupaten/kota.
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Data dasar Pendidikan di Kabupaten Cilacap sesuai dengan
kewenangan dalam UU No 23 tahun 2014 tersebut diukur dengan
menggunakan beberapa indikator antara lain Harapan Lama
Sekolah, Rata-rata Lama Sekolah, Angka Partisipasi Sekolah (APS)
untuk jenjang Pendidikan SD dan SMP; Angka Partisipasi Kasar
(APK) untuk jenjang Pendidikan PAUD, SD dan SMP; Angka
Partisipasi Murni (APM) untuk jenjang Pendidikan PAUD, SD dan
SMP; Lembaga PAUD terakreditasi; SD terakreditasi minimal B; SMP
terakreditasi minimal B; Angka Putus Sekolah jenjang SD dan SMP;
dan beberapa indikator lainnya.

Harapan Lama Sekolah adalah lamanya sekolah (dalam tahun)
yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di
masa mendatang. Rata-rata Lama Sekolah adalah Jumlah tahun
belajar penduduk usia 15 tahun ke atas yang telah diselesaikan
dalam pendidikan formal (tidak termasuk tahun yang mengulang).
Untuk menghitung Rata-rata Lama Sekolah dibutuhkan informasi:
a.) Partsipasi sekolah b.) Jenjang dan jenis pendidikan yang
pernah/sedang diduduki c.) Ijasah tertinggi yang dimiliki d.)
Tingkat/kelas tertinggi yang pernah/sedang diduduki.

Angka Partisipasi Sekolah (APS) adalah Proporsi dari semua
anak yang masih sekolah pada suatu kelompok umur tertentu
terhadap penduduk dengan kelompok umur yang sesuai. Angka
Partisipasi Kasar (APK) adalah rasio jumlah siswa, berapapun
usianya, yang sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu
terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan
jenjang pendidikan tertentu. Angka Partisipasi Murni (APM) adalah
perbandingan antara jumlah murid jenjang pendidikan tertentu
dengan usia sesuai yang seharusnya pada jenjang pendidikan
tersebut, dengan jumlah penduduk usia yang seharusnya pada
jenjang pendidikan tersebut, dinyatakan dalam persentase. suatu
daerah menunjukkan tingkat pemerataan dan perluasan akses
pembangunan pendidikan. Semakin tinggi APK menunjukkan
banyaknya anak usia sekolah yang bersekolah di suatu jenjang
pendidikan pada suatu wilayah, begitu juga dengan APM, semakin
tinggi APM maka semakin banyak anak usia sekolah yang bersekolah

di suatu daerah pada tingkat pendidikan tertentu.
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Pendidikan sebagai urusan wajib berpelayanan dasar, memiliki
Standar Pelayanan Minimal yang tertuang dalam Permendikbud
Nomor 32 tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal
Pendidikan. Pemenuhan terhadap indikator SPM di Kabupaten
Cilacap, untuk Persentase Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang
berpartisipasi dalam pendidikan PAUD pada tahun 2019 - 2021
menunjukkan kecenderungan menurun. APS PAUD 5 - 6 tahun pada
tahun 2019 sebesar 70,45% turun menjadi 47,09% pada tahun 2021.
Sedangkan APS SD/MI yaitu Persentase Warga Negara Usia 7-12
Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan SD/MI juga
menunjukkan kecenderungan menurun. Pada tahun 2017 APS
SD/MI sebesar 95,93% turun menjadi sebesar 87,37%. APS
SMP/MTs, yaitu Persentase Warga Negara Usia 7-12 Tahun yang
berpartisipasi dalam pendidikan SMP/MTs juga menunjukkan
kecenderungan menurun, pada tahun 2017 APS SMP/MTs sebesar
75,32% turun menjadi 74,23% pada tahun 2021. APS pendidikan
Kesetaran juga masih rendah yaitu sebesar 1,08% pada tahun 2021.

APS PAUD, APS SD/MI dan APS SMP/MTs serta APS Kesetaraan
menunjukkan kecenderungan yang masih rendah bahkan menurun.
SPM urusan Pendidikan sebagaimana tertuang dalam Permendikbud
32 tahun 2018 mengharuskan capaian setiap tahun adalah 100%.
Gambaran tersebut menunjukkan bahwa capaian indikator pada
urusan pendidikan khususnya capaian SPM belum maksimal. Pada
jenjang pendidikan pendidikan PAUD masih banyak penduduk usia
5 — 6 tahun yang tidak bersekolah pada PAUD. Demikian juga untuk
jenjang pendidikan SD/MI, SMP/MTs dan pendidikan Kesetaraan,
belum semua penduduk berusia 7-12 tahun bersekolah pada jenajng
pendidikan SD/MI, belum semua penduduk usia 13-15 tahun
bersekolah pada jenjang pendidikan SMP/MTs dan belum semiua
penduduk wusia 7-18 tahun yang tidak bersekolah mengikuti
pendidikan kesetaraan. Data capaian SPM dan data indikator

pendidikan lainnya secara rinci terlihat pada tabel berikut:
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Tabel 2.31.
Data Capaian Indikator SPM dan Indikator Urusan Pendidikan di Kabupaten Cilacap Tahun 2017-2021

. . . . Data Capaian Tahun
Indikator Definisi Operasional Sumber Satuan 2017 | 2018 2019 2020 2021
Rata-rata lama Sekolah | BPS Permendagri 18 | rohun | 6,91 | 692 | 693 | 6,97 7,09
tahun 2017
Harapan Lama Sekolah | BPS Permendagri 18 | . 0 | 103 | 12,48 | 12,49 | 12,5 | 12,63
tahun 2017
Jumlah Warga Negara usia 5-6 tahun yang terlayani
izglgigﬁﬁi N;iara pada sasaran Standar Pelayanan Minimal PAUD SPM /
> taliun yang dibagi Jumlah Warga Negara usia 5-6 tahun yang Permendagri 59 % 100 100 100 100 100
berpartisipasi dalam > L7
. 4 menjadi sasaran pada Standar Pelayanan Minimal tahun 2021
pendidikan PAUD PAUD
% PAUD yang memiliki Jumlah PAUD yang memiliki sarpras sesuai dengan Permendaeri 18
sarpras sesuai SNP dan SNP di tambah kesetaraan yang dibina dibagi jumlah tahun 2%17 % 59,7 61,7 62,6 65,8 67,08
Kesetaraan yang dibina PAUD dan jumlah lembaga kesetaraan X 100
Jumlah Warga Negara usia 7-15 tahun yang terlayani
il;glls}'llgsgﬁirll\feg:;a pada sasaran Standar Pelayanan Minimal Pendidikan SPM /
L . yang Dasar dibagi Jumlah Warga Negara usia 7-15 tahun Permendagri 59 % 100 100 100 100 100
berpartisipasi dalam Lo
endidikan dasar yang menjadi sasaran pada Standar Pelayanan tahun 2021
p Minimal Pendidikan Dasar
% SD yang memiliki Jumlah SD yang memiliki sarpras sesuai dengan SNP Permendagri 18 o
sarpras sesuai SNP dibagi jumlah SD formal X 100 tahun 2017 & 22,76 | 27,18 27,81 28,32 28,81
. Jumlah siswa baru tingkat [ pada jenjang SMP/MTs .
Angka Melanjutkan (AM) o . Permendagri 86 o
dari SD/MI ke SMP/MTs Jumlah lulusan pada jenjang SD/MI Tahun ajaran tahun 2017 Yo 93,12 | 95,37 94,26 95,15 94,61
sebelumnya x100
% SMP yang memiliki Jumlah SMP yang memiliki sarpras sesuai dengan Permendagri 18 o
sarpras sesuai SNP SNP dibagi jumlah SMP formal X 100 tahun 2017 & 38,69 40,7 42,21 43,88 45,88
Jumlah Warga Negara
usia 7-18 tahun yang Jumlah Warga Negara usia 7-18 tahun yang terlayani
belum menyelesaiakan pada sasaran Standar Pelayanan Minimal Pendidikan SPM /
pendidikan dasar dan Kesetaraan dibagi Jumlah Warga Negara usia 7-18 Permendagri 59 % 100 100 100 100 100
atau menengah yang tahun yang menjadi sasaran pada Standar Pelayanan tahun 2021
perpartisipasi dalam Minimal Pendidikan Kesetaraan
pendidikan kesataraan
Persentas§ guru yang Jumlah guru pada jenjang (i) TK, (ii) SD/ sederajat,
memenuhi kualifikasi (i) SMP/sederajat yang berkualifikasi S1/ D4, dibagi | Permendagri 86
sesuai dengan standar . jat yang ast » dibag & % NA | 90,48 | 89,20 | 89,03 | 91,07
- dengan jumlah seluruh guru pada jenjang yang tahun 2017
nasional menurut . o
L - sama, dan dinyatakan dalam satuan persen (%).
jenjang pendidikan.
Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2022
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Data pada tabel di atas menunjukkan bahwa Capaian indikator
selain indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan selama
kurun waktu 2017-2021 fluktuatif sedangkan untuk ketiga Indikator
SPM yaitu Jumlah Warga Negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi
dalam pendidikan PAUD, Jumlah Warga Negara usia 7-15 tahun
yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar dan Jumlah Warga
Negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar
dan atau menengah yang perpartisipasi dalam pendidikan
kesetaraan menunjukan sudah mencapai 100% sesuai dengan target
yang akan dilayani.

Persentase SD yang memiliki sarana dan prasarana sesuai
standar menunjukkan kecenderungan meningkat dengan angka
28,81% termasuk kategori rendah. Sedangkan untuk jenjang
pendidikan SMP menunjukkan kecenderungan meningkat dengan
capaian tahun 2021 sebesar 45,88%. Rasio guru sesuai kualifikasi
belum semua guru baik jenjang Pendidikan TK/PAUD, SD dan SMP
sesuai kualifikasi. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19
Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional
Pendidikan dan diperbaharui dengan Peraturan Pemerintah Nomor
13 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Peraturan Pemerintah
Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan,
kualifikasi pendidikan guru adalah D IV atau S1 (Sarjana). Kualifikasi
guru belum mencapai 100% untuk guru jenjang TK, SD dan jenjang
SMP baru mencapai 91,07%.

Berdasarkan hasil evaluasi dari tahun 2017-2021 untuk urusan
pendidikan di Kabupaten Cilacap ada 13 indikator, 7 indikator sudah
tercapai dan 6 indikator belum tercapai. Indikator yang belum
tercapai yaitu Angka Partisipasi Kasar SD/MI/Paket A/SDLB, APK
SMP/MTs/Paket B/SMPLB, APK Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
3-6 Tahun, Persentase Lembaga Dikmas Yang terakreditasi,
Persentase Ruang Kelas PAUD dalam kondisi baik, Persentase Ruang
Kelas SD dalam kondisi baik, Persentase Ruang Kelas SMP dalam
kondisi baik, Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI, Angka Putus
Sekolah (APS) SMP/MTs, Persentase Pendidik dan Tenaga
Kependidikan yang meningkat kompetensinya dan Persentase Guru

PAUD/SD/SMP yang berkualifikasi S1/D-IV.
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Tabel 2.32.

Capaian Indikator Program RPJMD Kabupaten Cilacap Urusan Pendidikan

Indikator Kinerja Target % Capaian Status Pena(\):gngung
No Program Program Satuan Akhir 2017 2018 2019 2020 2021 RPJMD s/d Capaian Jawab
(Outcome) RJMD Tahun 2021 Target
1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14
1. | Program
Pengelolaan
Pendidikan
Angka  Partisipasi
Kasar SD/MI/Paket % 108,56 108,42 108,48 104,92 104,18 93,93 86,55 v Dinas P & K
A/SDLB
Angka Melanjutkan
(AM) dari SMP/MTs % 73,5 72,02 79,89 82,18 85,16 84,97 116,08 . Dinas P & K
ke SMA/SMK/MA
Angka Melanjutkan
(AM) dari SD/MI ke % 94,4 93,12 95,37 94,26 95,15 94,61 100,22 ° Dinas P & K
SMP/MTs
APK
SMP/MTs/Paket % 100,54 100,44 101,02 101,3 101,15 93,57 93,09 v Dinas P & K
B/SMPLB
APK Pendidikan
Anak Usia Dini % 63,5 61,59 62,02 62,04 59,48 40,46 64,48 v Dinas P & K
(PAUD) 3-6 Tahun
Persentase
Lembaga  Dikmas % 33,6 n.a 20,5 25,07 25 26,88 89,9 v Dinas P & K
Yang terakreditasi
Persentase Ruang
Kelas PAUD dalam % 70,5 53,50 58,9 60,12 63,12 66,01 101,24 ° Dinas P & K
kondisi baik
Persentase Ruang
Kelas SD dalam % 87,45 74,23 80,65 81,78 83,25 86,27 100,66 ° Dinas P & K
kondisi baik
Persentase Ruang
Kelas SMP dalam % 89,6 78,65 83,45 83,97 85,2 88,78 101,87 ° Dinas P & K
kondisi baik
Angka Putus
Sekolah (APS) % 0,02 0,07 0,032 0,082 0,03 0,06 -99,97 v Dinas P & K
SD/MI
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Indikator Kinerja Target % Capaian Status Pena?:g];ung
No Program Program Satuan Akhir 2017 2018 2019 2020 2021 RPJMD s/d Capaian Jawab
(Outcome) RJMD Tahun 2021 Target
1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14
Angka Putus
Sekolah (APS) % 0,24 0,44 0,37 0,31 0,18 0,28 100 . Dinas P & K
SMP/MTs
2. | Program

Pendidik Dan

Tenaga

Kependidikan
Persentase Pendidik
dan Tenaga
Kependidikan yang % 74,2 90,88 72,17 76.96 77,91 80,87 109,79 ° Dinas P & K
meningkat
kompetensinya
Persentase Guru
PAUD/SD/SMP | o 92,4 94,5 90,48 89,2 83,21 83,15 90,54 v Dinas P & K
yang berkualifikasi
S1/D-IV
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2. Kesehatan;

Pembangunan kesehatan diarahkan pada perwujudan masyarakat
yang sehat baik jasmani maupun rohani. Dalam Undang-undang
kesehatan yaitu Undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang
kesehatan pembangunan kesehatan adalah untuk meningkatkan
kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang
agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya,
sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang
produktif secara sosial dan ekonomis. Sedangkan tujuan pembangunan
kesehatan menuju Indonesia sehat 2025 adalah meningkatkan
kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang
agar peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya
dapat terwujud, melalui terciptanya masyarakat, bangsa dan Negara
Indonesia yang ditandai oleh penduduknya yang hidup dengan perilaku
dan dalam lingkungan sehat, memiliki kemampuan untuk menjangkau
pelayanan yang bermutu, adil, dan merata, serta memiliki derajat
kesehatan yang setinggi- tingginya di seluruh wilayah Republik
Indonesia yang sejahtera, yaitu terciptanya hak hidup sehat bagi
seluruh lapisan masyarakat melalui sistem kesehatan yang dapat
mempengaruhi kesehatan dan tersedianya pelayanan kesehatan yang
bermutu, terjangkau dan merata. Kesehatan sebagai investasi akan
menghasilkan penduduk yang sehat dan produktif sebagai SDM
(Sumber Daya Manusia) pembangunan yang berkelanjutan serta
memiliki daya saing global (Depkes RI., 2009)

Kewenangan kabupaten dalam pelaksanaan pembangunan
kesehatan adalah meningkatkan upaya kesehatan perorangan dan
upaya kesehatan masyarakat, peningkatan distribusi dan pemerataan
tenaga kesehatan, peningkatan kualitas farmasi, obat, makanan dan
minuman serta peningkatan pemberdayaan masyarakat, hal ini sesuai
dengan UU No 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Indikator utama keberhasilan pembangunan kesehatan dilihat
dari peningkatan Usia Harapan Hidup. Semakin meningkat usia
harapan hidup diharapkan kualitas kesehatan di Kabupaten semakin
membaik. Kabupaten Cilacap UHH dari tahun 2017 -2021 mengalami
peningkatan.

Indikator Standar Pelayanan Minimal berdasarkan PMK nomor 4

tahun 2019 Kabupaten Cilacap belum mampu mencapai target 100%,
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fasilitas kesehatan masih belum memenuhi dibandingkan dengan
jumlah penduduk hal ini dapat dilihat dari rasio daya tampung RS
terhadap jumlah Penduduk yaitu belum mencapai angka 1 per 1.000
penduduk. Sedangkan fasilitas kesehatan rujukan belum semuanya
mencapai akreditasi utama. Berikut ini gambaran pencapaian indikator

pembangunan kesehatan.
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Tabel 2.33.
Capaian Indikator Kinerja Urusan Kesehatan

. . . Capaian
Indikator Rumus/Formula Indikator Satuan Sumber Indikator 2017 2018 2019 2020 2021
Persentase rumah tangga dengan a Ped'oman Program
indikator PHBS tatanan rumah tangga Pembinaan PHBS Tatanan
Persentase rumah tangga R Rumah Tangga Th 2016
berperilaku hidup bersih yang memer}uhl'k'rlterla strata utama dan % b. Pedoman Pehitungan 75,00 75,97 79,00 84,23 85,75
dan sehat (PHBS). parpurna dlb.a &t Jumlah rumah tangga Tingkat Perkembangan
yang didata di suatu wilayah pada kurun -
waktu tertentu. Des.a/ Kelurahan Siaga
Aktif Prov Jateng Th 2018
Persentase puskesmas, Jumlah PKM, Pustu, Pusling dengan %
puskesmas pembantu dan kondisi sarana dan prasarana memadai
pusling dengan kondisi dibandingkan dengan jumlah seluruh Na Na Na Na 88,12
sarana dan prasarana PKM, Pustu, Pusling dikalikan 100%
memadai
Persentase RS Rujukan jumlah rukma(? sakit r.uj.ukaln pemerintah
Tingkat kabupaten/ kota | %21 fefin f;ﬁﬁ;gﬁg‘;‘;‘ ?rfiflrifﬁn;) % Permendagri 18/2020 0,00 0,00 100 100 100
yang terakreditasi Kkab ugpil ten X 100% p
Persentase ibu hamil Jumlah ibu hamil yang mendapatkan
mendapatkan pelayanan pelayanan kesehatan dibagi jumlah ibu % Permendagri 18/2020 94,85 94,75 94,51 95,84 95,06
kesehatan ibu hamil hamil di kabupaten x 100%
Persentase ibu bersalin Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan
mendapatkan pelayanan pelayanan kesehatan dibagi jumlah ibu % Permendagri 18/2020 99,95 99,92 99,96 99,94 99,95
persalinan bersalin di kabupaten x 100%
. . Jumlah bayi baru lahir yang
Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan
mendapatkan pelayanan 'pt d pd'by . umlah bavi b % Permendagri 18/2020 99,94 98,22 98,71 99,22 99,27
kesehatan bayi baru lahir sesual standar dibagt jumah bayl bart
lahir di kabupaten x 100%
Cakupan pelayanan Jumlah balita yang mendapatkan
kesehatan balita sesuai pelayanan kesehatan sesuai standar % Permendagri 18/2020 84,76 84,97 83,36 80,63 83,98
standar dibagi jumlah balita di kabupaten x 100%
Persentase anak usia Jumlah anak pada usia pendidikan dasar
pcndidikan dasar yang yang mendapatkan pelayanan kesehatan .
mendapatkan pelayanan sesuai standar dibagi jumlah anak usia % Permendagri 18/2020 99,27 100,00 99,47 99,46 99,45
kesehatan sesuai standar pendidikan dasar di kabupaten x 100%
Persentase orang usia 15-59 | Jumlah orang usia 15-59 tahun yang
tahun mendapatkan mendapatkan skrining kesehatan sesuai .
skrining kesehatan sesuai standar dibagi Jumlah orang usia 15-59 % Permendagri 18/2020 38,30 39,90 23,31 28,82 67,64
standar tahun di kabupaten x 100 %
Persentase warga negara Jumlah warga negara usia 60 tahun yang .
usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai % Permendagri 18/2020 60,00 60,75 68,22 62,88 58,43
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Capaian

Indikator Rumus/Formula Indikator Satuan Sumber Indikator 2017 2018 2019 2020 2021
mendapatkan skrining standar dibagi Jumlah orang warga
kesehatan sesuai standar negara usia 60 tahun di kabupaten x
100%
Persentase penderita Jumlah penderita hipertensi yang
hipertensi yang mendapatkan pelayanan keschatan % Permendagri 18/2020 11,60 12,23 47,09 59,39 47,88
mendapatkan pelayanan sesuai standar dibagi Jumlah pcnderila
kesehatan sesuai standar hipertensi di kabupalen x 100%
Persentase penderita DM Jumlah penderita DM yang mendapatkan
yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar .
pelayanan kesehatan sesuai | dibagi Jumlah penderita DM di % Permendagri 18/2020 21,25 20,52 82,71 71,39 98,45
standar kabupaten x 100%
Persentase ODGJ berat Jumlah penderita ODGJ yang
yang mendapatkan mendapatkan pelayanan keschatan % Permendagri 18/2020 100,00 69,50 88,63 90,78 121,32
pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar dibagi Jumlah penderita
sesuai standar ODGJ di kabupaten x 100%
Persentase orang terduga Jumlah penderita TBC yang
TBC mendapatkan mendapatkan pelayanan kesehatan .
pelayanan TBC sesuai sesuai standar dibagi Jumlah penderita % Permendagri 18/2020 0,00 72,77 35,45 27,14 35,92
standar TBC di kabupaten x 100%
Persentase orang dengan Jumlah orang dengan resiko terinfeksi
resiko terinfeksi HIV HIV yang mendapatkan pelayanan deteksi
mendapatkan pelayanan dini HIV sesuai standar dibagi Jumlah % Permendagri 18/2020 0,00 79,60 60,56 90,93 69,97
deteksi dini HIV sesuai orang dengan resiko terinfeksi HIV di
standar kabupaten x 100%
Cakupan Desa/ Kelurahan Cakupan Desa/Kelurahan yang
mengalami KLB/Potensi mengalami KLB/potensi KLB yang
KLB yang dilakukan ditangani/ditanggulangi < 24 jam oleh % NA NA NA NA 100
penyelidikan epidemiologi < | kabupaten terhadap Kejadian Luar Biasa
24 jam (KLB) pada periode/kurun waktu tertentu
Persentase menurunnya Cakupan pelayanan penyakit menular
angka kesakitan dan dan tidak menular dibagi jumlah
kecacatan akibat penyakit indikator penyakl.t fi'lkall 100‘.3/0. Penyakit % NA NA NA NA NA
menular (DBD, Sipilis, Hepatitis,
Pnemonia) Penyakit tidak menular (Ca
Serviks)
Persentase FKTP Jumlah FKTP (Puskesmas) yang telah
terakreditasi memiliki sertifikat akreditasi yang masih o
berlaku dibagi jumlah seluruh FKTP % NA NA NA NA 97,4
(Puskesmas) dikali 100%
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Capaian

Indikator Rumus/Formula Indikator Satuan Sumber Indikator 2017 2018 2019 2020 2021
Persentase pemanfaatan Jumlah fasyankes yang memanfatkan sik
SIK terintegrasi di terintegrasi di bagi jumlah fasyankes di % NA NA NA NA 60
Fasyankes kali 100%
Persentase tenaga Jumlah tenaga kesehatan yg mempunyai
kesehatan teregistrasi SIP di faskes pemerintah d bagi total o
tenaga kesehatan di faskes pemerintah X % NA NA NA NA 55
100%
Persentase Fasilitas . Jumlah fasilitas pelayanan kfarmasiab
Pelayanan Kefarmasian yang sesuai standard an perijinan dibagi
(Apotek dan Toko Obat) total fasilit 1 Kef: J . g % Permendagri 17/2021 100,00 100,00 100,00 100,00 100
yang Memenuhi Standar otal fasilitas pelayanan kefarmasian x
L 100%
dan Persyaratan Perizinan
Peserta jaminan kesehatan melalui SJSN
. N Bidang Kesehatan (BPJS) dibagi dengan
Proporsi peserta jaminan . o
kesehatan melalui SUSN jumlah penduduk miskin dan rentan % SDGs 65,48 78,51 76,91 75,96 76,33
Bidang Kesehatan. (penduduk flO % terbawah/ pendapatan
terendah) dinyatakan dalam satuan
persen (%)
Persentase sarana industri Jumlah sarana Industri Rumah Tangga %
rumah tangga pangan Pangan (IRTP) yang memenuhi standar
(IRTP) yang memenuhi dan persyaratan izin edar SPP-IRT dibagi NA NA NA NA 56
syarat. jumlah sarana Industri Rumah Tangga
Pangan (IRTP) yang diperiksa dikalikan
100%
Indeks Keluarga Sehat perhitungan kedua belas indikator
keluarga sehat dari setiap keluarga yang indeks NA NA NA NA 0.12
besarnya berkisar antara 0 sampai ’
dengan 1
Indeks pencapaian SPM Rata-rata pencapaian SPM bidang indek NA NA NA NA 80177
bidang kesehatan kesehatan ndexs i
Persentase Puskesmas Jumlah Puskesmas yang memiliki 9 jenis
dengan 9 jenis tenaga tenaga kesehatan sesuai dengan PMK 43 o
kesehatan sesuai standar tahun 2019 dibagi jumlah puskesmas kali % NA NA NA NA 81,57
100%
Cakupan Desa/Kelurahan Jumlah desa/kel siaga aktif mandiri di o
Siaga Aktif Mandiri bagi jumlah seluruh desa/kel dikali 100% & NA NA NA NA 19,72
Persentase desa/kelurahan | Jumlah desa/kel STBM dibagi jumlah o
STBM seluruh desa/kel dikali 100% & NA NA NA NA NA
Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Cilacap Tahun 2021
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Sarana dan prasarana kesehatan telah tersedia di Kabupaten

Cilacap dari rumah sakit, rumah bersalin, puskesmas, klinik, posyandu

dan polindes.

Tabel 2.34.
Sarana dan Prasarana Kesehatan Tahun 2017 - 2021
No Indikator Satuan 2017 2018 2019 2020 2021
1. Jumlah Rumah Sakit unit 8 11 11 11 12
Umum
2. Jumlah Rumah Sakit unit 9 1 1 1 1
Khusus
3. Jumlah Rumah .
Sakit/Rumah Bersalin unit 2 67 232 303 380
Jumlah Puskesmas unit 38 38 38 38 38
Jumlah Klinik/Balai unit 77 74 79 79 36
Kesehatan
6. Jumlah Posyandu unit 2155 2170 2171 2176 2176
7. Jumlah Polindes unit 32 70 70 70 70

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Cilacap Tahun 2021

Untuk kinerja RPJMD tahun 2017-2021 urusan Kesehatan terlihat

dari 4 program dengan 48 indikator menunjukkan sampai dengan
tahun 2021 sebanyak 26 indikator belum dapat tercapai. Dari 26
indikator yang belum tercapai sebanyak 7 indikator menunjukkan
prioritas yang harus diselesaikan dalam periode berikutnya. Adapun
indikator tersebut adalah :

1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya

Kesehatan Masyarakat dengan indikator Cakupan Puskesmas
Rawat Inap sebesar 70,59%; Cakupan Desa ODF (%ODF) sebesar
58,45%; Prosentase populasi rawan (WPS, Waria, LSL, Napi dll),
nakes dan Ibu Hamil mendapatkan tes dan pengobatan Hepatitis
sebesar 67,38%; Cakupan Kanker Serviks sebesar 12,14%;
Cakupan Hipertensi sebesar 47,88%; Persentase penduduk yang

memanfaatkan RS sebesar 59,56%.

. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan

dengan capaian indikator Persentase aparat yang telah mengikuti

diklat/pendidikan sebesar 75%

. Indikator yang belum mencapai sebanyak 26 indikator, penyebab

atau penghambatnya adalah sebagai berikut:
1) Indikator Persentase ketersediaan obat kesehatan sesuai dengan
kebutuhan, penyebab belum tercapainya adalah :
a. Ada beberapa obat-obatan dan BMHP yang belum masuk
dalam e-katalog LPSE.
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b. Tidak semua obat-obatan yang sudah ditayangkan melalui
e-katalog bisa memenuhi kebutuhan karena stok
terbatas/kosong oleh karena tingginya permintaan.

c. Pabrikan dan/atau distributor memberikan konfirmasi
kekosongan ketersediaan atau ketidak mampuan suply
barang setelah batas akhir waktu pengadaan barang,
sehingga anggaran tidak terserap.

d. Waktu yang disediakan untuk proses pengadaan dana DAK
terbatas, apalagi jika penayangan obat dan BMHP pertama
mengalami kendala atau karena adanya tender gagal.

e. Adanya anggaran tertentu seperti honor pejabat
pengadaan, PPKom, PPHP tidak bisa dicairkan, karena
anggaran yang dialokasikan pada DPA/DPPA kegiatan
pengadaan obat sudah ada alokasi pada DPA/DPPA
kegiatan lainnya.

f. Adanya sisa anggaran yang cukup besar pada pengadaan
obat dengan metode tender yang merupakan selisih antara
pagu anggaran dan nilai kontrak, sehingga realisasi
anggaran tidak maksimal.

2) Indikator rasio puskesmas per satuan penduduk, penyebab
belum tercapainya adalah :

a. Belum tersedianya lahan untuk pembangunan puskesmas
baru dalam rangka menambah puskesmas baru oleh karena
pengadaan tanah tidak terrealisasi (refokusing anggaran)

b. Belum tersedianya sumber daya sarana prasarana seperti
alat-alat kesehatan, kendaraan dinas termasuk ambulance
dan mobil pusling serta SDM kesehatan

c. Laju pertambahan penduduk yang pasti setiap tahunnya yang
belum diikuti dengan penambahan jumlah puskesmas baru

3) Indikator cakupan puskesmas rawat inap, penyebab belum
tercapainya adalah :

a. Persyaratan pendirian puskesmas rawat inap dalam
Peraturan Menteri Kesehatan tentang Puskesmas yang
mengatur puskesmas rawat inap jauh dari fasilitas pelayanan
kesehatan rujukan tingkat lanjutan, sehingga beberapa

puskesmas non rawat inap yang dekat dengan fasilitas
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pelayanan kesehatan rujukan tidak bisa dikembangkan
menjadi puskesmas rawat inap

b. Keterbatasan sarana prasarana dan sumber daya untuk
peningkatan puskesmas dengan ruang rawat inap

4) Indikator cakupan penjaringan kesehatan siswa SD (sederajat)
dan SMP (sederajat), penyebab belum tercapainya adalah :

a. Belum semua petugas kesehatan dan satuan pendidikan
memahami sistem pemeriksaan yang dilakukan secara online
menggunakan google form dari pusat

b. Kerjasama antara pihak puskesmas dan satuan pendidikan
belum optimal dalam pemantauan pengumpulan data
pemeriksaan secara online, serta TP UKS
Kabupaten/Kecamatan dan Tim Pelaksana UKS sekolah
kurang aktif

c. Beberapa siswa tidak masuk sekolah ketika dilakukan
pemeriksaan kesehatan di sekolah dan tidak semua
puskesmas melaksanakan sweeping terhadap anak sekolah
yang belum dilakukan pemeriksan kesehatan

d. Tidak semua siswa/wali murid memiliki smartphone atau
PC/laptop/komputer dan adanya kendala jaringan internet di
daerah tertentu dalam melakukan pengisian form online

e. Jumlah data sasaran pemeriksaan kesehatan yang cukup
banyak menjadikan petugas cukup kesulitan dalam
melakukan pengolahan data yang masuk

f. Percepatan pelayanan vaksinasi yang dilaksanakan di
puskesmas membuat petugas pemeriksaan kesehatan anak
usia sekolah dan remaja tersita waktu dan tenaganya dalam
melaksanakan penjaringan dan pemeriksaan berkala

5) Indikator persentase tempat umum yang memenuhi syarat

kesehatan (hotel, taman, rekreasi dan tempat hiburan, dll),

penyebab belum tercapainya adalah :

Ada beberapa tempat atau sarana yang merupakan tempat-

tempat umum yang belum memenuhi syarat kesehatan. Namun

bila dibandingkan dengan target tahun 2021 capaian sudah
mencapai target, hanya kurang 0,08% bila dibandingkan dengan
target tahun 2022 sehingga diharapkan sudah bisa memenuhi

target pada tahun 2022
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0) Indikator cakupan desa ODF (Open Defecation Free), penyebab
target belum tercapai adalah Tim STBM di tingkat
kabupaten/kecamatan/desa belum bekerja secara optimal
dalam rangka verifikasi desa ODF mengingat masih adanya
pandemic Covid-19.

7) Angka kejadian tuberkulosis (insiden semua kasus/100.000
penduduk/tahun) (CNR : Case Notifikasi Rate), penyebab belum
tercapainya adalah :

a. Kegiatan active case finding tidak maksimal, sehingga angka
penemuan terduga kasus tuberkulosis masih rendah

b. Kegiatan lintas program dan kegiatan internal lain belum
semua mendukung dan menunjang kegiatan pengananan TB
paru

c. Penatalaksanaan terduga kasus tuberculosis belum sesuai
dengan alur algoritma diagnosa TB paru

d. Ketidakdisiplinan petugas dalam pencatatan dan pelaporan
penanganan TB paru dimana penemuan dan pengobatan
kasus di Dokter Praktek Mandiri/klinik belum semua tercatat
dengan baik

e. Masih banyak masyarakat dengan indikasi TB paru memilih
mendapatkan pelayanan pengobatan ke luar wilayah
Kabupaten Cilacap

8) Indikator angka penemuan kasus kusta baru yang di
tatalaksana sesuai standar, penyebab belum tercapai adalah :
a. Pada umumnya tingkat kematiannya rendah dan terjadi pada

masyarakat dengan kemampuan ekonomi yang rendah
sehingga mengakibatkan penyakit kusta menjadi penyakit
tropis yang terabaikan (neglected diseases)

b. Masyarakat belum mengetahui gejala dan tanda penyakit
kusta dimana gejala dan tanda awal kusta menyerupai jenis
penyakit kulit dan tanda gejala penyakit yang lain

c. Keterbatasan jumlah dan kualitas tenaga ahli dimana hanya
ada satu dokter spesialis kulit di Kabupaten Cilacap, dan
kurangnya ketrampilan tenaga kesehatan di puskesmas

dalam mendiagnosa kusta
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9) Indikator prosentase populasi rawan (WPS, waria, LSL, napi dll),
nakes dan ibu hamil mendapatkan tes dan pengobatan hepatitis,
penyebab belum tercapainya adalah :

a. Adanya vaksinasi Covid-19 di tingkat puskesmas, sehingga
tenaga kesehatan terkonsentrasi pada percepatan pelayanan
vaksinasi Covid-19

b. Sulitnya mencari sasaran pada kelompok populasi rawan,
mengingat belum semua sasaran pada kelompok rawan
terbuka pada pelayanan publik

10) Indikator cakupan desa/kelurahan Universal Child Immunization

(UCI), penyebab belum tercapainya adalah :

a. Terbatasnya logistik bahan habis pakai untuk pelayanan
imunisasi, khususnya IPV (inactivated poliovirus vaccine)
yang baru tersedia pada bulan Oktober 2021

b. Distribusi vaksin dan BMHP untuk pelayanan imunisasi
dasar dari pemerintah pusat ke daerah tersendat, karena
adanya pandemi Covid -19

11) Indikator cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien
masyarakat miskin, penyebab belum tercapainya adalah :

a. Masyarakat sering datang terlambat untuk mendapatkan
pelayanan di fasilitas pelayanan kesehatan dasar dan sudah
dalam keadaan sakit dengan gejala sedang/berat

b. Puskesmas belum optimal dalam sosialisasi kunjungan sehat
atau pemanfaatan puskesmas untuk upaya edukasi dan
pencegahan penyakit masih rendah

12) Indikator cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat
miskin, penyebab belum tercapainya target adalah suasana
peningkatan kasus Covid-19 ada keengganan masyarakat
berkunjung ke puskesmas untuk mendapatkan pelayanan
kesehatan dasar, karena sakit dengan gejala yang ringan.

Indikator ini capaiannya di tahun 2021 adalah 46,64%

sedangkan target adalah 46% sehingga memenuhi syarat namun

bila dibandingkan dengan target tahun 2022 yaitu 47%, maka

capaian masih kurang 0,36%

13) Indikator persentase penduduk yang memiliki jaminan

pemeliharaan kesehatan, penyebab belum tercapainya adalah :
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a. Adanya SK Kemensos Nomor 111/HUK/2021 tentang
Penetapan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan
pada bulan Oktober Tahun 2021, yang mengakibatkan
peserta BPJS dengan klasifikasi PBI JK yang tidak
mempunyai nomor ID DTKS menjadi tidak aktif

b. Adanya PHK dari perusahaan yang mengakibatkan jumlah
peserta jaminan kesehatan dari segmen Pekerja Penerima
Upah (PPU) berkurang

14) Indikator Angka Kematian Balita per 1000 Kelahiran Hidup,
penyebab belum tercapainya karena Pandemi Covid-19
menyebabkan tidak maksimalnya pemberian pelayanan,
penatalaksanaan dan penanganan terhadap anak balita sakit

(mengalami keterlambatan), hal ini karena tenaga kesehatan di

puskesmas fokus pada penanganan kasus Covid-19

15) Indikator cakupan pelayanan anak balita, penyebab belum
tercapainya adalah Pandemi Covid-19 menyebabkan kegiatan
pelayanan kesehatan anak balita di Posyandu berhenti dan baru

mulai kembali aktif pelayanan pada bulan September 2021.

Selain itu petugas kesehatan masih fokus pada percepatan

pelayanan vaksinasi Covid-19.

16) Indikator persentase ibu hamil mengalami KEK, penyebab
belum tercapainya adalah :

a. Meningkatnya jumlah kasus ibu hamil dengan resiko tinggi
hingga 20%

b. Pola pikir dan pola makan yang keliru pada sebagian remaja
putri dengan tujuan postur tubuh ideal menjadikan remaja
putri mengalami kurang gizi (KEK)

c. Kurangnya asupan gizi pada kehamilan trimester I dan II
karena mengalami gangguan hormonal (mual dan muntah),
didukung oleh faktor sosial ekonomi yang kurang pada
sebagian ibu hamil

17) Indikator cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga
kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan, dengan
penyebab belum tercapainya target adalah masih adanya ibu
bersalin yang tidak mau memanfaatkan fasilitas pelayanan
kesehatan dan/atau tenaga kesehatan terlatih dalam

pertolongan persalinannya.
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Capaian tahun 2021 sebesar 99,95%, bila dibandingkan dengan
target tahun 2022 yaitu 100%, maka capaian tahun 2021
hampir mencapai target.

18) Indikator cakupan kunjungan ibu hamil K4, penyebab belum
tercapainya adalah tidak semua ibu hamil bisa mendapatkan
pelayanan antenatal sesuai standar, yaitu kunjungan sebanyak
empat kali selama masa periode kehamilan sampai K4. Beberapa
ibu hamil sudah mengalami persalinan sebelum kunjungan K4,
yang disebabkan antara lain karena kejadian prematur, abortus,
imatur, pindah, IUFD dan belum saatnya K4 dengan total 1.468
kasus pada tahun yang sama.

19) Indikator proporsi cakupan pemeriksaan usila, penyebab belum
tercapainya adalah :

a. Masa pandemi Covid-19 yang belum berakhir menjadikan
pelayanan kesehatan pada Posyandu Lansia sempat terhenti,
karena lansia merupakan kelompok resiko tinggi terhadap
transmisi Covid-19 (kelompok komorbiditas) dan kegiatan
pelayanan Posyandu baru berjalan kembali pada bulan
September 2021

b. Petugas kesehatan di puskesmas masih fokus pada
percepatan pelayanan vaksinasi Covid-19

c. Belum terpenuhinya anggaran yang cukup untuk
melaksanakan skrining kesehatan sesuai sasaran jumlah
kelompok usila yang ada

20) Indikator cakupan kanker serviks, penyebab belum tercapainya
adalah :

a. Masih adanya keengganan karena rasa malu pada wanita usia
subur sebagai kelompok dengan resiko kanker serviks untuk
mengikuti pemeriksakan kanker serviks secara dini melalui
IVA test, dan keengganan karena IVA test sudah tidak
ditanggung BPJS Kesehatan

b. Keterbatasan sumber daya sarana dan tenaga kesehatan,
yaitu belum semua puskesmas memiliki alat cryotherapy
untuk penanganan positif hasil tes IVA dan belum semua
dokter dan bidan mengikuti pendidikan dan pelatihan

penatalaksanaan kanker serviks
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21) Indikator cakupan Diabetes Melitus, penyebab belum tercapai
target adalah :

a. Tingginya jumlah sasaran penderita DM di Kabupaten
Cilacap berdasarkan angka estimasi dari hasil Riset
Kesehatan Dasar (Riskesdas), dibandingkan dengan hasil
pendataan penderita DM melalui kunjungan rumah PIS-PK

b. Belum semua penderita dengan diagnosa DM terutama
penderita DM fase awal mau memanfaatkan puskesmas dan
fasilitas lainnya untuk memeriksakan secara rutin kadar
gula darah dan untuk mendapatkan pelayanan pengobatan
DM sesuai standar

Capaian tahun 2021 sebesar 98,45%, sehingga pada tahun 2022

diusahakan dapat mencapai target 100%.

22) Indikator cakupan hipertensi, penyebab belum tercapainya
adalah :

a. Keterbatasan pelaksanaan pelayanan pada Posbindu PTM
(Pos Pembinaan Terpadu Penyakit Tidak Menular) karena
kendala masa pandemi Covid-19

b. Tingginya jumlah sasaran penderita hipertensi di Kabupaten
Cilacap berdasarkan angka estimasi prevalensi hasil Riset
Kesehatan Dasar (Riskesdas), dibandingkan dengan hasil
pendataan penderita DM melalui kunjungan rumah PIS-PK.

c. Belum semua penderita hioertensi terutama penderita
hipertensi fase awal mau memanfaatkan puskesmas dan
fasilitas lainnya untuk memeriksakan secara rutin tekanan
darah dan untuk mendapatkan pelayanan pengobatan
hipertensi sesuai standar

d. Kelompok wusia produktif sebagai kelompok beresiko
hipertensi belum semua mau memeriksakan tekanan darah
secara rutin, karena merasa masih sehat dan mampu
beraktifitas sehari-hari

23) Indikator persentase penduduk yang memanfaatkan RS,
penyebab belum tercapainya adalah capaian indikator
persentase penduduk yang memanfaatkan rumah sakit pada

RSUD Majenang tahun 2021 mengalami penurunan. Hal ini

sebagai dampak pandemi Covid-19 yang berimplikasi pada

berkurangnya kunjungan pasien baru, yang disebabkan oleh
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pembatasan kegiatan masyarakat hingga adanya persepsi
bahwa berkunjung ke fasilitas pelayanan kesehatan merupakan
risiko tinggi atas penularan Covid-19. Selain itu, adanya
beberapa rumah sakit swasta yang beroperasi di wilayah
Majenang menjadikan tingkat pemanfaatan RSUD menurun.
Penyebab lain dapat berupa terbatasnya tenaga dokter spesialis
dan sarana dan prasarana yang masih belum cukup memadai.

24) Indikator  persentase aparat yang telah  mengikuti
diklat/pendidikan, penyebab belum tercapainya target adalah
salah satu indikator yang harus diselesaikan pada periode
berikutnya, mengingat keterbatasan anggaran untuk
pelaksanaan pendidikan dan pelatihan, baik diklat teknis
maupun diklat fungsional

25) Indikator persentase Puskesmas dan Labkesda yang telah
terakreditasi baru mencapai 97,44%, hal ini dikarenakan UPTD
Labkesda sedang dalam proses untuk pengajuan akreditasi

26) Indikator cakupan temuan makanan yang mengandung zat
adiktif berbahaya, penyebab belum tercapainya target adalah
kurangnya pemahaman masyarakat terhadap makanan yang
mengandung zat adiktif berbahaya, sehingga masih ditemukan
makanan yang dikonsumsi masyarakat yang mengandung zat
adiktif berbahaya

Capaian indikator kesehatan dapat dilihat dalam tabel berikut:
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Tabel 2.35.
Capaian Indikator Program RPJMD Kabupaten Cilacap Urusan Kesehatan

. OPD
Indikator Kinerja Target % Capaian Status Penanggung
No Program Program (Outcome) Satuan Akhir 2017 2018 2019 2020 2021 RPJMD s/d Capaian Jawab
RJMD Tahun 2021 Target
2 3 4 5 8 9 10 11 12 13 14
Program Pemenuhan
Upaya Kesehatan
Perorangan Dan
Upaya Kesehatan
Masyarakat
Persentase  ketersediaan
obat kesehatan sesuai % 100,00 100 100 100 99,92 85,86 85,86 v Dinkes
dengan kebutuhan
Persentase puskesmas,
puskesmas pembantu dan
pusling dengan kondisi % 82 46,5 54,39 76,29 89,92 88,12 107,46 ° Dinkes
sarana dan prasarana
memadai
Rasio ~ puskesmas  per % 0,68 0,64 0,64 0,59 0,59 0,58 85,29 v Dinkes
satuan penduduk
Cakupan Puskesmas % 34 21 21 21 21 24 70,59 v Dinkes
Rawat Inap
Puskesmas yang
melaksanakan dana % 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 100,00 . Dinkes
Operasional sesuai
peruntukkan-nya
Cakupan Penjaringan
kesehatan  siswa ~ SD % 100,00 | 99,27 100 99,47 99,46 99,45 99,45 v Dinkes
(sederajat) dan SMP
(sederajat)
Prevalensi balita pendek
dan sangat pendek % 17 22 5,02 4,86 4,94 3,97 176,65 ° Dinkes
(stunting)
Persentase balita dengan
berat badan rendah atau % 16,5 20,68 5,17 5,93 6,47 5,31 167,82 ° Dinkes
kekurangan gizi
Calupan Balita Gizi Buruk % 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 100,00 . Dinkes
mendapat perawatan
Persentase Bayi 0-6 bulan .
mendapat ASI Eksklusif % 55 51 55,85 57,20 62,91 68,56 124,82 ° Dinkes
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No Program

Indikator Kinerja
Program (Outcome)

Satuan

Target
Akhir
RJMD

2017

2018

2019

2020

2021

% Capaian
RPJMD s/d
Tahun 2021

Status
Capaian
Target

OPD
Penanggung
Jawab

1 2

3

4

10

11

12

13

14

Persentase kecamatan
bebas rawan gizi

%

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

Dinkes

Persentase tempat umum
yang memenuhi syarat
kesehatan (Hotel, Taman,
rekreasi dan tempat
hiburan, dll)

%

83

79

79

79

81,04

82,12

98,94

Dinkes

Cakupan Desa ODF (%
ODF)

%

100,00

10,2

11,27

36,64

27,11

58,45

58,45

Dinkes

Angka kejadian
tuberkulosis (insiden
semua kasus/ 100.000
penduduk/ tahun) (CNR:

Case Notifikasi Rate)

%

214

164

211

218

129,1

138,52

64,73

Dinkes

Proporsi penduduk yg
terinfeksi HIV lanjut yang
memiliki akses pd obat
antiretroviral

%

80

100

86,24

69,1

100

93,26

116,58

Dinkes

Angka kejadian malaria

%

0,019

0,02

0,027

0,018

0,023

0,00511

173,11

Dinkes

Angka kesakitan Demam
Berdarah Dengue (DBD)

%

21

17,5

24

24,1

49,8

24,8739

81,55

Dinkes

Jumlah kasus
leptospirosis (dan zoonosis
lainnya)

Kasus

55

37

32

11

34

37

67,27

Dinkes

Cakupan Desa/ Kelurahan
mengalami KLB  yang
dilakukan penyelidikan
epidemiologi < 24 jam

%

100

100

100

100

100

100

100,00

Dinkes

Cakupan balita pnemonia
yang ditangani

%

50

16,73

21

30,7

21,33

37,28

74,56

Dinkes

Angka Penemuan Kasus
Kusta baru yang di
tatalaksana sesuai standar

Kasus

46

38

46

32

16

20

43,48

Dinkes

Prosentase populasi rawan
( WPS, Waria, LSL, Napi dll
), nakes dan Ibu Hamil
mendapatkan tes dan
pengobatan Hepatitis

%

80

NA

47,04

21,76

49,38

66,13

82,66

Dinkes
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OPD

Indikator Kinerja Target % Capaian Status Penanggun.
No Program Program {Outos Ifl o Satuan | Akhir 2017 2018 2019 2020 2021 | RPJMDs/d | Capaian o wgagb g
g RJMD Tahun 2021 | Target
1 2 3 4 5 8 9 10 11 12 13 14
Cakupan Desa/ kelurahan
Universal Child % 100 100 100 100 100 69,72 69,72 v Dinkes
Immunization (UCI)
Cakupan pelayanan
kesehatan rujukan pasien % 2,12 1,63 2,99 2,83 1,91 7,86 -170,75 v Dinkes
masyarakat miskin
Cakupan pelayanan
kesehatan dasar % 47 42.4 51,06 48,67 27,78 46,64 99,23 v Dinkes
masyarakat miskin
Persentase penduduk yang
memiliki Jaminan % 95 65,48 78,51 76,91 75,96 75,63 80,35 v Dinkes
pemeliharaan Kesehatan
?gggakgzrgsgﬁlzfga per | o, 6,00 6,32 5,06 6,58 5,37 6,39 93,50 v Dinkes
g:lli{tl;pan pelayanan anak % 100,00 | 84,76 84,97 83,26 80,63 83,98 83,98 v Dinkes
Iiegzzglt:‘x KE;E“ hamil % 8,75 11,53 11,36 12,82 11,26 9,35 93,14 v Dinkes
Cakupan pertolongan
izgz";‘ll:tl:;l y;’rllegh mg:gﬁ‘i? % 100,00 | 99,95 99,92 99,96 99,94 99,95 99,95 v Dinkes
kompetensi kebidanan
E:ﬁff’;g kunjungan - Ibu % 100,00 | 94,85 94,75 94,51 95,84 95,06 95,06 v Dinkes
Cakupan pelayanan nifas % 98 97,69 98,01 98,09 98,66 98,08 100,08 ° Dinkes
E:é‘;gizn Jang szgﬁlglﬁfl % 100 100 100,00 | 100,00 100 100 100 . Dinkes
Ezlfg’?;;rrl kesehatan bayi % 100 99,94 98,22 98,71 99,22 99,27 99,27 v Dinkes
gzg:lfiilsaan Usﬂacakupan % 100 60 60,75 68,22 62,88 67,23 67,23 v Dinkes
Cakupan Kanker Serviks % 35 18 2,41 7,57 12,14 4,26 12,17 v Dinkes
Cakupan DM % 100 21,25 20,52 82,71 71,19 98,45 98,45 \ Dinkes
Cakupan Hipertensi % 100 11,6 12,23 47,09 59,39 47,88 47,88 v Dinkes
Rasio Posbindu % 45 55,26 51,06 99,65 100 100 250,00 ° Dinkes
Pelayanan kesehatan
orang dengan gangguan % 100 100 69,5 88,63 90,78 121,32 121,32 . Dinkes

jiwa (ODGJ) Berat
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OPD

Indikator Kinerja Target % Capaian Status Penanggung
No Program Program (Outcome) Satuan Akhir 2017 2018 2019 2020 2021 RPJMD s/d Capaian Jawab
RJMD Tahun 2021 Target
1 2 3 4 5 8 9 10 11 12 13 14
Rasio Rumah Sakit RSUD
Terhadap Penduduk (per % 10,1 8,20 8,58 6,49 8,45 9 89,11 v .
Cilacap
1000)
Pasien — RSUD  yang % 100 100 100 100 100 100 100 . RSUD
terlayani Cilacap
Persentase penduduk yang % 4,5 3,72 3,7 3,97 2,73 2,68 71,91 v RSUD
memanfaatkan RS Majenang
2. | Program Peningkatan
Kapasitas Sumber
Daya Manusia
Kesehatan
Persentase aparat yang
telah mengikuti % 100 100 100 100 75,00 75,00 v Dinkes
diklat/pendidikan
Persentase Puskesmas dan
Labkesda yang telah % 100 55,26 97,44 97,44 97,44 97,44 97,44 v Dinkes
terakreditasi
3. | Program Sediaan
Farmasi, Alat
Kesehatan Dan
Makanan Minuman
Cakupan temuan
makanan yens % 50 40 25 40 46,58 39,75 79,5 v Dinkes
mengandung zat adiktif
berbahaya
Masyarakat terlindungi
dari  produk farmasi, % 70 60 56,9 62,15 72,67 68,61 98,61 v Dinkes
makanan minuman yang
tidak memenuhi syarat
4. Program
Pemberdayaan
Masyarakat Bidang
Kesehatan
Persentase rumah tangga
berperilaku hidup bersih % 80 75 75,97 79 84,23 85,75 107,18 ° Dinkes

dan sehat (PHBS).
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3. Pekerjaan umum dan penataan ruang;

Kondisi jalan di Kabupaten Cilacap selama kurun waktu tahun
2016-2020 mengalami peningkatan yang cukup signifikan, hal ini dapat
dilihat dari data Rasio Panjang Jalan dengan Kondisi Baik terhadap
Total Panjang Jalan, pada tahun 2017 sebesar 57,82% meningkat
menjadi 67,24% di tahun 2021. Sementara itu untuk jalan kondisi
mantap (baik dan sedang) sampai dengan tahun 2021 mencapai
78,74%. Meskipun kondisi jalan mantap meningkat namun masih
terdapat jalan dalam kondisi rusak dan rusak berat yang perlu
ditangani sebesar 21,26% serta 11,50% jalan dalam kondisi sedang
yang perlu ditingkatkan kualitasnya.

Kondisi drainase di Kabupaten Cilacap tahun 2017-2021
menunjukan peningkatan, saluran drainase ini merupakan salah satu
bangunan pelengkap jalan yang memiliki fungsi mengalirkan air
sehingga badan jalan tetap kering. Capaian kinerja indikator drainase
baik dengan aliran air yang tidak tersumbat tahun 2017 sebesar
67,60% meningkat menjadi 87,60% tahun 2021.

Cakupan akses air minum di Kabupaten Cilacap selama kurun
waktu lima tahun terakhir (2017-2021) mengalami peningkatan yang
cukup signifikan. Capaian tahun 2017 sebesar 80,80% meningkat
menjadi 87,74% tahun 2021. Capaian akses sanitasi di Kabupaten
Cilacap sampai dengan tahun 2021 telah mencapai angka 89,84% di
perkotaan maupun perdesaan. Untuk peningkatan akses sanitasi dari
dasar ke layak dan mengarah ke aman ada beberapa kegiatan yang
dilakukan diantaranya bantuan jambanisasi untuk masyarakat miskin,
pengadaan truk tinja, pembangunan dan pemeliharaan Instalasi
Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT).

Capaian kinerja urusan pekerjaan umum dan penataan ruang

tahun 2017-2021 dapat dilihat pada tabel berikut :
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Tabel 2.36.

Capaian Indikator Kinerja Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

. . Capaian
Indikator Rumus/Formula Indikator Sumber Satuan 2017 2018 | 2019 | 2020 | 2021
Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah
Rasio tenaga operator/ kab/kota yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan Permendaeri
teknisi / analisis yang operator dan teknis/ analisis / Jumlah kebutuhan 18/ 202§ % 7,51 10,58 | 12,12 | 13,97 0
memiliki sertifikat kompetensi | tenaga operator dan teknis/analis di wilayah
Kabupaten /Kota x 100%
Persentase Panjang Jalan Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik dibagi RPJMD o
dengan Kondisi Baik (%) Panjang seluruh jalan kabupaten x100% 2017-2022 & 57,82 | 58,704 | 64,09 | 66,42 | 67,24
Persentase pendayagunaan (93% x (panjang saluran pembuang yang berfungsi baik / %
dan pengendalian daya rusak | total panjang saluran pembuang)x 100%)) + (7% x
air (Jumlah Ketersediaan Air Baku / Jumlah Kebutuhan Air NA NA NA NA 11,57
Baku pada daerah Kekeringan) x 100%))
Persentase ketersediaan (Jumlah data SDA yang tersedia / Jumlah Kebutuhan %
penunjang data SDA Data SDA) x 100% NA NA NA NA 25,39
Persentase bangunan Jumlah bangunan gedung pemerintah dalam kondisi %
pemerintah dalam kondisi baik / jumlah gedung pemerintah keseluruhan x 100% NA NA NA NA 60,00
baik
Persentase bangunan dan Jumlah bangunan dan lingkungan yang dilengkapi %
lingkungan yang tertata dalam | fasilitas RTH dan PFU dibagi Jumlah keseluruhan
kondisi baik bangunan dan lingkungan di Kab.Cilacap yang NA NA NA NA 33,24
membutuhkan RTH dan PFU x100%
- - — — 5
Prespntase Kesesuaian Luas KKPR yang disetujui/ Luas KKPR yang diajukan x %o NA NA NA NA 83,00
Kegiatan Pemanfaatan Ruang 100 %
(Jumlah kumulatif masyarakat yang rumah tangga
Jumlah Warga Negara yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM
memperoleh kebutuhan pokok | jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan SPM % 80,80 82,48 | 83,56 | 85,44 | 87,74
air minum sehari-hari terlindungi di dalam kab/kota : Jumlah total proyeksi
rumah tangga di seluruh kabupaten/kota) X 100%
Jumlah Warga Negara yang Jumlah rgmah yang memiliki akses pepgolahan berupa
memperoleh layanan cgbluk + Jumlah rumah yang lumpur tlgquya telah
encolahan air limbah diolah di PLT+ jumlah rumah yang memiliki sambungan SPM % 82,1 84,6 84,56 | 87,84 | 89,84
go mges ol rumah dan air limbahnya diolah di IPALD / Jumlah
rumah di Kabupaten A x100%
Persentase drainase dalam Panjang drainase tersumbat pembuangan aliran air (Km) Permendagri
kondisi baik/pembuangan dibagi Panjang seluruh drainase di daerah kabupaten 86/ 2017g % 67,6 72,6 77,6 82,6 | 87,60
aliran air tidak tersumbat (Km) x100%
Persentase kondisi mantap Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik dan sedang Permendagri o
jalan kab/kota dibagi panjang seluruh jalan kabupaten x 100 % 17/2021 & 71,04 68 71,72 | 76,78 | 77,5
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Indikator Rumus/Formula Indikator Sumber Satuan 2017 2018 Cal;g: ; 2020 | 2021
Pertumbuhan tingkat Luas KKPR yang disetujui/ Luas KKPR yang diajukan x o NA NA NA NA 101
kemantapan jalan 100 % ’ ’
Persentase Rekomtek Izin
Mendirikan Bangunan/PBG o
dan Sertifikat Laik Fungsi % NA NA NA NA 0,035
Bangunan Gedung (SLF)

Persentase bangunan publik o

dalam kondisi baik & NA NA NA NA NA
Persentase Kesesuaian NA NA NA NA 90
Pemanfaatan Ruang

Persentase dokumen Rencana o NA NA NA NA 83
Tata Ruang 0

Debit air yang tersedia debit realisasi / debit kebutuhan Pelr ;n/e;od;f” 1t/dtk NA NA 0,49 | 0,52 | 0,52
Persentase irigasi Kabupaten Panjang saluran irigasi dalam kondisi baik dibagi total RPJMD o

dalam kondisi baik panjang saluran irigasi x 100% 2017-2022 o 83 83,95 | 85,54 | 86,34 | 88,36

Sumber : Dinas PUPR Kabupaten Cilacap Tahun 2022
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Untuk kinerja RPJMD tahun 2017-2021 urusan Pekerjaan
Umum dan Penataan Ruang terlihat dari 10 program dengan 14
indikator menunjukkan sampai dengan tahun 2021 sebanyak 8
indikator belum dapat tercapai. Dari 9 indikator yang belum
tercapai sebanyak 4 indikator menunjukkan prioritas yang harus
diselesaikan dalam periode berikutnya. Adapun indikator tersebut
adalah :

1. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase
dengan indikator Persentase Penduduk yang terlayani sistem
jaringan drainase skala kota sehingga tidak terjadi genangan
lebih dari 30 cm selama 2 jam sebesar 84,80%.

2. Program Pengembangan Jasa Konstruksi, dengan indikator
Persentase tenaga terampil terdidik dan terbina sebesar
68,38%

3. Program Penataan Bangunan Gedung dengan indikator
Persentase bangunan gedung non perumahan yang memiliki
IMB sebesar 75,00%

4. Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan
Regional dengan indikator Persentase penanganan sampah

sebesar 48,89%

Untuk lebih jelasnya mengenai capaian indikator program
RPJMD Kabupaten Cilacap tahun 2017-2021 dapat dilihat dalam

tabel berikut ini.
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Tabel 2.37.
Capaian Indikator Program RPJMD Kabupaten Cilacap Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Indikator Kinerja Target % Capaian Status OPD
No Program Program (Outcome) Satuan Akhir 2017 2018 2019 2020 2021 RPJMD s/d Capaian Penanggung
RJMD Tahun 2021 Target Jawab
Persentase capaian
pengadaan tanah % 100 100 100 40 83,33 100,00 100,00 ° Disperkimta
yang bersertifikat
Program Persentase panjang
1. Penyelenggaraan jalan dengan kondisi % 67,00 57,82 58,70 64,044 66,42 67,24 100,36 ° DPUPR
Jalan baik
Persentase panjang
jembatan dengan % 84,31 74,88 77,18 78,52 82,33 83,5 99,04 v DPUPR
kondisi baik
Program
Pengelolaan Dan Persentase jiwa yang DPUPR &
2. Pengembangan mengakses air minum % 89,2 80,8 82,48 83,56 85,44 87,74 98,36 v . .
. . Disperkimta
Sistem Penyediaan yang layak
Air Minum
Program Persentase jiwa yang
3. | Pengelolaan Dan mengakses Jamban % 94,6 | 82,10 | 84,6 84,6 | 87,84 90 95,14 v DPUPR &
Pengembangan Disperkimta

Sistem Air Limbah yang layak

Persentase Penduduk
yang terlayani sistem

Program T . .
Pengelolaan Dan jaringan drainase
4. skala kota sehingga % 92,6 72,6 72,6 77,6 82,6 87,60 84,80 v DPUPR
Pengembangan . L
Sistemn Drainase tidak terjadi genangan
lebih dari 30 cm
selama 2 jam
Program Penataan Persentase Jalan Raya DPUPR &
5. Bangunan Dan terbangun LPJU % 19,5 26,35 48,01 24 28,20 0 0,00% v . .
. Lo Disperkimta
Lingkungannya Meterisasi
Program Persentase tenaga
6. Pengembangan Jasa | terampil terdidik dan % 20,43 7,51 10,59 13,05 13,97 13,97 68,38 v DPUPR
Konstruksi terbina
Persentase ketaatan o
terhadap RTRW Yo 75 65 67 84 84,48 90 120,00 ° DPUPR
Program
Persentase ruang
7 Penyelenggaraan ublik perkotaan yan
Penataan Ruang p p yang % S 10 5 S 5 5 100,00 ° DPUPR
berubah
peruntukannya
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Indikator Kinerja Target % Capaian Status OPD
No Program Program (Outcome) Satuan Akhir 2017 2018 2019 2020 2021 RPJMD s/d Capaian Penanggung
RJMD Tahun 2021 Target Jawab
Program Persentase saluran
8. Pengelolaan Sumber | irigasi dalam kondisi % 85,5 83 92,24 85,54 86,34 88,52 103,53 ° Dinas PSDA
Daya Air (SDA) baik
Persentase bangunan
pemerintah /publik % 65 NA 50 50 53,5 60 92,31 v DPUPR
dalam kondisi baik
Program Penataan
9. B Ged Persentase bangunan
angunan Gedung dune non
geaung % 20 NA 5 5 10 15 75,00 v DPUPR
perumahan yang
memiliki IMB
Program
Pengembangan
10. | Sistem dan Persentase % 62,59 | 45,44 | 47,79 | 62,89 62,4 30,6 48,89 v DLH
Pengelolaan penanganan sampah
Persampahan
Regional

Sumber : Evaluasi RKPD Tahun 2021

RPD KABUPATEN CILACAP TAHUN 2023-2026

Hal I1-81




4. Perumahan rakyat dan kawasan permukiman;

Capaian kinerja urusan perumahan dan kawasan permukiman di
Kabupaten Cilacap tahun 2017-2021 dapat dilihat dari beberapa
indikator kinerja seperti persentase warga negara korban bencana yang
memperoleh rumah layak huni dan persentase warga negara yang
terkena relokasi akibat program pemerintah daerah kabupaten/kota
yang memperoleh fasilitas capaian sampai dengan tahun 20210 sudah
100%. Seperti diketahui kedua indikator tersebut merupakan indikator
Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang harus dipenuhi oleh pemerintah
daerah.

Proporsi rumah tangga yang menempati hunian layak di
Kabupaten Cilacap selama kurun waktu 5 tahun terakhir capaiannya
mengalami peningkatan, dari 79,98% di tahun 2017 menjadi 81,95% di
tahun 2021, ini berarti bahwa terdapat 18,05% rumah tangga di
Kabupaten Cilacap yang belum menempati rumah layak huni.
Pemerintah telah berupaya dalam meningkatkan kualitas hunian
masyarakat, terutama masyarakat berpenghasilan rendah dan kurang
mampu dengan berbagai program yang penganggarannya baik dari
pemerintah pusat, provinsi maupun daerah. Sampai dengan tahun
2021, Pemerintah Kabupaten Cilacap telah memfasilitasi perumahan
swadaya sebesar 2,99 % di tahun 2021. Sampai dengan tahun 2021,
areal kumuh yang ditangani di Kabupaten Cilacap sudah mencapai
100%.

Capaian Indikator Program RPJMD Kabupaten Cilacap Urusan
Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sampai dengan tahun
2021 menunjukkan dari 4 program dengan 4 indikator belum tercapai
100%, yaitu indikator :

1. Program Pengembangan Perumahan dengan indikator Persentase
perumahan swadaya yang terfasilitasi sebesar 95,94%

2. Program Kawasan Permukiman dengan indikator Persentase
perumahan swadaya yang terfasilitasi sebesar 95,62%

3. Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh dengan
indikator Persentase perumahan swadaya yang terfasilitasi sebesar
95,31%

4. Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)
dengan indikator Persentase jalan lingkungan dalam kondisi Baik

sebesar 98,82%
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Tabel 2.38.

Capaian Indikator Kinerja Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
. . Capaian
Indikator Rumus/Formula Indikator Sumber Satuan 2017 2018 2019 2020 2021
Persentase infrastruktur
perumahan dan % NA NA NA NA NA
permukiman dalam
kondisi baik
Indeks pencapaian SPM SPM indeks NA NA NA NA NA
Jumlah Warga Negara Jumlah unit rumah korban bencana yang SPM
korban bencana yang ditangani pgda tahun n dibagi Jumlah total % NA NA NA NA NA
memperoleh rumah layak | rencana unit rumah korban bencana yang
huni akan ditangani pada tahun n kali 100%
Jumlah Warga Negara Jumlah unit rumah terkena relokasi akibat SPM
yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota
akibat program yang ditangani pada tahun n dibagi Jumlah
Pemerintah Daerah total rencana unit rumah yang terkena relokasi o
kabupaten/kota yang akibat program Pemerintah Daerah % NA NA NA NA NA
memperoleh fasilitasi kabupaten/kota yang akan ditangani pada
penyediaan rumah yang tahun n kali 100%
layak huni
Persentase kawasan Jumlah kawasan kumuh yang tertangani Permendagri o
kumuh yang tertangani dibagi total kawasan kumuh x 100% 18/2020 & NA NA NA NA NA
Persentase Peningkatan Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan
Prasarana, Sarana Dan PSU / Jumlah total Lokasi Perumahan X 100 % NA NA NA NA NA
Utilitas Umum (PSU) %
Persentase Peningkatan Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan
Pelayanan Sertifikasi, Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan
Kualifikasi, Klasifikasi, Registrasi Pengembang Perumahan dengan o
Dan Registrasi Bidang Kualifikasi Kecil/ Total Laporan Perumahan % NA NA NA NA NA
Perumahan Dan Kawasan | Yang Sudah Diserahterimakan x 100%
Permukiman

Sumber : Disperkimta Kabupaten Cilacap Tahun 2021
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Tabel 2.39.
Capaian Indikator Program RPJMD Kabupaten Cilacap Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

. o .
hll{(::::;;:r Target lfpg;‘,fssl; Status OPD
Program Program Satuan Akhir 2017 2018 2019 2020 2021 Tahun Capaian Penanggung
(Outcome) RJMD 2021 Target Jawab
Program Persentase
Pengembangan perumahan % 3,2 2,4 2,5 3,35 2,86 3,42 98,36 v. Disperkimta
Perumahan swadaya yang
terfasilitasi
Program Kawasan | Persentase
Permukiman perumahan % 3,2 2,4 2,5 3,35 2,86 3,42 98,36 v. Disperkimta
swadaya yang
terfasilitasi
Program Persentase
Perumahan Dan perumahan
Kawasan swadaya yang % 3,2 2,4 2,5 3,35 2,86 3,42 98,36 V. Disperkimta
Permukiman terfasilitasi
Kumuh
Program Persentase jalan
Peningkatan lingkungan
Prasarana, dalam kondisi % 85 80 81 81 83 84 98,82 v. Disperkimta
Sarana Dan Baik
Utilitas Umum
(PSU)

Sumber : Evaluasi RKPD Kabupaten Cilacap Tahun 2021

RPD KABUPATEN CILACAP TAHUN 2023-2026 Hal I1-84




5. Ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat;

Urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan
masyarakat sesuai dengan kewenangan yang wajib dilakukan di
wilayah Kabupaten meliputi sub urusan Ketentraman dan Ketertiban
Umum, bencana dan kebakaran. Capaian Sub urusan ketentraman dan
ketertiban umum dapat diuraikan sebagai berikut.

Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari
penegakan hukum Perda dan perkada pada tahun 2017 sampai dengan
2021 selalu 100%. Persentase Gangguan Trantibum yang dapat
diselesaikan sampai dengan tahun 2021 sebesar 100%.

Penanganan kebakaran yang dilakukan harus sesuai dengan
respon time. Respon time adalah total waktu yang dihitung dari saat
berita kebakaran diterima, pengiriman pasukan dan  sarana
pemadam kebakaran ke lokasi kebakaran sampai dengan kondisi siap
untuk melaksanakan operasi pemadaman. Respon time pemadam
kebakaran di Kabupaten Cilacap memang masih dibawah 7 menit tetapi
memiliki kecenderungan meningkat, pada tahun 2021 menjadi 6,83
menit meningkat dibandingkan tahun 2016 sebesar 5,1 menit.

Capaian Sub urusan bencana antara lain yaitu Jumlah Warga
Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana sampai
dengan tahun 2020 sebesar 1,87%. Jumlah Warga Negara yang
memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana
dan Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan
dan evakuasi korban bencana dalam kurun waktu 2017-2021 selalu
mencapai 100%. Sementara untuk indikator Persentase cakupan
daerah bencana yang ditangani melalui Rehabilitasi dan Rekonstruksi,
dalam periode 2017-2021 capaiannya sebesar 100%. Berikut capaian
urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat

selengkapnya.
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Tabel 2.40.

Capaian Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Cilacap Tahun 2016-2021

Indikator Rumus/ Formula Indikator Sumber Satuan 2017 2018 2019 2020 2021
Jumlah Warga Negara yang
memperoleh layanan akibat dari
Jumlah Warga Negara yang
memperoleh layanan akibat pfeneg'akan hukum Perda dan perkada
. dibagi Jumlah Warga Negara yang SPM % 100 100 100 100 100
dari penegakan hukum Perda
dan perkada sehamsnyg memperoleh layanan
akibat dari penegakan hukum Perda
dan perkada x 100%
Persentase penurunan Jumlah gangguan keamanan yang
gangguan keamanan skala menurun setiap tahunnya % n/a n/a n/a n/a n/a
kabupaten
Persentase Gangguan Jumlah pengaduan yang ditangani Permendagri
Trantibum yang dapat dibagi Jumlah pengaduan 18/2020 % 95,61 98,87 97,56 96,69 99,35
diselesaikan pelanggaran yang masuk x 100%
Persentase penegakan Perda Jumlaht Percli{a./ Perk(ail.(ia Y fll(g P daeri
dan Perkada di kabupaten memuat san«si yang ditegaxkan ermencasri % 32,18 | 31,31 | 31,25 | 30,85 | 30,77
Cilacap dibagi jumlah keseluruhan Pf:rda dan 18/2020
Perkada yang memuat sanksi x 100%
Persentase Linmas yang Jumlah Linmas yang dibina RPJMD
Dibina dibanding Jumlah Linmas se-Kab 2017-2022 % 2,66 2,66 4,20 2,10 0,00
Cilacap di kalikan 100%
Rata-rata waktu tanggap, dihitung
Waktu tanggap (response dari pelaporan, penyiapan tim dan Permendagri .
time) penanganan kebakaran | peralatan, jarak tempuh dan kesiapan 114/2018 menit NA 5.1 5,5 6,0 6,5
pemadaman kebakaran
. . Jumlah penanganan kebakaran .
Tingkat ReSpﬁnthﬁle sesuai respontime dibagi jumlah P(;rlrzlerzlgilgrl % NA 95 91 95 94
penanganan kebaxaran kejadian kebakaran x 100 /
Jumlah Warga Negara yang Jumlah Warga Negara yang
memperoleh layanan memperoleh layanan informasi rawan SPM % 1,99 1,45 1,76 1,93 1,87
informasi rawan bencana bencana
Jumlah Warga Negara yang
memperoleh layanan Jumlah Warga Negara yang
pencegahan dan memperoleh layanan pencegahan dan SPM % 100 100 100 100 100
kesiapsiagaan terhadap kesiapsiagaan terhadap bencana
bencana
&iﬂa?rgjgﬁz liig: rfa yang Jumlah Warga Negara yang
p A memperoleh layanan penyelamatan SPM % 100 100 100 100 100

penyelamatan dan evakuasi
korban bencana

dan evakuasi korban bencana

RPD KABUPATEN CILACAP TAHUN 2023-2026

Hal I1-86



Indikator Rumus/ Formula Indikator Sumber Satuan 2017 2018 2019 2020 2021
Jumlah Warga Negara yang Jumlah Pelayanan Kebakaran yang SPM
memperoleh layanan tertangani dibanding Jumlah o
penyelamatan dan evakuasi Kejadian Kebakaran dikalikan 100% % 100 100 100 100 100
korban kebakaran
. Kecepatan Reaksi petugas sampai
Response time Penanganan A . RPJMD .
Bencana dengar} loka31 sejak' pertama kali 2017-2022 menit 15 15 15 15 15
menerima informasi
Jumlah daerah yang ditangani
Persentase cakupan daerah melalui Rehabilitasi dan Rekonstruksi
bencana yang ditangani dalam 1 tahun dibagi Jumlah daerah RPJMD o
melalui Rehabilitasi dan bencana yang seharusnya ditangani 2017-2022 % 100 100 100 100 100
Rekonstruksi. melalui Rehabilitasi dan Rekonstruksi
dalam 1 tahun X 100%
Indeks Risiko Bencana Tools IRBI Pelr ;rl/e;odgalg“ score 172,9 | 157,92 | 138,61 | 124,2 | 112,75
Persentase desa/kel tangguh | Jumlah desa Destana / jumlah total Permendagri o
bencana desa x 100% 17/2021 & 704 | 774 | 845 | 915 | 915

Sumber: Satpol PP dan BPBD Kabupaten Cilacap, Tahun 2022

Untuk kinerja RPJMD tahun 2017-2021 urusan Trantibumlinmas terlihat

menunjukkan sampai dengan tahun 2021 sudah tercapai semua.

dari 2 program dengan S indikator

Tabel 2.41.
Capaian Indikator Program RPJMD Kabupaten Cilacap Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan
Masyarakat
Indikator Kinerja Target % Capaian Status OPD
No Program Program (Outcome) Satuan Akhir 2017 2018 2019 2020 2021 RPJMDs/d Capaian Penanggung
RJMD Tahun 2021 Target Jawab
1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14
Program
Peningkatan
1. Ketentraman
dan Ketertiban
Umum
Cakupan
Pengamanan yang % 100 100 100 100 100 100,00 100,00 . Satpol PP
ditangani
Program
2. Penanggulangan
Bencana
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No

Program

Indikator Kinerja
Program (Outcome)

Satuan

Target
Akhir
RJMD

2017

2018

2019

2020

2021

% Capaian
RPJMDs/d
Tahun 2021

Status
Capaian
Target

OPD
Penanggung
Jawab

2

3

4

10

11

12

13

14

Persentase penduduk
yang mengetahui
pengetahuan tentang
pencegahan dan
kesiapsiagaan
bencana

%

100

100

100

100

100

100,00

100,00

BPBD

Presentase koprban
bencana yang
menerima bantuan
social

%

100

100

100

100

100

100,00

100,00

BPBD

Presentase korban
bencana yang
dievakuasi dengan
menggunakan
sarana prasarana
tanggap darurat
lengkap

%

100

100

100

100

100

100,00

100,00

BPBD

Sosialisasi
kebencanaan kepada
masyarakat didaerah
rawan bencana

%

100

100

100

100

100

100,00

100,00

BPBD
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6. Sosial.

Kewenangan Kabupaten Cilacap tentang urusan kewenangan
sosial menyangkut masalah sosial yang kompleks dan saling tumpang
tindih dengan kemiskinan, kerentanan masyarakat, kelompok
penyandang penyakit masyarakat penyandang disabilitas (PMKS) dan
masyarakat terpencil. Urusan sosial terkait dengan pemberdayaan
sosial (pemberdayaan sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT),
Penerbitan izin pengumpulan sumbangan dalam kota; Pengembangan
potensi sumber kesejahteraan sosial kabupaten/kota; Pembinaan
lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga (LK3) yang wilayah kegiatan
di kabupaten/kota); Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak
Kekerasan (Pemulangan warga negara migran korban tindak kekerasan
dari titik debarkasi kota untuk dipulangkan ke Desa/kelurahan asal);
Rehabilitasi Sosial (Rehabilitasi sosial bukan/tidak termasuk bekas
korban penyalahgunaan NAPZA dan orang dengan Human
Immunodeficiency Virus/Acquired Immuno Deficiency Syndrome
(HIV/Aids) yang tidak memerlukan rehabilitasi pada panti sosial, dan
rehabilitasi anak yang berhadapan dengan hukum); Perlindungan dan
Jaminan Sosial (Pemeliharaan anak-anak terlantar; Pendataan dan
Pengelolaan data fakir miskin cakupan Daerah kabupaten/kota;
Penanganan Bencana (Penyediaan kebutuhan dasar dan pemulihan
trauma bagi korban bencana Kabupaten/Kota, dan Penyelenggaraan
pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan); Pemeliharaan
taman makam pahlawan nasional Kabupaten/Kota.

Urusan kewenangan sosial merupakan salah satu dari 6 urusan
kewenangan wajib pelayanan dasar yang harus dipenuhi sesuai dengan
Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial. Berdasarkan PP
Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal adalah
urusan yang harus memenuhi SPM adalah menyediakan pelayanan
berupa:

a. rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar
panti;

b. rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti;

c. rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti;

d. rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan

pengemis di luar panti; dan
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e. perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap

darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota.

Capaian indikator kinerja yang menjadi tolak ukur keberhasilan
urusan kewenangan sosial adalah penurunan angka PPKS sebesar
18,87% pada tahun 2021. Capaian kinerja SPM Sosial yaitu jumlah
warga negara penyandang disabilitas telantar, anak telantar, lanjut usia
telantar, dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan
dasarnya di luar panti, serta jumlah warga negara korban bencana alam
dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah
tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota, pada tahun 2021,
masing-masing tercapai 100%. Sementara itu, persentase PPKS di luar
sasaran SPM yang direhabilitasi sebesar 2,83% pada tahun 2021.
Penanganan PPKS juga dilaksanakan melalui pemberdayaan,
pembinaan, peningkatan kapasitas kelembagaan, maupun pada
pemenuhan standar pelayanan. Selama tahun 2021, persentase TKSK,
PSM, Orsos, dan LKS yang dibina telah tercapai 100%. Capaian kinerja
terkait pola penanggulangan kemiskinan pada tahun 2021, tercapai
100% melalui persentase daerah yang aktif melakukan pemutakhiran
Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Selain itu, persentase
pemenuhan standar sarana dan prasarana Taman Makam Pahlawan di
tahun 2021 dinilai masih rendah, baru tercapai 50%. Rincian lengkap
capaian indikator urusan sosial selama tahun 2016-2021 dapat dilihat
dalam Tabel 2.40 berikut ini.

Tabel 2.42.
Capaian Urusan Sosial Kabupaten Cilacap Tahun 2017-2021

Capaian
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021

No. Indikator Satuan

Persentase pemenuhan
1. | standar sarana dan prasarana % 45 45 50 50 50
Taman Makam Pahlawan
Persentase TKSK, PSM, Orsos
dan LKS yang dibina
Persentase (%) penyandang
disabilitas terlantar, anak
terlantar, lanjut usia terlantar
dan gelandangan pengemis
yang terpenuhi kebutuhan
dasarnya di luar panti
Persentase korban bencana
alam dan sosial yang terpenuhi
kebutuhan dasarnya pada
saat dan setelah tanggap
darurat bencana daerah
kabupaten / kota

Persentase daerah yang aktif
melakukan pemutakhiran data
terpadu penanggulangan
kemiskinan

Y% 100 100 100 100 100

% 100 100 100 100 100

% 100 100 100 100 100

% 0] 100 0] 16,7 100
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Capaian

No. Indikator Satuan 5517 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021
5 -
6. | /o PPKS diluar sasaran SPM % 0,21 04 | 1,17 | 2,7 | 2,83
yang direhabilitasi
1 0,
7 Persentase penurunan jumlah ) NA NA NA NA 18,87
PPKS
0,
3 Persentasg PPKS yang ) NA NA NA NA 54,53
tertangani
0,
9. Persentgse PSKS yang ) NA NA NA NA 7.5
terakreditasi

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Cilacap, 2021

Evaluasi capaian kinerja Urusan Sosial pada RPJMD Kabupaten
Cilacap tahun 2017-2022 digambarkan dengan 9 indikator melalui 4
program. Sampai dengan tahun 2021, dari 9 indikator kinerja Urusan
Sosial yang ditargetkan, masih terdapat 3 (tiga) indikator kinerja yang
belum mencapai target akhir RPJMD tahun 2022, yaitu indikator
persentase PMKS yang menerima program pemberdayaan sosial melalui
KUBE, persentase penyandang cacat fisik dan mental serta lanjut usia
tidak potensial yang menerima bantuan sosial, serta persentase eks
penyandang penyakit sosial yang mendapat pembinaan. Namun, dari
ketiga indikator tersebut, besar kemungkinan sebanyak 2 (dua)
indikator akan tercapai di tahun 2022 dan hanya 1 (satu) indikator
kinerja yang perlu upaya keras jika ingin tercapai di tahun 2022, yaitu
persentase PMKS yang menerima program pemberdayaan sosial melalui
KUBE. Hal ini karena anggaran untuk KUBE berasal dari APBN,
sementara anggaran tersebut dialihkan untuk bansos penanganan
pandemi Covid-19.

Selengkapnya hasil evluasi capaian kinerja indikator RPJMD
Kabupaten Cilacap tahun 2017-2022 pada Urusan Sosial dapat dilihat
pada tabel berikut.
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Tabel 2.43.
Hasil Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Daerah Urusan Sosial Tahun 2021
terhadap Target Akhir RPJMD Tahun 2017-2022

o . OPD
Indikator Kinerja Program Target % Capaian Status Penanggung
No Program (Outcome) Satuan Akhir 2017 2018 2019 2020 2021 RPJMD s/d | Capaian Jawab
RJMD Tahun 2021 Target
1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14
1. Program
Pemberdayaan Sosial
Persentase TKSK, PSM, orsos,
LKS, dan kelembagaan lainnya % 100 100 100 100 60,00 100 100,00 ° Dinsos
yang dibina
Persentase panti sosial yg
menyediakan sarana dan % 100 0 29,6 | 48,12 | 96,26 100 100,00 . Dinsos
prasarana pelayanan
kesejahteraan sosial
Persentase PMKS yg menerima
program pemberdayaan sosial % 2,23 0,60 0,86 1,11 1,36 1,59 71,30 V. Dinsos
melalui KUBE
2. Program Rehabilitasi
Sosial
Persentase PMKS yang
memperoleh bantuan sosial untuk % 45,38 41,19 41,13 42,07 62,95 63,45 139,82 ° Dinsos
pemenuhan kebutuhan dasar
Persentase penyandang cacat fisik
dan mental serta lanjut usia tidak % 3,63 1,16 | 1,22 | 2,00 | 2,54 | 343 94,49 v. Dinsos
potensial yang menerima bantuan
sosial
Persentase eks penyandang
penyakit sosial yang mendapat % 68,06 10,47 26,17 36,84 47,31 57,78 84,90 V. Dinsos
pembinaan
3. Program Perlindungan
Dan Jaminan Sosial
gf;isrf:tase anak telantar yang % 1,01 0,11 | 023 | 042 | 0,79 | 1,06 104,95 . Dinsos
Persentase PMKS yang % 0,33 0,14 0,18 0,22 0,33 0,39 118,18 . Dinsos
direhabilitasi
4. Program Penanganan
Bencana
Persentase korban bencana yang % 100 25 25 100 100 100 100,00 . Dinsos

menerima bantuan

]
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2.3.1.Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan

Pelayanan Dasar

1.

Tenaga kerja;

Menurut UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan. Dikemukakan bahwa pembangunan bidang
ketenagakerjaan ditujukan pada peningkatan perlindungan
kepada tenaga kerja, mewujudkan kesejahteraan, dan
kesejahteraan keluarganya. Kewenangan pemerintah
kabupaten/kota dalam urusan ketenagakerjaan terutama
diarahkan pada pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja,
penempatan tenaga kerja dan hubungan industrial.
Penyelenggaraan pelatihan tenaga kerja ditujukan untuk
meningkatkan, dan mengembangkan kompetensi tenaga kerja
agar dapat sesuai dengan kebutuhan pasar kerja di dunia
industri melalui peningkatan kemampuan, produktivitas dan
kesejahteraan. Melalui pelatihan kerja diharapkan dapat
memberikan kontribusi terhadap pengembangan kompetensi
kerja, produktivitas, disiplin, etos kerja dan kemampuan
manajemen. Tenaga kerja yang sudah mendapatkan pelatihan
keterampilan diharapkan sudah siap diterima di pasar kerja
sesuai dengan kompetensinya dapat memasuki pasar kerja
didunia industri pengolahan, perdagangan dan jasa-jasa lainnya
yang menjadi unggulan di Kabupaten Cilacap.

Dengan berlakunya UU No 23 tahun 2014 tentang
Pemerintah Daerah terdapat beberapa kewenangan tenaga kerja
yang semula dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten dialihkan
menjadi kewenangan pemerintah provinsi, yaitu : kewenangan
urusan tenaga kerja yang ditarik ke pemerintah provinsi yaitu 1)
keselamatan dan perlindungan tenaga kerja; 2) Persentase
Pemeriksaan Perusahaan dan 3) Persentase Pengujian Peralatan
di Perusahaan sekarang tidak dilaksanakan di Kabupaten
Cilacap yang merupakan salah satu pusat industri, perdagangan

dan jasa-jasa di Jawa Tengah Bagian Selatan.
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Dalam pembangunan ketenagakerjaan di Kabupaten
Cilacap, hal yang membaik adalah meningkatnya tingkat
partisipasi angkatan kerja (TPAK) sampai dengan tahun 2021
sebesar 62,91% dan tingkat partisipasi angkatan kerja
perempuan yang bekerja selain buruh menurun dari 62,20%
tahun 2020 menjadi 36,45% pada tahun 2021. Demikian pula
rata-rata kesejahteraan pekerja meningkat sejalan dengan
meningkatnya UMK (2020) sebesar Rp. 2.228.904 per bulan
sehingga dapat memenuhi kebutuhan hidup layak (KHL). Namun
terdapat hal yang memerlukan perhatian yaitu meningkatnya
TPT tahun 2021 menjadi sebesar 9,97%, hal ini terjadi karena
adanya pandemic Covid 19 yang menjadikan dunia usaha
terdampak cukup tajam dan pertumbuhan ekonomi minus.
Perincian selengkapnya dalam pencapaian indikator urusan
tenaga kerja di tahun 2017-2021 dapat dilihat dalam tabel
berikut.

.- 1 2.44.
Capaian Urusan Tenaga Kerja Kabupaten Cilacap
Tahun 2017-2021

Indikator Satuan

Capaian
2017 2018 2019 2020 2021

% 66,22 62,37 65,11 67,79 62,91

TPAK (Tingkat Partisipasi Angkatan
Kerja)

Persentase pengangguran terbuka
(TPT)

Pertumbuhan /kontribusi industri
pengolahan dalam PDRB
Pertumbuhan IKM % 8,01
Persentase Perselisihan hubungan
industrial yang ditangani melalui % 100 100 100 100 100
mediasi

Persentase kegiatan yang
dilaksanakan yang mengacu ke % NA NA NA 76,67 80
rencana tenaga kerja

Persentase Tenaga Kerja
Bersertifikat Kompetensi
Persentase Perusahaan yang
menerapkan tata kelola kerja yang
layak (PP/PKB, LKS Bipartit, % NA NA NA 29,33 17,46
Struktur Skala Upah, dan terdaftar
peserta BPJS Ketenagakerjaan)
Persentase Tenaga kerja yang
ditempatkan (dalam dan luar negeri)
melalui mekanisme layanan Antar
Kerja dalam wilayah kab/kota
Sumber : Disnakerin Kabupaten Cilacap, 2021

% 6,30 7,48 7,31 9,10 9,97
1,18

%

% NA NA 30,77 | 29,84 | 27,16

% 70,18 | 45,49 | 42,05 | 28,02 | 45,96

RPD KABUPATEN CILACAP TAHUN 2023-2026 Hal 1I-94



Evaluasi capaian kinerja RPJMD Kabupaten Cilacap tahun
2017-2022 pada Urusan Tenaga Kerja menunjukan kinerja yang
baik. Indikator kinerja yang ditargetkan sampai dengan tahun
2022 sebanyak 7 indikator melalui pelaksanaan 3 program. Dari
kelima indikator tersebut, 4 indikator di antaranya sampai
dengan tahun 2021 sudah memenuhi target tercapai, sedangkan
3 indikator diprediksi tahun 2022.
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Tabel 2.45.

Hasil Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Daerah
Urusan Tenaga Kerja Tahun 2021 terhadap Target Akhir RPJMD
Tahun 2017-2022

Indikator Kinerja Target % Capaian Status OPD
No Program Program (Outcome) Satuan Akhir 2017 2018 2019 2020 2021 RPJMD s/d Capaian Penanggung
RJMD Tahun 2021 Target Jawab
1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14
1. Program Perencanaan
Tenaga Kerja Makro
Cakupan tenaga kerja
yans mendapatkan % 80 75 80 85 83,3 81,4 101,75 . Disnakerin
pelatihan berbasis
kompetensi
2. |Program Pelatihan
Kerja dan
Produktivitas Tenaga
Kerja
Cakupan tenaga kerja
yang mendapatkan % 80 75 80 70 81,08 83,8 104,75 o Disnakerin
pelatihan kewirausahaan
3. |Program Penempatan
Tenaga Kerja
Cakupan pekerja /
buruh —yang menjadi % 96 97,2 93 96,18 95,12 95,58 99,56 v Disnakerin
peserta program BPJS
Ketenagakerjaan
Cakupan tenaga kerja
terdaftar yang % 79 70 68 42,05 28.02 45,96 58,18 v Disnakerin
ditempatkan
Cakupan pekerja /
buruh = yang  menjadi % 97 92 97,5 92,76 92,75 93,32 97,21 v Disnakerin

peserta program BPJS
Kesehatan
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2. Pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak;

Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak memiliki
arah pembangunan melindungi perempuan dari tindak kekerasan
dan perdagangan orang, memberikan pemberdayaan pada
perempuan rentan, meningkatkan kualitas keluarga, memenuhi
hak anak dan meningkatkan perlindungan pada anak dari
kekerasan dan perdagangan orang serta melindungi anak
berkebutuhan khusus. Kewenangan ini telah diatur dalam UU
Nomor 23 tahun 2014. Selain itu pada tujuan pembangunan
berkelanjutan atau SDGs target yang diatur adalah mewujudkan
kesetaraan dan keadilan gender.

Strategi perwujudan kesetaraan gender dan pemenuhan hak
anak telah tertuang pada Pengarusutamaan Gender (PUG) dan
Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA), dalam rangka memberikan
kesempatan perempuan dalam pembangunan melalui perencanaan
dan pelaksanaan pembangunan. Indikator yang menunjukkan
keberhasilan pembangunan Pemberdayaan perempuan dan
perlindungan anak adalah Indeks pembangunan Gender (IPG) dan
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG).

Dalam rangka penanganan kekerasan perempuan dan anak
Kabupaten Cilacap memiliki Lembaga P2TP2A. Lembaga ini
menerima aduan kekerasan dan memberikan penanganan sesuai
dengan standar. Sampai dengan tahun 2021 kasus kekerasan
perempuan dan anak telah ditangani dengan baik. Namun demikian
kasus kekerasan perempuan dan anak mengalami peningkatan
dikarenakan kesadaran perempuan untuk melaporkan kasus di
P2TP2A.

Pemenuhan Hak anak dilakukan dengan mewujudkan konsep
Kabupaten layak anak (KLA). KLA ini dilaksanakan dengan kluster
yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak. Pelibatan anak dalam pembangunan
dimulai dengan pembentukan Forum Anak dan Kabupaten Cilacap

telah memiliki forum anak.
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Tabel 2.46.
Capaian Indikator RPJMD Kabupaten Cilacap Urusan dan Perlindungan Anak

. . Sumber Capaian
Indikator Rumus/Formula Indikator Satuan Indikator 2017 2018 2019 2020 2021
Adalah Rasio SKPD yang sudah
Rasio Program dan kegiatan menyusun program dan kegiatan o RPJMD 2017-
responsif gender di PD yang berdasarkan Responsif % 2022 5 20 40 56,6 83,01
Gender dibagi Jumlah PD
Jumlah Balon Anggota legislatif %
yang mendapatkan fasilitasi B
Pers.ent.ase Peremp.uan.yang kesertaan perempuan dalam RPJMD 2017 18 39 39 39 39,72
menjadi Calon Legislatif e ol - 2022
politik dibagi jumlah perempuan
yang mendapatkan fasilitasi
Adalah jumlah perempuan yang %
Persentase perempuan yang bekerja dan atau berusaha dibagi RPJMD 2017-
. . . 45 43 43 46 46,49
bekerja atau mempunyai usaha | jumlah perempuan yang ada 2022
pada usia produkti
L . Adalah jumlah organisasi yang % ~
Persentase Organisasi Wanita | 1 yir gibaod jumlah organisasi RPJMD 2017 77 80 80 80 94,08
yang aktif - 2022
wanita yang ada
Persentase pencapaian Persentase pencapaian Desa / % 16.67 79 16 83.33 100 100.00
Desa/Kelurahan Layak Anak Kelurahan Layak Anak ’ ’ ’ ’
Persentase Keterisian Gender Jumlah OPD vane mengisi %
dan Anak dalam SIGA oleh oo yerus meng NA NA NA NA 72,41
Aplikasi SIGA dibagi jumlah OPD
Perangkat daerah
Kategori KLA Kategori Nindya
Persentase Kecamatan yang o 4
mampu memenuhi hak Anak °
Persentase Pemenuhan
indikator data gender dan anak % 75
dalam Siga
Usia Harapan Hidup BPS Tahun 73,24 73,39 73,52 73,73 73,90
Jumlah anak (penduduk usia
kurang dari 18 tahun) korban
Persentase anak korban kekerasan yang ditangani Permendagri
kekerasan yang ditangani instansi tingkat kabupaten/kota % g 0,00041 0,00017 0,00016 0,00024 0,017
. . . . S 18/2020
instansi terkait kabupaten yang didampingi dibagi Jumlah
Anak (Penduduk usia Kurang
dari 18 tahun) dikali 100%
Rasio kekerasan terhadap Jumlah perempuan yang o Permendagri
perempuan, termasuk TPPO mengalami kekerasan dibagi & 18/2020 0,0003 0,00019 0,0007 0,0001 0,0001
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. . Sumber Capaian

Indikator Rumus/Formula Indikator Satuan Indikator 2017 2018 2019 2020 2021
(per 100.000 penduduk Jumlah penduduk perempuan di
perempuan) kali 100.000
Indeks Pemberdayaan Gender Permendagri
(IDG) BPS Indeks 17/2021 63,53 62.11 69,13 70.22 70,22
{ﬁfgks Pembangunan Gender | ppg indeks 86,14 86,53 86,67 86,69 86,69
o e jumlah OPD yang memiliki data
/o OPD yang memiliki data gender dibagi jumlah OPD kali % NA NA NA NA 74,41
gender 100
Cakupan Keluarga yang Jumlah keluarga yang terlayani o
terlayani PUSPAGA PUSPAGA dibagi jumlah KK x 100 & NA NA NA 0,0008633 | 0,00087
Persentase kecamatan yang Jumlah Kecamatan yang memiliki

N o
memiliki PUSPAGA PUSPAGA dibagi jumlah total %o NA NA NA NA 1,6
kecamatan

Sumber : Dinas KB PPPA Kabupaten Cilacap, 2021

Untuk kinerja RPJMD tahun 2017-2022 urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terlihat dari

Sprogram dengan 12 indikator menunjukkan sampai dengan tahun 2021 sebanyak 6 indikator belum dapat tercapai. Dari

6 indikator yang belum tercapai diharpkan semuanya bisa diselesaikan pada tahun 2022.

Tabel 2.47.
Capaian Indikator Program RPJMD Kabupaten Cilacap Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Indikator Kinerja Program Target % Capaian Status OPD
No Program (Outcome) Satuan | Akhir 2017 2018 2019 2020 2021 RPJMD s/d | Capaian | Penanggung
RJMD Tahun 2021 | Target Jawab
1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14
1.
Program Pengarus
Utamaan Gender Dan
Pemberdayaan
Perempuan
Rasio Program dan kegitan i
responsi gender di SKPD. % 100 5 20 40 56,6 83, 83, v. Dinas KB

S —
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Indikator Kinerja Program Target % Capaian Status OPD
No Program (Outcome) Satuan | Akhir 2017 2018 2019 2020 2021 RPJMD s/d | Capaian | Penanggung
RJMD Tahun 2021 | Target Jawab
1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14
Persentase Perempuan yang .
menjadi ~ calon  anggota % 22 18 18 26 26 39,72 180,55 . PDPl,n;S KB,
. . an PA
legislative
Prosentase perempuan yang
bekerja atau mempuyai usaha | o 47,5 45 43 43 46 46,49 97,87 v. Dinas KB,
PP dan PA
Prosentase Organisasi wanita o Dinas KB,
yang aktif % 96 77 80 80 80 94 97,92 v. PP dan PA
2. Program
Perlindungan
Perempuan
Rasio Program dan kegitan o Dinas KB,
responsif gender di SKPD & 100 5 20 40 56,6 83, 83, v PP dan PA
Persentase Perempuan yang .
menjadi  calon  anggota | % | 22 18 18 26 26 39,72 180,55 . Dinas KB,
. . PP dan PA
legislative
Prosentase perempuan yang % 475 45 43 43 46 46.49 97 87 v Dinas KB,
bekerja atau mempuyai usaha ’ ’ ’ ) PP dan PA
Prosentase Organisasi wanita o Dinas KB,
yang aktif %o 96 77 80 80 80 94 97,92 v. PP dan PA
3. Program Peningkatan
Kualitas Keluarga
Rasio Korban Kekerasan o 0,0002 0,0003 0,0001 0,0001 Dinas KB,
terhadap perempuan & 5 0 9 0,0007 0 0,0003 80 * PP dan PA
4. Program Pengelolaan
Sistem Data Gender
Dan Anak
Persentase Forum Anak yang Dinas KB
terbentuk (Kab, Kecamatan % 19,37 10,56 12,32 12,32 15,86 44 8 231,29 v. i’
PP dan PA
dan Kelurahan)
S. Program Pemenuhan
Hak Anak (PHA)
Persentase Forum Anak yang Dinas KB
terbentuk (Kab, Kecamatan % 19,37 10,56 12,32 12,32 15,86 44 8 231,29 ° )
PP dan PA
dan Kelurahan)

S —
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3. Pangan;

Pembangunan ketahanan pangan dilaksanakan mengacu pada
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, terutama
peningkatan ketersediaan, akses pangan dan pemanfaatan pangan
bagi peningkatan sumber daya manusia yang sehat dan tangguh.
Peningkatan ketahanan pangan diselenggarakan berdasarkan
Permen/ Kepala Bappenas Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana
Aksi Nasional Pangan dan Gizi (RAN PG) dan mengacu pula pada RAD
PG Provinsi Jawa Tengah. Kabupaten Cilacap merupakan daerah
surplus beras untuk wilayah Jawa Tengah bagian Selatan.

Pemerintah daerah berkewajiban menyelenggarakan pemenuhan
kebutuhan pangan masyarakat, terutama pada kelompok masyarakat
rentan/miskin. Penyelenggaraan urusan pangan adalah memenuhi
kebutuhan pangan beragam, pemenuhan kebutuhan pangan dan gizi
bagi secara merata dan berkelanjutan sesuai arahan kebijakan
pangan dalam RPJMN 2020 - 2024.

Ketahanan pangan ditingkatkan dengan pencapaian Skor Pola
Pangan Harapan (PPH) yang semakin baik, yaitu pada tahun 2021
mencapai sebesar 85. Sejalan dengan naiknya skor PPH tahun 2021,
konsumsi energi dan konsumsi protein juga mengalami peningkatan.
Penanganan desa rawan pangan sampai dengan tahun 2021 sebesar
94 %, hal ini menunjukkan masih adanya desa rawan pangan yang
belum tertangani. Penghitungan PSAT yang teregistrasi sesuai dengan
Permendagri nomor 17 tahun 2021 mengalami perubahan cara
perhitungan sehingga pada tahun 2021 belum ada data yang bisa
disajikan. mengalami kenaikan yang sangat signifikan dibanding
tahun 2020 yang sebesar 36%, dimana dari target 50 PSAT selama
peridoe RPJMD 2017-2022, telah dapat dicapai sebanyak 90 PSAT
sampai dengan Tahun 2021.

Berikut capaian pembangunan urusan pangan tahun 2017-

2021.
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Tabel 2.48.
Capaian Urusan Pangan Kabupaten Cilacap Tahun 2017-2021

Indikator Formula Satuan Sumber 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021
Indikator
Persentase ketersediaan Jumlah cadangan pangan dibagi Jumlah o Permendagri
pangan kebutuhan pangan x100% & 86/2017 239 818,12 147 183 1703
Ketersediaan energi dan Ketersediaan energi per kapita/hari (kkal) o Permendagri
protein per kapita dibagi 2.400 kkal dikalikan 100 persen. & 86/2017 100 100 100 100 100
Pola Pangan Harapan 79
(PPH) skor NA NA NA NA
Kon§ums1 energi per Kkal/ kaplta/ NA NA NA NA 2080,1
kapita per hari hari
Kon§ums1 prot.eln per Gram/ ka.lplta NA NA NA NA 52,8
kapita per hari /hari
Pael;seg;cgisrfakg;)glrgok jumlah kelompok wanita tani yg dibina dibagi
Zan gka engembansan jml kelompok wanita tani di Kab.Cilacap (ada % NA NA NA NA 6,6
gxa peng g 500 KWT) x 100%
konsumsi pangan
Jumlah Desa/kelurahan prioritas rawan
Persentase daerah rentan | pangan yang ditangani dibagi dengan jumlah % Permendagri NA NA NA NA 13,73
rawan pangan Desa / kelurahan yang berpotensi rawan 17/2021
pangan di Kabupaten Cilacap x 100%
Persentase pangan segar Persentase PSAT yang beregistrasi di
asal tumbuhan yang eredaran (Jumlah PSAT yg beregistrasi di Permendagri
memenuhi persyaratan p . . ye g % g NA NA NA NA 69
peredaran dibagi Jumlah PSAT yang beredar x 17/2021
mutu dan keamanan
100%)
pangan
Produksi Komoditas Angka produksi komoditas perkebunan (8 ton
Perkebunan (Bidang komoditas) dalam tahun n NA NA NA NA 61.871,25
Perkebunan)

Sumber : Dinas Pangan dan Perkebunan Kabupaten Cilacap, 2021

Untuk kinerja RPJMD tahun 2016-2021 urusan Pangan terlihat dari 4 program dengan 4 indikator menunjukkan

sampai dengan tahun 2021 sebanyak 2 indikator belum dapat tercapai, tetapi 2 indikator tersebut diharapkan akan tercapai

pada tahun 2022.
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Tabel 2.49.
Capaian Indikator Program RPJMD Kabupaten Cilacap Urusan Pangan

Indikator Kinerja Target % Capaian Status OPD
No Program Program (Outcome) Satuan Akhir 2017 2018 2019 2020 2021 RPJMDs/d Capaian Penanggung
RJMD Tahun 2021 Target Jawab
1. Program Pengelolaan
Sumber Daya Ekonomi
Untuk Kedaulatan Dan
Kemandirian Pangan
Ketersedian Energi dan | 100 100 100 100 100 100,00 100,00 . Dispabun
Protein Perkapita
2. |Program Peningkatan
Diversifikasi Dan
Ketahanan Pangan
Masyarkat
Pola Pangan Harapan Skor 94 .3 80,10 83,9 86,2 84,4 85 90,14 V. Dispabun
3. |Program Peningkatan
Diversifikasi Dan
Ketahanan Pangan
Masyarkat
Persentase Daerah
Rawan Pangan Yang % 95 90 91,4 93,74 93,16 94 98,95 V. Dispabun
Ditangani
4. |Program Pengawasan
Keamanan Pangan
Pangan  Segar Asal
Tumbuhan Yang % 20 0 9 30 36 180 900,00 ° Dispabun
Teregistrasi

S —
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Pertanahan;

Kewenangan Pemerintah Kabupaten Cilacap pada wurusan
pertanahan berdasarkan UU Nomor 23 tahun 2014 tentang
Pemerintah Daerah terdiri atas 8 sub urusan yaitu : 1) Izin lokasi; 2)
Sengketa Tanah Garapan; 3) Ganti Kerugian dan Santunan Tanah
Untuk Pembangunan; 4) Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah, serta
Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee; 5)
Tanah Ulayat; 6) Tanah Kosong; 7) Izin Membuka Tanah dan 8§)
Penggunaan Tanah.

Gambaran capaian indikator urusan pertanahan diketahui
penanganan persentase kasus/ permasalahan tanah yang
ditindaklanjuti dapat dilaksanakan pada tahun 2017 sampai dengan
tahun 2021 diketahui sebesar 100%. Sedangkan persentase capaian
pengadaan tanah bersertifikat pada tahun 2017 - 2021 cenderung
bersifat fluktuatif yaitu sebasar 100% pada tahun 2019, menurun
menjadi sebesar 40% tahun 2019 dan meningkat menjadi sebesar
83,33% tahun 2020 dan pada tahun 2021 menurun kembali menjadi
66,67%. Perincian kinerja urusan pertanahan dapat dikemukakan
secara rinci, sebagai berikut :

Tabel 2.50.
Capaian Indikator Kinerja Urusan Pertanahan

Indikator Satuan Sumber 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021
Indikator
Persentase Kegiatan Permendaeri
Reforma Agraria yang % g 100 100 100 100 100
. 17/2021
dilaksanakan
Penanganan sengketa
tanah garapan yang o Permendagri
dilakukan melalui % 17/2021 100 100 100 100 100
mediasi
Persentase kasus/
permasalahan tanah yang Unit RPJMD 2017- 100 100 100 80 100
o o 2022
ditindaklanjuti
Persentase capaian
pengadaan tanah % RPJI\;[(?Qé()l?_ 100 87 40 83,33 66,67
bersertifikat (%)

Urusan pertanahan terdiri dari 2 program dengan 2 indikator, jika
dibandingkan dengan target akhir periode RPJMD (tahun 2022)
sampai dengan tahun 2021 sudah baik, Dari sebanyak 2 indikator
yang menjadi ukuran terdapat 1 indikator yang sangat tinggi dan 1
indikator sedang, indikator yang sedang yaitu Persentase capaian
pengadaan tanah bersertifikat, hal ini tejadi karena pengadaan tanah
bersertifikat belum menemui kesepakatan harga dengan pemilik

tanah.
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Secara lebih rinci capaian indikator urusan pertanahan dapat

dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.51.
Capaian Indikator Program RPJMD Kabupaten Cilacap Urusan
Pertanahan
%
Tar Capai | Stat
Indikator get an us OPD
Program Kinerja Sat | Akh | 54,7 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | RFYM | Cap | Penan
Program uan ir Ds/d | aian | ggung
(Outcome) RJ Tahu | Targ | Jawab
MD n et
2021
Program
Penyelesaian
Sengketa
Tanah
Garapan
Persentase 23,52 40 46 83,33 100 100
capaian .
pengadaan % 100 . ]i);sper
tanah imta
bersertifikat
Prosentase 100 100 100 100 100 100
kasus :
permasalahan % 100 . ?{%Sper
tanah yang imta
ditindaklanjuti
5. Lingkungan hidup;

RPD KABUPATEN CILACAP TAHUN 2023-2026

Capaian indikator Indek Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) selama
kurun waktu tahun 2017-2021 menunjukan trend peningkatan, dari
68,06 di tahun 2017 menjadi 71,42, hal ini menggambarkan status
lingkungan yang baik. IKLH merupakan gambaran atau indikasi awal
yang memberikan kesimpulan cepat dari suatu kondisi lingkungan
hidup pada lingkup dan periode tertentu, dimana semakin tinggi nilai
IKLH menunjukkan semakin baik kondisi lingkungannya.

Perhitungan IKLH merupakan komponen dari 30% Indeks Kualitas
Udara (IKU); 30% Indeks Kualitas Air (IKA) dan 40% Indeks Kualitas
Tutupan Lahan (IKTL). Dalam pengujian kualitas air permukaan tahun
2021, menunjukkan nilai pengukuran indeks kualitas air sebesar 49,40.
Untuk kualitas udara, dari hasil pengukuran diketahui nilai indeks
udara Kabupaten Cilacap sebesar 80,09 (baik), meskipun mengalami
penurunan apabila dibandingkan capaian tahun 2019 sebesar 82,79.
Untuk hasil pengukuran kualitas tutupan lahan mengalami peningkatan
setiap tahun, dimana tahun 2021 sebesar 82,72. Cakupan pemantauan
terhadap kualitas udara, air dan tutupan lahan sudah dilakukan dengan
capaian 100% setiap tahunnya.

Penanganan sampah di Kabupaten Cilacap dilakukan dengan 2
cara, yaitu melalui penanganan (pengolahan) dan pengurangan dari

sumber sampah. Sampah yang tertangani di TPA selama kurun waktu 5
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tahun terakhir capaiannya terus meningkat, dari 45,54% di tahun 2017
menjadi 65,05% di tahun 2021. Seiring dengan kesadaran masyarakat
dalam mengelola sampah, pengurangan terhadap timbulan sampah
melalui 3R, Bank Sampah, Biopori, Sedekah sampah, BSF, Pengolahan
setempat juga terus meningkat, dari 2,88% di tahun 2017 menjadi 9,2%
di tahun 2021. Selengkapnya capaian kinerja urusan lingkungan hidup
Kabupaten Cilacap Tahun 2017-2021 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.52.
Capaian Indikator Kinerja Urusan Lingkungan Hidup
Capaian
2017 2018 2019 2020 2021

Indikator Satuan

Persentase Keg/Usaha yang

melakukan Pengelolaan Limbah % 3,6 10,75 11,87 16 16,5
B3
Persentase Sekolah Adiwiyata % 47,22 50 54,6 64,1 68,3

Nilai Pengukuran Indeks
Kualitas Air

Persentase Pengaduan
Masyarakat Terhadap Dugaan
Pencemaran/ Kasus Lingkungan
Yang Ditindaklanjuti

Persentase Ketersediaan
Dokumen Perencanaan dan % 100 100 100 100 100
Pengendalian Lingkungan
Indeks Kualitas Lingkungan
Hidup (IKLH)

Persentase Ketaatan Usaha
dan/atau Kegiatan Dalam % na na na na 100
Pengelolaan Lingkungan
Persentase Masyarakat Yang
Aktif Mengelola Lingkungan
Persentase Parameter Kualitas
Udara dan Air pendukung IKLH % na na na na 25
yang Memenuhi Baku Mutu
Terlaksananya pengelolaan
sampah di wilayah Kab/Kota
Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cilacap, 2022

indeks 48 47,71 48,21 48,15 49,40

% 100 100 100 100 100

indeks | 68,06 | 69,17 69,93 71,42 71,93

% na na na na 12,21

% 45,54 61,74 63,44 64,19 65,05

Evaluasi capaian kinerja pada Urusan Lingkungan Hidup mengacu
pada target kinerja yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Cilacap
tahun 2017-2021, sampai dengan tahun 2021 terdapat 7 indikator
dengan status sudah tercapai dari 11 indikator yang ditetapkan. Tahun

2022, diprediksi 4 indikator akan tercapai sesuai target.
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Tabel 2.53.
Hasil Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Daerah
Urusan Lingkungan Hidup Tahun 2021 terhadap Target Akhir RPJMD Tahun 2017-2022

%
Indikator Kineria Target Capaian Status OPD
No Program Program (Outco I‘:l e) Satuan Akhir | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 RPJMD Capaian | Penanggung
g RJMD s/d Tahun | Target Jawab
2021
1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13
1. | Program Perencanaan
Lingkungan Hidup
Persentase dokumen
Iy):l;egncagii?p1e£§1§;§§$ % 100 | 100 | 100 | 100 | 100 100 100,00 . DLH
sesuai aturan yang berlaku
2. | Program Pengendalian
Pencemaran Dan/Atau
Kerusakan Lingkungan
Hidup
Eﬁ:ﬁtgﬂgﬁ;mn indeks | 1hdeks | 80,19 | 76,3 | 77,06 | 82,79 | 80,07 | 80,09 99,88 v DLH
Eﬁgiit;egﬁukuran indeks | 1ngeks | 50,44 | 48,0 | 48,48 | 48,21 | 48,15 | 49,4 97,94 v DLH
Persentase usaha
ﬁ%ﬁfﬁfiziieiaﬁgaz;g % 9,00 | 3,5 | 400 | 67 | 7,00 | 838 93,11 v DLH
air limbah
3. | Program Pengendalian
Bahan Berbahaya Dan
Beracun (B3) Dan
Limbah Bahan
Berbahaya Dan Beracun
(Limbah B3)
Persentase usaha
ﬁ%ﬁfﬁfizﬁgﬁﬁ;lo{:ﬁ % 12 25 | 540 | 11,87 | 16 | 16,5 137,5 . DLH
limbah B3
4. | Program Pembinaan Dan
Pengawasan Terhadap
Izin Lingkungan Dan
Izin Perlindungan Dan
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%
Indikator Kinerja Target Capaian Status OPD
No Program Program (Outcome) Satuan Akhir | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 RPJMD Capaian | Penanggung
RJMD s/d Tahun | Target Jawab
2021
1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13
Pengelolaan Lingkungan
Hidup (PPLH)
Persentase pengaduan
masyarakat / kasus % 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100,00 | 100,00 . DLH
lingkungan yang
ditindaklanjuti
S. | Program  Peningkatan
Pendidikan, Pelatihan
Dan Penyuluhan
Lingkungan Hidup
Untuk Masyarakat
Jumlah kelompok
masyarakat peduli | Kelompok 62 26 34 50 69 132 191,3 ° DLH
lingkungan
Persentase rumah tangga
yang melalukan % 438 | 2,88 | 3,3 | 3,57 | 7,5 9,2 210,05 . DLH
pengurangan sampah
dengan prinsip 3R
Persentase sekolah % 81,11 | 47,22 | 50 |59,62| 64,1 | 68,3 84,21 v DLH
adiwiyata
6. | Program Penanganan
Pengaduan Lingkungan
Hidup
Persentase pengaduan
masyarakat  /  kasus % 100 100 | 100 | 100 | 100 | 100,00 | 100,00 . DLH
lingkungan yang
ditindaklanjuti
7. | Program Pengelolaan
Persampahan
Persentase  pengurangan % 13,38 | 8,4 | 9,14 | 12,85 | 12,06 | 13,5 100,9 . DLH
sampah

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cilacap, 2022
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6. Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;

Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
sesuai dengan kewenangan yang wajib dilakukan di wilayah
Kabupaten Cilacap meliputi sub urusan Pendaftaran Penduduk,
Pencatatan Sipil, Pengelolaan Informasi Administrasi
Kependudukan dan Profil Kependudukan. Capaian indikator kinerja
untuk bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
menunjukkan untuk indikator kinerja Persentase Kepemilikan akta
kelahiran tahun 2021 sebesar 88,24%, Persentase Penerbitan akta
kematian sebesar 33,99%, Sistem Informasi Kependudukan
berbasis teknologi informasi yang terlpelihara sebesar 100%,
penyajian data kependudukan skala Provinsi dalam 1 tahun sebesar
100 %. Sedangkan untuk persentase kepemilikan Kartu Identitas
Anak pada tahun 2021 baru mencapai 29,4%, Cakupan Penerbitan
Kartu Keluarga sebesar 95,82 dan Perekaman KTP elektronik tahun
2021 baru mencapai 99,4%. Untuk lebih jelasnya mengenai kinerja
bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di
Kabupaten Cilacap tahun 2017-2021 dapat dilihat pada tabel

berikut ini.
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Tabel 2.54.

Capaian Urusan Admindukcapil Kabupaten Cilacap

Sumber

No Indikator Formula Satuan . 2017 2018 2019 | 2020 | 2021
Indikator
Persentase penduduk yang Rata-rata dari Jumlah penduduk usia = 17 tahun dan atau
memiliki dokumen (sudah/pernah J)kawin yang memiliki Akta Kelahiran, KK
kependudukan dan pencatatan dan KTP dibagi Jumlah penduduk usia = 17 tahun dan atau o RPJMD
1 sipil (Akta, KK, KTP, KIA) (sudah/pernah) kawin x 100% Ditambah Jumlah penduduk % 2017-2022 16,25 16,72 31,76 | 32,03 | 32,95
usia < 17 tahun yang memiliki Akta Kelahiran, KK dan KIA
dibagi Jumlah penduduk usia < 17 tahun x 100%
Persentase penduduk yang Rata-rata dari Jumlah penduduk usia = 17 tahun dan atau
memiliki dokumen (sudah/pernah J)kawin yang memiliki KK dan KTP dibagi
kependudukan Jumlah penduduk usia = 17 tahun dan atau o RPJMD
2 (sudah/pernah) kawin x 100% Ditambah Jumlah penduduk % 2017-2022 49,18 | 49,13 57,44 | 60,15 | 64,62
usia < 17 tahun yang memiliki KK dan KIA dibagi Jumlah
penduduk usia < 17 tahun x 100%
Persentase penduduk yang . . ..
e Jumlah penduduk berakta kelahiran dibagi jumlah o RPJMD
3 ;ril;irfuhkl dokumen pencatatan penduduk dikali 100 % ) 2017-2022 40,68 58,95 46,91 48,51 | 42,68
Cakupan penerbitan Kartu Jumlah kepala keluarga yang be KK dibagi jumlah kepala o RPJMD
* | Keluarga keluarga dikali 100% % 0017-2022 | °%8 | 93,28 | 94,72 | 97,6 | 95,82
. Jumlah penduduk berumur 17 tahun ke atas yang memiliki o Permendagri
5 | Perekaman KTP elektronik KTP dibagi Jumlah penduduk 17 tahun ke atas dikali 100% % 18/2020 | 0835 | 9827 | 98,84 | 99,85 | 994
persentase anak usia 0-17 tahun | Jumlah anak usia 17 tahun kurang 1 (satu) hari yang sudah Permendagri
6 kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA dibagi Jumlah anak usia 0-17 tahun kurang 1 % 18/202 (Sg NA NA 16,,03 | 20,46 | 29,44
memiliki KIA (satu) haridikali 100%
jumlah OPD yang telah
memanfaatkan data Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan Permendagri
7 berdasarkan perjanjian kerja sama dibagi Jumlah OPD % NA 7,55 13,21 | 13,21 | 15.09
kependudukan berdasarkan o 18/2020
L . dikali 100%
janjian kerjasama
3 Penyajian data kependudukan Jumlah data yang sudah disajikan dibagi dengan jumlah o Permendagri 100 100 100 100 100
skala Provinsi dalam 1 Tahun data yang seharusnya disajikan dikalikan 100% ° 17/2021
Sistem Informasi Kependudukan . . . . .
9 berbasis teknologi informasi Jumlah sistem dan sarpras Siak yang terpelihara dibagi % RPJMD 100 100 100 100 100
. jumlah sistem dan sarpras siak yang tersedia 2017-2022
yang terpelihara
Jumlah anak usia 0-18 tahun yang sudahmemilikiakta Permendaeri
10 Kepemilikan akta kelahiran kelahiran dibagi dengan jumlah anak usia 0-18 tahun % 17/ 2021g 77 83,79 87,47 | 87,81 | 88,24
dikalikan 100%
Persentase cakupan kepemilikan . . . . . .
. . s Jumlah penerbitan akta kematian dibagi dengan jumlah o Permendagri
11 akta kematian dari peristiwa peristiwa kematian yang dilaporkan dikalikan 100% % 17/2021 14,71 42,76 43,9 34,9 33,99

kematian yang dilaporkan

S —
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Untuk kinerja RPJMD tahun 2016-2021 urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil terlihat dari 4 program
dengan 10 indikator menunjukkan sampai dengan tahun 2021 sebanyak 4 indikator belum dapat tercapai. Hal itu
dikarenakan :

1. Cakupan penerbitan Kartu Keuarga
- Kesadaran masyarakat terhadap tertib administrasi kependudukan masih rendah
- Sarana dan prasarana sangat terbatas, pusat pelayanan administrasi sangat jauh dirasa oleh masyarakat
- Masyarakat merasa kesulitan menggunakan aplikasi online karena tidak lancar/kurang optimal, pelayanan
offline terbatas karena covid-19
2. Rasio penduduk per KTP persatuan Penduduk
- Sarpras terbatas untuk pelayanan penerbitan KTP/perekaman
- Adanya pendemi covid-19 ada pembatasan pelayanan baik online maupun tatap muka
3. Kepemilikan akte kelahiran per 100 penduduk
- Kesadaran penduduk usia diatas 18 tahun terhadap akte kelahiran kurang memadai
- Sarpras online belum optimal
4. Cakupan penerbitan akta kematian
- Sarpras belum sepenuhnya memadai (online
- Kesadaran terhadap dokumen kependudukan khususnya akte kematian belum memadai

Dari 4 indikator yang belum tercapai sebanyak 1 indikator menunjukkan prioritas yang harus diselesaikan dalam
periode berikutnya. Adapun indikator tersebut adalah :
Program Pencatatan Sipil dengan indikator Cakupan penerbitan Akta kematian sebesar 33,99%.

Untuk lebih jelasnya mengenai capaian indikator program RPJMD Kabupaten Cilacap tahun 2017-2021 dapat dilihat

dalam tabel berikut ini.
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Capaian Indikator Program RPJMD Kabu

Tabel 2.55.

aten Cilacap Urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil

% Capaian

. . . Target Status OPD
No Program Indikator Kinerja Program | o ¢0n | Akhir 2017 2018 2019 2020 2021 RPIMD | (. paian | Penanggung
(Outcome) s/d Tahun
RJMD 2021 Target Jawab
1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14
1. Program Pendaftaran
Penduduk
Cakupan penerbitan Kartu o . .
%o 100 95,3 93,28 94,72 97,6 95,82 95,82 v Disdukcapil
Keluarga
Rasio  penduduk per KTP| o 100 98,35 | 9827 | 9884 | 99,85 | 994 99,40 v Disdukcapil
persatuan penduduk
Persentase fasilitasi kerjasama
pemanfaatan data % 100 100 100 100 100 100 100,00 ° Disdukcapil
kependudukan
2. Program Pencatatan
Sipil
Rasio bayi ber-akte kelahiran % 75 62,84 65 76,68 54,03 78,82 105,09 o Disdukcapil
Kepemilikan akte Kelahiran per % 60 46 74,74 46,91 48,51 42,68 71,13 v Disdukcapil
1000 penduduk
Rasio jumlah perkawinan yang % 100 100 100 100 100 100 100,00 . Disdukcapil
dicatat di catatan sipil
Cakupan  penerbitan  Akta | % 50 14,71 | 42,76 43,9 34,9 33,99 67,08 v Disdukeapil
kematian
Cakupan Kepemilikan akte % . .
Kelahiran anak usia 0-18 tahun 83 77 83,79 87,47 87,81 88,24 106,31 ° Disdukcapil
3. Program Pengelolaan
Informasi
Administrasi
Kependudukan
Persentase sistem informasi %
kependudukan _berbasis 100 100 100 100 100 100 100,00 . Disdukcapil
teknologi informasi yang
terpelihara dalam kondisi baik
4. Program Pengelolaan
Profil Kependudukan
Persentase sistem informasi %
kependudukan berbasis . .
. . . 100 100 100 100 100 100 100 ° Disdukcapil
teknologi informasi yang

terpelihara dalam kondisi baik

Sumber: Disdukcapil Kabupaten Cilacap, 2022

RPD KABUPATEN CILACAP TAHUN 2023-2026

Hal II-112




7. Pemberdayaan masyarakat dan desa;

Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah menyangkut bidang pemberdayaan masyarakat dan desa yang
diselenggarakan Kabupaten Cilacap meliputi sub urusan : (1)
penataan desa, (2) kerjasama desa, (3) administrasi pemerintahan
desa dan (4) Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan
Masyarakat Hukum Adat. Dengan jumlah desa yang dimiliki
Kabupaten Cilacap sebanyak 269 desa, diketahui capaian kinerja
pembangunan desa untuk sub urusan penataan desa menunjukkan
peningkatan yang baik. Hal ini terlihat dengan adanya penurunan
desa tertinggal di tahun 2020 sebanyak 7 desa menjadi 2 desa di tahun
2021 dengan Persentase Pengentasan Desa tertinggal 140% menjadi
28,57% serta pencapaian kualitas pembangunan desa untuk menuju
desa mandiri mengalami peningkatan dilihat dengan adanya jumlah
desa mandiri sebanyak 7 desa di tahun 2020 menjadi 10 Desa ditahun
2021 dengan Persentase peningkatan status desa mandiri 3,85 %
menjadi 5,75%. Hal ini ditandai juga dengan semakin membaiknya
pemberdayaan masyarakat dan desa dalam sub urusan kerjasama
desa untuk fasilitasi kerjasama antar desa, desa dengan pihak ketiga
serta pembangunan kawasan perdesaan dengan Persentase desa yang
terfasilitasi kerjasama antar desa dan atau pihak ketiga selalu tercapai
100% tiap tahun. Peningkatan kualitas pembangunan desa juga tidak
jauh dari peran sub urusan administrasi pemerintahan desa yang
telah memiliki perencanaan pembangunan desa berupa adanya
dokumen RPJMDes, RKPdes dan APBDes tiap tahun untuk 269 desa,
pengelolaan administrasi dan tata desa melalui Sistem Informasi Desa
( SID ) sebesar 36,06%, pengembangan dan penguatan BUMDES
berkembang di Kabupaten Cilacap sebesar 10% ditahun 2021 atau 27
Bumdes sudah menjadi strata berkembang, adanya profil desa yang
telah dimiliki oleh 269 desa untuk menggambarkan potensi dan
tingkat perkembangan desa yang akurat dan komprehensif serta
jumlah desa yang memiliki Peraturan Desa Penataam Aset Desa dalam
rangka pencapaian pengelolaan aset desa untuk meningkatkan
kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat desa serta meningkatkan

pendapatan Desa dengan Persentase desa yang melakukan Penataan
Aset Desa sebesar 30,86%. Peningkatan kapasitas dan kualitas

Kelembagaan Desa difokuskan pada pengoptimalan pembinan dan

RPD KABUPATEN CILACAP TAHUN 2023-2026 Hal II-113



fasilitasi kelembagaan sesuai dengan sub urusan Lembaga
Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat yang
didukung oleh capaian Prosentase PKK aktif 100%, peningkatan
posyandu terintegrasi sebesar 28,47% dari 2.192 posyandu yang ada
di Kabupaten Cilacap, serta pemanfaatan teknologi tepat guna di
wilayah pedesaan melalui Persentase posyantek desa sebesar 18,22%
atau 49 desa yang memiliki posyantek desa dari 269 desa yang ada
serta Prosentase Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) yang dibina
baru 1% atau sebanyak 284 Lembaga ditahun 2021 dari 28.480 LKD
di Kabupaten Cilacap.

Dengan capaian 4 sub unsur pemberdayaan masyarakat desa
diatas diperoleh nilai rata-rata Indeks Desa Membangun (IDM)
Kabupaten Cilacap dari 0,6911 ditahun 2020 meningkat menjadi
0,7017 ditahun 2021. Dengan adanya peningkatan rata-rata IDM di
Kabupaten Cilacap, diharapkan dapat meningkatkan kemandirian dan
pembangunan wilayah pedesaan Kabupaten Cilacap menuju Desa
Mandiri. Adapaun Indikator kinerja urusan pemberdayaan

masyarakat dan desa sebagai berikut :
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Tabel 2.56.
Capaian Indikator Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

. . Sumber Capaian
Indikator Rumus/Formula Indikator Satuan Indikator 2017 2018 2019 2020 2021
Jumlah desa tertinggal yang memenuhi
Persentase Pengentasan kriteria desa berkembang per tahun Permendagri
Desa tertinggal berdasarkan Indeks Desa Membangun per % 18/2020 na na 79,17 140 28,57
tahun dibagi Jumlah desa tertinggal (per-
awal tahun n) dikali 100%
Jumlah Desa berkembang yang memenuhi
Persentase peningkatan kriteria desa mandiri per tahun berdasarkan Permendagri
- Indeks Desa membangun per tahun dibagi % na na 2,3 3,85 5,75
status desa mandiri 18/2020
Jumlah desa berkembang (per- awal tahun n)
dikali 100%
Persentase desa yang Jumlah desa yang memiliki RPJMDes, RPJMD
memiliki RPJMDes, APBDes APBDes dan RKPDes. Dibagi jumlah desa x % na 100 100 100 100
2017-2022
dan RKPDes. 100%
Persentase desa yang Jumlah desa yang difasilitasi kerjasama
terfasilitasi kerjasama antar antar desa dan atau pihak ketiga dibagi na na na na 100
desa dan atau pihak ketiga jumlah desa x 100%
Rata-rata jumlah nilai komposit kethanan
Indeks Desa Membangun sosial, ketahanan ekonomi dan ketahanan Indeks na 0,6313 0,6834 0,6911 0,7017
ekologi di Kabupaten Cilacap
Ezl;izrsl;zsr:d?;gga]%:sa (LKD) Jumlah LKD yang dibina dibagi jumlah LKD % na na na 0 1
i se Kabupaten Cilacap x 100%
yang dibina

Sumber : Dispermasdes Kabupaten Cilacap Tahun 2021

Untuk kinerja RPJMD tahun 2017-2021 urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa terlihat dari 4 program dengan
4 indikator menunjukkan sampai dengan tahun 2021 telah tercapai.
Untuk lebih jelasnya mengenai capaian indikator program RPJMD Kabupaten Cilacap tahun 2016-2021 dapat dilihat

dalam tabel berikut ini.
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Capaian Indikator Program RPJMD Kabupaten Cilaca

Tabel 2.57.

Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Indikator Kinerja Target % Capaian Status OPD
No Program Program (Outcome) Satuan Akhir 2017 2018 2019 2020 2021 RPJMD s/d Capaian Penanggung
RJMD Tahun 2021 Target Jawab
1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14
1. Program
Penataan Desa
Persentase desa yang
memiliki RPJMDes, % 100,00 100 100 100 100 100,00 100,00 ° Dispermades
APBDes dan RKPDes.
2. Program
Administrasi
Pemerintahan
Desa
Persentase desa/
kelurahan yang memiiki % 100,00 100 100 100 100 100,00 100,00 ° Dispermades
profil
3. Program
Peningkatan
Kerjasama Desa
Persentase Desa yang
memiliki MoU antar desa % 100,00 100 4,46 70 100 100 100 ° Dispermades
4. Program
Pemberdayaan
Lembaga
Kemasyarakata
n, Lembaga Adat
Dan Masyarakat
Hukum Adat
Rata-rata jumlah
kelompok binaan % 100 100 100 100 100 100,00 100,00 o Dispermades
lembaga pemberdayaan
masyarakat (LPM)
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8. Pengendalian penduduk dan keluarga berencana;

Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
memberikan arah pembangunan di daerah dalam meningkatkan
pengendalian penduduk, kualitas penduduk, peningkatan pelayanan
KB, dan peningkatan kualitas keluarga. Kewenangan ini diatur dalam
Undang-undang Nomor 23 tahun 2014. Dalam melaksanakan
pembangunan di bidang PPKB indikator utamanya adalah laju
pertumbuhan penduduk (LPP) dan TFR (Total Fertility Rate).

Kabupaten Cilacap memiliki TFR pada tahun 2021 sebesar 2,11.
Kondisi ini mengalami penurunan sejak tahun 2017. Ini menunjukkan
hal yang baik artinya PUS mampu mengendalikan tingkat kelahiran.
Namun laju pertumbuhan penduduk mengalami peningkatan menjadi
1,06. Sedangkan Angka kelahiran remaja (umur 10-14 tahun; umur
15-19 tahun) per 1000 perempuan di kelompok umur yang sama
masih cukup tinggi sebesar 20,5%. Selain itu unmet need kita masih

sangat tinggi yaitu 15,46%.
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Tabel 2.58.
Capaian Indikator Kinerja Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Indikator Rumus/ Formula Indikator Satuan Sumber Capaian
2017 2018 2019 2020 2021
Kemampuan melahirkan pada
TFR (Angka Kelahiran Total) perempuan PUS selama masa SDGs 2,56 2,56 2,18 2,11 2,11
subur
lzzilstiZQi;‘ssip?\?)?ii?llqal(’lModern Jumlah peserta KB Aktif Modem Permendagri
. dibagi Jumlah Pasangan Usia % 72,7 69,23 70,09 70,26 67,13
Contraceptive Prevalence I 18/2020
Subur dikali 100%
Rate/mCPR)
Persentase kebutuhan ber- Jumlah PUS yang ingin ber-KB Permendagri
KB yang tidak terpenuhi tetapi tidak terlayani dibagi Jumlah % 18/2020 12,51 12,11 12,64 12,61 15,46
(unmet need) Pasangan Usia Subur dikali 100%
LPP (laju Pertumbuhan o Permendagri
Penduduk) Yo 18/2020 0,46 0,5 0,34 1,06 1,06
Persentase Usia Kawin Jumlah usia wanita pada saat
Pertama yang isterinya di pernikahan pertama yang usianya
bawah usia 20 tahun dibawa 20 tahun dibagi dengan % na na na na 20,14
jumlah pernikahan pertama pada
tahun N
Persentase kelompok Persentase kelompok masyarakat di
masyarakat dibidang bidang pemberdayaan dan
pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera
peningkatan keluarga yang dibina (UPPKS, PIK KRR, BKL, % na na na na 51
sejahtera yang dibina BKR, BKB)
(UPPKS, PIK KRR, BKL, BKR,
BKB)
Persentase Pusat Informasi Jumlah Pusat Informasi dan
dan Konseling (PIK) aktif konseling (Aktif) dibagi Jumlah PIK % na na na na 70
yg ada

Sumber : Dinas KB PPPA Kabupaten Cilacap, 2021

Untuk kinerja RPJMD tahun 2017-2021 urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana terlihat dari 3
program dengan S indikator menunjukkan sampai dengan tahun 2021 sebanyak 2 indikator belum dapat tercapai. Adapun

indikator tersebut adalah :
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Program Pengendalian Penduduk dengan indikator Menurunnya Prosentase Unmet need sebesar 67,8%, dan
Persentase jumlah peserta KB/CPR sebesar 94,70, Hal ini di sebabkan karena hanya Peserta KB yang menggunakan metode
kontrasepsi modern (IUD,MOP, MOP, Implant, Pil, kondom, dan suntik) yang di hitung/diakui datanya, padahal masih ada
PUS (Pasangan Usia Subur) yang menggunakan kontrasepsi tradisional tapi datanya tidak bisa di masukkan. Selain itu
adanya PUS yang suami atau istrinya yang bekerja di luar negeri sehingga tidak bisa untuk berKB.

Untuk lebih jelasnya mengenai capaian indikator program RPJMD Kabupaten Cilacap tahun 2017-2021 dapat dilihat

dalam tabel berikut ini.

Tabel 2.59.
Capaian Indikator Program RPJMD Kabupaten Cilacap Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
%
Capaian
. . . Target Status OPD
No Program Indikator Kinerja | o 0 | Akhir 2017 2018 2019 2020 2021 RPIMD | (g paian | Penanggung
Program (Outcome) s/d
RJMD Target Jawab
Tahun
2021
1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14
1. Program
Pengendalian
Penduduk
Menurunnya
Prosentase Usia Kawin | 20,20 22,21 15,86 15,86 15,58 15,86 121,49 . Dinas KB, PP
Pertama yang isterinya dan PA
di bawah usia 20 tahun
2. Program
Pembinaan
Keluarga
Berencana (KB)
Persentase jumlah o Dinas KB, PP
peserta KB/CPR Yo 74,71 72,71 69,23 69,7 70,26 67,13 89,85 v dan PA
Prosentase  Un  Meet | o 10,00 12,78 12,11 12,64 12,61 13,22 67,80 v Dinas KB, PP
Need dan PA
3. Program
Pemberdayaan
Dan Peningkatan
Keluarga
Sejahtera (KS)
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%
Capaian

. . . Target Status OPD
No Program Indikator Kinerja | o o0 | Akhir 2017 2018 2019 2020 2021 RPIMD | (g paian | Penanggung
Program (Outcome) s/d
RJMD Target Jawab
Tahun
2021
1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14
Persentase
desa/Kelurahan yang .
memiliki Tribuna % 75 60 60 66 69 93 124,00 . Dinas KB, PP
dan PA
Keluarga Berencana
Aktif
Persentase Pusat .
Informasi dan % 60 24 30 31 48 75 125,00 . Dm;;nKP]?A PP

Konseling (PIK) Aktif
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9. Perhubungan;

Dalam rangka penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan,
Pemerintah Kabupaten Cilacap telah melengkapi jalan dengan fasilitas
keselamatan lalu lintas berupa rambu-rambu lalu lintas, Rasio
Perlengkapan jalan menunjukan peningkatan dari 32% tahun 2017
meningkat menjadi 58% tahun 2021. Jumlah kendaran yang
melakukan uji KIR menunjukan perkembangan fluktuatif cenderung
menurun, dari tahun 2017 sebesar 20.833 unit menurun menjadi
15.572 wunit di tahun 2021, Sejak Pandemi Covid-19 operasional
semua armada angkutan pedesaan tidak menentu dan cenderung
menurun setiap tahunnya, hal ini dikarenakan adanya pembatasan
mobilitas masyarakat selama Pandemi Covid 19.

Capaian Indikator Program RPJMD Kabupaten Cilacap Urusan
Perhubungan sampai dengan tahun 2021 menunjukkan dari 2
program dengan 11 indikator tercapai 100% bahkan terdapat 7
indikator dengan capain diatas 100% yaitu indikator :

1. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
(LLAJ) dengan indikator :
e Rasio [jin Trayek
e Jumlah KIR kendaraan
e Penurunan Jumlah Kasus Pelanggaran Kendaraan Wajib Uji
yang Seharusnya Laik Jalan
e Jumlah Terminal Tipe C yang Sesuai Standar
e Persentase jumlah rambu dan perlengkapan jalan dalam
kondisi baik
¢ Rasio jumlah rambu dan perlengkapan jalan yang tersedia
2. Program Pengelolaan Pelayaran dengan indikator jumlah Kapal

Patroli Yang Terpelihara.
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Tabel 2.60.
Capaian Urusan Perhubungan Kabupaten Cilacap Tahun 2017-2021

Indikator Rumus/Formula Indikator Satuan Sumber Capaian
2017 2018 2019 2020 2021
PP 32 Th 2011,
VC Rasio Jumlah volume lalu lintas/ kapasitas jalan Permendagri no 18 0,3 0,32 0,33 0,34 0,58
Th 2020
Rasio Perlengkapan jalan ;Elfﬂigkg;gin}%:jg?ﬁb{l iﬁigjigl% OJ(}/imlah % RPJMD 32 34 38,7 42,2 58
Rasio Ijin Trayek Jumlah ijin trayek yang dikeluarkan/ jumlah Rasio 0,6
trayek yang tersedia x 100
na na na na
Persentase Kepemilikan Jumlah Angkutan Umum yang tidak memiliki KIR % 97,62
KIR Kendaraan Bermotor pada tahun n / Jumlah Angkutan Umum pada na na na na
Wajib Uji Tahun N x 100% : Kendaraaan Bermotor Wajib uji
aktif dibagi Kendaran Bermotor wajib Uji
Rasio ketersediaan rambu Jumlah fasilitas keselamatan pelayaran LL ASDP Rasio 0,4
Angkutan Sungai dan yang tersedia dibagi jumlah fasilitas keselamatan
Penyeberangan Pelayaran LL ASDP yang dibutuhkan dikali 100%
Perbandingan Ketersediaan rambu pelayaran dan na na na na
penyeberangan dengan jumlah kebutuhan rambu
pelayaran dan penyeberangan
Persentase Layanan
Perhubungan Rata-rata capaian kinerja perhubungan % na na na na 47,81
Persentase ketersediaan
fasilitas keselamatan LLAJ % na na na na 57,62
Persentase ketersediaan Perbandingan Jumlah fasilitas keselamatan
fasilitas keselamatan pelayaran LL ASDP yang tersedia dibagi jumlah
Pelayaran Angkutan Sungai | fasilitas keselamatan Pelayaran LL ASDP yang
dan Penyeberangan dibutuhkan dikali 100% dengan Ketersediaan % na na na na 40

rambu pelayaran dan penyeberangan dengan
jumlah kebutuhan rambu pelayaran
danpenyeberangan

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Cilacap, 2021
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Tabel 2.61.
Capaian Indikator Program RPJM Kabupaten Cilacap Urusan Perhubungan

% Capaian
s . . Target Status OPD Penanggung
No Program Indikator Kinerja Program | g 00 Akhir 2017 2018 2019 2020 2021 RPIMD | ¢ paian Jawab
(Outcome) s/d Tahun
RJMD Target
2021
Rasio [jin Trayek % 75 58,51 98,14 77,95 61,31 69,42 92,56 v Dishub
Rasio Panjang Jalan o .
Terhadap Jumlah Kendaraan ) 30 30 29,68 29,68 29,68 29,7 100,07 . Dishub
Jumlah KIR kendaraan Kendaraan 13.535 9.100 8.923 11.999 11.332 10885 80,42 v Dishub
Persentase Kendaraan Wajib
Uji Yang Memenuhi Ambang % 99 98,85 99 90,95 98,65 99,61 100,61 . Dishub
Batas Emisi
Penurunan Jumlah Kasus
Program Pelanggaran Kendaraan Wajib Kali 246 470 463 349 2 251 97,97 v Dishub
Penyelenggaraan Uji yang Seharusnya Laik
1. Lalu Lintas dan Jalan i i
Angkutan Jalan Jumlah Terminal Tipe C yang Unit 7 7 6 7 8 8 114,29 . Dishub
(LLAJ) Sesuai Standar ’
Jumlah Balai Pengujian
Kendaraan Bermotor wajib uji Unit 2 2 2 2 2 2 100,00 . Dishub
yang layak operasi
Persentase jumlah rambu
dan perlengkapan jalan % 29 22 32 26 39,9 30 111,11 ° Dishub
dalam kondisi baik
Rasio jumlah rambu dan
perlengkapan jalan yang % 42 30 34 38 39,9 47 111,90 ° Dishub
tersedia
Jumlah Dermaga yang
Program Beroperasi di Kabupaten Unit 15 15 15 15 15 15 100,00 . Dishub
2. Pengelolaan Cilacap
Pelayaran J umlah Kapal Patroli Yang unit 1 1 0,25 125,00 N Dishub
Terpelihara

Sumber : Dishub Kab. Cilacap Tahun 2021
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10. Komunikasi dan informatika;

Kewenangan Kabupaten Cilacap untuk urusan komunikasi dan
informatika untuk sub urusan Informasi dan Komunikasi Publik
mencakup Pengelolaan informasi dan komunikasi publik Pemerintah
Daerah kabupaten/kota. Sedangkan untuk sub urusan Aplikasi
Informatika mencakup a. Pengelolaan nama domain yang telah
ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan sub domain di lingkup
Pemerintah Daerah kabupaten/kota; b. Pengelolaan e-government di
lingkup Pemerintah Daerah kabupaten/kota.

Capaian urusan komunikasi dan informatika di kabupaten
Cilacap tahun 2017-2021 sesuai dengan kewenangannya dengan
indikator Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran
informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas
pemerintah dan pemerintah daerah kab/kota menunjukkan
penurunan dimana pada tahun 2017 sebesar 98,45% menjadi 83,27%
di tahun 2020. Sedangkan capaian untuk indikator persentase (%)
konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah, counter
narasi negatif, hoax, dan informasi misleading terhadap pemerintah
daerah yang didiseminasikan sesuai dengan strategi komunikasi;
persentase Informasi Publik yang disediakan dan diumumkan oleh
Provinsi dan kab/kota sesuai amanat UU No 14 Tahun 2008 tentang
keterbukaan Informasi Publik; persentase Perangkat Daerah yang
menggunakan layanan pusat data pemerintah daerah dan/atau
pemerintah pusat dan persentase perangkat daerah yang saling
terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah Daerah sampai tahun 2021
telah mencapai 100%.

Capaian Indikator Program RPJM Kabupaten Cilacap Urusan
Komunikasi dan Informasi sampai dengan tahun 2021 menunjukkan
dari 2 program dengan 4 indikator belum tercapai 100% yaitu
indikator Persentase penyebaran informasi public, Presentase website
update, Presentase kecamatan yang memiliki KIM dan Presentasi
Aplikasi yang terintegrasi. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam

tabel berikut ini.
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Tabel 2.62.

Capaian Urusan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap Tahun 2017-2021

. . Sumber Capaian
Indikator Rumus/Formula Indikator Satuan Indikator 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021
Persentase masyarakat yang menjadi Jumlah masyarakat yang menjadi sasaran
sasaran penyebaran informasi publik, penyebaran informasi publik, mengetahui Permendagri
mengetahui kebijakan dan program kebijakan dan program prioritas pemerintah % 18/202 (Sg 98,45 | 98,95 | 94,99 | 83,27 NA
prioritas pemerintah dan pemerintah dan pemerintah daerah kab/ kota dibagi
daerah kab/kota Jumlah penduduk dikali 100%
Persentase masyarakat yang menjadi Y o
sasaran penyebaran informasi publik © © NA NA NA NA NA
Persentase perangkat daerah yang Jumla}h perangkat' daerah y ang .
. L. . mengimplementasikan /replikasi inovasi yang o
mengimplementasi inovasi yang mendukune smart city sesuai masterolan Yo NA NA NA NA NA
mendukung smart city o g sm Y P
dibagi dengan jumlah seluruh OPD X 100%
Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis .
Elektronik (SPBE) - indeks NA NA NA NA NA
Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap, 2021
Tabel 2.63.
Capaian Indikator Program RPJM Kabupaten Cilacap Urusan Komunikasi dan Informasi
%
Capaian
. . . Target Status OPD
No Program Indikator Kinerja Satuan | Akhir 2017 2018 2019 2020 2021 RPIMD | . paian | Penanggung
Program (Outcome) s/d
RJMD Target Jawab
Tahun
2021
Persentase
penyebaran % 100 100 100 100 38 90 90,00 v. Diskominfo
Program informasi public
|, |Informasidan | Presentase website % 80 23 50 54,5 0 70 93,33 v. Diskominfo
Komunikasi update
Publik Presentase
kecamatan yang % 71 13 13 25 0 58 81,69 v. Diskominfo
memiliki KIM
Program . . .
2. | Aplikasi Presentasi Aplikasi % 75 10 30 35 9 58 77,33 v. Diskominfo
. yang terintegrasi
Informatika

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap, 2021
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11. Koperasi, usaha kecil, dan menengah;

Capaian urusan koperasi dan UMKM Kabupaten Cilacap tahun
2017-2021 dengan indikator yang digunakan sebagai upaya untuk
meningkatkan koperasi dan umkm berupa indikator Persentase
pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan, Persentase KSP/USP
yang dinilai kesehatannya, Persentase pengelola koperasi yang memiliki
kompetensi, meningkatnya koperasi yang berkualitas, Persentase
pertumbuhan UMKM dan Persentase Usaha Mikro yang menjadi
wirausaha rata-rata menunjukkan adanya peningkatan. Sedangkan
indikator yang menunjukkan penurunan adalah indikator Meningkatnya
Koperasi Yang Berkualitas dimana pada tahun 2018 sebesar 42,96%
turun menjadi 36,04% di tahun 2021. Untuk lebih lengkapnya mengenai
capaian urusan koperasi dan UMKM di Kabupaten Cilacap dapat dilihat
pada tabel Capaian Urusan Koperasi dan UMKM Kabupaten Cilacap
Tahun 2017-2021.

Capaian Indikator Program RPJMD Kabupaten Cilacap untuk
Urusan Koperasi dan UMKM sampai dengan tahun 2021
menunjukkan dari 5 program dengan 5 indikator hanya 1 indikator
yang tercapai yaitu indikator Persentase pertumbuhan usaha mikro
sebesar 413%. Adapun indikator yang belum tercapai meliputi :

1. Persentase usaha mikro menjadi usaha kecil dengan capaian
sebsar 1,97%
2. Persentase koperasi aktif dengan capaian sebesar 76,5%

Gambaran secara lengkap untuk capaian Indikator Program
RPJMD Kabupaten Cilacap untuk Urusan Koperasi dan UMKM dapat
dilihat pada halaman berikutnya.
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Tabel 2.64.

Capaian Urusan Koperasi dan UMKM Kabupaten Cilacap Tahun 2016-2020
Indikator Rumus / Formula Indikator Satuan Sumber Capaian
2017 2018 2019 2020 2021
Persentase Pemeriksaan dan % Permendagri NA 9,11 9,29 9,86 10,55
Pengawasan yang dilakukan Jumlah Koperasi yang diawasi 18 tahun
untuk koperasi dengan wilayah X  100% 2020
keanggotaan dalam daerah -
Kabupaten/Kota Jumlah Koperasi
Pertumbuhan sub sektor % NA NA NA NA -1,17
Koperasi dan Perdagangan
Besar dan Eceran
Persentase koperasi aktif % 89,13 89,13 85,25 85,86 68
Persentase UMKM yang % NA NA NA NA 39,83
diberikan pendampingan
melalui lembaga pendampingan
Persentase pertumbuhan % NA NA NA NA 4,91
perdagangan barang kebutuhan
pokok dan barang penting
Persentase KSP/USP yang Jumlah KSP/USP yang dinilai x  100% % Permendagri NA 19,04 19,51 19,80 21,78
Dinilai Kesehatannya untuk ah KS S 18 tahun
Koperasi Dengan Wilayah Jumlah KSP/USP 2020
Keanggotaan Dalam Daerah
Kab/Kota
Persentase Pengelola Koperasi Jumlah Pengelola Koperasi x  100% % RPJMD NA 9,98 22,96 28,91 35,85
Yang Memiliki Kompetensi Yang Memiliki Kompetensi 2017-2022
Jumlah Pengelola Koperasi
Meningkatnya Koperasi Yang Jumlah koperasi yang x  100% % Permendagri NA 42,96 45,47 35,73 36,04
Berkualitas meningkat kualitasnya 18 tahun
berdasarkan RAT, volume 2020
usaha dan asset
Jumlah seluruh koperasi
Persentase pertumbuhan Jumlah UMKM tahun berjalan x 100% % RPJMD 3,6 3,8 41,4 4,1 2,94
UMKM 017-20
Jumlah UMKM tahun lalu 2 2022
Persentase Usaha Mikro yang Jumlah Usaha Mikro yang x  100% % Permendagri 2,05 6,8 6,4 7,4 8,81
menjadi wirausaha menjadi wirausaha 18 tahun
Total UMKM 2020

Sumber : Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Cilacap, 2021
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Capaian Indikator Program RPJM Kabupaten Cilacap Urusan Koperasi dan UMKM

Tabel 2.65.

%
Indikator Target %ag?]al;la; Status OPD
No Program Kinerja Program Satuan Akhir 2017 2018 2019 2020 2021 Capaian Penanggung
s/d
(Outcome) RJMD Tahun Target Jawab
2021
Persentase
Program usaha mikro
1. Pengembangan . L. % 2,55 2,32 2,32 2,79 1,97 n.a 0,00 V. DPKUKM
UMKM menjadi usaha
kecil
Program
E(;I:l'li)aerdayaan Persentase
2. pertumbuhan % 0,8 0,38 0,4 5,39 1,97 2,5 312,50 ° DPKUKM
Menengah,Usaha usaha mikro
Kecil, Dan Usaha
Mikro (UMKM)
Program
Penilaian Persentase o
3. Kesehatan KSP/ | koperasi aktif %o 89,6 89,13 89,13 85,25 85,86 68 75,98 v DPKUKM
USP Koperasi
Program
4. |PendidikanDan | Persentase % 89,6 89,13 89,13 85,25 85,86 68 75,98 v. DPKUKM
Latihan koperasi aktif
Perkoperasian
Program
Pemberdayaan Persentase
S. Dan . . % 89,6 89,13 89,13 85,25 85,86 68 75,98 v. DPKUKM
. koperasi aktif
Perlindungan
Koperasi

Sumber : Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Cilacap, 2021
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12. Penanaman modal;

Capaian urusan penanaman modal Kabupaten Cilacap tahun
2016-2020 yang meliputi indikator Persentase Kenaikan Investasi,
Persentase ketersediaan kajian potensi penanaman modal, Persentase
Perizinan dan Non Perizinan yang diterbitkan, Persentase Kepatuhan
Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM), Persentase promosi di
tingkat regional dan/atau nasional yang diikuti dan Persentase
ketersediaan profil investasi sektor perizinan berusaha.

Dari indikator tersebut untuk indikator persentase kenaikan
investasi selama 5 tahun terakhir menunjukkan penurunan dimana
pada tahun 2017 menunjukkan penurunan investasi sebesar (-
91,2%) dibandingkan tahun sebelumnya, namun di tahun 2021
mengalami penurunan dikarenakan adanya wabah covid-19 yang
berdampak menurunnya investasi dI Kabupaten Cilacap yang turun
sebesar 33,80% dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Demikian juga halnya untuk indikator Persentase ketersediaan
kajian potensi penanaman modal mengalami penurunan dari tahun
2017 sebesar 29,41% menjadi 17,65% di tahun 2021. Sedangkan
indikator yang stabil capaiannya adalah indikator persentase promosi
di tingkat regional dan/atau nasional yang diikuti yang mencapai
100% dan indikator persentase ketersediaan profil investasi sektor
perizinan berusaha sebesar 29,41% selama tahun 2017-2021. Untuk
gambaran lengkap terkait dengan capaian penanaman modal di

Kabupaten Cilacap dapat dilihat pada tabel berikut ini.
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Tabel

2.66.

Capaian Urusan Penanaman Modal Kabupaten Cilacap Tahun 2017-2021

. Capaian
No. Indikator Satuan 2017 2018 2019 2020 2021
1. Persentase Kenaikan Investasi % -91,2 545,84 10,05 -44.7 33,80
- - - 5
2. Persentase ketersediaan kajian potensi %o 29.41 23,53 23,53 11,76 17.65
penanaman modal
r S
3. Persenfcase }(ebljakan Penanaman Modal %o 100 100 100 100 100
yang diterbitkan
— — S
4. Persenfcase Penzman dan Non Perizinan %o 98 46 43,64 39,39 4513 100
yang diterbitkan
S. Persentase Kepatuhan Laporan Kegiatan %
Penanaman Modal (LKPM) 50,91 4,24 3,84 57,91 34,13
PRy - S
6. Persentase promosi di tlng'l'iat r'eglonal ) 100 100 100 100 100
dan/atau nasional yang diikuti
- - - 5
7. Persentasg l'ietersedlaan profil investasi ) 29 41 29 41 29 41 29 41 29 41
sektor perizinan berusaha
8. Persentase realisasi Investasi % 135 100 841 437,51 139,60
9. Jumlah Inves.tor yang masuk di investor Na Na Na Na 446
Kabupaten Cilacap
10. | Nilai Realisasi Penanaman Modal Rp. 1.017.106.029.873 | 6.568.835.398.766 | 7.229.222.872.749 | 3.997.897.224.673 | 1.351.423.686.266

Sumber : DPMPTSP Kabupaten Cilacap, 2021

Perkembangan hasil evaluasi pelaksanaan indikator kinerja daerah urusan Penanaman Modal tahun 2021 terhadap target

akhir RPJMD Tahun 2017-2022, menunjukan capaian kinerja 4 indikator sudah mencapai target. Sementara terdapat 1

indikator yang memerlukan upaya keras, yaitu indikator Jumlah Keminatan Investasi baru tercapai 68,53.
Tabel 2.67.

Hasil Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Daerah
Urusan Penanaman Modal Tahun 2021 terhadap Target Akhir RPJMD Tahun 2017-2022

Indikator Kinerja Target % Capaian Status OPD
No Program Program Satuan Akhir 2017 2018 2019 2020 2021 RPJMD s/d | Capaian | Penanggung
(Outcome) RJMD Tahun 2021 Target Jawab
1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14
1. Program Promosi
Penanaman Modal

Jumlah Keminatan | g, ) 120 0 20 23 19 20 16,67 v DPMPTSP
Investasi
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Investasi (RUPM)

Indikator Kinerja Target % Capaian Status OPD
No Program Program Satuan Akhir 2017 2018 2019 2020 2021 RPJMD s/d | Capaian | Penanggung
(Outcome) RJMD Tahun 2021 Target Jawab
1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14
2. Program
Pengelolaan data
dan Sistem
Informasi
Penanaman Modal
Jumlah Keminatan | g, ) 120 0 20 23 19 20 16,67 v DPMPTSP
Investasi
3. Program Pelayanan
Penanaman Modal
Persentase
Pelayanan % 100 100 100 100 100 100 100,00 . DPMPTSP
Perizinan dan Non
Perizinan
4. Program
Pengendalian
Pelaksanaan
Penanaman Modal
Persentase
Kepatuhan
Laporan Kegiatan % 22 9,66 10 12 19 34,13 155,14 ° DPMPTSP
Penanaman Modal
(LKPM)
S. Program
Pengembangan
Iklim Penanaman
Modal
Persentase Nilai % 100 135 100 841 437,51 | 139,60 139,60 . DPMPTSP
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13. kepemudaan dan olahraga;

Urusan kewenangan kepemudaan dan olahraga berdasarkan
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
meliputi tiga (3) sub urusan yaitu : sub urusan kepemudaan; (2)
keolahragaan dan (3) kepramukaan. Sedangkan menurut Undang-
Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan, ditegaskan
bahwa pemuda adalah warga negara Indonesia yang berusia 16-30
tahun. Pembangunan bidang kepemudaan dan olahraga menjadi
tujuan penting dalam Perpres Nomor 57 Tahun 2027 tentang Tujuan
Pembangunan Berkelanjutan (TPB) yang erat kaitannya dengan :
peningkatan pendidikan, kualitas kesehatan pemuda,
penanggulangan kemiskinan dan pengangguran di kalangan pemuda
yang penting bagi perkembangan masa depan bangsa.

Pembangunan kepemudaan dan olahraga dengan tujuan
meningkatkan akhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, inovatif, mandiri,
demokratis, bertanggung jawab, berdaya saing, serta memiliki jiwa
kepemimpinan, kewirausahaan, kepeloporan. Pelaksanaan kebijakan
pembangunan kepemudaan dan olahraga dilaksanakan dalam bentuk
pelayanan kepemudaan dan olahraga dengan mengembangkan
potensi kepemimpinan, kewirausahaan, serta kepeloporan pemuda
yang merupakan kelompok wusia produktif dalam masyarakat
Kabupaten Cilacap.

Pembangunan pemuda dan olahraga terkait erat dengan
peningkatan kualitas sumberdaya manusia, baik kesehatan,
Pendidikan baik Pendidikan formal, non formal dan kecakapan hidup
yang semakin membaik, pembinaan dan pengembangan olahraga,
termasuk olahraga rekreasi, olahraga prestasi dan pembinaan atlet
cabang olahraga yang mempunyai prestasi tingkat regional/ nasional/
internasional serta pembinaan organisasi kepramukaan menjadi

wadah pengembangan kepeloporan dan kepemimpinan pemuda.
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Capaian Indikator Kinerja Urusan Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2017-2021

Tabel 2.68.

. . Sumber Capaian
Indikator Rumus/Formula Indikator Satuan Indikator 2017 2018 2019 2020 2021
- - — - 5
Persentase Wirausaha Muda ill.lg(l)l;)h wirausaha muda dibagi Jumlah seluruh wirausaha %o NA NA NA NA 16,42
Persentage Organisasi pemuda Jumla.lh organisasi pemuda yang aktif dibagi Jumlah seluruh %o NA NA NA NA 100
yang aktif organisasi pemuda x100%
Persentase pramuka tingkat Jumlah Pramuka yang di bina di bagi jumlah pramuka x o
S o %o 0] 0 0] 0 0
Kabupaten yang di bina 100%
Tingkat partisipasi pemuda dalam Jumlah pemuda (16-30 tahun) yang berwirausaha di Permendagri
gral partisipasi pemu kabupaten/kota x 100% Jumlah pemuda (umur 16-30 tahun) % g 0 100 | 15,8 | 16,42 | 22,24
kegiatan ekonomi mandiri - 18/2020
di kabupaten /kota
Tingkat partisipasi pemuda dalam Jumla.lh pgmuda (16-30 tahun) yg 1.'nengad1 gnggota aktif pada .
U organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan o Permendagri
organisasi kepemudaan dan . o) : %o 100 100 100 100 100
.. . di kabupaten/kota x 100% jumlah pemuda (umur 16-30 18/2020
organisasi sosial kemasyarakatan .
tahun) di kabupaten/kota
Kontribusi sektor Pariwisata Jumlah PAD sektor Pariwisata di bagi total PAD % NA | Na NA | NA | 0,01
terhadap PAD
PAD Sektor Pariwisata Jumlah PAD sektor Pariwisata Rp NA | Na | NA | Na | /200
Peningkatan prestasi olahraga \.Jumlah Perolehan medali pada event olahraga nasional dan Orang Permendagri 29 101 389 198 217
internasional 18/2020
Jumlah Prestasi olahraga Cabor 5
. . . .. . % (36
Cakupan Pembinaan Cabang Jumlah cabor yang dibina di bagi jumlah cabor di Kab/Kota x cabor)) RPJMD 100 58,8 100 100 100
Olahraga 100 2017-2022
Cabor)
Tabel 2.69.
Capaian Indikator Program RPJM Kabupaten Cilacap Urusan Kepemudaan dan Olahraga
Indikator Kineria Program Target % Capaian Status OPD
Program (Outco I'I]l e) g Satuan | Akhir 2017 2018 2019 2020 2021 RPJMD s/d | Capaian | Penanggung
RJMD Tahun 2021 Target Jawab
Program Pengembangan | Presentase organisasi
Kapasitas Daya Saing | kepemudaan yang aktif % 110 100 100 54 100 100 100 ° Disporapar
Kepemudaan
Program Pengembangan | Presentase ketersediaan sarpras o .
. > . . Y% 100 79 57,47 54,47 76 86 86,00 v Disporapar
Kapasitas Daya Saing | sesuai kebutuhan Disporapar
Keolahragaan Atlet berprestasi Medali 212 n.a 101 198 201 208 98,11 v Disporapar
Cakupan  pembinaan  cabang % 100 100 100 58,8 100 100 100 . Disporapar
olahraga
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14. statistik;

Statistik, menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997
Tentang Statistik, adalah data yang diperoleh dengan cara
pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis serta sebagai
sistem yang mengatur keterkaitan antar unsur dalam
penyelenggaraan statistik. Dalam statistik, kegiatan yang dilakukan
adalah menyediakan, menyebarluaskan data, mengembangkan ilmu
statistik dan wupaya berkembangnya Sistem Statistik Nasional.
Kegiatan Statistik diarahkan untuk mendukung pembangunan
nasional, mengembangkan Sistem Statistik Nasional yang andal,
efektif, dan efisien, meningkatkan kesadaran masyarakat akan arti
dan kegunaan statistik serta mendukung pengembangan ilmu
pengetahuan dan teknologi.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah urusan Statistik terdapat 1 sub urusan yang
menjadi kewenangan urusan statistik di pemerintah kabupaten/kota.
Sub urusan tersebut adalah: 1) statistik sektoral.

Tujuan dari kegiatan statistik adalah untuk menyediakan data
statistik yang lengkap, akurat, dan mutakhir. Oleh karena itu,
diperlukan adanya penyediaan data yang cepat, tepat dan akurat
sehingga dapat memudahkan bagi perencana untuk menyusun
perencanaan pembangunan yang sesuai dengan kebijakan dan
peraturan di masing-masing daerah. Data yang tersedia secara
berkesinambungan harus selalu diperbaharui demi terwujudnya
perencanaan pembangunan yang tepat. Capaian indikator urusan

statistik Kabupaten Cilacap bisa dilihat pada tabel di bawah ini:

RPD KABUPATEN CILACAP TAHUN 2023-2026 Hal II-134



Tabel 2.70.
Capaian Indikator Kinerja Urusan Statistik

Indikator Rumus/Formula Satuan Sumber Capaian
Indikator Indikator 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021
Tersedianya sistem data dan % Permendagri
statistik yang terintegrasi 86/2017 NA 98,32 | 97,74 | 66,67 NA
Data statistik sebagi data %

dasar OPD dalam
penyusunan perencanaan
pembangunan

Sumber : Diskominfo Kabupaten Cilacap Tahun 2021

100 100 100 100 100

Berdasarkan hasil evaluasi dari tahun 2017-2021 untuk urusan statistik di Kabupaten Cilacap sudah mencapai 100%
atau sudah tercapai dari target akhir RPJMD yang sebesar 100%. Capaian evaluasi urusan statistik Kabupaten Cilacap bisa

dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.71.
Capaian Evaluasi Indikator Kinerja Urusan Statistik
%
Capaian
. . . Target Status OPD
No Program Indikator Kinerja Program | o v.0n | Akhir 2017 2018 2019 2020 2021 RPIMD | cgapaian | Penanggung
(Outcome) s/d
RJMD Target Jawab
Tahun
2021
1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14
1. Program
Penyelenggaraan
Statistik Sektoral
Pemanfaatan dokumen
statistik dalam setiap
perencanaan pembangunan % 100 100 100 100 67 100 100 ° Diskominfo
yang dilakukan oleh
pemerintah

Sumber : Diskominfo Kabupaten Cilacap Tahun 2021
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15. persandian;

Urusan Pemerintahan Bidang Persandian sesuai dengan
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan
Daerah merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak
berkaitan dengan Pelayanan Dasar dimana kewenangan Pemerintah
Daerah, dalam hal ini Kabupaten Cilacap adalah Persentase Tingkat
Keamanan informasi pemerintah. Capaian indikator wurusan
persandian Kabupaten Cilacap tahun 2017 - 2021 bisa dilihat pada

tabel berikut ini:
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Tabel 2.72.
Capaian Indikator Kinerja Urusan Persandian

i . Sumber Capaian
Indikator Rumus/Formula Indikator Satuan .
Indikator | 2017 | 2018 2019 2020 2021
Persentase Tingkat jumlah nilai per area keamanan % Permenda
Keamanan informasi informasi/ jumlah area penilaian x gri NA NA NA NA NA
pemerintah 100% 18/2020

Sumber : Diskominfo Kabupaten Cilacap Tahun 2021

Berdasarkan hasil evaluasi dari tahun 2017-2021 untuk urusan persandian dengan indikator Presentase Pemanfaatan
persandian dalam rangka komunikasi antara Pemerintah Daerah di Kabupaten Cilacap belum mencapai target 100%.
Capaian evaluasi urusan persandian Kabupaten Cilacap bisa dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.73.
Capaian Evaluasi Indikator Kinerja Urusan Persandian

Indikator Kinerja Target % Capaian Status OPD
Program Program (Outcome) Satuan Akhir 2017 2018 2019 2020 2021 RPJMD s/d Capaian | Penanggung
RJMD Tahun 2021 Target Jawab
2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14
Program
Penyelenggaraan
Persandian Untuk
Pengamanan
Informasi
Presentase Pemanfaatan
persandian dalam
rangka komunikasi % 100 100 100 100 0 0 0 v Diskominfo
antara Pemerintah
Daerah

S —
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16. kebudayaan;

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah urusan kebudayaan terdapat 5 sub urusan
yang menjadi kewenangan urusan kebudayaan di pemerintah
kabupaten/kota. Sub urusan tersebut adalah: 1) kebudayaan; 2)
kesenian tradisional; 3) sejarah; 4) cagar budaya; dan J5)
permuseuman. Kebudayaan yang menjadi kewenangan daerah
adalah Pengelolaan kebudayaan yang masyarakat pelakunya dalam
daerah kabupaten/kota, pelestarian tradisi yang masyarakat
penganutnya dalam daerah kabupaten/kota, pembinaan lembaga
adat yang penganutnya dalam daerah kabupaten/kota. Pada sub
urusan kesenian tradisional kewenangan daerah adalah Pembinaan
kesenian yang  masyarakat pelakunya  dalam daerah
Kabupaten/Kota. Sub urusan sejarah yang sesuai dengan
kewenangan daerah adalah Pembinaan sejarah lokal, sedangkan
pada sub urusan cagar budaya adalah Penetapan cagar budaya
peringkat Kabupaten/Kota, Pengelolaan cagar budaya, dan
penerbitan ijin membawa cagar budaya keluar daerah
Kabupaten/Kota dalam satu Provinsi. Sub urusan Permuseuman

mengatur tentang pengelolaan museum yang dimiliki daerah.
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Tabel 2.74.

Capaian Indikator Kinerja Urusan Kebudayaan

. . . . Capaian
Indikator Kinerja Rumus/ Formula Indikator Satuan Sumber 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021
Persentase obyek pemajuan Jumlah obyek pemajuan kebudayaan Kabupaten yang
- : o . : . RPJMD
kebudayaan yang diimplementasikan dibagi Jumlah Jenis Objek Pemajuan % 2017-2022 30
diimplementasikan Kebudayaan Kabupaten X 100
Terlestarikannya Cagar Jumlah cagar budaya yang dilestarikan dibagi jumlah cagar o Permendagri
Budaya Yo 18 tahun 20,14
budaya terdata X 100 2020
Persentase objek pemajuan jumlah obyek pemajuan kebudayaan menurut UU No 5 tahun RPJMD
kebudayaan yang 2017) yang dikembangkan dibagi Oleh oleh Cilacap objek % 18,75 | 18,75 | 18,75 | 18,75 25
. . 2017-2022
dikembangkan pemajuan X 100
% Kesenian Tradisional yang Jumlah kesenian tradisional yang dibina dibagi jumlah o RPJMD
dibina kesenian tradisional yang ada X 100 & 2017-2022 | 438 | 43,8 | 438 | 25 | 438
% Cagar Budaya yang jumlah cagar budaya yang teregistrasi dibagi dengan jumlah o RPJMD
teregistrasi cagar budaya yang ada X 100 & 2017-2022 53 53 15,0 18,6 | 17,10
% sejarah lokal yang dibina jumlah sejarah lokal yang dibina dibagi jumlah sejarah lokal o RPJMD
yang ada X 100 & 2017-2022 4.8 4.8 4.8 4.8 6.7

Sumber : Dindikbud Kabupaten Cilacap, 2021

Berdasarkan hasil evaluasi dari tahun 2017-2021 untuk urusan Kebudayaan di Kabupaten Cilacap sudah mencapai

target yang ditetapkan di RPJMD. Capaian evaluasi urusan kebudayaan Kabupaten Cilacap bisa dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.75.

Capaian Evaluasi Indikator Kinerja Urusan Kebudayaan

Indikator Kineria Target % Capaian Status OPD
No Program Program (Outco 1;11 e) Satuan Akhir 2017 2018 2019 2020 2021 RPJMD s/d Capaian Penanggung
g RJMD Tahun 2021 | Target Jawab
1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14

Program Pengembangan

Kebudayaan

g:rlfiupan Fasilitasi % 10,67 2,96 8,42 9,2 0,8 0,8 194,28 . Dinas P dan K

Program Pengembangan

Kesenian Tradisional

S —
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Indikator Kineria Target % Capaian Status OPD
No Program Program (Outco 1:1 e) Satuan Akhir 2017 2018 2019 2020 2021 RPJMD s/d Capaian Penanggung
€ RJMD Tahun 2021 Target Jawab
1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14

gjrlfiupan Fasilitasi % 10,67 2,96 8,42 9,2 0,8 5,6 239,27 . Dinas P dan K

Program Pembinaan

Sejarah
Cakupan  Kajian % 13,91 12,91 13,41 13,41 3,08 3,08 22,14 v Dinas P dan K
Nilai Budaya

Program Pelestarian Dan

Pengelolaan Cagar Budaya
Persentase
Pelestarian Cagar % 7,38 1,55 6,97 11,63 21,87 21,87 296,34 ° Dinas P dan K
Budaya

S —
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17. perpustakaan;

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah urusan perpustakaan terdapat 2 sub urusan
yang menjadi kewenangan urusan perpustakaan di pemerintah
kabupaten/kota. Sub urusan tersebut adalah: 1) pengembangan
perpustakaan; dan 2) pengembangan budaya baca dan pembinaan
perpustakaan.

Kabupaten Cilacap pada urusan perpustakaan mempunyai 2
indikator, yaitu Nilai tingkat Kegemaran membaca masyarakat, dan
Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat. Berdasarkan 2 indikator di
atas Kabupaten Cilacap sampai tahun 2021 belum memiliki data,
karena merupakan indikator baru yang mengacu pada Permendagri
18 tahun 2020. Selengkapnya mengenai pelayanan urusan

perpustakaan dapat dilihat pada tabel berikut ini.
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Tabel 2.76.
Capaian Indikator Kinerja Urusan Perpustakaan

. . Sumber Capaian
Indikator Rumus/Formula Indikator Satuan Indikator 2017 2018 2019 2020 2021
Nilai tingkat Nilai tingkat kegemaran membaca % Permendagri
Kegemaran membaca | masyarakat yang diukur 18 th 2020/
masyarakat menggunakan survey/kajian Permendagri n/a n/a n/a n/a n/a
kegemaran membaca masyarakat 17 th 2021
Indeks Pembangunan % Permendagri
Literasi Masyarakat 5 UPLM X 100 18 th 2020/. n/a n/a n/a n/a n/a
ALM Permendagri
17 th 2021

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Arsip, Kabupaten Cilacap , 2021

Berdasarkan hasil evaluasi dari tahun 2017-2021 untuk urusan Perpustakaan di Kabupaten Cilacap dari empat (4)
indikator ada 1 indikator yang belum mencapai target yaitu Rasio pustakawan, tenaga teknis dan penilai yang memiliki

sertifikat dengan realisas akhir sebesar 43,49%.

Tabel 2.77.
Capaian Evaluasi Indikator Kinerja Urusan Perpustakaan
Indikator Kineria Program Target % Capaian Status OPD
Program (Outco 1;11 e) g Satuan Akhir 2017 2018 2019 2020 2021 RPJMD s/d Capaian Penanggung
RJMD Tahun 2021 Target Jawab
2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14
Program
Pembinaan
Perpustakaan
Rasio pengunjung perpustakaan per % 2,83 2,5 2,73 3,49 2,55 4,11 145,23 . Dinas Arpus
tahun persatuan penduduk
Koleksi ~ buku =~ yang tersedia % 0,40 0,54 0,53 0,51 0,5 0,49 122,50 . Dinas Arpus
diperpustakaan daerah
Rasio perpustakaan  per satuan % 0.61 0,56 0,53 0,61 0,65 0,64 104,92 . Dinas Arpus
penduduk
Rasio pustakawan, tenaga teknis dan % 51,00 0,39 11,76 19,97 33,36 43,49 85,07 v Dinas Arpus
penilai yang memiliki sertifikat
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18. kearsipan.

Capaian Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai
bahan pertanggung setiap aspek kehidupan berbangsa dan
bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan
publik dan kesejahteraan rakyat pada tahun 2021 sebesar 56,28%.
Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat
bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional Pasal 40 dan
Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 tahun 2009 tentang kearsipan
pada tahun 2021 sebesar 81%.

Secara rinci perkembangan pencapaian kinerja pembangunan
daerah Kabupaten Cilacap tahun 2021 pada urusan kearsipan

disajikan pada tabel berikut.
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Tabel 2.78.

Capaian Indikator Kinerja Urusan Kearsipan
. . Sumber Capaian
Indikator Rumus/Formula Indikator Satuan Indikator 2017 | 2018 | 2019 2020 2021
Tingkat keberadaan dan T = (m+b+g+a+c+i)/6 % Permendagri na na na na 56,28
keutuhan arsip sebagai T= tingkat keberadaan dan keutuhan arsip 18 thn 2020
bahan pertanggung setiap sebagai bahan pertanggungjawaban th (n-1)
aspek kehidupan berbangsa | m=tingkat kesesuaian kegiatan pemusnahan
dan bernegara untuk arsip dengan NSPK
kepentingan negara, b= tingkat kesesuaian kegiatan perlindungan
pemerintahan, pelayanan dan penyelamatan arsip dari bencana dengan
publik dan kesejahteraan NSPK
rakyat g= tingkat kesesuaian kegiatan penyelamatan
arsip perangkat daerah provinsi yang
digabungkan dan/atau dibubarkan dan
pemekaran daerah kabupaten/kota dengan
NSPK
a= tingkat kesesuaian kegiatan pencarian
arsip statis dengan NSPK
i= tingkat kesesuaian kegiatan penerbitan izin
penggunaan arsip yang bersifat tertutup
dengan NSPK
Tingkat ketersediaan arsip T = (atits+j)/4 % Permendagri na na na na 81
sebagai bahan akuntabilitas | T= tingkat ketersediaan arsip th (n-1) 18 thn 2020
kinerja, alat bukti yang sah a = persentase arsip aktif yang tlh dibuatkan
dan pertanggungjawaban dftr arsip
nasional Pasal 40 dan Pasal | i = persentase arsip inaktif yang tlh
59 Undang-Undang Nomor dibuatkan dftr arsip
43 tahun 2009 tentang s = persentase arsip statis yang telah
kearsipan dibuatkan sarana bantu temu balik
j = persentase jumlah arsip yg dimasukkan
dalam SIKKN melalui JIKN
Persentase Jumlah Arsip Jumlah arsip yang dilindungi dan % RPJMD na na na na 0
yang dilindungi dan diselamatkan dibagi Jumlah arsip yang 2017-2022-
diselamatkan seharusnya dilindungi dan diselamatkan
dikalikan 100
Persentase perangkat % na na na na 1,89
daerah yang mengelola arsip
sesuai NSPK

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Arsip, Kabupaten Cilacap , 2021
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Berdasarkan hasil evaluasi dari tahun 2017-2021 untuk
urusan persandian di Kabupaten Cilacap ada 4 indikator yaitu
Cakupan arsip yang berhasil dikelola, Prosentase perangkat daerah
yang mengelola arsip secara baku, Prosentase peningkatan SDM
pengelola kearsipan dan Tingkat layanan kunjungan layanan dan
wisata arsip. Dari 4 indikator tersebut ada 3 indikator yang belum
tercapai statusnya, yaitu Prosentase perangkat daerah yang
mengelola arsip secara baku dengan capaian sebesar 88,13%,
Prosentase peningkatan SDM pengelola kearsipan dengan capaian
sebesar 88,13% dan Tingkat layanan kunjungan layanan dan wisata
arsip dengan capaian sebesar 105,32%. Capaian evaluasi urusan

kearsipan Kabupaten Cilacap bisa dilihat pada tabel di bawah ini:
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Tabel 2.79.
Capaian Evaluasi Indikator Kinerja Urusan Kearsipan

%
h;{(::_lkeﬁ:r Target %ag?l;lag Status OPD
No Program Satuan Akhir 2017 2018 2019 2020 2021 Capaian Penanggung
Program s/d
RJMD Target Jawab
(Outcome) Tahun
2021
1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14
1. Program
Pengelolaan
Arsip

Cakupan arsip
yang berhasil | Berkas 109.000 20.000 24.000 17.000 17.000 17.000 87,16 v Dinas Arpus
dikelola
Prosentase
perangkat
daerah yang % 100 72 64,76 80 79 88,13 88,13 v Dinas Arpus
mengelola arsip
secara baku
Prosentase
gennﬁngkgzir;elola % 100 72 64,76 80 79 88,13 88,13 v Dinas Arpus
kearsipan
Tingkat layanan
kunjungan Kunjun 5.000 0 1.018 1.186 1.747 1.315 105,32 . Dinas Arpus
layanan dan gan
wisata arsip

S —
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2.3.2. Urusan Pemerintahan Pilihan
1. Kelautan dan perikanan;

Sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, kewenangan
pemerintah Kabupaten Cilacap pada urusan kelautan dan perikanan
mencakup sub urusan Perikanan Tangkap meliputi: (a) Pemberdayaan
nelayan kecil dalam Daerah, (b) Pengelolaan dan penyelenggaraan
Tempat Pelelangan Ikan (TPI); dan sub urusan Perikanan Budidaya
meliputi: (a) Penerbitan IUP di bidang pembudidayaan ikan, (b)
Pemberdayaan usaha kecil pembudidayaan ikan, dan (c) Pengelolaan
pembudidayaan ikan.

Kinerja perikanan budidaya ditunjukkan dengan produksi
perikanan budidaya yang fluktuatif dalam kurun waktu tahun 2017-
2021, dari sebanyak 9.846,33 ton pada tahun 2017 meningkat
menjadi sebesar 14.338,14 ton pada tahun 2021. Kinerja produksi
perikanan tangkap menunjukkan angka yang fluktuatif, dari tahun
2017 sebesar 26.810,00 ton menjadi sebesar 25.759,12 ton pada
tahun 2021.

Rata-rata tingkat konsumsi ikan masyarakat menunjukkan
peningkatan dari sebesar 24,13 kg/kapita/tahun pada tahun 2017
menjadi sebanyak 28,95 kg/kapita/tahun pada tahun 2021. Hal ini
masih lebih rendah dari rata-rata Jawa Tengah (2020) sebesar 33 Kg/
per kapita/ tahun. Upaya peningkatan konsumsi ikan dipengaruhi
oleh pemahaman masyarakat akan nilai gizi ikan dan daya beli
masyarakat serta “budaya makan ikan” belum menyebar ke seluruh
lapisan masyarakat. Secara rinci Kinerja Urusan Kelautan dan
Perikanan Kabupaten Cilacap Tahun 2017 — 2021 dapat dilihat pada

tabel berikut ini.
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Tabel 2.80.
Capaian Urusan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Cilacap Tahun 2017-2021

. . Sumber Capaian
Indikator Rumus/Formula Indikator Satuan Indikator 2017 2018 2019 2020 2021
Jumlah kelompok nelayan yang
mendapatkan pembinaan s.d
Cakupan Bina Kelompok tahun n di bagi jumlah total Persentase RPJMD na na na na 10
Pembudidaya Ikan kelompok nelayan di kali 100%. 2017-2022
Jumlah total kelompok nelayan :
250 kelompok
Jumlah Kelompok Pembudidaya
Ikan yang mendapatkan RPJMD
Cakupan bina kelompok pembinaan s.d tahuq n di ‘pagi . 2017-2022
nelayan jumlah total pembudidaya ikan di | Persentase dan na na na na 10
kali 100%. Jumlah Total Permendagri
Pembudidaya Ikan : 250 86/2017
Pokdakan
Cakupan Kelompok Jumlah Kelompok Masyarakat
Masyarakat Pengawas Aktif | Pengawas yang Aktif s.d tahun n
di bagi jumlah total Kelompok
A RPJMD
Masyarakat Pengawas Aktif di Persentase 2017-2022 na na na na 9,68
kali 100%. Jumlah Total
Kelompok Masyarakat Pengawas
Aktif : 31 Kelompok
Cakupan Bina Kelompok Jumlah kelompok nelayan yang
Pengolah dan Pemasar Hasil | mendapatkan pembinaan s.d
Perikanan tahun n di bagi jumlah total Persentase RPJMD na na na na 778
kelompok nelayan di kali 100%. 2017-2022 ’
Jumlah total kelompok nelayan :
250 kelompok
Jumlah Total Produksi 40.098,17
Perikanan (Tangkap dan ton/tahun
Budidaya)
Produksi Perikanan Ton/Tahun 25.759,12
Tangkap
Produkm perikanan Ton/Tahun 14.339,04
budidaya
Angka konsumsi ikan kg/kapita 28,95

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Cilacap, 2021
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Untuk kinerja RPJMD tahun 2017-2022 urusan Kelautan dan Perikanan terlihat dari 4 program dengan 9 indikator,

menunjukkan sampai dengan tahun 2021 sebanyak 7 indikator belum dapat tercapai. Diharapkan pada tahun 2022 semua

target akan tercapai. Adapun indikator tersebut adalah :

Untuk lebih jelasnya mengenai capaian indikator program RPJMD Kabupaten Cilacap tahun 2017-2022 dapat dilihat

dalam tabel berikut ini.

Tabel 2.81.
Capaian Indikator Program RPJMD Kabupaten Cilacap Urusan Kelautan dan Perikanan

Indikator Kineria Target % Capaian Status OPD
No Program Program (Outco 1;11 e) Satuan Akhir 2017 2018 2019 2020 2021 RPJMD s/d | Capaian Penanggung
g RJMD Tahun 2021 | Target Jawab
1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14
1. Program Pengelolaan
Perikanan Tangkap
Persentase TPl yang Dinas
memiliki pelayanan % 100 63,64 63,64 72,73 81,82 90,91 90,91 v .
. Perikanan
minimal
5 - -
%  Cakupan  Bina % 100 64,78 80,3 87,16 93,13 99,10 99,10 v Dinas
Kelompok Nelayan Perikanan
2. Program Pengelolaan
Perikanan Budidaya
Presentase Penyedia
Benih (UPR dan Balai Dinas
Benih) yang mampu % 75 15 24,2 35,48 45,16 61,29 81,72 v .
. . Perikanan
menyediakan benih
berkualitas
Presentase Cakupan Dinas
Bina Kelompok % 79,22 37,90 53,42 56,16 65,30 74,2 93,66 v .
. Perikanan
Pembudidaya Ikan
Program Pengawasan
3 Sumber Daya
’ Kelautan Dan
Perikanan
Presentase Kelompok Dinas
Masyarakat Pengawas % 100 0 63,2 68,42 84,21 94,74 94,74 v .
AKtif Perikanan
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Indikator Kineria Target % Capaian Status OPD
No Program Program (Outco 1:1 e) Satuan Akhir 2017 2018 2019 2020 2021 RPJMD s/d | Capaian Penanggung
g RJMD Tahun 2021 Target Jawab
1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14
4. Program Pengolahan
Dan Pemasaran Hasil
Perikanan

% Bina Kelompok Dinas

Pengolah dan Pemasar % 85,15 34,95 45,5 55,45 65,35 80,89 95,73 v .
Perikanan

Ikan

% Kelompok Pengolah

dan Pemasar ikan yang | o 38,61 11 16,83 | 20,79 | 20,79 | 32,67 84,62 v Dinas

mendapat fasilitasi Perikanan

memperoleh ijin

% Desa / Kelurahan yang Dinas

terfasilitasi gemar makan % 12,32 3,52 5,28 7,75 10,21 12,68 102,92 ° .

ikan Perikanan

Produlsi garam Rakyat Ton 20 NA 7,8 26,2 10 15,19 295,95 . Dinas
Perikanan
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2. pariwisata;

Berdasarkan arahan kebijakan nasional pembangunan
pariwisata dan ekonomi kreatif memiliki peran strategis sebagai daya
ungkit tinggi terhadap meningkatnya pemulihan perekonomian
nasional. Pelaksanaan urusan pariwisata berdasarkan Undang-
Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan

. kewenangan pariwisata dan ekonomi kreatif mencakup empat (4) sub
urusan meliputi : (1) sub urusan destinasi wisata; (2) pemasaran
pariwisata; (3) pengembangan ekonomi kreatif; (4) pengembangan
sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif. Potensi
unggulan pariwisata dan ekonomi kreatif di Kabupaten Cilacap perlu
semakin dikembangkan terutama berbasis wisata alam, wisata buatan
dan wisata budaya serta potensi ekonomi kreatif berbasis seni budaya
masyarakat.

Banyaknya destinasi wisata di Kabupaten Cilacap sebanyak 16
obyek wisata dengan jumlah wisatawan paling banyak (tahun 2021) di
THR Teluk Penyu, Benteng Pendem dan Air Panas Cipari dan terdapat
22 desa wisata yang sedang dikembangkan Dinas Pemuda, Olahraga
dan Pariwisata. Seiring dengan perkembangan pariwisata tidak lepas
dari upaya meningkatnya jumlah obyek wisata yang dipromosikan,
pengembangan dan inovasi serta pemasaran obyek wisata perlu
mendapatkan perhatian di Kabupaten Cilacap. Pemerintah Kabupaten
Cilacap memberikan kesempatan bagi partisipasi masyarakat untuk
berekspresi, berpromosi dan berinteraksi guna mengembangkan ide
dan gambaran untuk perkembangan pariwisata dan ekonomi kreatif
agar potensi unggulan daerah semakin dikenal. Perkembangan

pariwisata tahun 2017- 2021 dikemukakan sebagai berikut :
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Tabel 2.82.
Capaian Indikator Kinerja Urusan Pariwisata

Capai
Indikator Rumus/Formula Indikator Satuan Su.m ber apatan
Indikator 2017 2018 2019 2020 2021
. . Jumlah objek wisata yang .
Pgrsentas'e Objik wisata yang dipromosikan dibagi seluruh % Permendagri 52,5 70 85 85 90,32
dipromosikan (%) objek x 100 (%) 86/2017
Persentase peningkatan Jumlah wisatawan tahun n
perjalanan wisatawan dikurang jumlah wisatawan % RPJMD 2017 9 0 14.67 0 10
nusantara yang datang ke N-1 dibagi wisatawan tahun ° - 2022 ’
Kabupaten/kota N-1 x 100%
Persentase Sub Sektor
. . Persentase Sub Sektor
Ekonomi Kreatif (semua 17 Ekonomi Kreatif dibagi 17 % RPJMD 2017 0 0 0 0 0,29
subsektor) yang - 2022
subsektor x 100%
dikembangkan (%)
Jumlah pelaku ekraf yang
Persentase pelaku ekrafyang | 45000/ gijatih keterampilan % RPIJMD 2017 |6 45 42,1 65,75 | 97,36 | 52
dibina/ dilatih keterampilan dibagi pelaku ekraf x 100% - 2022
Jumlah pendapatan dari
PAD Sektor Pariwisata retribusi tempat rekreasi (]'Efa) RPJ_NS(:))222017 2,5 2,75 407,2 213,5 172,3
pertahun
Kontribusi sektor Pariwisata | Jumlah pendapatan sektor o
terhadap PAD pariwisata di bagu total PAD % Na Na Na na 0,01

Sumber : Disporapar Kabupaten Cilacap Tahun 2021

Sedangkan capaian kinerja Urusan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam RPJMD Kabupaten Cilacap Tahun 2017 -

2022, dapat dikemukakan sebagai berikut :
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Capaian Evaluasi Indikator Kinerja Urusan Pariwisata

Tabel 2.83.

Indikator Kinerja Target % Capaian Status OPD
No Program Program (Outcome) Satuan Akhir 2017 2018 2019 2020 2021 RPJMD s/d Capaian Penanggung
RJMD Tahun 2021 Target Jawab
1. Program Pemasaran Pertumbuhan Kunjungan % 10 19 10 14.67 10.36 10 100.00 o Disporapar
Pariwisata wisata ’ ’ ’
2. Program Peningkatan Jumlah OW Memiliki .
Dayga Tarik Desgtinasi Kondisi baik ow 8 2 ! 2 1 1 87,50 v Disporapar
Pariwisata Jumlah Desa Wisata yang Desa 10 B 6 6 17 29 220 o Disporapar
dikembangkan
Jumlah kerjasama
pengelolaan destinasi MoU 24 19 22 26 7 22 91,66 v Disporapar
pariwisata
3. Program Jumlah Desa wisata yang
Pengembangan Sumber | dikembangkan Desa 10 . 6 6 17 29 220 o Disporapar

Daya Pariwisata Dan
Ekonomi Kreatif

Dalam RPJMD Kabupaten Cilacap terkait dengan urusan kewenangan pariwisata dan ekonomi kreatif terdapat tiga

program yang dilaksanakan, dengan capaian kinerja secara umum termasuk baik. Terdapat lima indikator capaian kinerja

pariwisata diketahui empat tercapai dan hanya satu indikator belum tercapai seuai target akhir perencanaan yaitu jumlah

obyek wisata yang memiliki kondisi baik sampai dengan tahun 2021 baru tercapai sebasar 87,5% disebabkan hanya 1 obyek

wisata yang termasuk kondisi baik.
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3. pertanian;

Kewenangan urusan pertanian sesuai dengan Undang-Undang
Nomor 23 tahun 2014 mencakup sub urusan Sarana Pertanian,
Prasarana Pertanian, Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat
Veteriner, Pengendalian dan Penanggulangan bencana pertanian, dan
Perizinan Usaha Pertanian. Pertanian mencakup tanaman pangan,
tanaman hortikultura, perkebunan, dan peternakan.

Masyarakat Kabupaten Cilacap sebagian besar memiliki mata
pencaharian sebagai petani (dalam arti luas) yang meliputi usaha
tanaman pangan, tanaman hortikultura, perkebunan, dan peternakan.
Sedangkan wurusan kewenangan pertanian Kabupaten Cilacap
mencakup enam (6) sub urusan yaitu : Sarana Pertanian, Prasarana
Pertanian, Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner,
Pengendalian dan Penanggulangan bencana pertanian, dan Perizinan
Usaha Pertanian.

Produksi tanaman pangan terutama diarahkan pada Produksi 7
Komoditas Tanaman Pangan (Padi, Jagung, Kedelai, Kc. Tanah, Kc.
Hijau, Ubi Kayu, Ubi Jalar), tahun 2021 jumlah produksinya mencapai
1.001.195 ton. Jumlah Produksi 10 Komoditas Hortikultura (Cabe,
Jeruk, Sukun, Pepaya, Manggis, Semangka, Jahe, Jamur, Pisang,
Bawang Merah) tahun 2021 sebesar 24.370 ton.

Jumlah Populasi Ternak (Ternak Besar, Ternak Kecil, Unggas)
tahun 2021 sebanyak 8.571.257ekor, meingkat dibandingkan tahun
2020 yang mencapai sebesar 7.736.992 ekor. Angka Kesakitan Ternak
sejak tahun 2017-2021 cenderung mengalami penurunan, tahun 2017
sebesar 12,125% menjadi 11,675% pada tahun 2021.

Secara rinci kinerja Urusan Pertanian Kabupaten Cilacap Tahun

2017 - 2021 tercantum pada tabel berikut ini.
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Tabel 2.84.
Capaian Urusan Pertanian Kabupaten Cilacap Tahun 2017-2021

. . Sumber Capaian
Indikator Rumus/Formula Indikator Satuan Indikator 2017 2018 2019 2020 2021
. Jumlah Produksi 7 Komoditas Tanaman
Produksi Tanaman Pangan (Padi, Jagung, Kedelai, Kc. Tanah, Kc. |  ton RPJMD 1.032.311 | 1.091.185 | 929.099 | 1.082.941 | 1.001.576
Pangan - . . 2017-2022
Hijau, Ubi Kayu, Ubi Jalar)
Jumlah Produksi 10 Komoditas Hortikultura
Produksi Tanaman (Cabe, Jeruk, Sukun, Pepaya, Manggis, RPJMD
Hortikultura Semangka, Jahe, Jamur, Pisang, Bawang ton 2017-2022 43.725,4 66.278,9 57.601,7 62.252,7 67.816,5
Merah)
. Jumlah Populasi Ternak (Ternak Besar, RPJMD
Populasi ternak Ternak Kecil, Unggas) ekor 2017-2022 8.121.102 | 5.057.839 | 8.037.179 | 7.736.992 | 8.571.257
Kemampuan jaringan irigasi yang dibangun
Persentase gﬁ i irioasi | WOtk mengairi sawah (Ha) dibagi Total Luas % B o 6,20 6,84 7,52 8,5 9
pelay J g g Lahan sawah (Ha) x 100%
Jumlah kejadian penyakit/kasus tahun
Persentase Penurunan berjalan (t) — jumlah kejadian/kasus penyakit .
L1 Permendagri
kejadian dan hewan menular tahun sebelumnya (t-1)
. % 18 tahun na na na na 24,8
Jumlah kasus penyakit | ------------mmmmo- x 100% 2020
hewan menular Jumlah kejadian/kasus penyakit hewan
menular tahun sebelumnya (t-1)
Persentase Bencana Jumlah Bencana Pertanian yang ditangani RPJMD
Pertanian yang dibagi jumlah bencana di Kabupaten Cilacap % 100 100 100 100 100
: 2017-2022
Tertangani x 100%
Persentase Peningkatan Jumlah Ke'lompc.)k tani yang memngkgt . o RPJMD
kelas kelompok tani kelasnya dibagi jumlah kelompok tani di ) 2017-2022 5 5 7 6,5 7
Kabupaten Cilacap x 100%
Produksi Komoditas Angka produksi komoditas perkebunan (8 RPJMD
Perkebunan komoditas) dalam tahun n Ton 2017-2022 59.711,52 | 57.574,82 | 60.855,00 | 61.638,53 | 61.871,25
Produktivitas Pertanian 64,92
per hektar per tahun Kw/ha na na na na
(padi)
Produksi Tanaman padi Ton na na na na 832.442
Produktivitas cabai (cabai 74,02
- Kw/ha na na na na
rawit)
Produksi Tanaman cabai 9.308,1
] Ton na na na na
(aneka cabai)
Populasi ternak (Sapi, ekor na na na na 211.670
Kambing, dan Domba)
Produksi daging Ton na na na na 7.888

Sumber: Dinas Pertanian, Dinas Pangan dan Perkebunan Kabupaten Cilacap, 2021

- |
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Untuk kinerja RPJMD tahun 2017-2022 urusan Pertanian terlihat dari 5 program dengan 16 indikator menunjukkan

sampai dengan tahun 2021 sebanyak 13 indikator belum dapat tercapai. Dari 13 indikator yang belum tercapai sebanyak

1 indikator menunjukkan prioritas yang harus diselesaikan dalam periode berikutnya. Adapun indikator tersebut adalah :

1. Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian dengan indikator Jumlah produksi telur sebesar 44,59%

Untuk lebih jelasnya mengenai capaian indikator program RPJMD Kabupaten Cilacap tahun 2017-2022 dapat dilihat

dalam tabel berikut ini.

Tabel 2.85.
Capaian Indikator Program RPJMD Kabupaten Cilacap Urusan Pertanian

Indikator Kinerja Target % Capaian Status OPD
No Program Program (Outcome) Satuan Akhir 2017 2018 2019 2020 2021 RPJMD s/d | Capaian | Penanggung
RJMD Tahun 2021 Target Jawab
1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14
1. Program Pengendalian
Kesehatan Hewan Dan
Kesehatan Masyarakat
Veteriner
Angka Kesakitan % 11,825 12,125 11,4 11,90 11,70 11,675 102,14 . Dispertan
Ternak
2. Program Penyuluhan
Pertanian
Persentase
Peningkatan kelas % 7,5 5 5 7 6,5 7,05 94,00 v Dispertan
kelompok tani
Cakupan ~ Binaan % 23 20 20 21 22 22,05 95,87 v Dispertan
Kelompok Tani
3. Program  Penyediaan
Dan Pengembangan
Sarana Pertanian
Jumlah Kemitraan
Pemasaran Tanaman | kerjasama 26 3 4 4 S 5 80,76 v Dispertan
Pangan
Jumlah Kemitraan
Pemasaran kerjasama 8 0 1 2 2 2 87,5 v Dispertan
Hortikultura
Populasi ternak : ekor 8.808.491 | 8.121.102 | 5.057.839 | 8.037.178 | 7.736.992 | 8.571.257 97,31 v Dispertan
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Indikator Kinerja Target % Capaian Status OPD
No Program Program (Outcome) Satuan Akhir 2017 2018 2019 2020 2021 RPJMD s/d | Capaian | Penanggung
RJMD Tahun 2021 Target Jawab
1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14
Produksi Hasil Ternak :
(;:glilrrlzl‘f‘h produlksi Ton 8.981 7.352 7.644 8.475 7.717 8292 92,33 v Dispertan
t'gh‘ﬁnlah produlksi ton 10.048 5.601 5.599 3.213 4.208 4430 44,09 v Dispertan
gg;qnézﬁran PE;T;:E:E kerjasama 10 1 1 2 2 2 80,00 v Dispertan
gg‘;g;l;& Tanaman ton 6.350.797 | 1.032.311 | 1.091.185 | 927.031 1.057.153 | 1.001.196 80,27 v Dispertan
Elroor‘ii‘f{isliura Tanaman ton 113.834 18.046 18.723 | 29.165,82 | 27.371 24.730 103,69 . Dispertan
4. Program  Penyediaan
Dan Pengembangan
Prasarana Pertanian
Persentase Petani yang
mendapatkan Fasilitasi % 1,113 0,872 17,004 1,19 1,01 1,10 98,83 v Dispertan
Pembiayaan Pertanian
Persentase Luas
pelayanan Jaringan % 9,5 6,20 6,84 7,52 8 9 94,74 v Dispertan
Irigasi
]&Ei;abﬂ]ﬁ;?n yang Ha 45 7,5 6,84 2 9 9,75 77,97 v Dispertan
Jumlah Teknologi
Pertanian yang Buah 15 12 12 12 15 15 100,00 ° Dispertan
diterapkan
Persentase Penyaluran
Pupuk Bersubsidi dan % 100 100 100 100 100 100 100,00 ° Dispertan
Pestisida tepat Sasaran
S. Program Pengendalian
Dan Penanggulangan
Bencana Pertanian
Persentase Petani yang
mendapatkan Fasilitasi % 1,113 0,872 17,004 1,19 1,01 1,09 97,93 v Dispertan
Pembiayaan Pertanian
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4. perdagangan;

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah urusan Perdagangan terdapat 5 sub urusan
yang menjadi kewenangan urusan Perdagangan di pemerintah
kabupaten/kota. Sub urusan tersebut adalah: 1) perizinan dan
pendaftaran perusahaan; 2) sarana distribusi perdagangan; 3)
stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting; 4)
pengembangan ekspor; 5) standarisasi dan perlindungan konsumen
dan 6) penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri.

Capaian kinerja urusan perdagangan tahun 2017-2021 dapat
dilihat dari capaian indikator Persentase pelaku usaha yang
memperoleh izin sesuai ketentuan, Persentase sarana distribusi
perdagangan yang direhabilitasi, Persentase pengelola sarana
distribusi perdagangan yang dibina, Persentase ketersediaan data
harga barang kebutuhan pokok, Persentase kinerja realisasi pupuk,
cakupan pelaku usaha yang memiliki potensi ekspor, cakupan bina
kelompok pedagang/usaha informal dan cakupan alat ukur takar
timbang dan perlengkapan yang di tera.

Data yang ada menunjukkan rata-rata indikator menunjukkan
adanya peningkatan kecuali indikator Cakupan Bina Kelompok
Pedagang/Usaha Informal menunjukkan penurunan dari 0,28% di
tahun 2017 menjadi 0,1% di tahun 2021. Untuk pertumbuhan Sub-
sektor Perdagangan Besar dan Eceran, bukan mobil dan sepeda motor
terhadap PDB tahun 2021 menunjukkan adanya penurunan
dibandingkan dengan tahun sebelumnya, sedangkan pertumbuhan
Ekspor Industri Pengolahan non migas menunjukkan peningkatan
dari 3.54% di tahun 2019 menjadi 5.35% di tahun 2020.

Capaian Indikator Program RPJMD Kabupaten Cilacap untuk
Urusan Perdagangan sampai dengan tahun 2021 menunjukkan dari 5
program dengan 6 indikator terdapat 1 indikator yang belum tercapai
yaitu Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan dengan
indikator Prosentase Pasar Rakyat yang memenuhi kriteria pasar baik

dengan capaian sebesar 95,83%.
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Tabel 2.86.

Capaian Urusan Perdagangan Kabupaten Cilaca

Tahun 2017-2021

Indikator . Capaian
Rumus / Formula Indikator Satuan Sumber 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021
Persentase pelaku usaha yang Jumlah pelaku usaha yang telah memiliki Permendagri
memperoleh izin sesuai dengan izin sesuai dengan ketentuan 100% % 18 tahun na na na 21,76 | 18,78
ketentuan Jumlah pelaku usaha di wilayah Kab/Kota 2020
Sarana Distribusi yang dibangun dan
Persentase sarana distribusi direhabilitasi/ direvitalisasi sampai dengan Permendagri
erdacancan vane direhabilitasi tahun n 100% % 18 tahun 12,50 | 20,83 | 10,42 | 27,08 | 33,33
P gangan yang Jumlah target sarana distribusi yang 2020
direhab/revitalisasi dalam 1 periode
Jumlah pengelola sarana distribusi
PD?rfggtas'eppegngla . perdagangan yang dibina 100% | % RPIMD | 19 54 | 19,24 | 19,24 | 19,24 | 19,24
dil‘sirlia ust rerdagangan yang Jurglah pengelola sa(;ana distribusi ? ° 2017-2022 ’ ’ ’ ’ ’
perdagangan yang ada
Persentase ketersediaan data Jumlah Hari Pemantauan RPJMD
harga barang kebutuhan pokok | Hari kerja 100% % 2017-2022 100 100 100 100 100
S L Realisasi Permendagri
gﬁrfﬁtase Kinerja Realisasi 100% % 18 tahun na na na | 26,81 50,94
p RDKK 2020
Jumlah pelaku usaha yang melakukan
Cakupan pelaku usaha yang ekspor 100% % Permendagri 0.80 1.60 20 24 24
memiliki potensi ekspor Jumlah pelaku usaha yang memiliki 86/2017 ’ ’ ’ ’ ’
potensi ekspor
Jumlah kelompok pedagang/pelaku usaha
Cakupan Bina Kelompok yang mendapat bantuan binaan pemda Permendagri
Pedagpang/Usaha Infolf*mal tahun n 100% % 86/2017g 0,28 0,32 0,34 0,36 0,1
Jumlah kelompok pedagang/pelaku usaha
Persentase alat-alat ukur, takar, | UTTP yang sudah di Tera/ Tera Ulang
timbang dan perlengkapannya Permendagri
(UTTP) }gfang dpi tera/g terg ulaflg Potensi UTTP 100% % 18/ 202(g) ) 20 37 31 59
dalam tahun berjalan
Pertumbuhan Sub-sektor
Perdagangan Besar dan Eceran, | gpgq % SIPD 6.74 | 7.63 | 6.97 | 4.97 | -1,17
bukan mobil dan sepeda motor
terhadap PDB
Persentase pertumbuhan
perdagangan barang kebutuhan % na na na na 4,91
pokok dan barang penting

Sumber : Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Cilacap, Tahun 2021
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Tabel 2.87.
Capaian Indikator Program RPJM Kabupaten Cilacap Urusan Perdagangan

%
Capaian
. . . Target Status OPD
No Program Indikator Kinerja | o i0n | Akhir 2017 2018 2019 2020 2021 RPIMD | . paian | Penanggung
Program (Outcome) s/d
RJMD Target Jawab
Tahun
2021
PHrsfr:rgaigiblllsaSI Ketersediaan
1. g g informasi harga dan % 100 100 100 100 100 100 100,00 ° DPKUKM
Kebutuhan Pokok Dan S .
. distribusi
Barang Penting
. . | cakupan ukur takar
Program Standardisasi timbane dan
2. Dan Perlindungan g % 50 - 20 37 30,48 47 94 v DPKUKM
perlengkapannya
Konsumen ;i
yang ditera
3. |Program Nilai Ekport non USS | 35617 | 27.071 | 28.154 | 72.448 | 6.040 | 62.362 | 202,63 . DPKUKM
Pengembangan Ekspor | migas (.000)
Program Penggunaan o
4. | Dan Pemasaran Nilai Ekport non USS | 35617 | 27.071 | 28.154 | 72.448 | 6.040 | 62.362 | 202,63 . DPKUKM
. migas (.000)
Produk Dalam Negeri
Prosentase Pasar
Program Peningkatan Rakyat yang
. . SP % 75,75 63,63 66,67 69,69 69,66 72,72 96 v DPKUKM
S. Sarana Distribusi memenuhi kriteria
Perdagangan pasar baik
PKL yang dibina klpk 4 0 0 2 24 24 1250 . DPKUKM
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5. perindustrian;

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah urusan perindustrian terdapat 3 sub urusan
yang menjadi kewenangan urusan perindustrian di pemerintah
kabupaten/kota. Sub urusan tersebut adalah: 1) perencanaan
pengembangan industri; 2) perizinan; dan 3) sistem informasi industri
nasional.

Gambaran capaian kinerja urusan perindustrian di Kabupaten
Cilacap menunjukkan adanya peningkatan terutama untuk indikator
yang penting dalam upaya mendukung pertumbuhan ekonomi.
Indikator tersebut adalah pertumbuhan PDB Sektor Industri
pengolahan Nonmigas dimana pada tahun 2017 sebesar 6,62%
meningkat menjadi 9,21% di tahun 2020. Demikian juga untuk
indikator persentase kontribusi sektor industri pengolahan Non migas
terhadap PDB di tahun 2020 sebesar 33,10% naik dari tahun 2016
yang sebesar 31,96%. Untuk indikator jumlah tenaga kerja sektor
industri pengolahan nonmigas menunjukkan peningkatan dari
179.124 orang di tahun 2017 menjadi 229.596 orang di tahun 2021.
Untuk lebih jelasnya gambaran kinerja urusan perindustrian di

Kabupaten Cilacap dapat dilihat pada tabel berikut ini.
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Tabel 2.88.
Capaian Kinerja Perindustrian Kabupaten Cilacap Tahun 2017-2021

. Capaian

Indikator Satuan o517 2018 2019 2020 2021
Pertumbuhan Jumlah Industri Kecil dan Menengah % 5,5 4 6,5 5,49 8,01
Persentase sentra industri terbina % 100 86,88 100 65 100
Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah
Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang % NA NA NA 1,47 1,47
dikeluarkan oleh instansi terkait
Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini % NA NA NA 70 70
Persentase pertumbuhan PDB Sektor Industri pengolahan Nonmigas % 6,62 6,35 6,05 9,21 1,18

Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Cilacap, 2021

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan indikator kinerja daerah urusan Perindustrian tahun 2021 terhadap target akhir
RPJMD Tahun 2017-2022 sebanyak 1 indikator sudah tercapai, yaitu persentase sentra industri terbina. Indikator tersebut
sampai dengan tahun 2021 sudah tercapai 100%

Tabel 2.89.

Hasil Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Daerah Urusan Perindustrian Tahun 2021
terhadap Target Akhir RPJMD Tahun 2017-2022

Indikator Kinerja Target % Capaian Status OPD
No Program Program (Outcome) Satuan Akhir 2017 2018 2019 2020 2021 RPJMD s/d Capaian Penanggung
RJMD Tahun 2021 Target Jawab
1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14

Program Perencanaan dan

Pembangunan Industri
Persentase sentra | o 100 100 100 100 65 100 100,00 . Disnakerin
industri terbina
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2.3.3. Urusan Penunjang Pemerintah
1. perencanaan;

Perencanaan pembangunan daerah merupakan urusan
penunjang yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 24
Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
(SPPN). Indikator urusan penunjang perencanaan terdiri dari
persentase penelitian dan pengembangan yang diimplementasikan
Persentase Realisasi Sasaran Pembangunan, persentase
pencapaian realisasi target Program tahunan, persentase
kesesuaian RKPD dengan RPJMD, persentase realisasi indikator
OPD di bawah Rumpun Pemerintahan dan kesejahteraan,
persentase realisasi indikator OPD di bawah rumpun
perekonomian, persentase realisasi indikator OPD di bawah
rumpun infrastruktur, persentase dokumen penelitian dan
pengembangan yang terintegrasi dengan RKPD, persentase OPD
memiliki inovasi dalam mencapai tema kelitbangaan. Pada tahun
2021, rata-rata capaian indikator kinerja urusan penunjang

perencanaan belum optimal.
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Tabel 2.90.
Capaian Kinerja Penunjang Perencanaan Tahun 2017-2021

Infrastruktur

dengan jumlah indikator Program DI OPD
yang didampingi

. . Sumber Capaian
Indikator Rumus/Formula Indikator Satuan Indikator 2017 2018 2019 2020 2021
. . 60% capaian sasaran pemda (mencapai atau
Tingkat ketercapaian melebihi target) + 40% capaian program
perencanaan . % Na 64,8 68,8 63,5 63,3
pembangunan daerah (mencapai atau
pembangunan daerah melebihi target)
o Realisasi Sasaran jumlah realisasi indikator sasaran yang
° tercapai (Sangat Tinggi dan Tinggi) dibagi % 97,78 | 93,33 | 97,78 | 91,11 | 82,86
Pembangunan dengan jumlah indikator Sasaran
% pencapaian realisasi jumlah realisasi indikator Program yang
°p b tercapai (Sangat Tinggi dan Tinggi) dibagi % 94,90 | 87,12 | 90,18 | 82,79 | 84,02
target Program tahunan . ..
dengan jumlah indikator Program
% realisasi indikator OPD | jumlah realisasi indikator Program yang
dibawah Rumpun tercapai (Sangat Tinggi dan Tinggi) dibagi o
Pemerintahan dan dengan jumlah indikator Program DI OPD % 93,47 | 86,19 | 78,30 | 77,88 | 82,71
kesejahteraan yang didampingi
% selisas indkaior Opp. | Jamiah eeloes ity Foran e
dibawah rumpun bai [>angat 11ngg &8 g % 91,07 | 80,88 | 92,00 | 86,67 | 86,67
Perekonomian dengar} Jumle}h 1.nd1kator Program DI OPD
yang didampingi
2 selisas indkaior Opp. | Jamiah eeloes ity Froran e
dibawah rumpun p g 8 &8 g % 95,74 | 89,80 | 91,84 | 93,75 | 85,71

Sumber Bappeda Kabupaten Cilacap, 2021

Berdasarkan hasil evaluasi dari tahun 2017-2021 untuk urusan perencanaan di Kabupaten Cilacap ada 5 indikator,

dari 5 indikator tersebut ada 1 indikator yang belum tercapai statusnya, yaitu Tingkat ketercukupan data/informasi untuk

perencanaan. Capaian evaluasi urusan perencanaan Kabupaten Cilacap bisa dilihat pada tabel di bawah ini:
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Tabel 2.91.

Capaian Indikator Program RPJMD Kabupaten Cilacap Urusan Perencanaan

Indikator Kinerja Target % Capaian Status OPD
No Program Program (Outcome) Satuan Akhir 2017 2018 2019 2020 2021 RPJMD s/d Capaian Penanggung
RJMD Tahun 2021 Target Jawab
1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14
1. Program Perencanaan,
Pengendalian Dan
Evaluasi Pembangunan
Daerah
Persentase program RKPD
yang sesuai dengan % 100 100 100 100 100 100 100,00 ° Bappeda
Program RPJMD
Tingkat ketercukupan
data/informasi untuk % 100 85 90 100 100 95 95,00 v Bappeda
perencanaan
2. Program Koordinasi Dan
Sinkronisasi
Perencanaan
Pembangunan Daerah
Persentase Pemanfaatan
Dokumen Perencanaan % 100 100 100 100 100 100 100,00 . Bappeda
Pembangunan Ekonomi
Persentase Pemanfaatan
Dokumen  Perencanaan | o 100 100 100 100 100 100 100,00 . Bappeda
Pembangunan Sosial
Budaya
Persentase Pemanfaatan
Dokumen Perencanaan
Prasarana Wilayah dan % 100 100 100 100 100 100 100,00 ° Bappeda
Sumber Daya Alam
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2. keuangan;

Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah
dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat
dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat
dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah
tersebut. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan
yang  meliputi  perencanaan, penganggaran, pelaksanaan,
penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan
Keuangan Daerah.

Kebijakan otonomi daerah memberikan kewenangan yang lebih
besar Pemerintah Kabupaten Cilacap dalam pengelolaan keuangan
dan aset daerah. Dalam rangka meningkatkan kinerja pembangunan
daerah, pemerintah Kabupaten Cilacap berupaya meningkatkan
penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) berupa pajak daerah,
retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan
lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Data indikator Kinerja pengelolaan keuangan dan aset daerah
Pemerintah Kabupaten Cilacap tahun 2017-2021 dapat dilihat pada
tabel berikut:
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Tabel 2.92.
Capaian Kinerja Penunjang Keuangan Tahun 2017-2021

. . Sumber Capaian
Indikator Rumus/Formula Indikator Satuan Indikator 2017 2018 2019 2020 2021
Deviasi realisasi belanja Nilai absolut dari Total belanja dalam Permendaeri
terhadap belanja total dalam | realisasi dibagi total belanja APBD % 18/2020g -0,072 | -0,084 | -0,092 | -0,242 | -0.060
APBD dikurangi satu dikali 100%
Deviasi realisasi PAD Nilai absolut dari Total PAD dalam Permendagri
terhadap anggaran PAD realisasi dibagi total PAD dalam APBD % 18/2020 0,059 0,061 0,037 0,054 0,131
dalam APBD dikurangi satu dikali 100%
Manajemen Aset 1. Apakah ada daftar aset tetap? Permendagri ya va va va ya
(Ya/Tidak) 18/2020
2. Apakah ada manual untuk menyusun Permendagri
daftar aset tetap? (Ya/Tidak) 18/2020 ya ya ya ya ya
3. Apakah ada proses inventarisasi aset Permendagri
tahunan? (Ya/Tidak) 18/2020 ya ya ya ya ya
Apakah nilai aset tercantum dalam Permendagri
laporan anggaran? (Ya/Tidak) 18/2020 ya ya ya ya ya
Persentase Penyusunan
Laporan Keuangan % RPJMD 100 100 100 100 100
. 2017-2022
Pemerintah Daerah
Persentase penyaluran dana | jumlah anggaran yang ditransfer dibagi RPJMD
transfer ke desa jumlah dana transfer yang ditargetkan x % 100 100 100 100 100
100% 2017-2022
Rasio Belanja Urusan Jumlah belanja urusan pemerintahan —
Pemerintahan Umum transfer expenditures dibagi jumlah % RPJMD na na na na 5581
(dikurangi transfer belanja APBD dikali 100% 2017-2022 ’
expenditure)
Persentase ketercapaian % 100 100 100 100 100
target pendapatan
ierfgggiszgggtrlbum PAD % na na na na 22,16
Persentase Perangkat Daerah
yang pengelolaan BMD nya % 100 100 100 100 100
baik
gg:gg;zz%%gpatan % 100 100 100 | 100 100

Sumber: BPPKAD Kabupaten Cilacap, 2021

S —
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Tabel di atas menunjukkan bahwa deviasi realisasi belanja
terhadap total belanja dalam APBD adalah -0.060 pada tahun 2021
yang berarti realisasi belanja lebih kecil daripada total belanja yang
ditetapkan dalam APBD. Sedangkan deviasi PAD pada tahun 2021
positif sebesar 0,131 yang berarti realisasi PAD lebih besar
dibandingkan dengan target yang ditetapkan dalam APBD. Capaian
indikator persentase peningkatan ketetapan pajak daerah
cenderung fluktuatif. Pada tahun 2018 dan 2019 terjadi
peningkatan cukup besar dan pada tahun 2021 terjadi
pertumbuhan minus yaitu 8,95.

Berdasarkan hasil evaluasi dari tahun 2017-2021 untuk
urusan keuangan di Kabupaten Cilacap ada 5 indikator, dari 4
indikator sudah mencapai target yang ditetapkan. Capaian evaluasi
urusan keuangan Kabupaten Cilacap bisa dilihat pada tabel di

bawah ini:
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Tabel 2.93.
Capaian Indikator Program RPJMD Kabupaten Cilacap Urusan Keuangan

. S Target % Capaian Status OPD
No Program Indikator Kinerja Program | o4\ \0n | Akhir 2017 2018 2019 2020 2021 | RPIMDs/d | o cian | Penanggung
(Outcome) RJMD TW IV Target Jawab
Tahun 2021
1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14
1. Program
Pengelolaan
Keuangan
Daerah
Persentase penyusunan
laporan keuangan Pemerintah % 100 100 100 100 100 100 100,00 ° BPPKAD
Daerah
Persentase Penyusunan
Dokumen Penganggaran dan
Pengelolaan Keuangan sesuai % 100 100 100 100 100 100 100,00 ° BPPKAD
dengan peraturan perundang
undangan
Persentase pengelolaan % 100 100 100 100 100 100 100,00 . BPPKAD
keuangan dan pencairan dana
2. Program
Pengelolaan
Barang Milik
Daerah
Persentase meningkatnya
tertib pengelolaan
Aset/Barang milik daerah % 100 100 100,00 100 100 100 100,00 ° BPPKAD
yang akuntabel
3. Program
Pengelolaan
Pendapatan
Daerah
ggﬁgﬁtase peningkatan pajak % 10 13,49 4,6 12,66 -3,03 8,95 89,50 v BPPKAD
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3. pengawasan

Menurut Peraturan Pemerintah (PP) No. 39 tahun 2006 tentang
Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Rencana pembangunan
menyatakan bahwa pengawasan pembangunan adalah kegiatan
mengawasi perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan,
mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan
atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin.
Pengawasan internal dilaksanakan secara rutin oleh Inspektorat agar
kinerja pembangunan lebih berdaya guna dan berhasil guna tanpa ada
penyalahgunaan dalam pemanfaatan keuangan daerah.

Untuk Capaian Indikator program RPJMD Kabupaten Cilacap
Urusan pengawasan semua telah mencapai 100%.

Secara lengkap perkembangan capaian indikator urusan
Penunjang dan Capaian Indikator program RPJMD Kabupaten Cilacap

Urusan pengawasan dapat dilihat pada tabel berikut:
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Tabel 2.94.

Capaian Kinerja Penunjang Pengawasan Tahun 2017-2021

. . Sumber Capiaian
Indikator Rumus / Formula Indikator Satuan Indikator 2017 2018 2019 2020 2021
. . . . Hasil Penilaian dari BPKP terhadap
Maturitas SPIP Terintegrasi Pemerintah Tingkat Maturitas Penyelenggaraan SPIP |  Nilai RPIMD | 5 138 | 3,038 | 3,038 | 3,038 | 3038
Kabupaten Cilacap Level 3 . . 2017-2022
pada Pemerintah Kab. Cilacap
- Jumlah PD dengan kinerja baik / jumlah Permendagri
Persentase Peranglkat Daerah dengan Nilai | pry 0o o Gilakukan audit atau evaluasi % tentang 100 100 100 100 100
Kinerja Baik L o -
kinerja X 100% jakwas
Jumlah Pemerintah Desa dengan kinerja Permendagri
Persentase Pemerintah Desa dengan Nilai baik / jumlah Pemerintah Desa yang o g
o . - ] P %o tentang n/a n/a 50 30,76 50
Kinerja Baik dilakukan audit atau evaluasi kinerja X -
100% jakwas
Persentase komulatif Perangkat Daerah Jumlah Perangkat Daerah yang % .
o e o e Permendagri
yang difasilitasi Penyelenggaraan difasilitasi / jumlah Perangkat Daerah tentan n/a n/a n/a n/a n/a
Manajemen Resiko/SPIP/Pengendalian yang diwajibkan Penyelenggaraan MR / akwa sg
Korupsi SPIP / Pengendalian Korupsi X 100% J
Persentase Asistensi/Pendampingan Jumlah Perangkat Desa yang didampingi % n/a n/a n/a n/a n/a
Tematik Penyelenggaraan Pemerintah Desa | / jumlah Perangkat Desa X 100%
Persentase Perangkat Daerah yang
dilakukan penjaminan kualitas penerapan n/a n/a n/a n/a n/a
SPIP terintegrasi dengan level 3
Sumber: Inspektorat Kabupaten Cilacap, 2021
Tabel 2.95.
Capaian Indikator Program RPJMD Kabupaten Cilacap Urusan Pengawasan
% Capaian
. . . Target Status
No Program Indikator Kinerja Satuan | Akhir | 2017 | 2018 2019 2020 2021 RPIJMD | o aian | OFD Penanggung
Program (Outcome) s/d Tahun Jawab
RJMD 2021 Target
1. Program Perumusan Persentase Pengaduan
Kebijakan, Masyarakat yang % 100 100 100 100 100 100 100,00 . INSPEKTORAT
Pendampingan Dan ditangani di wilayah I,
Asistensi II, III dan IV
2. Program Persentase Perangkat
Penyelenggaraan Daerah Dengan % 100 27,27 63,64 87,3 94,55 96,36 96,36 v INSPEKTORAT
Pengawasan Predikat Evaluasi
LAKIP Minimal BB
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4. Kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;

Capaian kinerja urusan penunjang kepegawaian,pendidikan dan
pelatihan diukur berdasarkan 7 indikator yang telah ditetapkan, yaitu:
1) Persentase terpenuhinya kebutuhan pegawai melalui rekrutmen
calon ASN; 2) Persentase penempatan ASN Sesuai kompetensi; 3)
Persentase kepatuhan ASN terhadap peraturan perundangan di
bidang kepegawaian; 4) Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat
kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan); 5)
Indeks profesional Pegawai; 6) Indeks Sistem Merit; 7) persentase
kesesuaian kompetensi ASN dengan persyaratan/standar jabatan.

Fungsi wurusan penunjang kepegawaian, pendidikan dan
pelatihan  merupakan  unsur  strategis bagi  peningkatan
profesionalisme ASN. Urusan penunjang kepegawaian pendidikan dan
pelatihan berkaitan dengan berbagai aspek dalam manajemen
kepegawaian mulai dari perencanaan keutuhan, pengadaan calon
ASN, pengembangan karir, mutasi, promosi, manajemen Kkinerja,
pemberian penghargaan, pembinaaan disiplin, pengembangan
kompetensi, hinggga pemberhentian ASN.

Indikator yang belum mendapatkan perhatian adalah: 1) Rasio
Jabatan Fungsional bersertifikat kompetensi (%) (PNS tidak termasuk
guru dan tenaga kesehatan); 2) Indeks Profesional Pegawai; dan 3)
Indeks Sistem Merit.

Sedangkan Capaian Indikator program penunjang kepegawaian
pendidikan dan pelatihan, dari 2 program masih terdapat 2 indikator
yang capaianya dibawah 100 % yaitu :

e Persentase kesesuaian kompetensi ASN dengan persyaratan /
standar jabatan sebesar 96,46%;
e Persentase peningkatan pelayanan kepegawaian terintegrasi /

online sebesar 92%.

RPD KABUPATEN CILACAP TAHUN 2023-2026 Hal II-172



Tabel 2.96.
Capaian Kinerja Penunjang Kepegawaian dan Diklat Tahun 2017-2021

Indikator Rumus/Formula Indikator | Satuan Sumber Capaian
2017 2018 2019 2020 2021
Persentase terpenuhinya Jumlah ASN tahun n / RPJMD
kebutuhan pegawai melalui Jumlah kebutuhan pegawai % 52,39 46,70 43,59 43,32 39,74
2017-2022
rekrutmen calon ASN x 100%
Jumlah ASN non fungsional
(structural dan pelaksana)
yang ditempatkan sesuai
Perseptase penempatan ASN dengan kompetensinya / % RPJMD n.a n.a 95,85 79,13 77,51
sesuai kompetensi . 2017-2022
Jumlah ASN non fungsional
(structural dan pelaksana) x
100%
Jumlah ASN - (Jumlah ASN
Persentase kepatuhan ASN yang terkena hukuman
terhadap peraturan disiplin + jumlah ASN yang o RPJMD
perundangan dibidang terlambat dalam pelaporan % 2017-2022 99,85 99,94 99,88 99,78 99,80
kepegawaian LHKPN) / Jumlah ASN x
100%
Jumlah pegawai PNS
Rasio Jabatan Fungsional Fungsional (diluar guru dan
bersertifikat kompetensi (%) tenaga kesehatan)/ seluruh Permendagri
(PNS tidak termasuk guru jumlah pegawai pemerintah % 18/2020 n.a n.a 11,14 15,07 9,48
dan tenaga kesehatan) (PNS tidak termasuk guru
dan tenaga kesehatan)
. . Hasil penilaian o
Indeks Profesional Pegawai Profesri)onalitas ASN oleh BKN nilai 86,46 82,67 73,4 74,7 75
Indeks Sistem Merit glli;ﬂKTérl\llﬂalan system merit nilai n.a n.a n.a n.a 283
Jumlah ASN yang telah
Persentase kesesuaian memiliki kesesuaian RPJMD
kompetensi ASN dengan kompetensi dengan % 57,76 65,64 71,15 71,75 78,52
. . 2017-2022
persyaratan/standar jabatan | persyaratan jabatan /
Jumlah ASN x 100%

Sumber : Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Cilacap, 2021
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Tabel 2.97.
Capaian Indikator Program RPJMD Kabupaten Cilacap Urusan Kepegawaian

Target % Capaian Status OPD
Program Indikator Kinerja Program Satuan Akhir 2017 | 2018 2019 2020 2021 |RPIMDs/d| o o oian Penanggung
(Outcome) Tahun
RJMD 2021 Target Jawab
Program Persentase terpenuhinya
Kepegawaian kebutuhan pegawai melalui % 100 7,7 30,41 87,87 95,90 170,02 170,02 . BKPPD
Daerah rekrutmen calon ASN
Persentase penempatan ASN % 96 87 98,83 | 93,54 | 9344 | 99,52 103,67 . BKPPD
sesuai kompetensi
Persentase kepatuhan ASN
terhadap peraturan % 99,7 98,6 99,47 99,84 99,85 99,88 100,15 . BKPPD
prundangan dibidang
kepegawaian
Persentase kesesuaian
kompetensi ASN dengan % 97 97 79,39 86,93 95,14 93,57 96,46 v BKPPD
persyaratan / standar jabatan
Persentase peningkatan
pelayanan kepegawaian % 100 54 62 81 85 92 92,00 v BKPPD
terintegrasi / online
Program Persentase Kesesuaian
Pengembangan | Kompetensi ASN dengan % 97 73 70,39 | 86,93 | 95,14 93,57 96,46 v BKPPD
Sumber Daya Persyaratan / Standar
Manusia Jabatan
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5. penelitian dan pengembangan;

Penelitian dan Pengembangan (Kelitbangan) menjadi urusan
penunjang yang erat kaitannya dengan peningkatan penelitian,
pengembangan dan inovasi daerah yang dapat mendorong daya
saing darah dilaksanakan melalui kegiatan riset, pengkajian,
review dan pengembangan bidang pemerintahan dan sosial
budaya, penelitian perekonomian, penelitian infrastruktur dan
pengembangan wilayah; kegiatan penelitian perekayasaan,
penerapan, dan pelayanan inovasi dan teknologi. Dalam rangka
penyelenggaraan inovasi daerah Kabupaten Cilacap telah
mengembangkan Sistem Inovasi Daerah (SIDa). Capaian dalam
urusan penelitian dan pengembangan untuk pencapaian indikator
kinerja yaitu persentase dokumen penelitian dan pengembangan

yang terintegrasi dengan RKPD.
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Tabel 2.98.
Capaian Kinerja Penunjang Penelitian dan Pengembangan

Capaian
Indikator Rumus/Formula Indikator Satuan | Sumber P
2017 2018 2019 2020 2021
Persentase inovasi daerah jumlah inovasi daerah yang ditindaklanjuti dibagi jumlah
ane ditindaklaniuti proposal inovasi daerah yang diterima dan diverifikasi % 44 .07 51,24 56,49 59,54 64,74
yang J oleh Bappeda pada tahun tersebut x 100%
Persentase Jumlah riset Jumlah riset (OPD & PT) yang ditindaklanjuti dibagi total o
daerah yang ditindaklanjuti | riset yang dilaksanakan pada tahun tersebut x 100% % 3,05 4,58 5,54 6,49 11,59
Pzgsegit;%:nl;l::ti:fllgzirﬁan Jumlah hasil penelitian dan pengembangan yang
yang dimanfaatkan dalam perencanaan pembangunan dibagi % 0,45 0,83 2,49 3,5 4,02
dokumen perencanaan . e >
keseluruhan hasil penelitian dan pengembangan x 100%
pembangunan
Persentase hasil penelitian Jumlah hasil penelitian dan pengembangan yang
dan pengembangan yang ditindaklanjuti dibagi keseluruhan penelitian dan % 13,90 20,22 22,14 30,88 41,16
ditindaklanjuti pengembangan x 100%

Sumber : Bappeda Kabupaten Cilacap,2021

Berdasarkan hasil evaluasi dari tahun 2017-2021 untuk urusan penelitian dan pengembangan di Kabupaten Cilacap

ada 3 indikator, dari 3 indikator tersebut ada 1 indikator yang belum mencapai target yaitu persentase pemanfaatan hasil

kelitbangan.
Tabel 2.99.

Capaian Indikator Program RPJMD Kabupaten Cilacap Urusan Penelitian dan Pengembangan

Indikator Kinerja Program Target % Capaian Status OPD
Program (Outcome) Satuan Akhir 2017 2018 2019 2020 2021 RPJMD s/d | Capaian Penanggung
RJMD Tahun 2021 Target Jawab
2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14
Program Penelitian
dan Pengembangan
Daerah
% pemanfaatan hasil % 50 NA 20 20 30,07 40,62 81,24 v B
. o , , , appeda
kelitbangan
Persentase kebijakan inovasi
yang diterapkan di daerah % 50 NA 20 20 100 100 200,00 ° Bappeda
% lembaga pendidikan yang
melaksanakan penelitian/ % 100 100 100 100 100 100 100,00 ° Bappeda
pengabdian masyarakat
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6. Sekretariat Daerah

Sekretaris Daerah mempunyai tugas membantu kepala daerah
dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif
terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan
administratif. Sekretariat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsi
memiliki sejumlah indikator yang dijadikan sebagai tolok ukur kinerja.
Indikator Sekretariat Daerah yang ditetapkan berdasarkan masing-
masing kelompok, meliputi kelompok pemerintahan dan
kesejahteraan masyarakat, ekonomi dan pembangunan, dan
administrasi.

Capaian indikator kinerja Sekretariat Daerah pada kelompok
pemerintahan dan kesejahteraan masyarakat meliputi bagian hukum,
pemerintahan dan kesejahteraan masyarakat; Capaian indikator
kinerja pada kelompok ekonomi dan pembangunan; dan administrasi
umum. Secara rinci kinerja unsur sekretariat daerah dapat dilihat

pada tabel berikut ini.
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Tabel 2.100.
Capaian Indikator Kinerja Urusan Penunjang Pemerintahan Fungsi Sekretariat Daerah

. Capaian .
No. Indikator Satuan 2017 2018 2019 2020 2021 Bagian
1. Indeks Kematangan Perangkat Daerah Setda indeks NA NA NA NA (tiiégi)
Tingkat pencapaian koordinasi peningkatan kinerja
2. perangkat daerah bidang pemerintahan dan kesejahteraan % NA NA NA NA NA
rakyat
- 88,16
3. Nilai Kepatuhan Pelayanan Publik Nilai . NA NA NA NA (Zona
(Zonasi) Hijau)
4 Tingkat pencapaian.koordinasi peningkatan kinerja % NA NA NA NA NA
) perangkat daerah bidang perekonomian dan pembangunan
Persentase penyerapan APBD % 91,09 | 89,93 | 87,44 | 89,28 | 93,98 P‘z?nrggzgizln
Jumlah naskah kerjasama yang diterbitkan dok 21 24 23 21 49 Pemerintahan
7 Persentase tertib administrasi kewilayahan yang sesuai % n/a 12,5 25 25 38 Pemerintahan
dengan ketentuan
3. Perser.ltase ketersediaan koordinasi bidang pemerintahan % 100 100 100 100 100 Pemerintahan
sesuai kebutuhan
Persentase pelayanan protokol dan komunikasi pimpinan o Komunikasi Pimpinan
9 daerah dan pejabat sesuai kebutuhan & o7 20 81 941 87,4 dan Protokol
10. Cakupan tingkat keberhasilan e-Tendering % 91,8 94 94 .3 95,7 98,3 PBJ
11. Nilai SAKIP Skor 65,42 70,61 73,19 73,74 NA Organisasi
12. Indeks RB Indeks NA 65,12 64,69 68,28 NA Organisasi
13. | Nilai SKM 75,58 78,02 82,77 85,38 86,83 Organisasi
14. | Nilai AKIP Setda Nilai 84,65 80 79,75 | 79,83 | 79,83 Per?eﬁ‘;r‘;‘g;ndan
15. Sfarrslzr;ase Kebutuhan Rumah Tangga yang terlayani sesuai % 100 100 100 100 100 Umum
16. Persentase ketersediaan koordinasi bidang hukum sesuai % 95 95 95 95 95 Hukum
kebutuhan
17, Persentase ketersediaan koordinasi bidang Kesra sesuai % 100 100 100 100 100 Kesra
kebutuhan
18. Persentase perolehan prestasi bidang Kesra % 6.25 6.25 9.4 0 11,11 Kesra
19. P§1fsentase prqposal hibah sosial dan keagamaan yang % 80 90 ]7 84 100 Kesra
ditindaklanjuti
20. Persentase 'ketersedlgan koordinasi bidang % 100 100 75 75 100 Perekonomian
Perekonomian sesuai kebutuhan

Sumber : Sekretariat Daerah Kab. Cilacap . 2021
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Indikator kinerja Urusan Penunjang Sekretariat Daerah dalam RPJMD tahun 2017-2022 terdapat 9 indikator yang

ditetapkan. Perkembangan hasil evaluasi pelaksanaan indikator kinerja daerah urusan penunjang Sekretariat Daerah tahun

2021 terhadap target akhir RPJMD Tahun 2017-2022 secara keseluruah sudah tercapai memenuhi target. Informasi

selengkapnya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2.101.
Capaian Indikator Kinerja Daerah

Urusan Penunjang Sekretariat Daerah Tahun 2021 terhadap Target Akhir RPJMD Tahun 2017-2022

Indikator Kinerja Target % Capaian Status OPD
No Program Program (Outcome) Satuan Akhir 2017 2018 2019 2020 2021 RPJMD s/d Capaian | Penanggung
RJMD Tahun 2021 Target Jawab
1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14
Program
Pemerintahan Dan
Kesejahteraan
Rakyat
Persentase tertib
administrasi . % 63 NA 13 25 25 100 158,73 . Setda
kewilayahan yang sesuai
dengan ketentuan
Persentase ketersediaan
koordinasi bidang % 100 100 100 100 100 100 100,00 . Setda
hukum sesuai
kebutuhan
Jumlah naskah Dokume
kerjasama yang n 45 21 24 23 21 49 108,89 ° Setda
diterbitkan
Persentase ketersediaan
koordinasi bidang % 100 100 100 100 100 100 100,00 . Setda
pemerintahan sesuai
kebutuhan
Persentase ~ perolehan % 9,4 6.25 6.25 9.4 0 11,11 118,19 . Setda
prestasi bidang Kesra
Persentase proposal
hibah ~ sosial ~ dan % 80 80 90 87 84 100 125,00 . Setda
keagamaan yang
ditindaklanjuti

S —
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Indikator Kineria Target % Capaian Status OPD
No Program Program (Outco I'I]l e) Satuan Akhir 2017 2018 2019 2020 2021 RPJMD s/d Capaian | Penanggung
g RJMD Tahun 2021 Target Jawab
1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14
Program
Perekonomian Dan
Pembangunan
Persentase ketersediaan
koordinasi bidang % 100 100 100 100 100 100 100,00 . Setda
Perekonomian sesuai
kebutuhan
i;rggntase penyerapan % 85 91,00 | 89,93 | 87,44 | 89,28 | 93,98 117,65 . Setda
Persentase  pengadaan
barang dan jasa yang % 100 100 100 100 70 100 100,00 . Setda

melalui  Unit
Pengadaan

Layanan
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7. Sekretariat DPRD

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan unsur
pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan
fungsi kepada 50 orang anggota DPRD Kabupaten Cilacap periode
tahun 2019 - 2024, terutama dalam regulasi, penganggaran dan
pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sekretariat
DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi
kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan
fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli
yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya
sesuai dengan kebutuhan.

Adapun fungsi Sekretariat DPRD adalah : (1) penyelenggaraan
administrasi kesekretariatan DPRD, (2) penyelenggaraan administrasi
keuangan DPRD, (3) fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD, dan (4)
penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh
DPRD.

Untuk Capaian Indikator program RPJM Kabupaten Cilacap
Urusan Sekretariat DPRD dengan 1 program dan 1 indikator masih
belum tercapai di tahun 2021 yaitu indikator Prosentase fasilitasi
rapat-rapat tepat jadwal sebesar 90%.

Secara lengkap perkembangan capaian indikator urusan
Penunjang dan Capaian Indikator program RPJM Kabupaten Cilacap
Urusan secretariat DPRD dapat dilihat pada tabel berikut:
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Tabel 2.102.
Capaian Indikator Kinerja Urusan Penunjang Pemerintahan Fungsi Sekretariat DPRD

Capai
Indikator Rumus/Formula Indikator Satuan Su.m ber apaan
Indikator 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021
Persentase aspirasi dalam Pokok Pikiran jumlah aspirasi yang diserap / Permendaeri
DPRD yang sesuai dengan prioritas tema | jumlah aspirasi yang sesuai dengan % 86,20 17g 70 76 79 80 91
RKPD tema RKPD x 100
Persentase layanan Dukungan Jumlah pelayanan yang dilakukan Permendaeri
Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi DPRD | kepada DPRD sesuai SOP / jumlah % 86/2 017g 100 100 100 100 100
sesuai SOP layanan setiap tahun x 100
Persentase implementasi tugas dan L?S%Z?gggaz;tggis c(lii?)rall fiung51 DPRD RPJMD
kewajiban fasilitasi terhadap DPRD yang | | sal g % 100 | 100 | 100 | 100 | 100
. . implementasi tugas dan fungsi DPRD 2017-2022
terselesaikan sesuai SOP % 100
Sumber :Sekretariat DPRD Kabupaten Cilacap Tahun 2021
Tabel 2.103.
Capaian Indikator Program RPJMD Kabupaten Cilacap Urusan Sekretariat DPRD
o .
Indikator Target A;;?ﬁ;;n Status OPD
No Program Kinerja Program Satuan Akhir 2017 2018 2019 2020 2021 Capaian Penanggung
s/d Tahun
(Outcome) RJMD 2021 Target Jawab
1 Program Prosentase
Dukungan fasilitasi rapat- Sekretariat
Pelaksanaan rapat tepat % 88 100 100 100 100 94 94,00 v.
. DPRD
Tugas dan | jadwal
Fungsi DPRD

RPD KABUPATEN CILACAP TAHUN 2023-2026

Hal 11-182




8. Kesbangpol

Pembinaan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri di
Kabupaten Cilacap diselenggarakan melalui fasilitasi bagi partai
politik, organisasi sosial kemasyarakatan, lembaga swadaya
kemasyarakatan yang lain dalam rangka mewujudkan kondusifitas
daerah dan persatuan-kesatuan bangsa di daerah agar beragam
kegiatan sosial, ekonomi dan budaya dapat terselenggara dengan baik.
Masyarakat Cilacap menjunjung tinggi rasa solidaritas, persaudaraan
antar agama serta toleran dalam masyarakat. Demikian pula dalam
pelaksanaan pemilihan umum, baik Pemilihan Gubernur Jawa Tengah
dan Pemilihan Bupati dapat terlaksana dengan baik dan akuntabel,
tanpa menimbulkan konflik sosial dalam masyarakat. Demikian pula
pada penyelenggaraan Pemilu Legislatif dan Pilpres tahun 2019 dapat
dilaksanakan dengan baik berkat dukungan dan partisipasi
masyarakat Kabupaten Cilacap pada umumnya.

Dalam pembinaan organisasi sosial kemasyarakatan, terutama
lembaga keagamaan, Lembaga Swadaya Masyarakat/Lembaga Sosial
Kemasyarakatan belum optimal, hal ini antara lain disebabkan
lembaga tidak selalu melengkapi dengan Surat Keterangan Terdaftar
(SKT) dan domisili secara lengkap. Upaya meningkatkan wawasan
kebangsaan dan bela negara dilaksanakan dengan cukup baik,
melalui pemahaman, pembinaan serta penyuluhan terhadap para
tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, pemuda, ormas, LSM dan
masyarakat relatif masih rendah dibandingkan sasaran yang harus
dicapai.

Untuk perkembangan capaian kinerja indikator urusan Kesatuan

Bangsa dan Politik Dalam Negeri dapat dilihat dalam tabel berikut:
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Tabel 2.104.
Capaian Indikator Kinerja Urusan Penunjang Pemerintahan Fungsi Kesatuan Bangsa dan Politik

. . Sumber Capaian
Indikator Rumus/Formula Indikator Satuan Indikator 2017 2018 2019 2020 2021
Jumlah Kasus konflik sosial Kasus 0 0 0 0 0
P.er.sentase Cakupan kecamatan yang Jumlah kecamatan yang dibina di % 100 100 100 100 100
dibina dalam keamanan wilayah bagi semua kecamatan x 100
. . . . - Perhitungan prosesntase .
Dt partispes e delm penggunian hal il daam o | Pomeest | e |- | |- |
p p p 0 Pemilu; Pilpres; Pemilukada
. Jumlah LSM/Ormas yang dibina/ .
Ef;sgﬁtisei;‘?’s[é ggmas yang dibina/ bimtek kebangsa an dibagi seluruh % Peg?/eﬁ)df‘f“ 100 100 100 100 100
g ormas/LSM x 100%
cakupan kecamatan yang mengikuti Jumlah pelaksanaan di wilayah .
. ;i . . o Permendagri
pembinaan ketahanan ekonomi, sosial dan kecamatan per jumlah keseluruhan Yo 86/2017 0 0 0 0 0
budaya kecamatan
cakupan kecamatan yang terfasilitasi dalam | Jumlah pelaksanaan di wilayah
. . RPJMD 2017-
upaya pencagahan dan penanganan konflik | kecamatan per jumlah keseluruhan % 2022 1 1 1 1 1
sosial kecamatan
Cakupan wilayah kecamatan yang
S Jumlah kecamatan
men(.:lapatkan penyu lu'han dan blml.)ln'gan diselenggarakan penyuluhan dibagi % RPIMD 2017- 100 100 100 100 100
teknis tentang radikalisme dan ektrimisme 2022
seluruh kecamatan x 100%
dalam masyarakat (kecamatan)
Sumber :Badan Kesbangpol Kabupaten Cilacap Tahun 2021
Tabel 2.105.
Capaian Indikator Program RPJMD Kabupaten Cilacap Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik
% Capaian
. . . Target Status OPD
No Program Indikator Kinerja Satuan Akhir 2017 2018 2019 2020 | 2021 | RPIMDs/d | o oian | Penanggung
Program (Outcome) RJMD TW IV Target Jawab
Tahun 2021 E
L. Progra‘m Jumlah kasus
Pemeliharaan Kriminalitas (ideologi
Kantrabtibnas dan . . 8l % 0 0 0 0 0 0 100,00 ° Bakesbangpol
. politik, ekonomi, sosial,
Pencegahan Tindak
P budaya)
Kriminal
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% Capaian

. . . Target Status OPD
No Program Indikator Kinerja Satuan | Akhir | 2017 | 2018 2019 | 2020 | 2021 | RPIMDs/d | o o cian | Penanggung
Program (Outcome) RJMD TW IV Target Jawab
Tahun 2021
2. Program Jumlah konflik sosial
Peningkatan
Keamanan dan Kasus 0 0 0 0 0 0 100,00 ° Bakesbangpol
Kenyamanan
Lingkungan
3. Program Pendidikan | Persentase pemilih yang
Politik Masyarakat berpartisipasi pada % 65 0 65 72,65 65 65 100,00 ° Bakesbangpol
pemilu
4. Program Jumlah Kasus Konflik
Pengembangan Agama Kasus 0 0 0 0 0 0 100,00 . Bakesbangpol
Wawasan
Kebangsaan
S. Program Kemitraan | Persentase Masyarakat
Pengembangan yang mengikuti  bela % 2,25 0,3 0,35 0,4 1,47 0,5 134,22 . Bakesbangpol
Wawasan negara
Kebangsaan
6. Program Persentase terbentuknya
Peningkatan Kapa/ Kama Narkoba
Pemberantasan (Kelompok Pelajar Anti
Penyakit Masyarakat | Narkoba/ Kelompok % 100 20 0,13 40 75 69,93 69,93 v Bakesbangpol

(PEKAT)

Mahasiswa Anti
Narkoba) tingkat
kecamatan
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9. Kewilayahan

Kecamatan merupakan perangkat daerah terkecil dalam satu

pemerintahan kabupaten, memiliki wilayah yang harus selalu dijaga
dan diawasi baik penduduk maupun wilayahnya. Selain itu kecamatan

juga memberikan pelayanan administratif kepada masyarakatnya.

Kecamatan Adipala

Tingkat Kepuasan Masyarakat representatif di Kecamatan
Adipala setiap tahunnya mengalami peningkatan pada tahun 2017
sebesar 83,14% menjadi 84,43% pada tahun 2020. Capaian
Persentase Desa/Kelurahan dengan kategori Berkembang,
Persentase Kelembagaan Kecamatan yang dibina, dan Persentase
Gangguan Keamanan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang
Ditangani setiap tahunnya mencapai 100%. Indikator lainnya juga
mengalami peningkatan, secara lengkap capaian pembangunan di

Kecamatan Adipala dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.106.
Capaian Indikator Kinerja Urusan Penunjang Pemerintahan

Kecamatan Adipala

. . . Capaian
No | Indikator Kinerja Satuan 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021
1 Persentase penurunan gangguan % NA NA NA NA NA
" | keamanan skala Kecamatan
9 Persentase Gangguan Keamanan % NA NA NA NA NA
" | yang ditangani Kecamatan
3 Persentase Desa Kataogri Mandiri di % NA NA NA NA NA
" | Tingkat Kecamatan
4. | Persentase Desa Yang Berkembang % 100 100 100 100 100
5. i:::;l;isgz ;mplementam pelimpahan % NA NA NA NA NA
6. izlrjgg:gszaie;igfang memiliki % 100 100 100 | 100 | 100
Persentase Desa/Kelurahan yang
7. | dibina dalam pelaksanaan % 100 100 100 100 100
ketentramtaman dan ketertiban
8. | Persentase fasilitasi forkompincam % 100 100 100 100 100
9 Persentase Desa yang difasilitasi % 100 100 100 100 100
* | terkait tata pemerintahan desa

Sumber :Kecamatan Adipala Kabupaten Cilacap Tahun 2021

Berdasarkan hasil evaluasi dari tahun 2017-2021 untuk
urusan kewilayahan Kecamatan Adipala di Kabupaten Cilacap
sudah mencapai target yang ditetapkan di RPJMD yaitu 100%.
Capaian evaluasi urusan kewilayah Kecamatan Adipala Kabupaten

Cilacap bisa dilihat pada tabel di bawah ini:
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Tabel 2.107.

Capaian Evaluasi Indikator Kinerja Kecamatan Adipala
%
Indikator Capaian
. . Target Status
No Program ;{“‘e“a Satu | aphir | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | FFPIMD | capaian | Penanggung
rogram an s/d
RJMD Target
(Outcome) Tahun
2021
1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13
1. Program
Pengembangan
Pelayanan
Kewilayahan
Persentase
Koordinasi
Wilayah % 100 100 | 100 | 100 | 100 | 100 100 . Kecamatan
Kecamatan
yang
dilaksanakan
b. Kecamatan Bantarsari
Tingkat Kepuasan Masyarakat di Kecamatan Bantarsari
setiap tahunnya mengalami peningkatan pada tahun 2017 sebesar
75 menjadi 87,02% pada tahun 2021. Capaian Persentase
Pelimpahan Kewenangan dari Dinas Teknis yang Dilaksanakan,
Persentase Koordinasi Forkompincam yang Dilaksanakan,
Persentase Peringatan Hari Nasional, dan Persentase Desa yang
Memiliki RPJMDes, RKPDes dan APBDes setiap tahunnya
mencapai 100%. Indikator lainnya juga mengalami peningkatan,
secara lengkap capaian pembangunan di Kecamatan Bantasari
dapat dilihat pada tabel berikut.
Tabel 2.108.
Capaian Indikator Kinerja Urusan Penunjang Pemerintahan
Kecamatan Bantarsari
Indikator Kinerja Program Capaian
No (outcome) Satuan 55171 2018 | 2019 | 2020 | 2021
1 Persentase penurunan gangguan % NA NA NA NA NA
keamanan skala Kecamatan
9. Persenfcase Gapgguan Keamanan % NA NA NA NA NA
yang ditangani Kecamatan
3 Pfsrgentase Desa Kataogri Mandiri % NA NA NA NA NA
di Tingkat Kecamatan
4. Persentase Desa Yang % 100 100 100 75 75
Berkembang
5. Per.sentase implementasi % NA NA NA NA NA
pelimpahan kewenangan
6. Persentase Desa yang memiliki % 100 100 100 100 100
kelembagaan aktif
Persentase Desa/Kelurahan yang
7. | dibina dalam pelaksanaan % 100 100 100 100 100
ketentramtaman dan ketertiban
8. Persentgse fasilitasi % 100 100 100 100 100
forkompincam
9. Perseptase Desa yang difasilitasi % 100 100 100 100 100
terkait tata pemerintahan desa

Sumber :Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap Tahun 2021
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Berdasarkan hasil evaluasi dari tahun 2017-2021 untuk
urusan kewilayahan Kecamatan Bantarsari di Kabupaten Cilacap
sudah mencapai target yang ditetapkan di RPJMD yaitu 100%.
Capaian evaluasi urusan kewilayah Kecamatan Bantarsari
Kabupaten Cilacap bisa dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.109.
Capaian Evaluasi Indikator Kinerja Kecamatan Bantarsari

%
Il;glkat_or Sat Target %}1?1\1:; Status OPD
Program P inerja atu | Akhir | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 Capaian | Penanggung
rogram an s/d
RJMD Target Jawab
(Outcome) Tahun
2021
2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14
Program
Pengembangan
Pelayanan
Kewilayahan
Persentase
Koordinasi
Wilayah % 100 100 100 100 100 100 100 o Kecamatan
Kecamatan
yang
dilaksanakan

c. Kecamatan Binangun

Tingkat Kepuasan Masyarakat di Kecamatan Binangun setiap
tahunnya mengalami peningkatan pada tahun 2017 sebesar 75,50
menjadi 86,76 pada tahun 2020. Capaian Persentase
Desa/Kelurahan dengan Kategori Berkembang, Persentase
Kelembagaan Kecamatan yang Dibina, Persentase Gangguan
Keamanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Ditangani,
Persentase Peringatan Hari Nasional, dan Persentase Desa yang
Memiliki RPJMDes, RKPDes dan APBDes setiap tahunnya
mencapai 100%. Indikator lainnya juga mengalami peningkatan,
secara lengkap capaian pembangunan di Kecamatan Binangun
dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.110.
Capaian Indikator Kinerja Urusan Penunjang Pemerintahan
Kecamatan Binangun

. . . Capaian

No| Indikator Kinerja Satuan 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021

1 Persentase penurunan gangguan % NA NA NA NA NA
keamanan skala Kecamatan

9. Persenfcase Gapgguan Keamanan % NA NA NA NA NA
yang ditangani Kecamatan

3 Pfsrgentase Desa Kataogri Mandiri % NA NA NA NA NA
di Tingkat Kecamatan

4. g:i‘lﬁ%iigesa Yang % 100 | 100 | 100 | 100 | 100

5. Per.sentase implementasi % NA NA NA NA NA
pelimpahan kewenangan

6. Ezlr:gg:;;aiejitﬁang memiliki % 100 | 100 | 100 | 100 | 100
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Capaian
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021

No| Indikator Kinerja Satuan

Persentase Desa/Kelurahan yang
7. | dibina dalam pelaksanaan % 100 100 100 100 100
ketentramtaman dan ketertiban
Persentase fasilitasi

8. - % 100 100 100 100 100
forkompincam

Persentase Desa yang difasilitasi

9: terkait tata pemerintahan desa

% 100 100 100 100 100

Sumber :Kecamatan Binangun Kabupaten Cilacap Tahun 2020

Berdasarkan hasil evaluasi dari tahun 2017-2021 untuk
urusan kewilayahan Kecamatan Binangun di Kabupaten Cilacap
sudah mencapai target yang ditetapkan di RPJMD yaitu 100%.
Capaian evaluasi urusan kewilayah Kecamatan Binangun
Kabupaten Cilacap bisa dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.111.
Capaian Evaluasi Indikator Kinerja Kecamatan Binangun

%
I’;{di:ta:or Sat Target %ﬁﬁag Status OPD
Program P Jja ati | Akhir | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 Capaian | Penanggung
rogram an s/d
RJMD Target Jawab
(Outcome) Tahun
2021
2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14
Program
Pengembangan
Pelayanan
Kewilayahan
Persentase
Koordinasi
Wilayah % 100 100 | 100 | 100 | 100 | 100 100 . Kecamatan
Kecamatan
yang
dilaksanakan

d. Kecamatan Cilacap Selatan

Tingkat Kepuasan Masyarakat di Kecamatan Cilacap Selatan
pada tahun 2017 sebesar 100 menjadi 100 pada tahun 2020, Nilai
Sakip juga mengalami peningkatan dari 70,68 di tahun 2017
meningkat menjadi 75,99 pada tahun 2020. Capaian Persentase
Pelimpahan Kewenangan dari Dinas Teknis yang Dilaksanakan,
Persentase Koordinasi Forkompincam yang Dilaksanakan,
Persentase Peringatan Hari Nasional, dan Persentase Desa yang
Memiliki RPJMDes, RKPDes dan APBDes setiap tahunnya
mencapai 100%. Indikator lainnya juga mengalami peningkatan,
secara lengkap capaian pembangunan di Kecamatan Cilacap

Selatan dapat dilihat pada tabel berikut.
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Tabel 2.112.

Capaian Indikator Kinerja Urusan Penunjang Pemerintahan

Kecamatan Cilacap Selatan

Capaian
No Indikator Kinerja Satuan
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021
1 Persentase penurunan gangguan % NA NA NA NA NA
keamanan skala Kecamatan
9. Persen.tase Gapgguan Keamanan % NA NA NA NA NA
yang ditangani Kecamatan
3 Pgrspntase Desa Kataogri Mandiri % NA NA NA NA NA
di Tingkat Kecamatan
a. gzrriirgabf;gesa Yang % 100 | 100 | 100 | 100 | 100
5 Per'sentase implementasi % 60 60 60 60 60
pelimpahan kewenangan
6. EZ{:;rgjgsza?le:igfang memiliki % 100 100 100 | 100 | 100
Persentase Desa/Kelurahan yang
7. | dibina dalam pelaksanaan % 100 100 100 100 100
ketentramtaman dan ketertiban
8. E;fg;ﬁiecafgsmtam % 100 | 100 | 100 | 100 | 100
9. Perseptase Desa yang difasilitasi % 100 100 100 100 100
terkait tata pemerintahan desa

Sumber :Kecamatan Cilacap Selatan Kabupaten Cilacap Tahun 2020

Berdasarkan hasil evaluasi dari tahun 2017-2021 untuk

urusan kewilayahan Kecamatan Cilacap Selatan di Kabupaten

Cilacap sudah mencapai target yang ditetapkan di RPJMD yaitu

100%. Capaian evaluasi urusan kewilayah Kecamatan Cilacap

Selatan Kabupaten Cilacap bisa dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.113.

Capaian Evaluasi Indikator Kinerja Kecamatan Cilacap Selatan

%
Indikator Capaian
Kinerja Satu | Target RPJMD | Status OPD
No Program Akhir | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 Capaian Penanggung
Program an s/d
RJMD Target Jawab
(Outcome) Tahun
2021
1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14
1. Program
Pengembangan
Pelayanan
Kewilayahan
Persentase
Koordinasi
Wilayah % 100 100 | 100 | 100 | 100 | 100 100 o Kecamatan
Kecamatan
yang
dilaksanakan
e. Kecamatan Cilacap Tengah

Tingkat Kepuasan Masyarakat di Kecamatan Cilacap Tengah

setiap tahunnya mengalami peningkatan pada tahun 2017 sebesar

79,14 menjadi 88,77 pada tahun 2021, Nilai Sakip juga mengalami

peningkatan dari 60,43 di tahun 2017 meningkat menjadi 76,16

pada tahun 2021. Capaian Persentase Desa/Kelurahan dengan
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Kategori Berkembang, Persentase Kelembagaan Kecamatan yang
Dibina,

Ketertiban

Persentase Gangguan Keamanan, Ketentraman dan

Umum yang Ditangani Persentase Koordinasi

Forkompincam yang Dilaksanakan, dan Persentase Peringatan
Hari Nasional setiap tahunnya mencapai 100%. Indikator lainnya

juga mengalami peningkatan, secara lengkap capaian

pembangunan di Kecamatan Cilacap Tengah dapat dilihat pada

tabel berikut.

Tabel 2.114.
Capaian Indikator Kinerja Urusan Penunjang Pemerintahan
Kecamatan Cilacap Tengah

Capaian
No Indikator Kinerja Satuan
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021

1 Persentase penurunan gangguan % NA NA NA NA NA
keamanan skala Kecamatan

9. Persenfcase Gapgguan Keamanan % NA NA NA NA NA
yang ditangani Kecamatan

3 Pfsrgentase Desa Kataogri Mandiri % NA NA NA NA NA
di Tingkat Kecamatan

4. ggi‘l?;%iigesa Yang % 100 | 100 | 100 | 100 | 100

5 Per.sentase implementasi % NA NA NA NA NA
pelimpahan kewenangan

6. Ezlrjggjgsaiejigfang memiliki % 100 100 100 | 100 | 100
Persentase Desa/Kelurahan yang

7. | dibina dalam pelaksanaan % 100 100 100 100 100
ketentramtaman dan ketertiban

8. Eifgggiecafgsmta“ % 100 | 100 | 100 | 100 | 100

9. Perseptase Desa yang difasilitasi % 100 100 100 100 100
terkait tata pemerintahan desa

Sumber :Kecamatan Cilacap Tengah Kabupaten Cilacap Tahun 2021

Berdasarkan hasil evaluasi

dari tahun 2017-2021 untuk

urusan kewilayahan Kecamatan Cilacap Tengah di Kabupaten

Cilacap sudah mencapai target yang ditetapkan di RPJMD yaitu

100%. Capaian evaluasi urusan kewilayah Kecamatan Cilacap

Tengah Kabupaten Cilacap bisa dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.115.
Capaian Evaluasi Indikator Kinerja Kecamatan Cilacap Tengah

. o, i
No Program Akhir | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 Capaian Penanggung
Program an RJMD s/d Tahun Target Jawab
(Outcome) 2021
1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14
1. Program
Pengembangan
Pelayanan
Kewilayahan
Persentase
Koordinasi
Wilayah % 100 100 | 100 | 100 | 100 | 100 100 . Kecamatan
Kecamatan
yang
dilaksanakan
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f. Kecamatan Cilacap Utara

Tingkat Kepuasan Masyarakat di Kecamatan Cilacap Utara
mengalami penurunan pada tahun 2019 sebesar 91,55 menjadi
89,81 pada tahun 2020, Nilai Sakip mengalami peningkatan dari
73,51 di tahun 2019 meningkat menjadi 74,27 pada tahun 2020.
Capaian Persentase Pelimpahan Kewenangan dari Dinas Teknis
yang Dilaksanakan, Persentase Desa/Kelurahan dengan Kategori
Berkembang, Persentase Kelembagaan Kecamatan yang Dibina,
Persentase Gangguan Keamanan, Ketenteraman dan Ketertiban
Umum yang Ditangani Persentase Koordinasi Forkompincam yang
Dilaksanakan, dan Persentase Peringatan Hari Nasional setiap
tahunnya mencapai 100%. Indikator lainnya juga mengalami

peningkatan, secara lengkap capaian pembangunan di Kecamatan

Cilacap Utara dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.116.
Capaian Indikator Kinerja Urusan Penunjang Pemerintahan
Kecamatan Cilacap Utara

Capaian
No Indikator Kinerja Satuan
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021

1 Persentase penurunan gangguan % NA NA NA NA NA
keamanan skala Kecamatan

9. Persen.tase Gapgguan Keamanan % NA NA NA NA NA
yang ditangani Kecamatan

3 Pfers.entase Desa Kataogri Mandiri % NA NA NA NA NA
di Tingkat Kecamatan

4. g‘;if;;%i;gesa Yang % 100 | 100 | 100 | 100 | 100

5 Per.sentase implementasi % NA NA NA NA NA
pelimpahan kewenangan

6. EZ{:;%:gSZa?le:ﬁgfang memiliki % 100 100 100 | 100 | 100
Persentase Desa/Kelurahan yang

7. | dibina dalam pelaksanaan % 100 100 100 100 100
ketentramtaman dan ketertiban

8. Eifggiiecaﬁsmta“ % 100 | 100 | 100 | 100 | 100

9. Perseptase Desa yang difasilitasi % 100 100 100 100 100
terkait tata pemerintahan desa

Sumber :Kecamatan Cilacap Utara Kabupaten Cilacap Tahun 2020
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urusan kewilayahan Kecamatan Cilacap Utara di Kabupaten Cilacap
sudah mencapai target yang ditetapkan di RPJMD yaitu 100%.

Capaian evaluasi urusan kewilayah Kecamatan Cilacap Utara

Kabupaten Cilacap bisa dilihat pada tabel di bawah ini:
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Tabel 2.117.

Capaian Evaluasi Indikator Kinerja Kecamatan Cilacap Utara

%
Indikator Capaian
. . Target Status OPD
No Program P'i;“‘:_g; s::l“ Akhir | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 RI;‘;IXID Capaian | Penanggung
g RJMD Target Jawab
(Outcome) Tahun
2021
1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13
1. Program
Pengembangan
Pelayanan
Kewilayahan
Persentase
Koordinasi
‘gﬂayah % 100 100 | 100 | 100 | 100 | 100 100 . Kecamatan
ecamatan
yang
dilaksanakan
g. Kecamatan Cimanggu
Tingkat Kepuasan Masyarakat di Kecamatan Cimanggu
mengalami peningkatan pada tahun 2017 sebesar 77,43 menjadi
84,74 pada tahun 2020, Nilai Sakip juga mengalami peningkatan
dari 60 di tahun 2017 meningkat menjadi 74,93 pada tahun 2020.
Capaian Persentase Desa/Kelurahan dengan Kategori
Berkembang, Persentase Kelembagaan Kecamatan yang Dibina,
Persentase Gangguan Keamanan, Ketenteraman dan Ketertiban
Umum yang Ditangani, Persentase Peringatan Hari Nasional dan
Persentase Desa yang Memiliki RPJMDes, RKPDes dan APBDes
setiap tahunnya mencapai 100%. Indikator lainnya juga
mengalami peningkatan, secara lengkap capaian pembangunan di
Kecamatan Cimanggu dapat dilihat pada tabel berikut.
Tabel 2.118.
Capaian Indikator Kinerja Urusan Penunjang Pemerintahan
Kecamatan Cimanggu
Capaian
No Indikator Kinerja Satuan
2017 2018 2019 | 2020 | 2021
1 Persentase penurunan gangguan % NA NA NA NA NA
keamanan skala Kecamatan
9. Persenfcase Gapgguan Keamanan % NA NA NA NA NA
yang ditangani Kecamatan
3 Pfers'entase Desa Kataogri Mandiri % NA NA NA NA NA
di Tingkat Kecamatan
4, | Persentase Desa Yang % 100 | 100 | 100 | 100 | 100
Berkembang
5 Per.sentase implementasi % NA NA NA NA NA
pelimpahan kewenangan
6. Persentase Desa yang memiliki % 100 100 100 100 100
kelembagaan aktif
Persentase Desa/Kelurahan yang
7. | dibina dalam pelaksanaan % 100 100 100 100 100
ketentramtaman dan ketertiban
3 Persenta.se fasilitasi % 100 100 100 100 100
forkompincam
9. Perseptase Desa yang difasilitasi % 100 100 100 100 100
terkait tata pemerintahan desa

Sumber : Kecamatan Cimanggu Kabupaten Cilacap Tahun 2020
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Berdasarkan hasil evaluasi dari tahun 2017-2021 untuk
urusan kewilayahan Kecamatan Cimanggu di Kabupaten Cilacap
sudah mencapai target yang ditetapkan di RPJMD yaitu 100%.
Capaian evaluasi urusan kewilayah Kecamatan Cimanggu
Kabupaten Cilacap bisa dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.119.
Capaian Evaluasi Indikator Kinerja Kecamatan Cimanggu

%
Il;glkat_or Sat Target %}?&ag Status OPD
Program P inerja atu | Akhir | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 Capaian | Penanggung
rogram an s/d
RJMD Target Jawab
(Outcome) Tahun
2021
2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14
Program
Pengembangan
Pelayanan
Kewilayahan
Persentase
Koordinasi
Wilayah % 100 100 100 100 100 100 100 o Kecamatan
Kecamatan
yang
dilaksanakan

h. Kecamatan Cipari

Tingkat Kepuasan Masyarakat di Kecamatan Cipari pada
tahun 2018 sebesar 78,05 menjadi 81,29 pada tahun 2021, Nilai
Sakip mengalami peningkatan dari 62 di tahun 2018 meningkat
menjadi 65,31 pada tahun 2021. Capaian Persentase
Desa/Kelurahan dengan Kategori Berkembang, Persentase
Gangguan Keamanan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang
Ditangani, Persentase @~ Koordinasi = Forkompincam  yang
Dilaksanakan, Persentase Peringatan Hari Nasional dan
Persentase Desa yang Memiliki RPJMDes, RKPDes dan APBDes
setiap tahunnya mencapai 100%. Indikator lainnya juga
mengalami peningkatan, secara lengkap capaian pembangunan di
Kecamatan Cipari dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.120.
Capaian Indikator Kinerja Urusan Penunjang Pemerintahan
Kecamatan Cipari

Capaian
No Indikator Kinerja Satuan
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021

1 Persentase penurunan gangguan % NA NA NA NA NA
keamanan skala Kecamatan

9. Persenfcase Gapgguan Keamanan % NA NA NA NA NA
yang ditangani Kecamatan

3 Pfsrgentase Desa Kataogri Mandiri % NA NA NA NA NA
di Tingkat Kecamatan

4. | Persentase Desa Yang % 100 | 100 | 100 | 100 | 100
Berkembang

5 Per.sentase implementasi % NA NA NA NA NA
pelimpahan kewenangan
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Persentase Desa yang memiliki

0,
kelembagaan aktif Yo 100 100 100 100 100

Persentase Desa/Kelurahan yang
7. | dibina dalam pelaksanaan % 100 100 100 100 100
ketentramtaman dan ketertiban
Persentase fasilitasi

8. - % 100 100 100 100 100
forkompincam

Persentase Desa yang difasilitasi

9: terkait tata pemerintahan desa

% 100 100 100 100 100

Sumber :Kecamatan Cipari Kabupaten Cilacap Tahun 2021

Berdasarkan hasil evaluasi dari tahun 2017-2021 untuk
urusan kewilayahan Kecamatan Cipari di Kabupaten Cilacap sudah
mencapai target yang ditetapkan di RPJMD yaitu 100%. Capaian
evaluasi urusan kewilayah Kecamatan Cipari Kabupaten Cilacap
bisa dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.121.
Capaian Evaluasi Indikator Kinerja Kecamatan Cipari

%
Indikator Capaian
Kinerja Satu Targt_at RPJMD Statl.ls OFD
Program Akhir | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 Capaian Penanggung
Program an s/d
RJMD Target Jawab
(Outcome) Tahun
2021
2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14
Program
Pengembangan
Pelayanan
Kewilayahan
Persentase
Koordinasi
Wilayah % 100 100 | 100 | 100 | 100 | 100 100 . Kecamatan
Kecamatan
yang
dilaksanakan

i. Kecamatan Dayeuhluhur

Tingkat Kepuasan Masyarakat di Kecamatan Dayeuhluhur
mengalami penurunan pada tahun 2017 sebesar 96,71 menjadi
84,52 pada tahun 2021, Nilai Sakip juga mengalami
peningkatan dari 63,68 di tahun 2018 meningkat menjadi
72,06 pada tahun 2021. Capaian Presentase Pelimpahan
Kewenangan Dari Dinas Teknis Yang Dilaksanakan, Persentase
Desa/Kelurahan Dengan Kategori Berkembang, Persentase
Kelembagaan Kecamatan yang Dibina, Persentase Koordinasi
Forkompincam yang Dilaksanakan, Persentase Peringatan Hari
Nasional dan Persentase Desa yang Memiliki RPJMDes,
RKPDes dan APBDes setiap tahunnya mencapai 100%.
Indikator lainnya juga mengalami peningkatan, secara lengkap
capaian pembangunan di Kecamatan Dayeuhluhur dapat

dilihat pada tabel berikut.
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Tabel 2.122.

Capaian Indikator Kinerja Urusan Penunjang Pemerintahan

Kecamatan Dayeuhluhur
No Indikator Kinerja Program Satuan Capaian
(outcome) 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021
1 Persentase penurunan gangguan % NA NA NA NA NA
' | keamanan skala Kecamatan
5 Persentase Gangguan Keamanan % NA NA NA NA NA
' | yang ditangani Kecamatan
3 Persentase Desa Kataogri Mandiri % NA NA NA NA NA
" | di Tingkat Kecamatan
4, Ezrriirgabf;gesa Yang % 100 | 100 | 28,57 | 64,28 | 100
5 Persentase implementasi % NA NA NA NA NA
" | pelimpahan kewenangan
6. EZ{:;rgjgsza?le:igfang memiliki % 100 | 100 100 | 100 | 100
Persentase Desa/Kelurahan yang
7. | dibina dalam pelaksanaan % 100 100 100 100 100
ketentramtaman dan ketertiban
8. E;fg;ﬁiecaf;s‘htam % 100 | 100 | 100 | 100 | 100
9 Persentase Desa yang difasilitasi % 100 100 100 100 100
| terkait tata pemerintahan desa

Sumber :Kecamatan Dayeuhluhur Kabupaten Cilacap Tahun 2021

Berdasarkan hasil evaluasi dari

tahun 2017-2021 untuk

urusan kewilayahan Kecamatan Dayeuhluhur di Kabupaten Cilacap

sudah mencapai target yang ditetapkan di RPJMD yaitu 100%.

Capaian evaluasi

Kabupaten Cilacap bisa dilihat pada tabel di bawah ini:
Tabel 2.123.

Capaian Evaluasi Indikator Kinerja Kecamatan Dayeuhluhur

urusan kewilayah Kecamatan Dayeuhluhur

%
Indikator Capaian
Kinerja Saty | rarget RPJMD | Status OPD
No Program Akhir | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 Capaian Penanggung
Program an s/d
RJMD Target Jawab
(Outcome) Tahun
2021
1 2 3 4 5 8 9 10 11 12 13 14
1. Program

Pengembangan
Pelayanan
Kewilayahan

Persentase

Koordinasi

Wilayah % 100 100 | 100 | 100 | 100 | 100 100 . Kecamatan

Kecamatan

yang

dilaksanakan

jo Kecamatan Gandrungmangu
Tingkat Kepuasan Masyarakat di Kecamatan

Gandrungmangu mengalami

peningkatan pada tahun 2017
sebesar 79,20 menjadi 88,05 pada tahun 2021, Nilai Sakip juga

mengalami peningkatan dari 70,35 di tahun 2017 meningkat

menjadi  75,84%

pada

tahun 2020.

Capaian Persentase
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Desa/Kelurahan dengan Kategori Berkembang, Persentase
Gangguan Keamanan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang
Ditangani, Persentase Peringatan Hari Nasional dan Persentase
Desa yang Memiliki RPJMDes, RKPDes dan APBDes setiap
tahunnya mencapai 100%. Indikator lainnya juga mengalami

peningkatan, secara lengkap capaian pembangunan di Kecamatan

Gandrungmangu dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.124.
Capaian Indikator Kinerja Urusan Penunjang Pemerintahan
Kecamatan Gandrungmangu

Capaian
No Indikator Kinerja Satuan
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021

1 Persentase penurunan gangguan % NA NA NA NA NA
keamanan skala Kecamatan

9. Persenfcase Gapgguan Keamanan % NA NA NA NA NA
yang ditangani Kecamatan

3 Pfsrgentase Desa Kataogri Mandiri % NA NA NA NA NA
di Tingkat Kecamatan

4. Persentase Desa Yang % 36 36 100 100 100
Berkembang

5. Per.sentase implementasi % NA NA NA NA NA
pelimpahan kewenangan

6. Persentase Desa yang memiliki % 100 100 100 100 100
kelembagaan aktif
Persentase Desa/Kelurahan yang

7. | dibina dalam pelaksanaan % 100 100 100 100 100
ketentramtaman dan ketertiban

g. | Persentase fasilitasi % 100 | 100 | 100 | 100 | 100
forkompincam

9. Perseptase Desa yang difasilitasi % 100 100 100 100 100
terkait tata pemerintahan desa

Sumber :Kecamatan Gandrungmangu Kabupaten Cilacap Tahun 2021

Berdasarkan hasil evaluasi

dari tahun 2017-2021 untuk

urusan kewilayahan Kecamatan Gandrungangu di Kabupaten
Cilacap sudah mencapai target yang ditetapkan di RPJMD yaitu

100%. Capaian evaluasi urusan kewilayahan Kecamatan

Gandrungmangu Kabupaten Cilacap bisa dilihat pada tabel di

bawah ini:
Tabel 2.125.
Capaian Evaluasi Indikator Kinerja Kecamatan Gandrungmangu
Indikator % Capaian
N Kinerja Satu | Larget RPJMD | Status OPD
o Program Akhir | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 Capaian | Penanggu
Program an RJMD s/d Tahun Target ng Jawab
(Outcome) 2021
1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14
1. Program
Pengembangan
Pelayanan
Kewilayahan
Persentase
Koordinasi
Wilayah % 100 100 | 100 | 100 | 100 | 100 100 . Kecamata
Kecamatan n
yang
dilaksanakan
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k. Kecamatan Jeruklegi

Tingkat Kepuasan Masyarakat di Kecamatan Jeruklegi
mengalami peningkatan pada tahun 2017 sebesar 80,10 menjadi
99,84 pada tahun 2020, Nilai Sakip juga mengalami peningkatan
dari 69,90 di tahun 2017 meningkat menjadi 75,94% pada tahun
2020. Capaian Persentase Desa/Kelurahan dengan Kategori
Berkembang, Persentase Gangguan Keamanan, Ketentraman dan
Ketertiban Umum yang Ditangani, Persentase Peringatan Hari
Nasional dan Persentase Desa yang Memiliki RPJMDes, RKPDes
dan APBDes setiap tahunnya mencapai 100%. Indikator lainnya
juga mengalami peningkatan, secara lengkap capaian
pembangunan di Kecamatan Jeruklegi dapat dilihat pada tabel
berikut.

Tabel 2.126.
Capaian Indikator Kinerja Urusan Penunjang Pemerintahan
Kecamatan Jeruklegi

. . . Capaian

No Indikator Kinerja Satuan 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021

1 Persentase penurunan gangguan % NA NA NA NA NA
keamanan skala Kecamatan

9. Persenfcase Gapgguan Keamanan % NA NA NA NA NA
yang ditangani Kecamatan

3 Pfsrgentase Desa Kataogri Mandiri % NA NA NA NA NA
di Tingkat Kecamatan

4, | Persentase Desa Yang % 100 | 100 | 100 | 100 | 100
Berkembang

5. Per.sentase implementasi % NA NA NA NA NA
pelimpahan kewenangan

6. Persentase Desa yang memiliki % 100 100 100 100 100
kelembagaan aktif
Persentase Desa/Kelurahan yang

7. | dibina dalam pelaksanaan % 100 100 100 100 100
ketentramtaman dan ketertiban

g. | Persentase fasilitasi % 100 |